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UCAPAN TERIMA KASIH

K:_-_uim.-m antar manusia dialam lapanzan hokim membutulhan sarana
lan prasarana, Hubungan di bidang hekom dan jasa keuangan,
sejalan dengun  perkembangan prinsip-prinsip hubungan kesclaraan antara
pelaku ekonomi, telah memuncuthan ragam bemub sarana trepsakst berupa
surat-surat herharga sehagai alal bayar.

| ahirnya aneka bentuk surat-surat berharga vang memberikan
kemuduhan dan- jaminan transaksi bagi para prhak menuntul perlunys
pemahaman mengenai bentuk, fungsi. hak, sena tanggung jawah hukum
masing-masng pihak. Sistem hukum vang mengatur lentang arehia hentuh surat
berharoa it belum sepenuhnya diater dalam ketentuan Kitab Undang-undang
Hukum Dagang (KUHD), sehingga memerlukan pengaturan secara lebih
komprehensif dengan peraturan pelaksanaan vang dikelola oleh otoritas
moeneter vaitu Bank Indenesia dan Menteri Kevangan

Buku ini memaparkan tentang seluk-beluk aneka ragam surat berharga.
Semuls diperuntukkan sebagai materi pelengkap perkulizhan di lingkungan
Fakultas Hukum Universitas Lampung. Sciring dengan makin maraknya
runsaksi Ui bidang keuangan vang mempergunakan ancka bentub surat-surat
serharga, muncol wintunan berbagai pibak untuk menemukenali kensep sura
serharga itu khususnya dart aspek hukom, Hal wersebut mendorong penulis
semberanikan dici menguraikan lehih lanjut dan mengembangkan materi
wliah menjadi sebuah buku sederhana.

Materi vang diuraikan berkastan dengan pengertian sural berharga, jenis-
enis surat berharea, hingea telaah konsep hak dan kewajiban masmg-masing
ihak yang mengikatkan dirinya dalam penerbitan surat berharga. Lahimya
wku ini dibarapkan menjad) sumber bacean pelengkap selain beberapa buhu
gjenis vang selama ini telah heredar di kalangan pembaca berkaitan degan
@l wang sama.

Terima kasih kepada Prof. Abdulkadir Muhammad. S.11. Guru Besar
‘akultas Hukom Universitas Lampung yang telah berkenan membimbing
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penulis selama ini. Kepada Dr. | Gede AB Wiranata, 5.H., M.H., seorang sahakbat
vang telah memberikan dorongan dan semangat sehaligus memberikan kata
pengantar dalam buku ini sehingga menghantarkan penulis memiliki keberanian
untuk mulai melahirkan gagasan akademik meski belum dapat dinyatakan
sempurna. Terimakasih kepada Bpk. Drs. Suwarno, M.H. Kepala Penerbitan
Universitas Lampung yang telah memprioritaskan penerbitan buku ini.

Penulis mensyadari langkah awal ini masih banyak memiliki kekurangan
dan keterbatasan. Kritik dan saran pembaca sekalian akan membantu
penyempurnaan naskah sejenis di masa-masa mendatang.

Bandarlampung. Oktoher 2010

K ingkin Wahyuningdeal, 5.H., M.H.
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KATA PENGANTAR

lah lama diperlukan berbaga allernative alat bukit vang bersifar
mendorong dan memberikan kemudahan beriransakss di kalangan

pelaku wsaha. Meskipun disadari bahwa sesungguhnsa itikad baik adalah
sesuatu yang perlu dikedepankan dalam aspek kegiatan usaha di antara pelaku
usaha, namun scjalan dengan munculnya berbagai perkembangan teori dan
doktrin universal, tetap dirasakan harus ada paradigma baru dalam lapangan
manajementransaksi kevangan di antara mereba vang terlibat dalam kegiatan
usaha. Sayangnya, aspek hukum tidak selalu sejolan dan mampe mengikut
perkembangan terscbut,

serimg munculnva tuntutan paradigma baru, di sisi lain Keterbatasan
sistem hukum vang selama ini dianut dalam KUHperdata ML
kUHDagang, telah lama pula dinamikan sebuah karya tulis vang menguraikan
gagasan akademik vang mengulas aneka bentuk surat-surat berharga yang
lazimnya dikenal dalam hubungan transaksi perdagangan dan keuangan,

Buku ini menguraikan secara teoritik dan diiringi dengan berhagai
contoh penerapannya, serta analisis hukum berkaitan dengan surat-surat
berharga. Upaya terobosan vang digapas oleh penulis hukuy ini, Vang secara
cermat telah mefakukan pembahazan dengan menghaitkan dengan ketentuan
wemim sistem hukum dan perkembangan realistis tentu sangat bermantaat dan
akan diterima aleh berbagai pihak. Selain menambah wawasan pembaca, buku
ini akan menjadi matert pelengkap beberapa penulis vang sebelum ini telah
melakukan kajian serupa. Dischabkan perkembangan hukum yang semakin
berpihiak pada kondisi terking, maka wpava penulis menvelipkan hahasan
dengan merujuk ketentuan hukum terbaru dari lembaga otoritas moneter B,
dapat dinvyatakan sebagai kelehihan fain dart buku ini.

sava menvambut bink dan berharap karyva tulis ini akan terus diupayakan
untuk dikembangkan oleh penufisnya schingga wacana keilmuan akan semakin
dapal ditingkatkan tidak saja bagi penulis, namun juga bagi pembaca dan
pelabu usaha lainnya, Harapan sava ke depan, pennlis akan tetap kensisten

{enensi Hikaom Surar Berfargo vii



dalam ranah akademik mencermati perkembangan hukum di negeri ini,

sehingga mampu memberikan sumbangsih dalam pembangunan di bidang
hukum.

Saya ucapkan selamat atas terbitnya buku ini. Mudah-mudahan ada
mantaaimya bagi kita sekalian.

Bandarlampung, Oktober 2000

[, | Gede AB, Wiranata, 5.H., MoH.
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BAB |
SURAT BERHARGA PADA UMUMNYA

1.1 Surat Berharga dan Surat yang Mempunyai Harga

Dibandinghan dengan uang kartal sebagai alan bayar maka surat berharga
sebagai vang giral memiliki manfaat yang lebih praktis dan aman. Prakeis
artinya dalam setiap transaksi para pihak tidak perlu membawa uang dalam
jumlah hesar sebagai alat pembayaran, melainkan cukup dengan mengantong
sural berharga saja. Aman artinya tidak setiap orang vang tidak berhak dapat
menpginakan surat berharga iy, karena pembavaran dengan surat berharpa
memerfukan cara-cara tertentu, Sedangkan pembayaran dengan mata uang
dalam jumiah besar, banyvak sekali kemungkinan menimbulkan bahava kerugi-
an. misalnyva pencurian, perampokan, dan lain-lain (Imam Prayvogo, 1995 1),

Meskipun lebih praktis dan aman, akan tetapi pemahaman masvarakat
tentang surat berharga masih banyak keliru dengan surat vang hanya memiliki
harga atau nilai. Untuk it perfu dijelaskan kensep surat berharga dan sural
vang mempunyar harga.

surat berharga memiliki pengertian vang berbeda dengan sural yang
mempunyal harga atau nilai, vailu  sural berharga, wrjemahan dari istilah
ashimya dalam Bahasa Belanda waarde pagier, di negara-negara Anglo Saxon
dikenal dengan wstilab wegonable instrunents. sedangkan surat vang
mempunyin harga atau nilai, terjemahan dari istilah aslinva Bahasa Belanda
papier van woorde dalam Bahasa Inggrisnya fester of vofue.

Sural Berharpa

Pengertian atau definisi surat berharga tidak ditemukan dalam KUHD
raupun perundang-undangan fainnya. Kalaupun ada undang-undang menyebut
istilah surat berharga, hanya menyebul atau merinci jenis-jenis surat vang
termasuk sebagai surat berharga. Hal ini dapat diketahui dari ketentuan undang-
undang berikut:

Dievenesd Hivknem Surat Bevkorpa 1



Undang-undang No 10 tahun 1998 Tentang Perubahen Atas Undang-
undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dalam Pasal | angka (10}
menyatakan, surat berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, saham,
obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnva, stau kepentingan lain
atau suatu kewajiban dari penerbit. dalam bentuk vang lazim
diperdagangkan dalam Pasar Modal dan Pasar Uang,

Undang-undang No.8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, dalam Pasal |
angka {5) menyatakan, efck adalah surat berharza, vaitu surat pengakuan
utang, sural berharga komersial, saham, obligasi. tanda bukti utang, Unit
Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Berjangka atas Ffok, dan
setiap derivatif dari cfek

Karena pengertian atau definisi surat berharga tidak ditemukan dalam

Ketentuan perundang-undangan, maka untuk mengetabui pengertian surat
berharga akan disajikan  beberapa pendapat pakar hukum sebagaimana
diuraikan berikut ini:

5

Suatu sural yang disebut surat berharga haruslah dalam surat it ercantum
nilai yang sama dari perikatan dasarnva. Perikatan dasar inilah vang
menjadi cawsa diterhitkannya surat berharga terscbut, Dengan kata lain
bahwa sepucuk surat ity disebut sural berharga karena di dalam surat it
tercantum nilai perikatan dasamya { Emmy Pangaribuan, 1982; 29}
Sural berharga adalab surat yang oleh penerbitnva sengaja diterbitkan
sehagai pelaksanaan p:::m_:luhaﬂ suaty prestasi, yang berupa pembayvaran
sejumiah vang. Tetapi pembayaran itu tidak dilakukan dengan
menggunakan mata uang melamkan menggunakan alat hayar lain, Alat
hayar itu suatu surat yang di dalamnya mengandung perintah kepada pihak
ketiga atau pernyatasn sanggup, untuk m-eml‘m_'g.dr sejumlah uang kepada
pemegang surat tersebutl (Abdulkadic Mubammad, 2003: 5);

- Surat berharga itu surat tuntutan utang, pembawa hak dan mudah diperjual

belikan { Purwosutjipto, 1994 5);

Istilah surat berharga ity terpakar untuk surat-surat yang bersifat seperti
uang tunai, jadi yang dapat dipakai ontuk melabukan pembayvaran. Ini
berarti pula bahwa surat-surat ite dapat diperdagangkan, agar sewakitu-
waktu dapat ditukarkan dengan vang tunai ataw megoriokle instramenis
{Wirjono Projodikoro, 1992 34);

Ciri khas surat berharga ity adalah bersenyawanya hak menagih dengan
akta yang merupakan tempatnya, karenanya surat berharga dapat menjadi
benda perdagangan vang dapat diperjualbelikan (Rachmadi, 20001 &),

Kimghin Walywmingdioh, 5.H., M.H



Herdasarkan beberapa pendapat para sarjana di atas dapat disimpulkan,
bahwa untuk melakukan identifikasi terhadap seat surai apakah suratl tersebut
adalah surat berharga adatah dengan melihat pada fungsi vang dimiliki sural
tersebut. Salah satu fungsi dart surat berharga adalah sebagai alat bayar.

Surat berharpa i labu diserahkan kepada pemesang., schingga pemegang
surat berharpa mempunyai hak tageth stas pembayaran sejumlah vang vang
dischut dalam surat berharga itu. Purwosuipto 01994 5) menyatakan, unsur
kedua dari surat berharga adalab sebagai surat “pembawa hak™. Yang dimuksud
hak di sini sdalah hak untuk nenunio sesuaty kepada debiur, Surat berharga
pdatah surnt “pembawa hak' yang berarti balwa “hak™ e rsebul melekat pada
akla surai berfiarga, scolah-clah mengadi satu atau senyawa hin becraarti gika
surat itu hilang atau musnah maka hak menuntut akan turot hifang,

Fachmadi (2000 6) menvatakan, ¢irn sural herharga adalah
bersenyawanya hak menagih dengan akta yang menjadi twmpatnya, Dengan
demikian, aninva bagi pemegang sural berharga, surat ity merapakin buki
hehwa dia sebagar orang vang mempunya hak tagil sejumiah vang yang
tertulis dulam surai terschut, Jadi apabila ia datang kepada orang yang
diperintahkan unfuk membayar ataa orang yiang mesyvangoopi melabokan
pembayaran maka ia harus mendapatkan pembayaran dan crang tersebhut
Sehaliknva, bagi pihak yang mempunyai kewijiban membayar trdak
mempunyai kewajihan untuk menelitn febib jauh apakah pemegang i adalah
pemegang vang herhak sesunpguhnya

Datam ilmu hukum dagang surat bukei semacam i disebut sebaga
“surg fegitimasi”, vang apabila suratosa hilang atan musnah maka lak menagih
akan hilang pula. Dengan demikian dapat disnnpulkan babwa surat berfuarpa
juga memiliki funpsi sebagan bukti hak tagih bagi pemegangnya alas sejumlab
vang vang disebit dalam surat iersehut (surat legitimas: )

Hak tagih tersebut dapat diperalifiban kepada pihak lain dengan cars
vang imodah dan sederhana berdasarkan klausola peralibannya. Dalam definiss
vang disratkan di ates jupa disebut bahwa sural berharga merupakan surat
vang dapatl diperjusl belikan atan diperdaganghan dengan mudah dan
sederhana. lulalk sehabnya maka kebanvakan surat berharga menpunaban
Klausula atas tnjok atau atas pengganti. meskipun ada kemungkinan untuk
membuat klavsuly atas namu. Pengponaan Klausula atas tunjuk atau atas
penggant akan memudahkan cara beralibnya surat berharga dari pemegang
satu kepada pemegang berikutnya. Namun demikian tidak dapat dikatakan

Fhierind Hokem Soral Berhoego 1



baliwa semua surat atas tunjuk atau atas pengganti adalah surat berharga, Hal
mi akan dibahas lebih lanjut pada pemba-hasan mengenai surat atas wnjuk
dan atas pengganti.

Berdasarkan vraian di atas dapat disimpulkan, surat berharga itu
memiliki fungsi sebagai alat bavar, scbagai alat bukii hak tagih bagi
pemegangnya (surat legitimasi) dan dapat diperjualbelikan dengan mudah dan
sederhana, Dengan demikian, untuk sementara belum ditemukan delinisi sural
berharga dalam peraturan perundengan maka tiga fungsi wtama dari surat
berharga mi dapat dipakai uniuk melskukan identifikasi terhadap surat
berharga,

Sural yang Mempunvai Harga atau Nilai

Latar belakang penerbitan surat-surat yang mempunyai harga atau nilai
bukan untuk melakukan pembayaran sejumiah uang, akan tetapi sebagai bukt
bagi pemegangnya sebagai orang yang berhak atas apa yang tercantum dalam
surat tersebul. Jadi, tujuan penerbitannya bukan untuk pembayaran. Surat ini
Juga tidak dapat diperjualbelikan karena tejuan penerbitannya selain bukan
untuk pembayaran sejumlah uang juga bukan untuk diperjualbelikan, Serat
i sekedar membuktikan balwa pemegangnya adalah orang yang berhak atas
apa yang disebutkan atau untub menikmati hak vang discbuthan dalam surat
tersebul. Surat yang mempunyai harga juga bukan sehagai surat legitimasi.
Oleh Karena it hilangnya sebuah surat vang mempunyai harga tidak membuat
hilangnya hak tagih bagi pemegangnya karena masih dapat dibuktikan dengan
cara lain,

Contoh serat vang mempunvai harga ataw nilar adalah surat pengakuan
hutang dan debitur, surat konosemen dar perusahaan pengangkutan, surat
tanda penitipan barang, karcis kereta api, karcis bis, karcis bioskep, Tujuan
penerbilan surat pengakuan hutang ofeh debitur bukanlah sebaga alat bayar
melaimkan hanya berupa pengakuan hutang. Sedanghkan bagi kreditur yvang
menerima surat tersebut merupakan bukti adanya pintang. Selain o njuan
penerbitannya juga bukan untuk diperalibkan, Jika akan diperalibban maka
kreditur harus memberitahukan kepada debitur karena debitur hanya
mempunyai kewajiban kepada kreditumya.

Menurut Emmy Pangaribuan (1982: 19), siapa vang memegang surat
pengakuan hutang, tidak akan dapat menagih pembayaran dari penghutang

4 Kingkin Wahyvumingdich, SH., M H



hanyi dengan menunjukkan suratnya saja. Penghutang hanya akan membayar
kepadanya jika ia sungguh-sungguh penagib yang berhak sebenarmya.

Tujuan penerbitan surat konosemen bagi perusahaan pengangkutan
bukan scbagai alat bayar melainkan bukti penyerahan sejumlah barang yang
tertulis dalam konosmen. Bagi pemegang konosemen, berhak atas sejumlah
barang yvang tertulis dalam konosemen. Jadi, konosemen bagi pemegangnya
adalab sehagai bukti hak atas penyerahan sejumlah barang. Selain it tujuan
penerbitan konosemen juga bukan untuk diperalihkan, kalaupun diperalibkan
bamya bersifat insidental saja. Demikian juga dengan jenis surat lain yvang
telah disebut dalam contoh di atas, tujean penerbitannya bukanlah untuk
pembavaran sejumlah vang. Sedang bapi pemegangnyva hanya membuktikan
bahwa ia memiliki hak atas barang yang dititipkan { surat penitipan), hak untuk
menikmiti jasa angkutan (karcis kereta api dan karcis bis), hak untuk menikmati
pertunjukan bioskop (karcis bioskop). Apabila pemegangnya kehilangan surat
tersebut maka ia masih dapat membuktikan haknya dengan cara lain, karena
bukan sebagai surat legitimasi.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa surat yang
memiliki harga atau nilai tidak memiliki fungsi sebagaimana vang dimiliki
oleh surat berharga, yaitu bukan schagai alat bavar, bukan untuk diperalihkan
dan bukan sebagm surat legitimasi.

1.2 Suratl Berharga Sebagai Surat Legitimasi
Pengertian dan Manfaat Legitimasi

Menurut Abdulkadir Muhammad {2003 21), perkataan “legitimasi™
sebenarnya tidak ada dalam undang-undang, baik dalam KUHD maupun dalam
KUHPdt Legitimasi merupakan kesimpulan vang dibuat oleh para sarjana
hukum dari pasal-pasal tertentu dalam KUHD dan KUHPAL, vang dapat
diperlakukan terhadap surat berharga.

Sural legitimasi artinya surat bukti bagi pemegangnya sebagai orang
yang berhak. Sural berharga sebagai surat legitimasi artinya bagi pemegangnya
berhak atas tagihan yang tersebut di dalamnya { Abdulkadir Muhammad, 2003
22}, Selain sebagai bukii hak tagih terhadap pembayaran sejumlah uang, surat
berharga juga bersifat sebagai surat legitimasi. Artinya siapa yang menguasai
sepucuk surat berharga dapal meminta pemenuhan haknya tanpa memerlukan
pembuktian lebib lanjot { Emmy Pangaribuan, 1882 19),
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Manfaat surar berharga sebagai surat legitimasi adalah surat herharga
bukan hanva sebagai bukti diri jika terjadi perselisihan, tetapi juga
mempermudah pemegangnyva menuntut pembayaran di dalam dan di luar
proses. Bagi seorang pemegang surat berharga, surat itulah vang harus
ditunjukan untuk memperoleh pembayaran. Ini berarti apahila surat itu lepas
dor penguasaannya, ia tidak bisa mewujudkan hak tagihnva itu. Berlakunya
asas legitimasi adalah untuk memperlancar peredarannya dalam lalu lintas
pembavaran, sesuai dengan fungsi dan tujuan penerbitan surat berharga,

Ciri Legitimasi dan Pembayvaran Surat Berharga

Ciri legitimas: dapat diketahu dari klavsula peralihan surat berharga.
Sebagaiman dioraikan pada bagian terdahulu bahwa surat berharga termasuk
dalam sural piutang salah satu fungsinyva adakab dapat diperalibkan dengan
mudah dan sederhana sesuai dengan klavsula peraliban vang terdapat dalam
surat tersebut. Menurut ketentuan Pasal 613 KUHPL, piutang atas tunjuk
penverahannya dilakukan dengan cara menverahkan suratnya dari tangan ke
tangan, sural ates pengganti diperalihkan dengan carn emdoyemen dan surat
piutang atas nama diperalibkan dengan cara cessie,

Akibat hukum adanva peralihan adalah beralibnya hak tagih sejumlah
vang yang disebutkan dalam surat tersebut dar pemegang pertama kepada
pemegang kedua dan seterusnva. Apabila surat piutang itu dipidalitangankan
kepada pemegang berikutnya, itu berarti hak tagih berpindah mengikuti surat
piutang itu, Dengan demikian, ciri dari surat berharga sehagai surat legitimasi
adalah hahwa surat itu melegitimir pemegangnya sehagai orang vang berhak
atas pembayaran. Pada umumnya legitimasi ite tidak terbatas hanya pada
pemegang periama saja. Akan tetapn penerbit dapat membatasinya dengan
mencmpatkan klavsola redse menurut hukom surat berharga

Surat berharge merupoakan surat legitimasi, maka meskipun peralihanya
telah dilakukan berulang-ulang, pembayaran surat berharga oleh pihak
penghutang hanya didasarkan pada penunjukan surat berharga oleh penagih
kepada penghutang. Perscalannya adalah bagaimana jika pembayaran terhadap
surat berharga ity dilakukan kepada orang vang tidak berhak sesungguhnya?
Undang-undang tetap tidak memberikan perlindungan kepada pihak yang tidak
Jujur. Hal ini dapat diketabui dari ketentuan pasal-pasal berikut:

a, Pasal 384 KUHPdt yang mengatur bahwa supaya penyverahan sah menurut
hukum hares berdasarkan alas hak yang sah dan dilakukan oleh orang
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vang berhak. Hertitik tolak dan ketentuan pasal ini dapat diketahui
penyerahan sural pivtang harus didasarkan oleh perikatan dasar vang sah
dan dilakukan oleh orang vang berhak,

Pasal | 386 KUHPL, mengatur bahwa pembavaren vang dilakukan dengan
itikad baik kepada seorang yang memgang sural pistangnya adalah sah,
Juga apabila surat pictang itu kemudian karena sesuat penghukuman unfuk
menverahkan kepada seorang lain diambil dari penguasasn orang tersebut.
ladi, menurut ketentuan pasal ini jika terjadi pemegang surat berharga
mendapatkan surat berharga secara tidak jujur dan tetap dibayar juga oleh
penghutang karcno mengikuti asas legitimas: maka jika pembayaran
dilekukan dengan itikad baik akan membehaskan dirnya dari scgals
kewajibannyva. Artinya 1 memang sungguh-sungguh tidak mengetahus
bahwa pemegang surat berharga itu bukanlah orang yvang berhak. Akan
tetapi jika pembayvaran dilakukan dengan itikad jahat karena sesungguhnya
telah diketahui bahwa pemegang bukanlah orang vang berhak atau Karena
persenkongkalan. maka pembayaran yang telah dilakukannya tidak
membebaskannya dari kewajiban membayar kembah kepada orang vang
berhak sehenarmya,, Ketentuan pasal ini memberikan perlindungan kepada
debitur vang jujur;

Pasal 1977 Avat (1) KUHPd menyatakan, barang siapa vang menguasai
henda bergerak yvang bukan berupa bunga, atau piutang vang
pembayarannya dapat dilakukan kepada si pembawa dianggap sebagai
pemiliknva. Jadi, penguasaan (hezit) dianggap sebapai alas hak yvang
sempurna. Dengan demikian, barang siapa vang memegang surat piutang
atas tunjuk, meskipun memperclehnya itu tanpe hak, disnpeap sebapai
pemiliknva vang berhak atas tagihan. Anggapan ite idak bepar, Hal i
dapat diketahui dari Ayat (2) Pasal 1977 yang menyatakan, barang siapa
vang kehilangan atau kecurian suate barang dalam jangha wakte tiga tahun
terhitung sejak han kehilangan atau kecurian barang itu, 2 dapat menuntut
kembali barangnya vang hilang atau dicuri itu. Dengan demikian,
pemegang vang jujur tetap dilindungi. Sedanghkan debitur vang jujur
dibebaskan dart kewajiban untuk meneliti apakah orang vang tampaknya
dari luar adalah orang vang berhak karena menguasai suratnya sebagai
orang vang benar-henar berhak. ketentwan Pasal 1977 KUHPdt ini tidak
berlaku bagi untuk surat berharga karena dalam KUHD sudab diatur
tersendirt asas legitimasi, sesuai fungsi surat berharga vang dapat
diperalihkan secara mudah dan sederhana.
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Macam Legitimasi
Legitimasi Formal

Legitimasi formal adalah bukti balwa pemegang sural berharga it
dianggap sebagai vang berhak tagih, atas tgihan vang tersebut di dalamnya.
Kata “dianggap” menunjukan baliwa apabila pemegang lidak dapat
menunjukkan bukti secara formal diatur oleh undang-undang maka ia Lidak
dupat dikatakan sebagai pemegang vang sah. Atau dengan hata lain scpanjang
tidak dapat dibuktikan sebaliknya maka dalam legitimasi formal. pemegang
itulal sebagai orang vang berhak atas pembayaran surat berharza i

Ketentuan mengenai legitimasi formal terdapat dalam KUHD. yaitu
Pasal 115 Ayat (| ) untuk surat wesel, Pasal 1 76 KUHD untuk surat AN L
dan Pasal 196 untuk surat cek. Berdasarkan ketentusn pasal-pasal ing dapat
desimpulkan, buhwa pemegang surat berharga (wesel. cek, dan sorat SANgEup)
vang memenuhi persyaratan menurut undang-undang dialah sehagal pemegang,
vang sah. Memenuhi persyaratan menurut undang-undang artinva dapat
membuktikan dengan menunjukkan persvaratan vang nyata kelihatan dalam
surat berhargs i, yaitu dengan menunjukkan sederctan tak terputus endoscmen
dalam surat berharga itu, meskipun vang terakhir dilakukan dalam endosemen
blanko,

nesual fungsi surat berharga maka undang-undang mengutamakan
legitimasi formal. Bagaimana jika ternyata pemegang adalah bukan orang vang
berhak sesungguhnya? Jika hal ini terjadi maka penyvelesaiannyva adalah dengan
mengpunakan legitimas: material.

Legitimasi Material

Legitimasi material adalah bukti baliwa seseorang itu adalah orang vang
berhak sesungguhnya atas tagihan yang tersebut dalam surat berharga. Berdeda
dengan legitimasi formal bahwa seseorang itu hanya “dianggap™ sebagai yang
herhak atas tagihan vang discbuit dalam surat berharga sepanjang tidak ada
yang dapat membuktikan schaliknya, maka dalam legitimasi material seseorang
it adalah benar-benar crang vang berhak atas tagihan sejumlah vang vang
disebut dalam surat berharpa.

Meskipun undang-undang mengutamakan legitimasi formal akan tetapi
melalui ketentuan tentang legitimasi meterial undan g-undang hanya memberi
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perlindungan kepada pemegang vang jujur dan pembayar yang Jujur. Hal ini

dapat diketahui dari ketentuan pasal-pasal berikut:

a. Pasal 115 Ayat {2) KUHD untuk surat wesel termasuk surat sanggap dan
Pasal 198 KUHD untuk surat cek. Beritik wlak dari ketentuan pasal-pasal
ini dapat diketahui bahwa jika seseorang kehilangan surat berharga yang,
dikuasainya, dan ternyata orang lain yang memegang surat berharga ity
dapat membukti-kan berdasarkan legitimasi formal, maka tidak
mewajibkan pemegang tersebut mengembalikan surat berharga itu kepada
yang berhak sesungzuh-nya, kecvali ia memperolehnya dengan cara itikad
buruk atau tidak jujur atau karena keteledoran yang besar. Ini artinya bahwa
pemegang vang secara material tidak berhak, tetap tidak mendapat
perlindungan. Demikian sebalik-nya jika ia mendapatkan surat berharga
itu dengan itikad baik atau jujur yaitu meskipun surat berharga it berasal
dari pencurian tapi ia benar-benar tidak mengetahuinya atau tidak mengira
maka ia akan tetap dilindungi dan mendapatkan pembayaran;

b Pasal 139 Avar (3} KUHD mengatur bahwa debiter yang telah melakukan
pembayaran kepada pemegang yang ternyata tidak jujur atau bukan
pemegang vang sebenarnya berhak, pembayaran ity juga sah aninya debitur
tidak dapat dipersalahkan kecuali pembayaran itu dilakukan dengan itikad
buruk, atau karena keteledoran vang besar, Ketentuan pasal im juga
mewajibkan pihak pembayar untuk memeriksa ketertiban derctan
endoyemen yang telal terjadi tetapi tidak perlu memeriksa tandatangan
segala endosemen.

Berdasarkan ketentuan Pasal 13% Ayat (3) KUHD terscbut dapat
diketahui bahwa undang-undang melindungi pihak pembayar yang melakukan
pembayaran surat berharga dengan itikad baik, dan tidak memberikan
perlindungan kepada pembayar vang melakukan pembayaran dengan itikad
buruk. Yang dimaksud dengan pembayaran dengan itikad buruk adalah pihak
pembayar mengetshui atau patut mengetahot bahwa surat berharga yang
disodorkan kepadanya untuk mem-peroleh pembayaran itu adalah berasal dari
perbuatan vang tidak halal, atau tidak sah. Jika pembayar tidak meneliti
sederetan endosemen yang berdasarkan ketentuan pasal ini adalah merupakan
kewajibannya maka pembayar itu dikatakan telah melakukan keteledoran yang
besar. Jika hal ini terjadi maka tidak membebaskan pembayar dari
kewajibannya. Berdasarkan Pasal 139 Ayat (4) KUHD, jika pembayar telah
melakukan pembayaran vang kedua kalinya kepada vang berhak sebenarnya
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maka ia mempunyai hak untuk menagih kepada mereka yang tclah
mendapatkan surat berharga itu dengan cara itikad buruk atau karena
keteledoran yang besar.

1.3 Klausula Atas Tunjuk dan Atas Pengganti

Sulah satu fungsi surat berharga adalah dapat diperalibkas dengan
mudah dan sederhana atau dapat diperdagangkan, Cara memperalibkan surat
berharga dapat diketahui dari Klausula vang terdapat datam surat berharga itu,
Oleh karena itu dalam setiap surat berharpa terdapat klausula peraliban atas
tunjuk atau atas pengeanti. Klausula atas tunjuk adalah terjemahan dari istilah
aslinya dalam Bahasa Belanda aun reonder, Bahasa Ingaris /o bearer. Klausula
atas pengganti adalab terjemahan dari istilah aslinva dalam Bahasa Belanda
acn orcler, Bahasa Inggris ro order,

Meskipun pada setiap surat berharga terdapat klausula atas tunjuk atay
alas pengganti, tetapi tidak berarti bahwa setiap surat atas wnjuk atau atas
pengganti itu selalu surat berharga, Scheftema sebagaimana dikutip Abdulkadir
Mubammad (2003 9 menggolongkan surat atas wnjuk dan atas pengganti
herdasarkan “perikatan dasarnya™ menjadi tiga golongan, yaitu:

. Lakewreehtelifke papieren (surat-sural yang bersifat hukum kebendaan).
Isi perikatan dasarnys salah untuk menyerahkan barang vang tersebut dalam
surat itu. Akibat hukum penyerahan surat-surat itu kepada pihak Lain adalah
penyerahan barang yvang tersebut di dalamnya Inilah sifat-sifat hukum
kebendaan dari golongan ini. Yang termasuk golongan ini adalah
konosemen, ceel (warrant). Batk konosemen maupun ceef dapat diterbitkan
atas tunjuk atau atas pengganti;

b. Lidwaatschaps papicren (surat-surat tanda keangeatagn dari suatu
persekutuan). 1si perikatan dasarnya ialah hak-hak tertentu vang diberikan
olch persekutuan kepada pemegangnyva. misalnya hak suara, hak rapat,
hak wuntuk memperoleh keuntungan ataw deviden. Termasuk dalam
golongan ini adalah surat saham Perseroan Terbatas, Perseroan
Komanditer, surat keanggotaan koperasi, Surat-surat ini pada urmumnya
diterbitkan atas tunjuk dan atas nama fop name), scdangkan undang-undang
dan prakiik tidak mengenal saham atas pengganti;

¢. Schuldvorderings papieren (surat-serat agihan hutang). [si perikatan
dasarnya ialah untuk membayar sejumlah vang. artinya pemegang surat
u berhak mendapatkan pembavaran sejumlah vang vang tersebut di
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dalamnya dari penandatangan. Termasuk golongan ini adalah surat atas

tnjuk dan atas pengaanti vang tidak termasuk dalam golongan pertama

dan kedua. Surat-surat golongan ini diatur dalam Kitab Undang-Undang

Hukum Dagang Buku Kesatu Titel 6 dan Titel 7, vang dikategorikan lagi

menurut bentuknyva menjadi tiga macam, vaiu:

a.) Surat sanggup membayar atau janji membayar, Dalam surat ind
penandatangan berjani untuk menyanggupi membavar sejumlah vang
kepada orang vang memcgang sural itu atay orang vang
menggantikannya, Termasuk bentuk ini adalah surat sanggup
fowederhricfie, promissory note) dan promes atas tunjub, {pronesse an
faaomder).

b.) Surat perintah membayar (betalingsopdracht, erder of payment)
Dalam surat i penerbit memerintahkan kepada pihak ketiga
(tersangkut) yang namanya disebutkan dalam surat itu untuk
membayar sejumlah sang kepada pemegany atau penggantinya, Jika
pihak ketiga itu tidak mau membayvar, penerbit tetap bertanggung
jawab atas pembayaran itu, Termasuk dalam bentuk ini adalah surat
wesel dan sural cek.

c.) Surat pembehasan hutang (bwijting. recipt). Dalam surat ini penerbit
memberi perintah kepada pihak ketiga entuk membayar sejumlah uang
kepada pemegang vang menunjukkan dan menyerahkan surat itu.
Dengan penunjukkan dan penyerahan surat itu pemegang mempercleh
pembayaran. Bagi pihak ketiga yang telah membayar, surat itu menjads
bukti bahwa ia telah melunasi hutangnya sehingga ia dibebaskan dari
kewajiban membayvar kepada penerbit. Termasuk bentuk ini adalah
kuitansi atas tunjuk.

Bertelak dari pendapat Scheltema tersebut di atas dapat diketahu, bahwa
surat berharga adalah surat yang isi perikatan dasamya adalah “pembayaran
sejumlah uang”. Jika dilihat dari fungsi utama surat berharge sebapaimana
telah divraikan terdahulu maka ini termasuk funoss yang pertama yvait sebagai
alat bayar. Ini artinya konsep surat berharga menurut Scheltema adalah surat
atas tunjuk ataw atas pengeanti yang isi perikatan dasarnya berupa pembayaran
sejumlah vang. Dengan demikian, dalam konsep inipun fungsi surat berharga
adalah sebagai alat bavar, sebagai surat legitimasi dan dapat diperjuatbelikan,
Akan tetapi Scheltema lebih tegas menyebut bahwa surat berharga vang
dimaksud adalah surat wesel, surat sanggup. surat cek, surat kuitansi atas tunjuk
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dan surat promes atas tunjuk sebagaimana diatur dalam Buku Kesatu Titel 6
dan 7 KUHD.

Pertanyaannya adalah, bagaimana jika surat vang memiliki fungsi
sehagai surat berharga itu tidak termasuk jenis surat vang diatur dalam KUHD,
apakah juga disebut sebagai surat berharza? Dalam perkembangan selanjutnya
ternyata digunakan jenis surat berharia yang tidak diatur dalam KUHD, tetapi
diatur dalam peraturan hukum lainnva, Meskipun tidak tergolong ke dalam
surat vang diatur dalam KUMD. tetapi jika surat tersebut memenuhi fungsi
surat berharga maka dikatiahan sebaga sural berharga vang timbul dalam
prakiik atau surat berharga vang diatur di luar KUIHD. Seiring dengan
perkembangan jaman dalam lalu lintas pembavaran digunakan kartu kredit,
kartu ATM dan mungkin alat bayar lainnya. Apakah alat bayar ini juga termasuk
sural berharga? Sebagaimana telah dijelaskan hal ini dapat dilakukan
identifikasi dengan melihat fungsi surat tersebut, apakah memiliki fungsi
schagai sirat berharga atau tidak.

1.4 Penerbitan dan Peralihan Surat Berharga
Latar Belakang Penerbitan Surat Berharga

Dalam kehidupan schari-hari khususnya dalam dunia usaha, para pihak
dapat melakukan bermacam-macam transaksi atau perjanjias vang akan
melibat-kan mereka sebagai kreditur maspun debitur. Perjanjian tu ada
bermacam- macam jenisnyva, contoh perjanjian jual beli, pinjam meminjam
uang, penyimpanan wang di bank ataw bentuk perjanjian lainnya. Jenis
perjanjian yang menjadi latar belakang terbitnya surat herharga adalah
perjanjian yang menimbulkan akibat bugi salah satu pihak untuk melakukan
pembayaran sejumiah uang. Perjanjian semacam ini disebut sebagai “perikatan
dasar” vang menjadi dasar atau latar belakang diterbitkannya surat berharga,
Jika perikatan dasar tersebut terjadi make sebagai bentuk prestasi berupa
pemhbayaran sgjumlah vang tadi dapat dilaksanakan dengan menerbitkan surat
berharga dan menyerahkannya kepada kreditur sebagai pemegang sural
berharga. Lalu untuk menukarnya dalam mata uang pemegangnyva membawa
dan menunjukan surat berharpa tersebut kepada pihak yang namanya disebun
dalam surat itu sebagai permbavar. Pada surat sanggup alau promes atas tunjuk
pihak yang namanya tertulis dalam surat sebagai pembavar adalah penerbit
sendiri sebagi pihak vang menyanggupi untuk membayar, Sedangkan untuk
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jenis surat perintah bayar seperti surat wesel dan cek, pibak yang namanya
disebut dalam surat berharga adalah pihak ketiga vang diperintahkan untuk
membayar oleh penerbit.

Apabila akan melibatkan pihak ketiga sebagai pembavar maka artinya
antara pihak penerbit dengan pihak ketiga tersebun elab terjadi perjanjian
penyimpanan dana, Perjanjian penyimpanan dana ini akan dijadikan dasar
bagi pthak penerbit surat berharga agar pihak penyimpan dana melaksanikan
perintah untuk melakukan pembayaran kepada pemegang surat herharga,

Contoh kasus: seseorang bernama "X~ membuat perjanjian
penyimpanan dana pada bank “ABC”, dengan ketentuan jika ia membutihkan
dana tersebut maka ia dapat mengambilnya dengan menerhitkan surat berharga
dakam bentuk wesel atau cek. Kemudian dalam kesempatan lain X7 membuat
perjanjian “Y'. Dalam perjanjian tersebut “X7 mempunyai kewajiban
membayar sejumlah uang kepada “Y™, yang diganti dengan menerbitkan dan
menycrahkan cek kepada =Y, Dalam surat cek disehur bank “ABC" se bagai
pihak yang diberi perintah untuk melakukan pembayaran cek tersebut. Dalam
hal ini “X" schagai pemegang cek hanya dapat menunjukan dan menverahkan
cek tersebut kepada bank “ABC™ untuk memintakan pembayaran dalam bentuk
uarg. Jadi, bank “ABC” adalah pihak ketiga yang telah ditunjuk sebagai
tersangkut oleh = X

Dari contoh kasus di atas dapat diketabui bahwa latar belakang terbitnya
sural berharga adalah adanyva perikatan dasar vang telah ada antara penerbit
dan pemegang. Sedangkan adanya keterlibatan pihak ketiga vang ditunjuk
sehagai tersangkut olch penerbit adalah karena ada perjungian tersendiri antara
penerbit dan tersanghut berupa perjanjian penyimpanan dana. Perjanjian antara
penerhit dan tersangkut ini terlepas dari perikatan dasar yvang ada, atau tidak
perlu diketahui oleh pemegang surat berharga, Oleh karena it jika saat
titungukan surat berharga kepada tersanghut, ternvata tidak mendapatkan
pembayaran maka penerbit bertanggung jawab terhadap pembayaran surat
berharga itu.

Kesimpulannya, latar belakang diterbitkannya sepucuk surat berharga
hans didahului oleh sebuah perjanjian vang disebut sebagai “perikatan dasar™,
Lralam perikatan dasar selalu ada prestasi dari salah satu pihak berupa
kewajiban membavar sejumlah wang, Suran berharga itu sebenarnya adalah
pembayaran dengan cara lain dari cara biasa schagai pemenuhan  prestasi
tersebut. Inilah yang disebut bahwa surat berharga itu memiliki fungsi sebagai
alat bavar.
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Peralihan Surat Berharga

Selain sebagai alat bayar, ssurat berharga memiliki fungsi dapat
diperalibkan secars mudah dan sederhana. Peraliban itu terjadi misalnya
seorang pemegang sural berharga mengadakan perjanjian dengan pihak lain
dan menimbulkan kewajiban baginya untuk membayar sejumlah uang,
pemegang terschut dapat membayarnya dengan surat berhargas o, D8 sini sorat
berhianga berpindahtangan dari pemegang satu kepada pemegang faimnva. Inilah
yang disebut surat berharga memiliki fungsi dapat diperalihkan secara mudah
dan sederhana. Atau mungkin beralihnya surat berharga itu dischabkan
pemegangnyd membutubbon vang sedangkan sural berharga belum dapat
dimintakan pembayarannya, maka seeat berharga itu oleh pemegangnya dapal
dijual kepada orang lain. Pendcknva surat berharga it selalu dapat
diperalihkan, kecuali penerbit melarang untuk diperalihban dengan
mencantiumkan “klausula rekia™ dalam surat tersebut

Cara peralihan surat berharga dapat diketahui dan klausula peralibian
vang terdapat dalam surat terschut. Menurut ketentuan Pasal 613 KUHPd
peralihan surat piutang atas tunjuk dengan cara menyerahkan suratoya dari
tangan ke tangan, surat piutang atas pengeant dengan endosemen dan sural
piulang atas nama dengan cara cessie. Untuk surat berharga biasanya hanya
menggunakan klousula atas tunjuk. atau atas pengganti, sehingea peralihannya
cukup dari targan ketangan atau dengan cara endosemen, Jika surat berharga
memiliki klausula atas nama maka diperalihkan dengan cara cessie, yailu
dengan cara membuat akia dibawah tangan atau akta outentik,

1.5 Hubungan Hukum Penerbit dengan Pemegang Sural Berharea

Telah diketahui bahwa latar belakang terbitnva surat berharga adalah
karena adanya perikatan dasar antara penerbit dan pemegang surat berharga.
Pemegang di sini adalah pemegang pertama vang langsung sebagai pihak datam
perikatan dasar, Denpgan demikian, dasar hubungan hukum antara penerbit
dengan pemegang pertama adalah perikatan dasar yang menyechabkan penerbit
mempunyai kewajiban untuk melakukan pembavaran. Bagaimana jika
pemegang mengalihkan surat berharga itu karena memenuhi fungsinya® Apa
yang menjadi dasar hubungan hokum antara penerbit dengan pemegang Surat
berharpa vanp bukan pemepang pertama tadi? Abdulkadir Muhammad (2003:
=19y mengambil pendapat Zevenbergen, sedanghan Emy Pangaribuan { 982
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23-26) mengambil pendapat Zevenbergen, Mollengrafl dan Scheliema
menjelaskan adanya empat macam teori vang membahas masalah dasar
mengikatnya surat berharga antara penerbit dan pemegang surat berharpa yang
bukan pemegang pertama. Keempatl macam teori fersebut adalah:

Teori Kreasi atzu Penciplasan § cregdictheorie),

b. Teori Kepantasan (redfiikheidvheorie),

c. Teori Perjanjian fovereenkomsifearic ),

d. Teori Penunjukan iverfoningstheoric)

Teori Kreasi atan Penciptaan (Rediifkheidstheoric)

Menurut teort i dasar hukum mengikatnyva surat berharga antara
pencrbit dan pemepang ialah perbuatan “menandatangan™ surat berharga itu,
Perbuatan inilah vang menciptakan perikatan antara penerbit dan pemegang,
Artinya dengan menempatkan tandatangan di atas surat berharga itu akan
menimbulkan perikatan bagi orang yang menandatangani terhadap crang lain
yang memperoleh surat tersebul. Atas dasar ada perikatan itu, penerbit
bertanggung jawib membayar kepada pemegang surat berharga itu, walaupun
tanpa perjanjian dengan pemegang berikutnya.

K.eberatan terhadap teon imi adalah bahwa pernyataan sepihak dengan
tandatangan saja tidak mungkin menimbulkan perikatan. Supava timbul
perikatan harus ada dus pihak yang mengadakan persetujuan schab tanpa
adanya persetujuan tidak mungkin ada kewajiban, Demikian juga jika surat
berharga 1tu jatuh ke tangan crang yang tidak berhak atau tidak jujur misalnya
karena dicuri, maka menurut teori ini pihak penandatangan masih terikat untuk
membayar,

Teori ini mula-mula dikemukakan cleh Einert secrang sarjana hukum
Jerman tahun 1839, kemudian diteruskan oleh Kunze { 1837}, Teort ini banyvak
dianut di Perancis,

Teori Kepantasan fredlijkheidifreorie)

Teori i masih berdasarkan pada teori kreasi atau penciptaan yaitu
penerbit yang menandatangani surat ity tetap terikat untuk membayar kepada
pemegang surat berharga tetapi dengan pembatasan bahwa surat berharga itu
diperoleh secara jujur atau dengan itikad baik. Artinya terikatnya penerbit
kepada pemegang surat berharga adalah karena dua alasan, yaitu karena
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perbuatan menandatangani sural berharga dan sural berharga it diperaleh
pemegang dengan itikad baik atau jujur,

Keberatan terhadap teori ini ndalah karena masih berdasarkan pada teori
penciptaan yang menganggap perbuatan memandatangan surat berharga it
menimbulkan perikatan. Padahal pernyvataan sepihak tidak mungkin
memimbulkan perikatan jika tidak ada persetujuan pihak luin

Teori ini dipefopori oleh Grunhut seorang sargana hokum Jerman. (i
Terman teori ini disebut Rediichkeitstheovie.

Teori Perjanjian {Overenkomsitheorie)

Menurut teori ini dusar mengikatnyva sural berharga antara penerbit
dengan pemegang adalah “suatu perpanjian’ yang merupakan perbuatan dua
pihak yaite penerbit vang menandatangani dan pemegang pertama yvang
menerima surat berharga it Dalam perjanyian disetujui jika pemegans prertama
memperalihkan surat it kepada pemegang berikutnya penerhir tetap 1erikat
untuk membavar atau bertanggung jawab untuk membavar, Dalam keadaan
normal teori ini masibh dapal diterima karcna berdasarkan pada isi
perjanjiannya.

Keberatan terhadap teori ini adalah jika surar berharga ity beredar
dengan cara tidak normal, misalnya hilang atas dicuri. Arau Jatuhnya surat
berharpa tersebut kepada pemegang lain adalah di luar kemavan penerbit.
Berdasarkan teori ina jika terjadi demikian maka petterbit tetap bertanggung
Jawab terbadap pemegang vang memperoleh surat berharga it secara tidak
normal, Teort in tidak dapat menjelaskan mengapa penerbil tetap bernangeung
Jawab terhadap pemegang vang memperclehnya dengan cara tidak normal.
Mallenggraaft dan Scheltema mencoba memeeahkan masalah ini dengan
mengemukakan teori “perjanjian dengan tambalan™. Menurut teori ini
tanggung jawab pencrhit dan terhadap pemegang letap didasarkan pada
perianjian antara penerbit dan pemegang pertama. Jika surat he rharpa itu jatuh
ke tangan pemegang berikutnya. penerbit mempunyai kewajiban vang bary
terhadap pemegang yang baru itu berdasarkan huk s positif, vaitu pasal-pasal
vang terdapat dalam KUHD dan KLUHP,

Teon perjanjian ini dikemukakan oleh Thoel seorang sarjana hukum
Jerman dalam bukunya Dux Heomdelvrechn (1879)
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Teori Penunjukkan (Ferfoningsifieorie)

Menurut teori ini yang menjadi dasar hukum mengikatnya surat berharga
antara penerbit dan pemegang adalah perbuatan “penunjukkan™ surat i
kepada debitur. Debitur pertamaadalah penerbit, oleh siapa surat berharga itu
disuruh dipertunjukan pada hari bayar. Sejak tulah tinbul perikatan dan
penerbit sehagai debitur wajib membavarnya, Abdulkadir Muhammad {2003
193 menjelaskan bahwa teorn ini terlalu jauh dengan fakia dan terlalu jauh
bertentangan dengan ketentuan undang-undang. Menurutnya dikatakan tidak
sesual dengan fakta korena pembayaran iu adalah pelaksanaan prestasi dari
suntu perikatan vang swdah harus ada terlebih dahulu sebelum pelaksansannya,
Jadi bagaimana pemegang akan memperoleh pembayvaran jika perikatan
sebagal dasar hukumnya Gdak ada. Dikatakan terlau jauh dan berentangan
dengan ketentuan undang-undang karena undang-undang (KUHED) sendiri
menentukan bahwa perikatan itu sudah ada “sebelum han bayvar™ dan “sebelum
penunjukan’ surat berharga i, Hal ini dapat disimpulkan dari hetentuan Pasal
142 KUHDY Sedangkan Emy Pangaribusan  F982: 23 setuju terbadap pendapat
fevenbergen mengenai keberatan terhadap teort ini, vaite bahwa teori ini
bertentangan dengan ketentuan Pasal 142 Ayat (2) KUHD.

Pasal 142 Aval (1) KUHD menyatakan, pemegang sural wesel bisa
imelaksanakan hak regresnyva kepada para endosan. kepada penerbit dan kepada
par debitur wesel lainnva pada hari bayarnva jika pembayarannya tidak terjadi
atau terjadi non pembayaran, Pasal 142 Avat (2) KUHID menvatakan, bahkan
schelum hare bayvarnva:

[ akseptasi untuk selurehnya atan sebagian ditolak:

2 dalam hal pailitnyva tersangkut, bai tersangkut akseptan, maupun bukan
akseptan, dan mufai saat berlakunya penundaan pembavaran vang
diberikan kepadanya;

1) dalam hal pailitnya penerbit sural wesel vang tidak bisa diperoleh
akseptasinyva.

Bertitik 1olok dart kata-kata “bahkan sebelum har bavar™ dapat ditarik
kesimpulan, bahwa perikatannya sodah ada terlebih dabulu, bukan =aat
penunjikan. Demikian juga dari kata-kata “akseptasi sehagian atau selurshnyo
ditolak” dapat disimpulkan bahwa perikatannva sudah ada sebelum penunjukan
bukan pada saat penunjukan. Maksud akseptasi pada surat wesel adalah untuk
memastikan pembavaran pada hari bayar bukan menestukan adanya perikatan,
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1.6 Upaya Tangkisan pada Surat Berharea

Dralam lieratur surat berharga istilah tangkisan serimg juga disebut
eksepsi atau bantahan. Di sing digunakan istitah tangkisan yang maksudnya
sami dengan cksepsi atay bantahan dalam surat berharga, yaitn suaty ULy
vang dapat digunakan aleh tersamghut vaitu pihak ketiga yang diperintah
melakukan pembavaran surar berharga untuk menolak melaksanakan
pembavaran kepada pemegang surat berhargs Karenn alasan-alasan tertenty.
Adanya upaya tangkisan pada sural berhiarga ini adalah dalam ranghka membier
kepastian kepada pemegang surai berharga untuk memperaleh pembayaran
karena upaya tangkisan alay menoiak pembayaran olel tersangkul e dapat
dilakukan jika alasan-alasan tertenty dapat dipenuhi. Hal ini sangatl penting
mengingat lungsi surar becharga dapat diperalihkan secars mudah dan
sederhana, Bagi pemegang yamg hukan pemepang pertama surat berharea tidak
terikat Linggsung dalam perikatan dasar yang dibuat aleh penerhit dan pemegang
pertama. Hal ini dapat menimbuolkan kemungkinan pihak tersangkut akan
menalak melakukan pembayaran yang dimmts pemepang terschur denpan
bermacam-macam alasan, Uniuk menghindari terjadinya hal tersebut maka
dalam hukum surat berharga upaya untuk menolak melakukan pembavaran
ity hirws dengan alasan-alasan vang jelas. Untuk itu maka upaya tangkisan
padi surat berharga ini dibedakan menjadi dua macasm, yaitu upmva tangkisan
absolut fexception in rem) dan upaya tangkisan relatif exeption i personam)

Upaya tangkisan absolut dapat digumakan oleh debitur kepada seliap
pemegang surat berharga. Upava tngkisan sbsolut akan digumakan jika alasan-
alasan tertentu terpenubi, vaitu alasan vang tinbul dari surat berharga ity sendis
dan sudah diketahui oleh umum, Jadi, alasannya melekal pada surat betrhargs
itu sendiri, vaitu cacat bentuk surat berharga, lampau wakiu atau daluarsa dan
kelwinan formatitas dalam hal melakukan regres,

Upaya Tangkisan Absolut {Exception in Rem)
Cacat Bentuk Surat Berharga

Bentuk surat berharga akan ditentukan olel; syaral formal setiap surat
borharga itu, Untuk jenis surat berharga yang diatur dalam KUHD syarat formal
diatur pada Pasal 100 KUHD untuk surat wesel, Pasal 174 KUHD untuk surat
sanggup dan Pasal 178 KUHD untuk surat cek. Svarat-syarat formal ity akan
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mempengaruhi bentuk dan sah tidaknya sebuah surat berharga. Jadi, vang
dimaksud cacat bentuk pada surat berharga adalah cacat karena tidak memenubi
ketentuan undang-undang mengenai syarat formal,

Termasuk dalam cacat bentuk adalah tidak memenuhi syarat formal,
misalnya tidak ada tandatangan penerbit, tidak ada tangpal penerhitan,
tandatangan palsu dan sebagainya, Tanda tangan palsu termasuk dalam kriteria
cacat bentuk karena dengan dipalsukannya tandatangan penerbit oleh orang
lain mengakibatkan penerbit tidak dapat dipertanggungjawabkan. Hal i
karena tidak ada hubungan hukum antara penerbil dan pemegang pertama,
walaupun pemegang terakhir surat berharga itu adalah pemegang vang jujur.

Ketidak cakapan penandatangan untuk melakuban perbuatan hukum
juga termasuk pada cacat bentuk, schingga dapat digunakan sebagai alasan
untuk melakukan tangkisan absolut pada surat berharga. Soal kecakapan
penandatangan untuk melakukan perbuatan hukum adalah berkaitan dengan
soal sah-tidaknya perjanjian yang menjadi perikatan dasar sural berharga
tersebut. Jika perikatan dasar tidak sah maka pembayaran dengan surat berbarga
itu juga tidak sah.

Selain hal-hal tersebut di atas yang termasuk cacat bentuk surat berharga
adalah adanya paksaan badan dan sakit jiwa yang menyebabkan tidak adanya
kebehasan dari penandatangan, Dengan demikian, hubungan hukum antara
penandatangan dengan pemegang sural berharga juga tidak sah. Hal ini dapat
dijadikan juga sebagai alasan dilaksanakannya upaya tangkisan absolut.

Lampaw Waktu atau Daluarsa

Hak untuk mendapatkan pembayaran dalam surat berharga telah
ditentukan dalam tenggang wakiu tertenu. Apabila tenggang waktu itu habis
maka surat berharga menjadi daluarsa dan tidak dapat lagi dimintakan
pembayarannya . Oleh karena iy, jika pemegang surat berharga menunjukan
dan memintakan juga pembayaran surat berharga terschut maka tersangkut
akan menolak dengan menggunakan upaya tangkisan absolut karena lampau
waktu. Untuk jenis surat berharga dalam KUHD ketentuan mengenai lampau
waktu ini diatur dalam Pasal 169 KUHD untuk wesel dan surat sanggup, Pasal
220 KUHD untuk surat cek.

Dhinrerisd Hukam Sercd Berliorgo 19



Kelainan Formalitas dalam Regres

Bagi seorang pemegang surat berharga vang pada hari bavar
mendapatkan penclakan akscptasi atau penolakan pembayaran dari tersanpkut,
dapat melakukan hak regres kepada penerbit surat berhirza tersebut. Menurut
Ketentuan Pasal 143 Ayat (1) KUHD menvatakan, penolaban akseptasi atau
penolakan pembayaran harus dinvatakan dengan akta otentik {protes non
akseptasi atau non pembayaran), Berdasarkan hetentuan pasal tersebut dapa
diketahut bahwa untuk melabukan regres harus dibuat akia protes non akseptasi
atau non pembayaran, Dengan demikian, apabila regres tidak diserta dengan
ahla protes ini maka terhadap regres tersebut dapat dilakukan upaya tanghisan
absolut,

kesimpulannya, upaya tangkisan absolut adalah upaya tangkisan yang
dapat diajuban kepada semua pemcgang surat berharga, Alasan penggunaan
upaya tangkisan absolut adalah melekat pida surat berharganya, yaitu karena
cacat bentuk, lampau wakiu atau daluarsa, dan meemiliki kelainan dalam regres,

Upaya Tangkisan Relatif fExeption in Personam)

Upaya tangkisan relatif adalah upaya tangkisan yang berdasarkan kepada
hubungan hekum penerhit dengan tersangkut atau antasa penerhit dengan para
endosan semelum pemegang terakhir khususnya dengan pemegange pertama
dalam perikatan dasar. Oleh karena, it upaya tangkisan relatif tidak dapat
diajukan kepada setiap pemegang. Upaya tangkisan relatif hanya dapat
diajukan kepada pemegang sural berharga yang memperolehnya dengan cara
tidak jujur. Larangan penggunaan upaya tenghisan relatif diatur dalam Pasal
109 KLUHD dan Pasal 116 KUHD tenlang surat wesel dan sural sanggup,
Pasal 199 KUHD,

Pasal 109 KUHD menyatakan, jika ada suatu surat wesel vang tidak
lengkap saa diterbitkannya dan kemudian dilengkapi tidak sesuai dengan
perikatan dasar yang telah ada maka jika perikatan dasar itu tidak dipenuhi,
hal in tidak boleh dikemukakan atas kerugian pemegang, kecuali jika
pemegang memperoleh surat wesel ity dengan itikad buruk atau karena
keteledoran vang hesar. Untuk lebib pelasnya perhatikan contoh berikut: “A™
dan “B" melakukan perjanjian jual beli sebuah kendaraan bermotor scharga
Rp30.000.000.-. Dalam perjanjian jual beli itu disepakat “A" sehagai pembeli
akan membayar dengan menerbitkan sepucuk surat wesel. Setelah
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ditandatangani surat wesel diserahkan kepada™B”, tetapi tidak ditulis
Jumlahnya. Kemudian “A™ melengkapi surat wesel itu dengan jumlah vang
tidak sesuai perikatan dasarmya, yaitu Rp75.000.000,-, Selanjutnya surat wesel
tersebut diendosemenkan kepada “C*. Dalam perjanjian antara “A™ dan "B~
ternyata “B" wanprestasi tidak menyerahkan kendaraan bermotor vang
diperjualbelikan. Jika terjadi demikian maka tidak dapat dijadikan alasan bagi
tersanghut untuk melakukan upaya tangkisan relatif kepada “C” yang datang
kepadanya untuk meminta pembavaran surat wesel. Artinva tersangkul harus
tetap membayvar kepada “C™ sejumlah Rp75.000.0060 - sesuai nilai nominal
surat wesel it Tersanghut dapat menggunakan upaya tangkisan relatif kepada
“C" jika 1a memperoleh sural wesel ita secara tidak jujur.

Fasal 116 KUHD menyatakan, mereka yang harus menghadapi suatu
tagihan berdasarkan surat wesel, mereka tidak boleh melancarkan upaya
tangkisan kepada pemegang surat wesel berdasarkan pada hubungan pribadi
dengan penerbit atau dengan para pemegang sebelumnya, kecuali pemegang
tersebut memperaleh sural wesel dengan cara yang merugikan pihak debitur.
Pasal 199 KUHD menyatakan, mercka yang harus ditagih berdasarkan surat
cek, dilarang menggunakan upaya tangkisan berdasarkan huhumzan pribadi
dengan pencrbit atau para pemegang sebelumnya terhadup pemegang, kecuali
Jika pemegang tersebut memperoleh surat cek i dengan sengaja merugikan
debitur.

Abdulkadir Mulammad (2003: 34) menjelaskan, yang dimaksud dengan
hubungan pribadi dalam pasal i ialah hubungan hutang piutang yang telah
tecjadi di luar hubungan hukum sureat berharga, misalnva penerhit menyimpan
dana pada tersangkut, sebaliknya tersangkut mempunyar piutang pada
pemegang pertama. D simi terjadi perjumpaan piutang atau kompensasi hutang,
Akan tetapi ketentuan mengenai kompensasi hutang dalam Pasal 1425 dan
1431 KUHPdL tidak berlaku lagi dalam hubungan hukum surat berharga,
Dremikian juga jika hubungan hukum antara penerbit dan pemegang pertama
berdasarkan pada paksaan, kekeliruan dan penipuan, atas dasar mana
diterbitkan surat berharga, hal-hal i tidak dapat dijadikan dasar bagi debitur
(penerbat dan tersanghut) untuk melakukan penolakan pembayvarun dengan
mengpunakan upaya tangkisan relatif kepada pemegang terakhir vang jujur.
Kemudian yang dimaksud dengan sengaja merugikan debitur (penerbit dan
tersanghut) dalam Pasal |16 KUHD dan Pasal 199 KUHD misalnya dikatakan
atas kuasa dari pemegang, padahal kuasa itu tidak ada. Misal lain jika surat
berharga belum melengkapi jumlahnya, lale dilengkapi olch pemegang.
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Kesimpulannya, upava tangkisan relatif ini tidak dapat digunakan oleh
pihak debitur {penerbit dan tersangkut) berdasarkan pada hubungan pribadi
antara penerbit dan tersangkut dan penerbit dengan pemepgang atau para
endosan sebelum pemegang terakhir. Alasan tersebut baru dapat dijadikan
dasar bagi debitur menggunakan upaya tangkisan relatif, apabila pemegang
terakhir mendapatkan surat berharga ity dengan cara tidak jujur atau dengan
sengaja merugikan pihak debitur,

1.7. Pengaturan Surat Berharga
Tiga Sistim Pengaturan Suratl Berharga

Unifikast pengaturan sural berharza dimulal sejak dilakszanakannya
konfrensi di Jepewa Tahun 1930 dan Tahun 1931, Sebelum diadakannva
konfrensi in pengaturan surat berharga berbeda di setiap negara. Akhir abad
ke-19 dan awal abad 20 terdapat 3 (tiga) pola pengaturan Surat Berharpa di
dunia, vaitu sebagai berikut (Mahmoeddin, [995: 12-13), vaitu  pengaturan
menurut sistem Perancis, pengaturan menurol sistem Jerman, penpaturan
mernurul sistem Ingpris. Berdasarkan pada penjelasan vang diberikan
Malhmudm (1995: 13} dan penjelasan Abdulkadir Mubammad {2003: 37),
dapat diketahui sistim pengaturan surat berharga schagai berikut.

Pengaturan Menurut Sistem Perancis

Sistim Perancis dianut oleh Megara Belanda, Belgia, Spanvol, Rumania,
Amerika Latin, Sistem Perancis menjadikan pendapat sarjana hukum Perancis
Pothier dan Domat, sebagai dasar penyvusunan Code de Cormmmerce Perancis
[807. Menurut pendapat para sarjana tersebut, perjanjian wesel adalah
perjanjian penukaran uang (contract de change ), vang selalu memuat Klausula
tempat penerbit dan tempat pemegang pertama: dan klavsula valuta sebagai
dasar perjanjian penukaran vang. Contoh: A:berposisi sebagal pemegang
pertama dan BB: sebagai penerbit. Jika A memberikan uang kepada B di suatu
tempat, maka B akan membayar uang terscbut kepada A di tempat lain dengan
menerhitkan surat wesel. Surat wesel tersebut berlaku sebagai alat bukti dari
perjanjion penukaran vang tadi. Dengan demikian A sebagai pemegang dapat
memindahtangankannya kepada orang lain dengan tukaran uang juga.

Konsekuensi dari pendapat ini adalah jika terdapat cacal yang
mengakibatkan batalnya perjanjian yang menjadi dasar penerbitan surat wesel,
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maka pemegang wesel tidak mendapatkan pembayaran, meskipun pemegang
terscbut adalah pemegang yang jujur.

Pengaturan Menurut Sistem Jerman

Sistim Jerman dianut oleh Negara Australia, Italia, Swis dan
Skandinavia, Sistim Jerman menjadikan pendapat sarjana hukum Jerman
scperti Einert dan Thol sebagai dasar pembentukan Algemenie Denlscie
Wechselordmung, vaitu Undang-Undang tentang Surat Wesel di Jerman tahun
| 848, Ajaran para sarjana tersebut dikenal dengan “Ajaran Abstraksi™, Menurut
ajaran ini, surat wesel vang diterbitkan terlepas dari perikatan dasar, arlinya
dengan adanya surat wesel tersebut maka para pihak dianggap melepaskan
diri dari perikatan dasarnva.

Konsekwesi dart pendapat ini adalah jika ada cacat yang mengakibatkan
batalova perikatan dasar maka pemegang sural wesel ilu tetap mendapat
pembayaran wesel itu, dan tersanghkut harus membavarnya.

Pengaturan Menorut Sistem Ingpris

Sir Machenzie D Chalmers menyusun Rancangan Undang-Lindang yang
dijadikan dusar penyusunan Undang-Undang vang bernama “ 8ill af Exchange
Act 18827 di Ingens. Kemuedian undang-undang imi ditiru oleh Amerika Serikat
dalam Megotiohfe fnseeuments Law 1897 Negara yang menganut sistem [nggris
adalah Irlandia, USA dan negara-negara jajahan Ingris. Sistem Inggris
mengambil jalan tengah antara sisten Perancis dan sistem Jerman, artrinya:
menolak ajaran Abstraksi dan memperhatikan perikatan dasar yang menjadi
latar belakang terbitnya wesel i, serta memberikan perlindungan kepada
pemegang sural wesel yang jujur, walaupun ada cacal yang mengakibatkan
hatalnva perikatan dasar tersebut

Upaya-upaya Penyeragaman

Dalam perkembangan selanjoinya dilakukan upaya untuk menyatukan
ketiga sistem tersebut di atas yang berlangsung secara bertahap sebagaimana
uraian berikut ini {Mahmoedin, 1993; 153
a. Tahun 1910 dan 1912 dilakukan Konfrensi di Denhaag dengan 27 negara

peserta, Konfrensi ini berusaha mengadakan “Peraturan Wesel dan Aksep”
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yang uniform {reglement Uniforme sur la Letvee ofe Change of de Biller a
Orde), tetapi vsaha ini gagal;

b. Tahun 1925 Nederland merobah pola dari sistem Perancis menjadi pola
sistem Inggris. Juga beberapa negara lain yang berpola Ingeris merubah
ke pola sistemn Inggris, tetapi keseragaman belum fercapai;

c. Tahun 1930 dan Tahun 193] diadakan Konfrensi Internasional di Jenewa
dengan 24 negara peserta;

d. Tahun 1930 tentang Wesel dan Surat Sanggup,

p. Peranjian penyeragaman 0 wesel dan sural sanggup;

b.  Perjanjian penyvelesaian perselisiban antara berbagai undang-undang
mengenni Wesel dan surat sanggup antara negara peserta;

€. Perjanjian mengenai meterai wesel dan sural sanggup.

e Tahun 1931 temtang Surat Cek:

a.  Perjanjian penveragaman g cek;

b Perjantian penyelesaian perselisihan antara berbagai undang-undang
mengenti cek antara negara peserta;

¢, Perjanjian mengenar meterai surat cok

Hasil yang diperoleh dari konfrensi tersebut adalah 22 negara peserta
menandatangan semus peraturan, Inggris hanya menandatangani mengenai
meteran pada sural wesel, sedangkan Amerika Serikat tidak menandataneani
sama sckali. Alasan Amerika Serikat dan Inggris tidak menandatangani
perjanjian internasional tersebut adalah karena Amerika Serikat dan Inggris
sangal mementingkan tujuan sebagai alat pembayaran dan alal tukar vang,
yang tujuan itu tidak bisa terpenuhi semua jika mengikuli isi perjanjian it
(Abdulkadir Muhammad, 2003; 40}, Karcna tidak semua negara
menandatangani perjanjian-perjanjian internasional itu, maka akibatnya
terdapat dua pola sistem pengaturan Surat Berharga, vaitu sistem Anglo Saxon
dan sistem Eropa Kontirental. Kedua macam sistem pengaturan ini memiliki
perbedaan yang prinsipil, vaitu pada sistem Anglo Saxon kata “wesel™ dan
“cek” tdak harus tercantum dalam teks, tangeal dan tempat penerbitan tidak
disyaratkan, tidak mengenal sistem “aval”. Sedangkan pada Sistem Ercpa
Kontinental kata “wesel” dan “cek” harus tercantum dalam teksnya,
disyaratkan adanya tanggal dan tempat penerbitan mengenal “aval”
{Mahmoedin, 1995: 14)
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Belanda sebagai salah satu negara peserta konfrensi yang turut
menandatangani perjanjian menyesuaikan WvK-nya dengan ketentuan dalam
perjanjian-perjanjian tersebut dengan mengubah Titel & dan 7 Buku | tentang
wesel, surat sanggup dan surat cek.

Sejarah Pengaturan Surat Berharga di Indonesia

Sumber utama pengaturan surat berharga di Indonesia adalah Kitab
Undang-1ndang Hukum Dagang (KUHD). KUHD sebenamya adalah Wyvk
Belanda vang diberlakukan bags Hindia Belanda sejak 1 Mei 1848, Di Belanda
sendirs Wk berlaku sejak | Okiober 1838, Wik Belanda ilu sebenarnya
adalah berasal dari Perancis (Code de Commerce Perancis) karena Belanda
pada zaman Napoleon pemah dijajah Perancis. WK yang diberlakukan di
Hindia Belanda hanya berlaku bagi golongan Eropa saja, kemudian dengan
Sth 1855-76 vang diganti dengan Sth 1924-556 WvK diberlakukan juga bagi
polongan Timur Asing Cina dan bukan Cina. Sedanghan bagi golongan Bumi
Putera WvK bisa diberlakukan dengan jalan menundukkan dirs (Sthe 1917:
12}

Setelah dilaksanakan Konfrensi Jemewa tahun 1930 dan tahun 193]
vang membahas mengenai upaya unifikasi peraturan mengenai wesel, surat
sanggup dan cek maka Belanda menyesuaikan WyK-nyva dengan hasil kanfrens:
tersebut dengan melakukan perubahan pada Buku Ke-1 Tiel 6 dan Titel 7.
Perubahan ini lalu diteruskan pula ke Hindia Belanda denpan Stb. 1934-562
jo Sth 1935-53 1 perubahan mana bagi Hindia Belanda mulai berlaku sejak
tangeal | Januari 1936,

Setelah Indonesia merdeka maka berdasarkan Aturan Peralihan Pasal
Il Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya
Wyk Hindia Belanda itu menjadi KUHD Indonesia dan diperlakukan untuk
semua warga negars Indonesia tanpa memandang asal golongan penduduknya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dipahami, bahwa surat
berharga di Indonesia vang diatur dalam KUHD menurut sejarahnya adalah
berasal dari WvK Hindia Belanda yang telah disesuatkan dengan hasil
Konfrensi Jenewa mengenai surat berharga, Dengan demikian, hasil Konfrensi
Jenewa tahun 1930 dan 1931 berupa perjanjian internasional mengenai surat
wesel, surat sanggup dan surat cek juga merupakan sumber hukum surat
berharga di Indonesia.
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Surat Berharga dalam KUHD

Datam KUHID surat herharga diatur pada Buku | Titel & dan Titel 7,

Vil

b.
c.
d

Buku | Titel & Bagian | sampai dengan 12 tentang  Sural Wesel;

Huku | Titel & Bagian 13 tentang Surat Sanggup,

Buku | Titel 7 Bagian | sampai dengan 10 tentang Surat Cek;

Buku I Titel 7 Bagian 11 tentang Sural Kuitansi atas tunjuk dan Promes
atas tunjuk.

Surat Berharga di luar KUHD

D luar KUHD pengaturan Surat Berharga tertnang dalam sejumiah

ketentuan sebagaimana di bawals i,

Surat Bilyet Giro: diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia
No. 2832 Fep/Dir Tahun 1995 tanggal 4 Juli 1995 Tentang Balvet Giro,
mulan berlaku | Movember 1995; mengeantikan Surat Edaran Direksi Bank

Indonesia Mo, 4/67T0/UPPR/PbE tangeal | Janvari 1972 tentang Bilvet

Ciro,

Surat Kredit Berdokumen Dalam Neger:: diatur dalam Surat Keputusan

[Yircksi Bank Indonesia No. 291 50/Kep/Die/ 1 996, tanpeal 31 Desember

1996 Tentang Surat Kredit Berdokumen Dalam Megeri, berlaku sejak 31

Desember [996.

Surat Berharga Komersial (Commercial Paper), diatur dalam:

a)  Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Mo, 2852 Kep/Dir. tanggal
[T Agustus 1993, berlaku 2 Febroari 1996 Tentang Persvaratan
Penerbitan dan Perdagangan Surat Berharga Komersial (Commercial
Faper) melalui Bank Umum di Indonesia,

b} Surat Edaran Dircksi Bank Indonesia No. 2849/UPG, tanggal 11
Agustus 1995,
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BAB Il
SURAT WESEL

2.1 Wesel Scbagai Alat Bayar Kredit
Pengertian dan Syarat-syarat Formal Surat Wesel

letilah™wese!™ berasal dari istilah bahasa Belanda wissef, hahasa Jerman
wechel, bahasa Perancis lefter de change. bahasa Inggris disebut bill of
exchange. Wissel berarti alat tukar menukar, yang kini ditukarkan adalah vang
(Imam Pravoge, 1995 465,

Pengertian atau definisi wesel tidak ditemukan dalam perundang-
undangan. Dalam Pasal 100 KUHID hanva ditemukan svarat-syarat  formal
wesel, Atas dasar pasal ini dapat disimpulkan stau dirumuoskan pengertian
atau definisi wesel, Surat wesel adalah surat yang memuat kata wesel, yang
diterbitkan pada tanggal dan tempart tertentu, dengan mana penerbit
memerintahkan tanpa svarat kepada tersanghut untuk membayar sejumiah vang
tertentu kepada pemegang alau peng- gantinya, pada rangeal dan tempat
tertentu { Abdulkadir Muhammad, 2003: 453).

Pasal 100 KUHD mengatur mengenai syarat-svarat formal surat wesel.
Svarat-syarat formal surat wesel tersebut adalah:

a. istiluh “wesel” harus dimoatkan & dalam teksnya sendiri dan ditubis datam
hahase surat tersehut ditulis:

perintah tidak bersvarat untuk membayar sejumlah vang;

nama crang yang harus membayamya {tersanghut ),

penctapan hari bayarnya;

penetapan tempat dimana pembayaran harus dilakukan;

nama orang kepada siapa atau penggantinya pembayaran harus dilakukan;
tanggal dan tempat surat wesel diterbitkan;

tandatangan orang yang menerbitkan.

=@ ot aEn T
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dika surat wesel tidak memenubi syarat formal sehagaimana diatur dalam

Pasal 100 KUHD tersebut, maka surat itu tidak dapat disebut sebagai surat

wesel, kecuali undang-undang membolehkan adanva peryimpangan. Menurut

ketentuan Pasal 101 KUHD hal-hal yang boleh disimpangi dari syarat formal
itu adalah:

4. surat wesel yang tidak menctapkan hari bayarva, dianggap harus dihayar
pada hari ditunjukannya,

b dalam hal tidak ada penetapan khusus maka tempat yang ditalis di samping
nama tersangkut diangeap schagai tempat pembayaran dan tempat dimana
tersangkut berdomisili;

€. surat wesel yang tidak menerangkan tem pat diterbitkan, dianggap
ditandatangani di tempat vang tertulis di samping nama penerhit,

Beradasarkan ketentuan mengenai syarat formal df atas dapat diketahui,
unsur-unsur vang harus ada dalam sebuah surat wesel. Perrama, klansnla wesel
harus dimuat dalam teksnva dan ditulis dalam hahasa surat wesel ditglis.
Ketentuan seperti ini berasal dari sistem Jerman voamg diambil alih oleh
konfrensi Jenewa, Sebagaimana telah dijelaskan terdahuly bahwa dalam
sejarahnya Belanda menandatangani konfrensi tersebut dan hasilnya diteruskan
ke Hindia Belanda. KUHD merupakan Wyvk Belanda vang diberlakukan
setelah Indonesia merdeka. Itulah seba bnya maka dalam KUHID menentekan
bahwa dafam surat wesel haros memuat kata wesel. Sedangkan dalam sistem
Anglo Saxon kata wesel tidak harus tertulis dalam leksnya, Karena dalam sistem
ini tidak membedakan surat cek dan surat wesel.

Kedun, dalam surat wesel harus memuat perintah tidak bersyarat untuk
membayar scjumlah vang Maksudnya adalah perintaly membavar it tidak
boleh digantungkan pada suatu syarat vang dapal menghalangi atan tidak
memperlancar difakukannyva pembayaran surat wesel tersebul Pembayaran
itw harus berupa uang vang jumlahnya juga harus ditulis dalam reks weselnya,

Ketiga, dalam surat wesel harus ditulis nama orang vang harus
membayar {tersangkut) . tersangkut dalam surat wesel bisa bank atau bukan
bank.

Keempar, dalam surat wesel harus memuat ketentoan tentang hari hayvar
wesel, Menurut Pasal 132 KLIHD, hari bayar wesel itu adalah pada saat surat
wesel diperlihatkan (wesel atas penglihatan), setelah diperliharkan {wesel
sesudah penglihatan), setelah ranggal penerbitannya {(wesel sesudah
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penanggalan), dan pada han tanggal yang telah ditetapkan dalam surat wesel
(wesel penanggalan ).

Menurut ketentuan Pasal 101 Ayat (1] KUHID, surat wesel yang tidak
memuat hari bayarmya dianggap harus dibayar saat diperlihatkan. Ketentuan
tentang hari bavar surat wesel ini membuktikan bahwa pada dasarnya surat
wesel bukan alat bayar tunai. melainkan alat bayar kredit karena pembayaran
surat wesel akan bergantung pada hari bayarmya. Meskipun demikian ada surat
wesel yang dibayar saat diperlihatkan vaitu surat wesel atas penglilatan. Dalam
hal ini sural wesel memiliki persamaan dengan surat cek sebagai alat bayar
tumkii,

Kelima, dalam surat wesel harus ditulis tempat pembayaran akan
dilakukan. Pasal 101 Avat (3) KUHD menetapkan, jika tidak ada penetapan
khusus maka pembayaran dianggap akan dilakukan di tempat vang tertera di
sAmping nama tersanghut |

Keemam, dalam surat wesel harus memuat nama pemegang pertama
atau penggantinya. Suratwesel adalah surat berharga vang selalu dapat
diperalib- kan schingga dalam surat wesel selain nama pemegang perlama
juga harus ditulis kata-kata"atau penggantinya™, Dalam hukum wesel di
Indonesia berlaku asas proesumitif orderpapiier, artinya surat wesel selalu
dianggap atas pengganti oleh karena it peralihannya dilakukan dengan cara
endosemen.

Ketuwjuh, dalam surat wesel harus ditulis tanggal dan tempat penerbitan.
Tanggal penerbitan diperlukan untuk mengetahui hari bayar surat wesel yang
dihitung setelah tanggal penerbitannya, Selain itu tanggal penerbitan adalah
untuk mengetahui apakah penerbit saat menerbitkan surat wese| sudah dewasa
atau belum . Hal ini penting untuk menentukan apakah vang bersangkutan
wenang melakukan perbuatan hukum atau tidak, karena orang vang belum
dewasa tidak wenang mefakukan perboatan hukum. Dalam surat wesel juga
harus ditulis tempat diterbitkannya surat wesel tersebut. Menurut ketentuan
Pasal 101 Ayat(3) KUHD, jika tempat penerbitan itu tidak dischut maka nama
vang tertulis di samping penerbit dianggap scuagai tempat penerbitan surat
wesel tersebult.

Kedelapan, surat wesel harus memual tandatangan orang yang
menerbitkannya. Hal ini karena surat wesel adalah suatu akta, sedanghan tanda-
tangan adalah sesuatu yang mutlak dalam suaty akta, Akta ini merupakan alat
bukti dari perbuatan hukum menerbitkan surat wesel, Dengan demikian tanda
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tangan penerbit merupakan bukti bahwa penerhit bertanggung jawab terhadap
segala akibat hukum dari penerbitan surat wesel tersebut berdasarkan ketentuan
hukum wesel.

Berdasarkan definsi dan svarat-syaral formal sural wesel tersebul dapat
diketahut adanya pihak-pihak vang terlibat dalam pembayaran dengan
mengguna- kan sural wesel vang dalam hukum wesel disebut personal wesel.
Personal dalam’ sural wesel itu adalah:

a. pencrbit, yaitu orang vang mengeluarkan atau menerhitkan surat wesel;

b. tersangkut. vaite orang vang diperintazhkan  untuk membavar sejumiah
L

¢ aksepian, vaitu tersanghut vang telah setuju untuk membayar surat wesel
dengan menbubuhkan tandatangannya dakam surat wesel:

d. pemegeng pertama, vanu orang vang pertama kali menerima surat wesel
dary penerbin dan berhak menerima pembayaran surat wesel,

€. penggant, vaitu orang vang menerima perabihan sural wesel dari pemegang

schelumnya;

endosan. vaitu orang yang memperalihkan surat wesel kepada pemegang

berikutnya,

Berdasarkan vraian di atas dapat disimpulkan, surat wesel adalah surat
vang secara fisik harus memenuhi syarat formal sehagaimana ditetapkan dalam
Pasal |00 KUHD. Jika syarat-syarat formal surat wesel vang ditetapkan dalam
Pasal |00 KUHD tidak dipenuhi maka surat itu tidak dapat disebut surat wesel,
kecuali untuk hal-hal vang ditetapkan dalam Fasal [0 KUHD. Kemudian
dalam penggunaan wesel akan melibatkan beberapa pihak vang disebut
personal wesel, yaitu penerhit, tersangkut, akseptan, pemegang atan pengganti,
dan endosan.

Latar Belakang Penerbitan dan Bentok Surat Wesel

Pada pembahasan terdahulu telah dijelaskan latar belakang penerbitan
surat berharga, vaitn adanva perjanjian yang disebul perikatan dasar. Dalam
peri- katan dasar tersebut debitur (penerbit) surm berharga mempunyai
kewajiban untuk membayar sejumlab uang kepada kreditur (pemegang ) sural
berharga. Atas kesepakatan kedua belah pihak kewajiban membayar itu tidak
dilakukan dengan menyerghkan sejumlah vang melamnkan diganti dengan
menerbitkan surat berharga dan menyerahkannya kepada pemegang surat
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berharga, Pemegang surat berharga memiliki hak tagih sejumlah vang yvang
tertulis dalam surat berharga tersebut. Dengan demikian, surat beerharga terbit
setelah adanva perikatan dasar antara penerbit dan pemegang sural berharga.
Salah satu jenis surat berharga yang diatur dalam KUHLY adalab surat wesel.
OHleh karena itu, latar helakang penerbitan surat wesel sama dengan latar
belakang penerbitan surat berharga pada umumnya, yaitu adanyva perikatan
dasar.

Surat wesel yang diterbitkan itu adalah sebagai alat bayar dari perikatan
dasar vang telah dibuat antara penerbit pemegang. Pada surat wesel penerbit
memerintahkan tanpa syvarat kepada pihak ketiga untuk melakukan pembayaran
kepada pemegang sural wesel Pihak ketiga yang diperintahkan uniuk
melakukan pembayaran dalam surat wesel disebut tersangkut. Penerbit dan
tersangkut dalam surat wesel dapat berupa manusia pribadi atau badan hukum.
Jika berupa badan hukum maka biasanyaa adalah suatu bank. Adanya perintah
membayar itu karena penerbit telah menyimpan danaiya pada tersangkut yang
dapat diambil sewaktu-waktu dengan menerbithan surat wesel. Jadi, antara
penerhit dan tersangkut telah ada hubungan hukum tersendiri vang tidak perlu
diketahui oleh pemesang surat berharga. Pada hari bayar yang telah ditetapkan
daslam surat wesel, pemegang akan datang kepada tersanghut uniuk meminta
pembavaran. Dalam hal im peme-gang sural wesel harus menunjukan dan
menyerahkan surat weselnyva kepada tersanghut.

Akan tetapi apabila hari bayar surat wesel it belum tiba sedangkan
pemegang sepera membutuhkan dana maka pemegang dapat memperalihkan
atay menjual surat wese! tersebut kepada pihak  lain, Sural wesel 1o dapat
terus diper- alihkan kepada pemegang berikutnya sampai tiba hare bivarnya.
Pemegang tera khir dar surat wesel sama dengan pemegang pertama yaity
pada hari bavarnya tiba akan datang dan menunjukan surat wesel kepada
lersanghut untuk meminta pembayaran surat wesel. Jika pembayaran telah
dilakukan oleh tersangkut artinya penerbit telah mengambil dana yang disimpan
pada pihak ketiga tersebut untuk memenuhi prestasi dalam perikatan dasar,
Dengan demikian, pelaksanaan perintah membayar dalam sural wesel sama
dengan melaksanakan pembayaran dalam perikatan dasar,

Supaya surat wesel tidak ditolak pembayarannya oleh tersangkut maka
secara fisik surat wesel itu bentuknya harus mengikuti syarat formal vang
telah ditetapkan dalam Pasal 100 KUHD. Purwosutjipto {1994; 16)
menjelaskan, karena hak menagih pada surat berharga itu bersatu dengan
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aktanya, maka bentuk akta pada surat berharga itu perlu ditetapkan agar orang
lebih yakin lagi tentang bersatunva hak menagih dengan akianya tersebut,
Atas dasar alasan itu, maka pembentuk undang-undang menetapkan bentuk
surat berharga yang disebut surat wesel dalam Pasal |00 KUHD, surat sanggup
dalam Pasal 174, surat cek dalam Pasal 178, promes atas tunjuk dalam Pasal
22%¢. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa bentuk surat wese! harus
memenubi syarat-svarat formal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 100
KUHIL

Berikut akan disajikan contoh bentuk surat wesel vang mengikuti
svarat-syarat formal dalam Pasal 100 KUHD:

Telukbetung, | Januwarn 2005 |

Pada tanggal 1 April 2005 bayarfah surat wesel ini kepada tuan Joni atau
pengeantinya di Tanjungkarang vang sejumlah Rp | 0.000 000,00 (sepuluh
Juta rupiah)

Kepada
Bank BNI 46 PT. Pratama Telukhetung
Fanjungkarang Manager

Contoh bentuk surat wesel tersebut di atas telal memenuhi ketentuan
syaral formal surat wesel vaitu mencantumbkan klausula “wesel” dalam teksnya,
permtah tak bersyarat untuk membayar sejumlah vang dengan menulis kata

“bavarlah”, nama orang vang harus membayar (tersangkut) yaitu Bank BNI
46 Tanjungkarang, penetapan hari bayarnya yaitu tanggal 1 April 2005, tempat
pembayaran harus dilakukan yaitu di Tanjngkerang, nama orang kepada siapa
atau pengeantinya pembayaran harus dilakukan (pemegang) yaitu tuan Joni
atau penggantinya, tanggal dan tempat penesbitan vaitu Telukbetung, 1 Januari
2005. Dalam contoh surat wesel tersebut di atas penerbitnya adalah PT.Pratama,
oleh karena iu tandatangan manejer PT. Pratama akan berlaku sehagai
tandatangan orang yang menerbitkan. Dengan demikian, persyaratan yang
diharuskan oleh Pasal 100 KUHD terpenuhi seluruhnyva.

Bagaimana jika suatu surat wesel tidak memenuhi syarat-syaral
formalnya® Sebagaimana telah dijelaskan di atas berdasarhan hetentuan Pasal
107 KUHD surat wesel tdok memenvhi syarat formal maka tidak dapat
dikatakan sebapai sural wesel, kecuali untuk tiga hal vang ditetapkan dalam
pasal ini, vaitu surat wesel yang tidak menetapkan hari bayarnyva, dianggap
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harus dibayar pada hari ditunjukannya. Dalam contoh surat wesel di atas jika
tanggal 1 April 2005 atau jenis hari bayar lainnya tidak ditulis maka surat
wesel itu dianggap harus dibayar pada hari ditunjukan artinya berlaku sebagai
wesel atas penglihatan. Dalam hal tidak ada penetapan khuses maka tempat
vang ditulis di samping nama tersangkut dianggap schagai fempa pembayaran
dan tempat dimana tersangkut berdomisili. Artinya jika tidak menyebut rempat
pembayvaran maka pembayaran difakukan di tempat yang ditulis di samping
nama tersanghut. Dalam contoh surat wesel di atas nama yang tercantum di
samping nama tersangkut adalah Tanjungkarang. Oleh karena ity
Tanjungharang dianggap schagai tempat pembayaran jika dalam teks surat
wesel tidak menyebut tempat pembayaran. Tanjungkarang juga dianggap
sebapai tempat domisili tersangkut. Kemudian Pasal 101 KUHD juga
menetapkan datam hal sural wesel yang tidak menerangkan tempat diterbitkan,
dianggap ditandatangani di tempat vang terulis di samping nama penerbit.
Jadi jika dalam contoh surat wesel tersebut di atas tidak menulis Telukbetung
sebagai tempat penerbitan maka nama yang terulis di samping nama penerbit
diangpap sehagai tempat surat wesel itu ditandatangani. Dalam hal ni nama
yang tertulis di samping nama penerbit adalah Telukbetung,

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan, bentuk surat wesel
ditentukan cleh syarat-syarat formalnya, Oleh karena it surat wesel yang
tidak memenuhi syarat- syarat formal yang ditetapkan dalam Pasal 100 KUHD
ticdak dapat diangep sebagai surat wesel karena mengalami cacat bentuk, kecuali
untuk hal-hal vang ditetaphan dalam Pasal 101 KUHD.

Bentuk Surat Wesel Menurut Hari Bavar

Salah satu syarat formal surat wesel adalah memuat tentang har
bavarnya. Pasal 101 Avat (23 KUHD menentukan jika hari bayar wesel tidak
tercantum dalam surat wesel maka surat wesel tersebut dianggap harus dibayar
saat diperli-hatkan, Berdasarkan ketentunn Pasal 132 KUHD terdapat empat
macam hari bayar surat wesel, vaity pada wakiu diperlibatkan, pada wakiu
setelah diperlihat-kan, pada wakie setelah tunggal penerbitannya dan pada
watktu tertentu vang telah ditetapkan, Berdasarkan ketentuan tentang hari bayar
dalam pasal ini maka hentuk sural wesel terdiri dari wesel atas penplibatan,
vaitu sural wesel yang hari bavarnya saat diperlihatkan. Surat wese| sesudah
penglihatan, vaity surat wesel yvang har bayamya beberapa wakiu setelah
diperlihatkan, Sural wesel sesudah penanggalan, yaitu surat wesel yang har
bayarmya beberapa waktu setelah tanggal penerbitannya, Terakhir adalah surat
wesel penanggalan, yaitu surat wesel yang hari bayarnya pada waktu yang
telah ditctapkan dalam surat wesel.
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Surat wesel vang hari bayvamva ditentukan dengan cara lain, atau vang
menetapkan pembayarannva bisa diangsur adalah batal,

Bertitik tolak dan ketentuan Pasal 132 KUHD, dapat diketahui bahwa
ketentuaan tentang hari bayar surat wesel bersifat mutlak karena penyimpangan
terhadap ketentuan ini menyebabkan surat wesel menjadi batal. Dengan
demikian, kecuali surat wesel atas penglihatan pada dasarnya surat wesel
merupakan alat bayar kredit karena pembaryaran wesel tidak dapat dilakukan
setiap saat, melainkan setelah hari bayamyva tiba atau setelah surat wesel jatuh
tempo.  Berkot akan disajikan contoh bentuk-bentuk surat wesel menuryt
hari bayarnya,

Wesel atas Penglihatan

Telukbetung, | Januars 2005

Atas penimjukan dan penyerzhan surat wesel imi bayarlah kepada tusn Budi
atau pengeantinya di Telukbetung vang sejumilah RplO.RHLO000 (sepulub
Juia rupiah).

Kepada
Bank BNI 46 PT. Perdana
Telukbetung Manajes

Surat wesel atas penglihatan memiliki persamaan dengan surat cek, yaitu
surat wesel yang hari bayarnya adalah saat diperlihatkan. Hal ini dapat
diketahui dari ketentuan Pasal 133 avat (1) KUHED, surat wesel yang diterbitkan
schagai surat atas penglihatan, harus dibavar saat diperlihathan. Tenggang
waktu untuk memperlihatkan surat wesel ini adalah satu tahun sejak diterbitkan.
Penerbit boleh memperpanjang atau memperpendek tenggang waktu tersebut,
Jika penerbit akan memperpanjang tenggang waktu satu tahun, maka
berdasarkan ketentuan Pasal 133 ayat (2) KUHD dalam surat wesel harus
disebut bahwa surat wesel tidak boleh diperlihatkan untuk pembayarannya
sebelum tanggal vang ditetapkan penerhit.

Dalam contoh di atas jangka wakte satu tahuen itu dihitung sejak tanggal
1 Januari 2005, schingga akan berakhir | Januari 2006. Apabila penerbit akan
memperpanjang waktu tersebut maka dalam surat weselnya dituhs:

“Atas penunjukan dan penyerahan surat wesel ini sesudah tanggal |

April 2005 bayarlah kepada tuan Budi........... dan seterusnya”

Ini berarti tenggang waktu dihitung sejak 1 April 2005 — 1 April 2006,
sehingga tenggang waktu bertambah panjang menjadi satu tahun tiga bulan.
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Apabila tenggang waktu satu tahun itu akan diperpendek, maka kata “sesudah™
diganti dengan kata “scbelum™. Dengan demikian, jangka wakiu menjadi lebib
pendek yaitu hanya tiga bulan sejak tanggal diterbitkan.

Wesel Sesudah Penghilatan

lelukbetung, | Januari 2003

l.ima butan sesudah penunjukan dan penyershan surat wesel ini hayarlah
kepada twan Budi atau penggantinya di Telukbetung vang scjumlah
Rp10.000.000 { sepulub juta rupiah).

F.cpada
Bank BNI 46 PT. Perdana
Telukbetung Manajer

Surat wesel sesudah penglihatan adalah surat wesel vang hari bavarnya
adalah pada waktu tertentu sesudah diperlibatikan. Menurut ketentuan Pasal
134 Avat i 1) KUHD. hari bayar surat wesel sesudah penglibatan ditentukan
oleh har tangpal akseptasinya atau tanggal protesnyva. Berdasarkan ketentuan
pasal ini dapat diketahui behwa hari bavar surat wesel sesudah penglihatan
akan ditentukan oleh hari tanggal akseptasinya. Apabila terjadi non akseptasi
maka hari bayar surat wesel ditentukan oleh hari tanggal protes terhadap non
akseptasi terschut. Kemudian Pasal 134 Ayat (2) KUHD menentukan, saat
diperlihatkan surat wesel diakseptasi tetapi tidak menyebutkan tanpgal dan
tidak pula dilakukan protes, maka hari bayar wesel tersebut adalah pada hari
terakhir tenggang waktu untuk memperlihatkan surat wesel tersebut. Perhatikan
penerapan ketentuan Pasal 134 KUHID terscbut pada contoh serat wesel di
atas sebapaimana divraikan benkut:

(1} Jika surat wesel ditunjukan pada tanggal | Juni 2005, kemudian pada
tanggal tersebut tersanghkut mengakseptasi surat wesel ity maka har
bavarnya lima bulan sejak tanggal 1 Juni 2005 yaitu | November 2005,

(2} Jika saat diperlihatkan untuk dimintakan akseptasi terjadi non akseplasi,
lalu pemegang melakukan protes tanggal 5 Juni 2005 maka hari bayar
surat wesel tersebul adalah 5 Nopvember 2005;

{3) Tenggang waktu memperlibatkan surat wesel untuk meminta akseptasi
adalah | Januari 2005 - 1 Janvari 2006. Jadi, hari terakhir untuk
memintakan akseptasi adalah 1 Janvari 2006. Oleh karena itv jika
dimintakan skseptasi dilakukan akseptasi tapi tidak diberi tanggal dan tidak
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pula dilakukan protes maka hari bayar surat wesel itu adalah hari terakhir
memintakan akseptasi, vaitu | Januari 2006.

Menurut ketentuan Pasal 122 KUHD, tenggang wakiu memperlihatkan
surat wesel kepada tersangkut untuk meminta akseptasi adalah satu tahun sejak
tanggal penerbitannya, Pencrbit boleh memperpendek atau memperpanjang
jangka waktu tersebut, sedangkan para endosan hanya boleh memperpendek,

Wesel sesudah Penanggalan

Telukbetung, 1 Januari 31]1]5]

Lima bulan sesudah tangeal surat wesel ini bayarlah kepada tuan Budi atan .
penggantinya di Telukbetung vang scjumlah Rpld.000 000 {sepulub juta
[ rupiah).
|

| Kepada
Bunk BNI 46 PT. Perdana
Telukbetung Manajer

Surat wescl sesudah penanggalan adalah surat wesel yang hari hayarmya
pada wakiu tertentu setelah han tanggal penerbitan. Jadi, untuk menghitung
hari bayar swrat wesel sesudah penanggalan adalah dengan melthat pada tanggal
pencrbitan dan waktu tertentu yang ditetapkan dalam surat weselnya. Dalam
contoh di atas tanggal penerbitannya adalah | Januari 2005, sehangga har

bavarnya adalah fima bulan setelah itu, yaitu | Juni 2005

Pasal 135 KUHD memberikan penjelasan vang berlaku untuk surat
wesel penanggalan dan surat wesel sesudah penglibatan, sebagaimana uraian
berikut.

{1y Jika surat wesel sesudah penanggalan atau sesudah penglihatan harus
dibayar beberapa bulan setelah diterbitkan atau diperlihatkan maka hari
bayarnya sama dengan hari tanggal diterbithan atan hari tanggal
diperlihatkan. Jika tanggal penerbitannya 1 Januari 2005, hari bayamya
lima bulan sesudah tanggal tersebut, maka han bayarnya [ Juni 2003,

(2} Dalam hal tidak ada hari bulan bersamaan, surat wesel harus dibayar pada
hari terakhir dari bulan itu. Jika pada contoh di atas hari tanggal penerbitan
31 Januari 2005 dan hari bavarnva bulan sesudah hari tanggzal
penerbitannya, maka hari bayar jatuh pada tanggal 31 Februari 2005. Hari
tanggal 3| Februari tidak ada, maka hari bavarmya jatuh pada hari terakhir
bulan i, yaitu 28 Febroari 2005,
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{31 Dalam hal diterbitkan untuk dibayar satu atau beberapa bulan sesudah
tanggal penerhitan atau sesudah diperlihatkan, maka harus dihitung dulu
satu bulan vang penuly. Jika dalam contoh di atas tanggal penerbitannya |
Januari 2005 dan harus dibayar 3% bulan sesudah hari tanggal tersebut,
maka menghitungnya adalah | Januari 20035 - | Februari 2005, | Februari
2005 — 1 Maret 2005, | Maret 2005 - 1 April 2005 = 3 bulan, Kemudian
| April 2005 — 15 April 2005 = ' bulan. Jadi han bayarnya 15 Apnil
20415,

(4} Jika hari bayar ite ditentukan pada permulaan, pada pertengahan atau pada
akhir suatu bulan, maka hari tanggal itu harus diastikan tanggal |, tanggal
15 dan tanggal akhir bulan yang bersangkutan misalnya 31 Januvari, 28
atau 29 Febroari, 30 Juni

(5) 1stilah-istilah delapan hari, lima belas hari harus diafikan bukan sate
minggy atau dua minggo, tetapi tenggang wakio delapan hari atao lima
belas hari;

{6 Setengah bulan berarti suatu tenggang waktu lima belas hari,

Woesel Penanpgalan

Telukbetung, | Januari 204135

Pada tanggal | Juli 2005 bayarlah surat wesel ini kepada tuan Budi atau
penggantinya di Telukbetung vang sejumlah BplO.0MHL000 (sepulub juta
rupiah)

K.epada
Bank BNI 46 PT. Perdana
Telukbetung Manajer

Surat wesel penanggalan adalah surat wesel vang hari bayvarnya telah
ditetapkan dalam surat weselnya. Dalam contoh surat wesel di atas hari
bayarnya adalab | Juli 2005, Menurut ketentuan Pasal 136 Ayat (1) KUHD,
Jikat tempal penerbitan dan tempat pembayaran terlalu jauh jsraknva sehingga
membuat tangeal pada dua tempat itu menjadi berloiman, maka hari bayar
yang dipakai adalah di tempat pembayaran, Ketentuan ini tidak berlaku apabila
Klausul atan dari kata-kata yang digunakan dalam surat wesel dapat disimpulkan
suatu maksud yang menyimpang dari ketentuan tersehut { Avat (4) Pasal 136
KUHD), Misalnya klausula “tanpa perbedaan waki™,
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2.2 Bentuk-Bentuk Surat Wesel Khusos

Di ates telah dijelaskan bentuk-bentuk surat wesel berdasarkan har
bayarnya sebagaimana ditentukan datam Pasal 132 KUHID. Selain ity masih
ada lagi beberapa bentuk surat wesel  dilihat dari sudut kepentingan
penerhitnya, yang disebut bentuk-bentuk wesel Khusus. Bentek-bentuk wesel
Khusus o adaltah wesel atas pengeanti penerbit, wesel atas penerhit sendiri,
wesel untuk perhitung-an orang ketiga, wesel incasse dan wesel berdomisili,
Berikut akan diuraikan masing-masing bentuk wesel tersebu

Wesel atas Pengganti Penerbit

Hentuk suratl wesel atas pengganti penerbit dimunpkinkan cleh Pasal
102 Avat ¢ | KLIHEY vang menvatnkan penerbit dapat menerbitkan surat wesel
yan berbuny alas pengeanti penerbit. Maksudmy u penerbit menunjuk dirinya
sendiri sehagai pemegang pertama. Menurst Abdulkadir Mubammad {2003
621 kekhususan surst wesel ini sdalah bahwa kedudukan penerbit sama dengan
kedudukan pemegang pertama. Emmy Pangaribaan (1982 43) mengutarakan
hal yang sama tentang kekhususan surat wese! ini
Selain it surat wesel atas pengganti penerhit tidak menimbulkan
perikatan sebagaimana sural wesel pada umumnyva, karena pemegang
pertamanya adalal penerbit. Pibak Ean baru aken berminat menerima peralihan
surat wesel ini jika telah diakseptasi, karena pemegang pernamanva adalah
penerhit maka yang memintakan akseptasi kepada tersangkut adalah penerbir.
kemudian karena penerbit adaluh pemegang pertama maka penerbit juga akan
bertindak sebagai endosan pertama. Contoh teks sorar wesel atas pengganti
penerbit adnlah sebagas beriku:

Telukbetung, | Januar: 2005

Atas penunjukan dan penyerahan surat wesel imi bayarlah kepada KAMI
SENDIRIdiTelukbetung wang sejumlah Rp 000000 { sepulub juta rupiah).

Kepada
Bank BNI 46 PT. Perdana |
Telukbetung Manajer

38 Kingkin Walywingdioh S H. M N



Wesel atas Penerbit sendin

Menurut ketentuan Pasal 102 Avat (2) KUHD, surat wesel ada vang
diterbitkan atas dinn penerbit sendiri, Abhdulkadir Muhammad {2003: 64)
menvatakan, kekhususan wesel ini adalah keduwdukan penerbit sama dengan
kedudukan tersanghul. Emmy Panganbuan { F983: 43 ) menyatakan, keadaan
sepertt ini biasanya terjadi atau dipakai dalam suatu keadsan, misalnya
perusghaan induk memernntahkan kantor cabangnya untuk membayar sepumbah
uang dengan menerbitkan scpucuk surat wesel.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan, kekhususan serat wesel
atas penerhit sendiri adalah kedudukan penerbit sama dengan kedudukan
tersangkut, Penerbitan surat wesel bentuh ini biasanya terjadi dalam suatu
lmgkungan perusahaam vang sama, memum perintah  kantor pusat  kepada
kantor cabang untuk membavar surat wesel kepada pemepangnya. Jika
perusahann dimaksud adalah perusahaan difingkungan perbankan maka surat
weseinva adalah termasuk wesel bank, karena penerbit dan tersangkutnya
adalah bank,

Confoh teks surat wesel atas pengzanti penerbit

Jakarta, | Janwari 2005

Atas penunjukan dan penverahan surat wesel ini bayarlah kepada tuan Budi

diTelukbetung uang sejumiah RplO.000.000 { sepulub juta rupiah).

Kepada
Bank BMI 46 Bank BMI 46
Cabang Tanjungkarang Jakarta

Wesel untuk Perhitungan Orang Ketiga

Menurut ketentuan Pasal (02 Ayat (3) KUHIY, ada wesel yang
diterbitkan atas perhitungan orang ketiga, Abdulkadir Muhammad (2003: 65-
66 ) menvatakan, penerhitan surat wesel bentuk ini bisa terpadi jika seorang
ketiga itu untuk tagihannya memungkinkan diterbitkan surat wesel, artinya ia
memiliki rekening vang cukup dananya. Karena alasan tertentu iz minta pihak
lain untuk menjadi penerbit surat wesel, atas perhitungan rekeningnya.
Bigsanya pihak vang diminta untuk menjadi penerbit ito adalah bank, di mana
orang ketiga ity memiliki rekening. Dalam bentuk wesel ini, bank sebagai
penerbit terikat dalam hubungan hukum wesel, sedanghkan orang ketiga berada
di luar hubungan hukum wesel, Antara orang ketiga dan pihak bank sebagai
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penerbit terjadi hubungan hukum pemberian kuasa berdasarkan ketentuan Pasal
1792 =/d Pasal 1819 KLHPdL.

Jadi, kekhususan sural wesel untuk perhitungan orang ketiga adalah
adanya hubungan pemberian kuasa antara orang ketiga schagai pemberi kuasa
dengan bank schagai penerima kuasa untuk mencrbitkan surat wesel, Bank
sehagai penerbit untuk kepentingan orang ketiga akan terikat dalam hubungan
hukum wesel. Sedangkan orang ketiga vang sebenamya adalah pemilik dana
untuk membayar surat wesel tersebut berada di luar hubungan hukum wesel,
Contoh teks surat wese| untuk perhitungan orang ketiga adalah sebagai berikut:

Telukbetung, | Januari :1,]1:.}_';} ]

Pada tanggal 5 Mei 2005 bayvarlah surat wesel ini untuk perhitungan
PT. Perdana kepada tuan Budi atau pengganti di Telukbetung vang sejumlah
Rp 10,000,000 (scpuluh juta rupiah).

K.epada .
PT. Tunggal Bank BNI 46
Telukbhetung Telukbetung

Dalam contoh surat wesel di atas orang keliga yang memberi kuasa
untuk diterbitkan surat wesel atas perhitungan rekeningnya adalah PT.Perdana.
Pihak pencrima kuasa untuk menjadi penerbit surat wesel adalah Bank BNI
46 Telukbetung. Tersangkut dalam sural wesel itu adalah PT, Tunggal
Telukbetung. Sedangkan pemegang vang berhak menerima pembayaran uang
vang tertulis dalam surat wesel itu adalah tuan Budi.

Wiesel Incasso

Menurut ketentuan Pasal 102 a Ayat (1) KUHD, jika di dalam surat
wesel penerhil telah memuathan kata-kata “harga untuk dipungut” atau “untuk
incasso” atau “dalam pemberian kuasa™ atau kata-kata lain yang berartikan
memberi perintah untuk menagih semata-mata, maka pemegang pertana dapat
melakukan semua hak yang timbul dars surat wesel fu, akan iapi ia tidak
bisa mengendosemenkannyva melainkan dengan carp pemberian kuasa.
Beradarkan ketentu-an pesal in dapat diketahui ciri wesel incasso adalah
memuat kata-kata yang bersifot untuk menagih seperti vang dicontohkan dalam
pasal tersebut atau kata-kata lainnya dan tidak dapat diendoscmnkan kecuali
dengan endosemen incasso. Menumst Abdulkadir Muhammad (2003 649,
wesel incasso adalab bentuk surat wescl yang diterbitkan dengan tujuan untuk
memberi kuasa kepada pemegang pertama menagih sejumlah vang, tidak untuk
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diperjualbelikan. Kedudukan penerbit adalah sebapgai pemben kuasa,
sedanghan kedudukan pemegang pertama sebagai pemegang kuasa untuk
menagih uang. Lebih lanjut dijelaskan oleh Abdulkadir Muhammad {2003:
71}, pemegang sural wesel baik dalam keadaan non akseptasi maupun non
pembavaran tdak dapat meregres penerbil, karena ia banyva pemegang Kuasa
aaja dari penerbit, Menurut ketentuan Pasal 102 a Avat (2) KUHID, akseptan
hanva dapat mengemukakan vpava tangkisan vang sedianya dapat
dikemukakan kepada penerbat,

Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 102 a Avat (1) KUHID dan pendapat
di atas dapat dilihat kekhususan surat wesel incasso adalah penerbit bertindak
sebapai pemberi kuasa untuk menagih. sedanghan pemegang pertama adalah
sebagai penerima kuasa untuk menagih, Peperbit tidak dapar divegres, karena
pemegang hanyva sehagai penerima kuasa, Pemegang tidak dapat
mngendosemenhan sural wesel incasso, jikn akan mengendosemenkan harus
dilakukan dengan endosemen incasso. Contol teks surat wesel incasso adalah
schagai berikut:

lelukbetung, | Januari 2005 |

Atas penumjukon dan penyerahan surat wesel im bayarlah untuk incasso
kepada BN 46 Telukbetung atau pengeants vang sejumlah Rp 10 000,000
{sepuluh juta rupiah).

Kepada
FT. Tunggal PT.Perdans
Telukbetung Manajer

Dalam contoh surat wesel di atas penerbil sebagai pemberi kuasa adalah
Fr.Perdana, pemepang sebagai penerima koasa adalah BNI 46 Telukbetung,
Mercka dikeasai oleh hubungan hukum pemberian kuasa sebagaimana diatur
dalam Pasal 1792 KUHPdt s/d Pasal 1313 KUHPdt. Menurut ketentuan Pasal
LO2 a Ayat (3) KLIHD, perintah vang tertulis dalam surat wesel incasso tidak
berakhir dengan meninggalnya ataw hilangnya | ccakapan menurut hukum dan
pemberi kuasa, Sedangkan pihak tersanghutnys adalah PT. Tunggal. Bentuk
wesel ini binsanya digunakan oleh klien Bank vang memberi kuasa kepada
bankirnyva untuk menagih sejumlah vang. Maksudnya agar penagihan dapat
lebih mudah dilakukan, kereno kemungkinan penerhit dan tersanghut sama-
sama klien bank vang bersangkutan atau bank fain.
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Wesel Berdomisili

Pada umumnya pembayaran surat wesel dilakukan di tempat kediaman
tersanghut. Namun bisa juga pembayaran itu dilakukan di tempat lain
sebagaimana bunyi ketentuan Pasal 103 KUHD, surat wesel ada yang harus
dibayar di tempat tinggal seorang ketiga baik di tempat tersangkut berdomisili
matpun di tempat lain. Wesel ini disebut wesel berdomisili. Enmy Pangaribuan
(T985:46) menyatakan, vang dimaksod wesel berdomisili bukan karena tempat
pembayaran dari wesel tersebut adalah harus ditempat lain daripada tempat
tersangkul. akan tetapt pembayaran dan wesel tersebut terjadi bukan oleh
tersangkut akseptan melainkan cleh seorang ketiga dan di tempat crang ketiga
yang ditunjuk. Hal yang senada dijelaskan oleh Abdulkadir Muhammad (2003
72), dalam prakiek vang dipersoalkan pada surat wesel berdomisili adalah
stapakah orang vang ditunjuk oleh tersanpkut untuk membayar surat wesel
ity “bukan™ di mapa surat wesel itu haros  “dibayar”. Orang yang ditunjuk
oleh tersangkut itu mungkin tempatnya sama dengan tersanghut, mungkin juga
di tempat lain.

Bertitik tolak dari pendapat di atas dapat diketahun kehususan surat
wesel berdomisili adalah pada subyeknya yang melakukan pembayaran. Kata
berdomisi-li dalam wesel ini artinya menunjuk pada orang yang melakukan
pembayaran, bukan tempat pembayaran. Setelah orang ketiga ditenjuk untuk
melakukan pembayaran, barulah surat wesel di domisilikan pada wmpat orang
ketiga itu. Jadi, surat wesel dibayar di tempat orang Ketiga vang ditunjuk oleh
akseptan, Dalam wesel ind tersangkut hanya mengaksepiast sural wesel,
sedangkan pemba-varan dilakukan di termpat orang ketign vang ditunjuk it
Oleh karena itu tempat akseptasi bisa berlainan dengan tempat pembayaran.
Orang ketiga yang ditunjuk itu biasanya bankir dimana tersangkut memiliki
rekening. Pihak ketipn bukan pihak dalam hobungan hukum wesel karena
hanya ditunjuk untuk melakukan pembavaran, tidak menpakseptasi surat wesel
Contoh akseptasi yang dibuat tersanghut dengan menunjuk crang ketiga untuk
melakukan pecmbayaran adalah sebagai berikut:

Setuju dapat dibayar pada
Bunk BNI 46 Jakarta
Tanjungkarang, | Januari 2005
ttd. ‘

Jhomson
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1.} Kewajiban dan Tanggung Jawab Penerbit Surat Wesel

Pada vraian terdahulu twlah dijelaskan balhwa latar belakang terbitnya
surat wesel adalah adanya perikatan dasar antara kreditur dan debitur Akibat
hukum adanya perikatan dasar ini, debitur mempunyvai kewajiban untuk
membavar s¢jumlah vang kepada kreditur. Atas dasar hescpakatan mereka
berdua, kewajiban membayar sejumbab vang o digants dengan menerbitkan
surat wesel. Setelah penerbitan surat wesel maka terjadi hubungan hukum
dalam surat wesclanara penerbit dan pemegany surat wesel, hubungan hukum
itu selanjutnya tunduk pada ketentuan KUHD vane mengatur tenlang surat
wesel,

Menurut ketentuan Pasal 108 Avat (1) KUHD, kewajiban penerbit surat
wesel adalah harus menjamin akseptasi dan pembayvaran surat wesel, Menurut
Purwosutjipto (1994:62), bila surat wesel sudah memenuhi syarat-syarat
sehagai surat wesel maka berdasarkan ketentuan Pasal 108 Ayat (1) KUHD
penerbit memberikan jaminan dua bal kepada pemegang, vaitu tersangkut akan
meng-akseplasi surat wesel itu, dan akseptan akan membayar sural wesel itu
pada hari bayar dengan atau tanpa gaksepiasi. Pada prinsipnya Abdulkadir
Muhammad (2003: 77}, memberikan penjelasan yang sama tentang arti pasal
i dengan lebih menegas-kan bahwa jika ternyala tersangkut tidak mau
mengakseptlas: atau setelah mengakseptasi tetapi tidak membayar pada harj
bayar, penerbit berkewajiban untuk membayvar sendiri kepada pemegang surat
wesel ilu.

Menurut ketentuan Pasal |08 Ayat (2) KUHD, penerbit boleh
meniadakan kewajibannya menjamin akseptasi, akan tetapi setiap klausula
vang meniadakan kewajiban menjamin pembayaran harus dianggap tidak
ditulis. Jadi, artinya pener-bit tetap harus bertanggung jawab terhadap
pembayaran sural wesel atau tetap sebagai wajib regres. Karena pembavaran
surat wesel merupakan kewajiban pokok penerbit. Hal ini schagai akibat
terhadap pemenuhan kewajiban penerbit terhadap pemegang dalam perikatan
dasar,

Apabila penerbit akan menghilangkan kewajiban menjamin akseptasi
menurut ketentuan Pasal 121 Ayat (2) KUHD, penerhit dapat melarang untuk
me-minta akseptasi, kecuali untuk surat wesel yvang pembayarannya harus
ditagih pada orang ketiga, atau ditempat lain dari tempat domisili tersangkut,
atau untuk surat wesel yang han bayvarnva setelah diperlihatkan. Jadi,
kewajiban menjamin akseptasi ini dapat ditiadakan oleh penerbit dengan
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melarang akseptasi pada surat wesel. Caronyva adalah dengan membubithkan
Klausula mon aceeplable atau zonder obligo pada surat wesel, Terhadap surat
wesel vang demikian penerbit dibebaskan dari wajib regres, artinya jika
pemegang sural wesel lidak memperoleh pembavaran dari tersanghut maka
penerhit dan para endosan tidak dapat diregres.

Pada surat wesel pembayaran akan dilakekan oleh tersangkut jika
penerbit menyediakan dana pada rersangkut. Ini berarti kewajiban mengamin
pembavaran aleh penerbit ditkuti dengan kewajiban lain dari penerbit, yaitu
kewajiban menvediakan dana rada tersanghkut, Berdasarkan ketentuan Pasal
109 h KUHD, kewajiban ponerbit surat wesel adalah menvediakan dana yang
cukup pada tersanphkut. [3ana tersebut harus disediakan pada tersanghut karena
dalam surat wesel lersangkut adalah pihak vang diperintahkan untuk melakukan
pembayaran surat wesel, Kapan dana terschut harus ada pada tersangkut?
Berdasarkan Pasal 109 ¢ KUHD, dana tersebotl dianggap telah ada pada
tersangkut afiabila tersangkut mempunyai hutang yang sudah dapat ditagib
pada penerbit atau pada orang atas tangeongan siapa sural wesel itu diterbitkan,
paling sedikit sehesar jumlah nominal surat wesel pada hart bayar atow pada
saat pemegang bolch melaksanakan hok regresnya menunrut Pasal 142 Ayat
{3 KUHD. Termasuk pengertian dana ialah piutang, kredit vang disediakan
olah bankir kepada penerbit, simpanan vang pada tersangkuet.

Apahila pada hari bavar penerbit tidak menyediakan dana pada
tersamgkut maka tersanghul tidak akan mengakseptasi dan tidak akan membayar
surat wesel tersehut, Jika demikian, tersanghut tidak terikat dalam hubungan
hukum wesel dan aleh karena itu tidak terikat untuk membayar surat wescl

Berdnsarkian uraian Jdi atas dapat disimpulkan, kewajihan penerbit adalah
menjamin akseptasi, menjamin pembayaran dan menvediakan dana vang cukup
pada tersanghut sant hari bayar atau pada saal pemegang boleh melaksanakan
hak regresnya menurut Pasal 142 Ayat (3) KUHD. Terhadap tiga macam
kewajihan penerbit surat wesel tersebut yvang dapat ditiadakan adalah
kewajiban wntuk menjamin akseptasi, yaitu dengan cara mencantumkan
klausula zorcler obfigo atau klausula non accepiable dalam surat weselnya,

Bertitik tolak dar kewajiban penerbit surat wesel untuk menjamin
akseptasi dan menjamin pembasaran, tmbul pertanyaan bagaimana tanggung
jawab penerbit jika tersangkot tdak mengakseptass surat wesel atau Odak
melakukan pembayaran baik dengan atau tanpa akseptasi? Schagammana telah
dijelaskan bahwa kewajiban untuk menjamin pembayaran itu diiring: dengan
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kewajiban untuk menyediakan dana yang cukup pada tersangkut. Oleh karena
ity tanggung jawab penerbit jika tersangkut tidak mengakseptasi atau tidak
membayar dengan atau tanpa aakseptasi adalah tergantung apakah penerbit
pada hari bayer surat wesel telah menyediakan dana yang cubup pada
tersangkut. Jika dana sudah terdia lalu terjadi non pembayaran maka penerbit
tetap hanya bertangzung jawab menjadi penjamin pembayaran surat wesel
oleh tersanghut. Akan tetapi jika pada hari bayar dana Gidak tersedia pada
tersang kot maka penerbit bertanggung jawab untuk membayar sendin surat
wesel itu

Selain ity penerbit juga akan bertanggung jawab terhadap peristiwa
sebapgaimana diatur Pasal 109 KUHID yaitu jika suatu surat wesel tidak lengkap
waktu diterbitkannyadan kemudian dilengkapkan bertentangan dengan
perjanjian dahuly maka apabila perjanjian itu tidak dipenohic hal ini tidak
boleh dikemuka-kan atas kerugian pemegang, kecuali pemegang memperoleh
durat iuf:i-r:ni;,an itikad buruk atau karena keteledoran vang hesar. Ini herarti
penerhit surat wesel tetap bertanggung jawab untuk membayar kepada
pemegang sural wesel yang jujur, Sedangkan pemegang vang jujur berhak
menuntut pembavaran atas surat wesel vang sudah diisi lengkap ketika diterima
dari pemegang sebelumnya. Akan tetapi jika pemegang surat wesel adalah
pemegang vang nidak jujur maka penerhit tidak bertanggung jawab atas
pembayaran surat wesel vang telah diisi secara lenghap itu.

Ferlindungan terhadap pemegang vang jujur juga dapat ditemukan pada
ketentuan Fasal 106 KLIHD yang menentukan, apabila surat wesel itu memuat
tandatangan orang vang menurut hukum lidak cakap mengikat dirinya dengan
menggunukan sural wesel atau landatangan palsu atau tandatangan ofang-
orang rekaan belaka atan tandatangan vang tidak peduli apa vang menjadikan
sebabnya, tidak dapat mengikatkan din mercka yang menaruhnya, atou din
merckn dtas nama siapa tandatangan itu ditaruhnyva, maka biar bagaimanapun
Juga ikatan orang-orang lain yang tandatangannya termuat dalam surat wesel
it berlaku juga. Arii ketentuan pasal ini bahwa setiap tandatngan dalam sural
wesel adalah berdiri sendiri, ketidak benaran suatu tandatangan tidak
mempengaruhi tandatngan lainnva., Dalam surat wesel erdapat beberapa
tandatangan, vaitu tandatangan penerbit, para endosan, akseptan dan mungkin
juga tandatangan pihak lain yang turut mengikatkan diri dalam hukum wesel
seperii avalis dan intervenien. Dalam peredaran surat wesel kemungkinan
terjadi suatu keadaan vang membuat salah satu tandatangan yang ada dalam

Dimensi Hukum Sural Serhargo 45



surat wesel itu menjadi tidak sah. Apabila hal ini terjadi maka tandatangan
vang tidak sah itu tidak mempengaruhi tandatngan tainnya. Dalam hal ini
pemegang surat wesel yang jujur tetap mendapat perlindungan dan undang-
undang,

Surat wesel selalu diangpap atas pengganti, artinya sclalu dapat
diperalihkan dan cara peralihannya adalah dengan endosemen. Akan tetapi
menurut ketentuan Pasal 109 a kUML), penerbit dapat memperjanjikan kepada
pemegang pertama apakah sural wesel akan dibavarkan kepadanya sendin
atau kepada orang lain. Jika surat wesel hanya akan dibayarkan hepada
pemegang pertama saja maka penerbit harus mencantumban klansula “tidak
kepada penpganti” dalam surat wesel itu. Dengan demikian, surat wesel tidak
bisa dipindahtangankan, atau jika akan dipindahtangankan maka hanva dapat
dilakukan dengan cara perdata biasa yaitu dengan cessie. Penerbit tidak
bertanggung jawab terhadap pemegang sural wesel dengan cara cessig,
melainkan hanfa beranggung jawab kepada pemegang pertama saja.

Jadi. sesuni dengan ketentuan KUHD tanggung jawabh penerbil surat
wesel selalu ditujukan pada pemegang surat wesel yang jujur. Tanggung jawab
itu timbul dalam keadaan non akseptasi dan non pembayaran, keadaan tidak
sahnya salah satu tandatangan dalam surat wesel, atay keadaan dimana surat
wesel yang saat diterbitkannya tidak diisi secara lengkap kemudian dilenghap
tidak sesuai dengan perjanjiannya.

2.4 Endosemen, Akseptasi dan Pembavaran Sural Wesel
Pengertian dan Akibat Hukum Endosemen

Endosemen adalah cara mengalihkan surat berharga vang berklavsula
atas pengeanti. Hal im dapat diketahui dari ketentuan Pasal 613 Ayan (3)
KUHPdL yang menjelaskan, penverahan piutang atas tnjuk dengan cara
penyerahan suratnya dari tangan ketangan, penverahan pintang atas pengganti
dengan cara endosemen, Dalam KUHD sendirt tidak ditemaukan definisi atau
pengertian endosemen. Telah dijelaskan pada pokok bahasan terdahulu bahwa
salah satu fungsi surat berharga adalah dapat dipindahtangankan atau
diperalihkan secara mudah dan sederhana. Sesuai dengan fungsi tersebut, surat
wesel dapat diperalihkan secara mudah dan sederhana, Menurut Ketentuan
Pasal 110 Ayat (1) KUHD, tiap-tiap surat wesel termasok juga yang tidak
secara tegas menyvebutkan klausula atas pengganti, dapat diserahkan kepada
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orang lain dengan cara endosemen. Sedangkan untuk surat wesel vang
berklausula tidak kepada pengganti ataw istilah lain moka surat wesel tidak
biza dipindahkan kepoad orang lain kecuali dengan cara cessie biasa dengan
segala akibal hukumnya, Abdulkadic Muhammad (2003 B0) menjelaskan,
endosemen adalah suatn lembaga dalam hukum wesel dengan mana hak agih
dary pemegang sural wesel dapat dipecalibbkan kepada pemegang berikuilbyva
dengan cara yvang sederhana, Purwosutjipto (1994 7O} menjelaskan,
endosemen adalah suatu cara penyerahan menuret hukum wvang berakibat
pindahnya hak milik otas wesel. Dengan demikian dapat disimpulkan,
cadosemen adalah lembaga dalam hukom wesel umuok memperahihkan surat
wesel dengan sederhana dan berabibat pindahnva hak atas surat wesel kepada
pemegang berikutnyva, Oleh karena o selelah dilabukon endosemen maka
diteruskan dengan menyerahkan surat wesel kepada pemegang berikutnya,

Sesnai dengan ketentuan Pasal 14 KLUHD tentang svarat formal surat
wesel vang mengharuskan pembavaran tanpa svarat maka endosemen
dilakukan hares tanpa svarat. Hal ini diature dalam Pasal 111 Avar ) KUHD
vang menjelaskan, tiap-tiap endosemen harus tidak hersyvarat, Tiap-tiap svarat
vang tercantum di dalamnya disnpgop tidak tenulis. Kemudian Pasal 111 Ayat
(2) KUHD mepyvatakan, endosemen untuk sebagian sdafah batal. Jadi,
berdasarkan pasal tersebut dapat disimpulkan endosemen itu harus dilakukan
tanpa svarat. Jika dalam surat wesel terulis suato svarat maka endosemen
tetap sah karena syaratnva diangpap tidak tertulis. Akan tetapi endosemen
vang difakukan untuk sebagainn adalah batal atan endosemen dianggap tidak
pernah ada. Endosemen vang disertar svaral skan menghalang-halanp
pemeganig meswijudhan hak tagihnya, sedangkan sural wesel merupakan alat
bavar sccara utuh, Syarst ity misalnva pemindahan hak tagih dikompensasikan
denpan hutang endosan peda tersangkut atan akseptan, pemindahan hak tagih
dibatasi pada orang-crang yang ditunjuk oleh endosan, pemindahan hak tagih
tetepi sural weselnya masih dipegang oleh endosan don bun sebagainya vang
bersifal menghalangi perwujudan hak tagih.

kepada staps endosemen dapat dilakukan” Menurol ketentiran Pasal
110 Avat (3 ) KUHIY, endosemen dapat dilakukan atas heuntungan tersanghut
atau akseplan, atau tersangkut bukan akseptan, atau kepada penerhit atan
kepada setiap debitur wesel lamnva, Orang-orang ity semua dapat
mengendosemenkan kembali surat wesel tersebut. Jadi surat wesel dapat
diendosemenkan kepada siapa saja termasuk tersanghut dan atan akseptan,
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penerbit dan para debitur wesel lainnya. Setelah menerima peralihan surat
wesel kedudukan mereka sama dengan pemegang surat wesel, dan mereka
dapat mengendosemenkan kembali surat wesel tersebut,

Apa akibat hukum terjadinya endosemen? Menurut ketentuan Pasal 113
Ayat (1) KUHD, dengan jalan endosemen maka segala hak yang timbul dari
surat wesel itu berpindah ketangan orang lain. Pasal ini sejalan dengan
ketentuan Pasal 110 Avat (2) KUHD, yang menyatakan endosemen sebagian
adalah batal. Dengan demikian, akibat hukum endosemen adalah hak tagih
beralih sepenuh-nya kepada pemegang benkutnya

Bentok dan Macam-macam Endosemcn

Menurut ketentuan Paal 112 Ayat (1) KUHED, tiap-tiap endosemen harus
dibuat pada surat wesel itu sendin atau pada lembaran sambunganiya dan
harus ditandatangani oleh endosan, Pasal 112 Ayat (2) KUHD menjelaskan,
endosemen hisa dibuat dengan tidak menyebut orang kepada siapa endosemen
ditujukan, atau dengan tandatangan endosan saja {endosemen blanko). Dalam
hal ini endosemen dibuat pada lembaran sambungannya. Pasal tersebuot tidak
secara tegas menyehut bentuk endosemen. Berdasarkan ketentuan pasal
tersehut hanya diperoleh gambaran bahwa endosemen dibuat pada surat wesel
atau pada sambungan suratnya dengan menycbut nama penerimanya {endorsi}
dan harus ditandatangani oleh pihak yang memperalihkan {endosan), bisa
dibuat dengan tidak menyebut nama endorst atan hanva dengan tandatangan
endosan saja. Jadi, undang-undang tidak mengatur bentuk endosemen, tetapi
mengharuskan dalam endosemen tercantum tandatangan endosan dan
endosemen harus dibuat dalam surat weselnya atau pada sumbungannyva,
Undang-undang tidak menetapkan apakah harus di muka atau di bagian
belakang surat wesel, Menunin kebiasaan, endosemen ditempatkan di bagian
belakang surat wesel, Akan tetapi jika ditempathan di bagsan muka surat wesel
tidak membuatl endosemen itu batal, Hanva saja jika endosemen hanya dibuat
dengan mencantumbkan tandatangan endosan saja maka harus dibuat pada
sambungan surat wesel.

Berdusarkan hal tersebut maka dalam prakiikeya bentuk endosemen
ity bisa bermacam-macam vang memuat kalimat yang bermaksud
memindahkan hak tagih, Penulisan tanggal endosenen tidak merupakan
keharusan, Abdulkadic Muhammad {2003: 84) menjelaskan, dalam praktiknya
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perusahaan telah membuat bentuk tertentu dar endosemen, vaitu berupa
stempal, hanya dengan mengist tanggal dan tandatangan saja, misalnya:

Bavarlahkepada ......ocvninicciien v, I T

Berdasarkon vraian di atas dapat disimpulkan, undang-undang tadab
menetapkan bentuk endosemen, melainkan mengatur tentang beberapa syarat-
syaral wnum endosemen. vaitu harus adas tandatangan endosan, harus dilakukan
tanpa syarat dan harus utuh ataw tidak boleh sebagian.

Dalam undang-undang memang tidak menetapkan bentuk endosemen,
tetaps mengenal macam-macam endesemen, yaitu endosemen biasa,
endosemen blanko, endosemen incasso dan endosemen jaminan, Syvarat wmum
endosemen sebagaimana dijelaskan di atas berlaku terhadap macam-macam
endosemen ini, Berikut adalah uraian mengenai macam-macam endosemen
tersebul.

Endosemen Biasa

Pasal 110 Ayat (1) KUHD mengatur, setiap surat wese| vang berklaosula
atas pengganti maupun vang tidak secara tegas menvebot atas pengeanti
peralihannyva dilakukan dengan endosemen. Abdulkadir (2003:85)
menjclaskan, codosemen biasa adalah yang paling umum terjadi. Dalam
endesemen ini dimuat rama endorsi, nama endosan dan tandatangan endosan,
Dalam pernyataan singkatnyva jelas dapat diketahui bahwa hak tagih dari
pemegang itu dipmdahkan kepada pemegang berikuinya., Endosemen i
melegitimasikan endorsi sebagai orang vang berhak penuh atas tagihan dan
sehagai pemegang vang sah

Menurut ketentuan Pasal 114 Avat{ 1 KUHD, setiap endosan surat wesel
harus menjamin akseptasi dan pembayaran, hecual diperjanjikan lain. Pasal
H4 Ayar (2) KUHD mengatur, endosan baleh membebaskan dirinya dari
kewajiban menjamin akseptasi, vaitu dengan melarang endosemen baru. Cara
melarang endosemen baru ilu adalah dengan menempatkan klausula rekia
dalam endosemen iu, disebut endosemen rekta. Contoh endosemen rekta:

“Bayarlah kepada Tuan Johnson tidak kepada pengganii.
Lintuk PT. Pratama Telukbetung”
Tandatangan { Manager)
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Akibal hubkum endosemen rekia adalah endorsi udak diperkenankan
memindahkan surat wesel denegan endosemen. Jika akan memindahkan surat
wesel dapat dilakukan dengan cessie, Apabila hal ini dilakukan maka endosan
tidak menjamin akseptasi dan pembavaran kepada cessionaris, tetapi tetap
menjamm akseplasi don pembavaran kepada endorsi, Cessionaris dapat
mengendosemen-kan surat wese| dengan cara binsa menurut hukem wesel,

Endosemen Blanko

Menurut ketentuan Pasal 112 Avar (2) KUHD, endosemen dapat
diseleng-garakan dengan tnidak menyebut nama orang vang menerima peraliban
atau dengan tandatangan endosan saja. Jika demikian endosemen dibuat pada
sambungan surat wesel, Endosemen semacam ini disebut endosemen blanko,
Menurut ketentuan Pasal 113 Ayat (2) KUHD, jika endosemen dibuat dalam
hlanko maka pemegang diperbolehkan;

{ 1) mengisi blanko itu baik dengan namanya sendiri atau dengan nama orang
lain:

{2) mengendosemenkan surat wesel itu fagi dalam hlanko kepada orang lain:

{1) menverahkan surat wesel itu kepada orang ketiga dengan tidak mengisi
blanke tadi dan tidak mengendosemenkannya pula.

Jika pemegang mengisikan namanya sendini pada blanko endosemen,
maka ia menjadi endorsi dan endosemen menjadi endosemen biasa, Jika blanko
endosemen diisi dengan nama orang lain maka orang lain it menjadi endorsi
dan endosemennya menjadi sempurna. Tetapi jika pemegang tidak mengisikan
nama pada blanko endosemen itu maka surat wesel tetap dapat dipindahkan
dari tangan ketangan. Hal ini mirip dengan peralihan surar wese] atas tunjuk

Endosemen Incasso

Menurut ketentuan Pasal 117 Avat (1) KUHD, apabila dalam endosemen
itu dimuat kata-kata “harga untuk ditagih™ atau “untuk incasso” atau "dalam
pemberian kuasa” atau kata-kata laim vang berarti member perintah untuk
menagih semata-mata maka pemegang dapat melaksanakan semua hak vang
timbul dari surat wesel. tetapi ia tidak boleh mengendosemenkan kepada orang
lain, kecuali dengan cara memberi kuasa. Berdasarkan ketentuan pasal ini
dapat diketahu bahwa surat wesel incasso dapat diendosemenkan hanya
dengan cara incasso juga,
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Abdulkadir Muhammad (2003: 87} menjelaskan, endosemen incasso
disebut juga endosemen procura. Dalam endosemen incasso, pemegang surat
wesel ity hanva berposisi sebagai penerima kuasa untuk menagih sejumlzh
wang atas nama endosan. Jadi endorsi dalam endosemen incasso hanya sebagai
pemegang kuasa, Menurut Letentuan Pasal 117 Avat (2) KUHD, karena
pemezang sural wesel dengan endosemen incasso hanya sebagai pemegang
kuasa maka kepada peme-gang, para debitur wesel tidak dapat mengajukan
upaya-upayva bantahan lain selain upaya yang dapat dilancarkan kepada
endosan. Kemudian berdasarkan Pasal 117 Avat (3 KUHD, kuwasa vang termuoat
dalam endosemen incasso tidak berakhir dengan meninggalnya atau tidak cakap
menurut liukum bagi pemberi kuasa, Contoh endosemen incasso adalah sebagai
berikun:

“Kepada Bank BN 46 Telukbetung atau pengganti untuk incasso. Lintuk

PT Pratama Telukbetung™.

Tandatangan { Manajer)

Endosemen Jaminan

Menurut ketentuan Pasal 118 Avat{ | KUHD, apabila dalam endosenen
ity dimuatkan kata-kata “harga untuk jaminan™ atau “harga sebagai gadai”
atau kata-kata lain vang berarti memberi jaminan gadai maka pemegang dapat
melaksanakan segala haknya yang timbul dari sural wesel, tetapi setiap
endosemen yang dilakukannva hanya berlaku schagai endosemen pemberian
kuasa belaka. Jadi menurut ketemuan pasal ini bahwa endorsi hanya berposisi
sehagai pemegang jaminan. Akan tetapi endorsi mempunyal hak yang sama
dengan endorsi biasa yaitu berhak melakukan regres jika terjadi non akseptasi
atau non pembayaran, Dedanva, endorsi schagm pemegang jaimnan tidak
dapat mengendosemenkan kembali surat wesel itu, Apabila endorsi
mengendosemen-kan maka ity berlaku sebagar endosemen incasso.

Menurut ketentuan Pasal [18 Ayat (2) KUHD, para debitur surat wesel
tidak bisa melancarkan upaya tangkisan kepada pemegang jaminan berdasarkan
hubungan pribadi mereka dengan endosan, kecuali pemegang jaminan tersebut
dalam memperoleh surat weselnya dengan sengaja telah bertindak atas kerugian
debitur wesel. Jadi. berdasarkan ketentuan pasal ini pemegang jaminan berdisi
sendiri sehingga debitur wesel tidak beleh menggunakan upaya tangkisan
berdasarkan hubungan pribadi antara mercka dengan para endosan.
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Hubungan jamman antara endosan dan endorsi akan berakhir dengan
telah dilunasi surat wese! denganncara pembavaran. Jika terjads seperti itu
maka endorsi harus memberitabu endosan tentang jumlah vang telah
diterimanya. Contoh endosemen jaminan sebagai beribut:

“kepada Bank BNI 26 Telukbetung atau pengganti, harga uituk jaminan.

Untuk PT.Pratama Telukbetung™

landatangan (Manejer)

Schagaimana telah dijelaskan bahwa endosemen merupakan cara perali-
han sural wesel secara sederhana. Dalam peredaran surat wesel dapat terjadi
kemungkinan surat wesel tersebot jatuh ketangan orang vang tida berhak, baik
karena hilang atau dicuri. Kemudian pemegang vang mendapatkan surat wesel
dengan tidak jujur ity memperalihkan surat wesel itn kepada orang luin, dengan
memalsuban endosemen. Apakah endorsi vang baru berhak atas tagihan dalam
surat wesel inu'? Berdasarkan ketentuan Pasal 115 Ayar (3 ) KUHD, jika endorsi
menerima peralihan surat wesel itu dengan itikad baik maka endorsi tidak
wajib mengembalikan surat wesel jika pemiliknya menuntut pesgembalian
surat wesel tersebut, kecuali surat wesel diperoleh dengan tidak jujur atau
karena keteledo-ran vang besar,

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan, dalam KUHD dikenal
macam-macam endosemen vailu endosemen biasa, cndosemen blanko,
endosemen incasso dan endosemen jaminan. Berdasarkan macam endosemen
ini dapat diketahui bahwa endosemen itu tidak hanya memperalihkan hak tagih
tetapi juga berfungsi wntuk memberikan kuasa untuk menagih dan untuk
jaminan hutang,

Pengertian dan Akibat Hukum Akseptasi

Menurut ketentuan Pasal 120 KUHD, setiap sural wesel sampai pada
hari bayarnya. oleh pemegangnya yang sal atau oleh orang vang hanva
memegangnya belaka, dapat ditunjukan kepada tersanghut di tempat tinggalnya
guna mendapatkan absepiasi, Pasal 127 Ayat (1) KUHE menjelaskan, dengan
menmberikan akseptasinys tersangkut mengikal dirimva akan membayar surat
wesel pada hari bayarmya, Menurut Abdulkadic Muhammad {2003; 90},
akseptasi adalah suatu lembaga dalam hukum wesel, dengan mana tersangkus
menyatakan setuju untuk membayar surat wesel pada hari bayar, Dengan
pernyataan ilu tersangkot menjadi terikat sebagai debitur menurut hukum

51 Kimgrkin Walwunimgdioh, 5.4, M.,



wesel. Terikatnya tersanghut untuk membayar itu ditentukan oleh tandatangan
yang dicantumkannya pada surat wesel . Jadi, akseptas: artinya tersanglku
menyatakan setuju untuk membavar sural wesel pada hari bayar, dengan
mencantumkan tndatangannya pada sural wesel

Tujuan akseptasi itu adalah untuk memastikan pembayaran sural wesel
pada hari bavar. Oleh karena itu menurut ketentuan Pasal 123 Avar( 1) KUHD,
akseptasi harus dilakukan tanpa syarat. Syvarat vang dimaksod adalah sesuatu
yang dapal menghalangi atao tidak memperlancar ditakukannya pembayaran.
Adanya kepastian pembayaran surat wesel akan memperlancar peredarannya
karena kepercayaan masyarakat techadap wesel bertambab tinggi. Akan wetapi
menurut ketentuan pasal tersebut akseptasi schagian diperbolehkan dan ridak
termasuk syarat, Sehenarnya akseptasi boleh tidak dimintakan. tetapi jika pada
hari bayar surat wesel tidak memperoleh pembavaran maka tersangkut tidak
terikat datam hukum wesel. Dengan demikian akibat hukum akseptasi adalah
ak '.’-'L‘PT:IH terikat untuk membayer surat wesel pada hari bavar.

Berdasarkan ketentuan Pasal 120 KUHD tersebut di atas, dapat diketahes
masa penawaran akseptasi kepada tersangkut adalah setiap saal sampai hari
bayarnya. Akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 121 Avat (3) KUHD,
penerbit boleh melarang menunjukan surat wesel untuk akseptasi kepada
tersangkut sehelum waktu vang ditentukan. Berdasorkan Pasal 120 KUHD
tersebut dapat diketahui bahwa pilak vang menawarkan akseptasi s mungkin
pihak vang jujur tetapi mungkin juga pihak yang hanya menguasm belaka
yang dapat ditafsirkan sebagai pihak yang tidak jujor, Oleh karena ito apabila
tersangkut mengetahui bahwa orang vang menawarkan akseptasi adalah orang
yang hanya menguasai belaka atau menguasai sural wesel dengan tidak jujur
atau tidak sah maka tersangkut hanes menclak untuk melakukan akseptasi.

Menurut Ketentuan Pasal 127c KUHD, penerbit surat wesel harus
memberitahukan kepada tersanghkut tentang surat wesel vang diterbitkannya
agar apahila terjadi penolakan akseplasi maka biava-hiava ditanggung oleh
tersangkut, Pemberitabuan ini dibuat dalam bentuk tertulis disebut surat advis,
Jika surat advis tidak dibuat maka jika terjadi penolakan akseptasi oleh
tersanghut, biava-biava ditangpung sendiri oleh penerbit. Sebubungan dengan
penolakan akseptasi oleh tersangkut, KUHID mengatur tentang pencoretan
akseptas: dalam Pasal 128 Avar{ 1) vang menjelaskan, apahila akseptan telah
mencoret akseptas) vang tetah diberikannya pada surat wesel sebelum
diserahkan kembali, maka akseptan dianggap menolab akseplasi itu, Artinya
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terjadi non akseptass, oleh karena itu pemegang dapat melakukan regres karena
nen aksepiasi,

Pasal |28 Avat i 2) KUHD menjelaskan, apahila akseplan secara tertulis
telah memberitabukan akseptasinya kepada pemegang atau kepada orang yang
tandatangannya termuat dalam surat wesel ity maka akseptan terikat untuk
memenuhi kewajibannya kepada mereka it sesuai dengan is1 akseplasinya.
Menurut Emmy Pangaribuan {1 983:68), setuju dengan pendapat Scheltema
bahwa persoalan dalam pasal ini adalah mengenai jan)i untuk membayar wesel
yang ditulis pada wesel itu sendiri, akibat hukumnya dikuasai oleh Hukum
Perdata Umum. Tetapi KUHD mengatur secare khusus, vaitu jika akseptan
telah mengakseptasi surat wesel kemudian mencorer akseptasi it sebelum
diserahkan kembali kepada pihak ketiga, sementara pemberilahuan secars
tertulis tentang akseptasi telah disampaikan kepada pihak Ketiga itu, maka
tersanghut diangeap schagai akseptan  Jadi, maksed ketentuan Pasal 128 Ayal
(21 KUHD int adalah meskipun akseptan mencoret akseptasi vang telah
dibuatnva sebelum diserahkan kepadas pemegang atan mereka yang
tandatangannya ada dalam surat wesel, sedangkan pemberitahuan secara
tertulis sudah dikirim kepada pemegang ataw orang vang tandatangannya ada
dalam surat wesel maka akseptan terikat untuk membayar surat wesel pada
hart bavar.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan, aksepiasi adalah pernya-
taan setuju bavar dari tersangkut dengan cara membubuhkan tandatangannya
pada surat wesel, Tujuannya adalah untuk memastikan pembavaran surat wesel
pada hari bavar, oleh karena ity akseptasi harus tidak bersyarat. Akibat hukum
aksepiasi adalah tersangkut akan terikat sehagai debitur menurut hukum wesel.
Tengeang waktu untuk penawaran akseptasi kepada tersanghut adalab setiap
saal sampai tiba hari bayar surat wesel. Bagi aksepian yang telah melakuban
akseptasi kemudian mencorcinya sebelum diserahban kepada pemegang atau
grang yang tandata-ngannya terdapat dalam surat wesel maka dianggap telah
menolak akseptasi. Akan tetapi apabila sebelumnya telah disampaikan
pemberitzhuan tertulis tentang akseptasi tersehut kepada pemegang atau orang
yang tandatangannya ada dalam surat wesel maka akseptan terikat untuk
membayar surat wesel tersebut pada harn bayar.
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Bentuk dan Sifat Akseptasi

Menurut ketentuan Pasal 124 KUHD, setiap akseptasi harus ditulis di
dalam surat weselnya dengan memuat kata-kata “sanggup” atay “disetujui”
atau dengan kata lain yang sama maksudnya dan ditandatangani oleh
tersanghut. Suaty tandatangan saja dari penerbit yang ditaruh pada bagian
muka surat wesel sudah berlaku sebagai akseptasi. Jadi, berdasarkan ketentuan
pasal ini akseptasi itu bentuknya dengan menulis kata “sanggup” atau
“disetujui’ atau kata lain vang sama maksudnya. ditulis dalam surat weselnya
artinya tidak boleh pada sambungan surat wesel, kemudian ditandatangani
tersangkut. Tersangkut vang telah membubuhkan akseptasi pada surat wesel
disebut akseptan. Pasal ini tidak menjelaskan apakah akseptasi diletakan di
hagian muka atau di bagian belakang surat wesel, hanya disebut suatu
tandatangan saja dari penerbit yang diletakan di bagian muka surat wesel sudah
berlake sebaghi akseptasi, Undang-undang juga tidak mengharuskan penulisan
tanggal dalam akseptasi kecvali untuk wesel sesudah penglihatan { perhatikan
ketentuan Pasal 124 Ayat (2) KUHD), Dengan demikian apabila akseptas:
akan diletakan di bagian belakang surat wesel maka harus menuliskan kata-
kata “sanggup” atan “disetujui” dan ditandatangani oleh tersangkut. Hal i
untuk membedakan dengan perbuatan mengendosemenkan surat wesel,

Sebagaimana telah dijelaskan teedahulu bahwa pada dasarnya tidak ada
kewajiban pemegang surat wesel untuk meminta aksepasi kepada tersanghout,
tetapi akseptasi boleh dimintakan kepada tersangkut dengan tujuan untuk
memastikan pembavaran surat wesel pada hari bayar oleh tersanghutl. Sebenar-
nya meskipun tanpa aksepiasi surat wesel dapat dibayar oleh tersangkul pada
hari bayarnya. Berdasarkan kefentuan Pasal 121 Ayat (1) KUHI, penerbit
dengan atau tanpa penctapan tenggang waktu dapat menctapkan sural wesel
itn harus ditunjukan unuk diakseprasi. Kecual penerbit melarang untuk
memintakan akseptasi maka setinp endosan dengan atau tanpa penetapan
tenagang wakiu dapat menetapkan baliwa surat wesel itu harus diakseptasi.
Jadi, penerbit dan endosan dapat menetapkon bahwa sural wesel harus
dimintakan akseptasi. Surat wesel yang harus diakseplasi ini adalah surat wesel
sesudah penglihatan dan surat wesel berdomisili. Menurut ketentuan Pasal
122 KUHD. surat wesel vang harus dibayar pada waktu tertentu setelah
diperlihatkan, harus diperlihathan untuk diakseptasi dalam wakiu satu tahun
setelah tanggal penerbitannya. Penerbit boleh memperpendek atau
memperpanjang waktu ini, sedanghkan endosan hanya boleh memperpendeknya.
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Keharusan untuk meminta akseprasi pada surat wesel berdomisili dapat
disimpulkan dari ketentuan Pasai (21 Avat (2) KLUHD, Kcharusan aksepasi
pada surat wesel sesudnh penglihatan adalsh untuk mengetahun hari bavar
wesel vang dibitung beberapa waktu setelah diakseptasi. Sedangkan pada surat
wesel bedomisili, akseptasi adalah untuk mengetahui pihak ketiga vang
ditunjuk oleh akseptan untuk melakukan pembayvaran. lady, untuk dua macam
sural wesel ini akseptasi harus dilakukan,

Selain dapat menctapkan balvaa surat wesel itu harus diakseptasi, pener-
bit juga dapat melarang pomcgang surat wesel untuk memintakan akseplasi
kepada tersenghkut. Hal ini diatur dalem Pasal 121 Ayat (2} KUHD, penerbit
boleh melarang pemegany meminta akseptasi kepada tersangkut, kecuali dalam
surat wesel sesudah penglihatan dan surat wesel berdomisili, Ditetapkan juga
dalam Ayat (3) pasal ini bahwa penerhit boleh melarang akseptasi sebelum
tangeal voang ditetapkan. fika sural wesel dilarang untuk diskseptasi mika
penerbit akan menempatkan klausula “non acceptable™ pada surat wesel itu.
Artinyva penerbit dan endosan tidak menjamin akseplasi ietapi hanys menjamimn
pembavaran, Hal ini diperbolehkan berdasarkan ketentuan Pasal 108 Avat (2)
KLUHID. Penerbit boleh tidak menjamin akseptast karena kemungkinan dana
baru tersedin pada hari bayar. Akan tetapi tersanghuot tidek boleh melepaskan
diri dart kewajiban membayar surat wesel,

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa sifat akseptasi itu
ada vang hanva sekedar untuk memastikan pembayaran surat wesel pada hari
bayar, dalam hal ini akseptasi boleh dilakukan boleh juga tidak karena
meskipun fanpa akseptasi, surat wesel akan memperolch pembavaran pada
har bayarnva. Ada akseptasi yvang menurut sifatnya harus dilakukan, vaitu
pada surat wesel sesudah penglihatan dan surat wesel berdomisili. Keharusan
akseptasi ini karena pada surat wesel sesudah penglihatan adalah untuk
mengetahui hari bayvar sural wesel, sedangkan pada surat wesel berdomisili
untuk mengetahut pihak ketiga vang ditunjuk oleh tersangkut untuk melakukan
pembayaran, Selain itu ado akseptasi yang sifatnyva dilarang, karcna dalam
surat wesel tertulis klausula “non akseptasi”. Ini berarti penerbitnya melarang
untuk dilakukan akseptosi pada surat wesel tersebut,

Pembayaran Sural Wesel

Surat wesel merupakan alat bayar yang digunakan untuk memenuhi
prestasi dalam perikatan dasar antara penerbit dan pemegang. Penyerahan
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surat wesel kepada pemegang belum bisa diartikan sebagai pembayaran dalam
arti sebenarmya karena baru dalam tahap penyerahan dokumen pembayaran.
Surat wesel baru dapat ditukarkan dengan uang pada hari bayvarnva dengan
cara menunjukan surat wesel itu kepada tersanghut atau akseptan. Jika sebelum
hari bayar tiba pemegang membutuhkan vang maka sural wesel dapat
diperalitikan kepada orang lain, kemudian pemegang e rakhir ini vang akan
menunjukan sural wesel kepada tersangkut atau akseptan uptuk meminia
pembayaranmya. Menurut Abdulkadir Muhammad {2003 107}, vang dimaksud
dengan pembavaran ialah penyerahan sejumiah vang yang disebutkan dalam
surat wesel ofch tersangkut atau akseptan kepada pemegang surat wesel sehagai
pemenulan prestasi. Pembayaran merupakan tujuan gkhir dan penerbitan sural
berharga. Setelah surat wesel dibayar oleli lersanghut maka berakhirlah
perjanjian sural wesel itu, Mengenai pembayaran dalam arti sebenarnya i
diatur dalam Pasal 137 KUHD sampai dengan Pasal 141 KUHL.

Bagaimana pembayvaran surat wesel it dilakukan” Menurut ketentuan
Pasal 137 Avat (1) KUHD, pemegang sural wesel harus menunjukan surat
wesel kepada tersanghut di tempat kediamannya atau dimana surat wesel ity
didomisilikan pada hari bayarmya atan pada dua hari kerja herikutnya. Jadi,
pembayaran surat wesel dilakukan di tempat kediaman tersangkul utau akscptan
atau di tempan domisili pihak ketiga yang ditunjuk oleh tersanghkut untuk
melakukan pembayaran. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 137 Avat
(2} KUHD, pembavaran juga dapat dilakukan di balas pemberesan, vaitu balai
vang ditunjuk oleh presiden. Berdasarkan ketentuan Pasal 138 KUHD Ayat
i 1} dan Ayat (2) KUHD dapat diketahui bahwa surat wesel dapat dibavar penuh
menurut nilai nominalnya dan dapat dibayar sebagaian dari nilai nominalnya.
Pemegang surat wesel tidak baleh menolak pembayaran untuk sebagian nilai
nominal wesel. Apabila dibayar seluruh jumiah nominal weselnya maka
tersanghut dapat meminta sural wesel dar pemegangnyi sebapai atat hukti
bahwa pembayaran telah dilakukan. Jika pembayaran baru dilahuban sehagian
dari jumlah nominalnya, berdasarkan ketentuan Pasal 138 Ayat (3) KUHD
tersangkut dapat menuntut agar jumlah itu ditulis pada sural wesel dan kepada
akseptan diberi tanda terima yang sah. Dalam hal ini surat wesel masih dikuasai
oleh pemegang uniuk digunakan sebagai bukti dalam melakukan regres
sehagian nilai nominal wesel yang belum dibayar. Sedangkan hagi akseptan
penulisan nilai vang telah dibayar pada surat wesel adalab sehagai bukti bahwa
akseptan telah membayar sehagian vang tertulis itu.
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Kapan pembayaran surat wesel itu dilaksanakan? Dalam Pasal 132
sampai 136 KUHD telah diatur tentang hari bavar surat wesel. Menurut
ketentuan Pasal 132 KUHD, hari bayar surat wesel itu adalah pada saat
diperlihatkan, atau setelah diperlihatkan, atau setelah tanggal penerbitan atau
pada tanggal tertentu yang telah ditetapkan dalam surat wesel. Jadi, untuk
mewujudkan prestasi dalam perikatan dasar maka penerbit akan menyediakan
dana pada tersangkut untuk kepentingan pembayaran surat wesel tersebut
paling lambat pada hari bayarnya. Jika surat wesel dibavar pada hari bayar
maka berlaku empat macam " bayar sebagaimana diatur dalam Pasal 132
K LUIHD tersebut di atas.

Menurut Retentuan Pasal 13% Avat (1) KUHD. pemegang tidak baoleh
dipaksa untuk menerima pembayaran surat wesel sebelum hari bayar,
Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa pembayaran sebelum hari
bayar dapat dilakukan jika pemegang menyetujuinya ateu setelah disepakati
antara akseptan dengan pemegang surat wesel, Selain ity pembayaran sebelum
hart bayar ini bertaku untuk kepentingan akseptan dan bukan untuk kepentingan
pemegang surat wesel.

Ada beberapa akibat hukuim dilakukannya pembayaran oleh tersanghkut
atau akseptan, baik pembayaran itu dilakukan pada han bayvar maupun sebelum
hari bayvar. Akibat hukum terhadap pembayaran surat wesel vang dilakukan
pada han bayar adalah pembayaran surat wesel ity menjadi tanggung jawab
tersangkut, akseptan, penerbit dan debitur wesel lninnya; berlaku untuk kepenti-
ngan lersangkut atau akseptan atau penyedia dana; jika difakukzn dengan itikad
baik akan mengakhiri perikatan dasar, sedanghan jika pembavaran dilakukan
dengan ititkad jahat membueat tersangkut atau akseptan wajib membavar kedua
kalinya kepada pemegang yang sah.

Kemudian menurut ketentuan Pasal 139 Aovat (2 KUHD, tersamgkut
vang membayar surat wesel sebelum hari bayamya adalah bertanggung jawab
untuk kepentingannya sendiri. Ini berarti jika dana belum tersedia pada
akseplan maka pembayvaran dilakukan dengan dananva sendiri. Apabila
temyvata orang vang menerima pembayvaran sehetum hari bavar itn adalah orang
yang tidak berhak, maka apabila pada hari bayar datang orang vang berhak
sungguh-sungguh, akseptan harus membayar untuk yang kedoa kalinya. Dalam
hal yang demikian menurut ketentuan Pasal 139 Ayat (4) KUHD, skseptan
berhak menagih kepada orang vang ternvata tidak berhak itu.
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Rerdasarkan uraian mengenai pembayaran surat wesel tersebut di atas
dapat disimpulkan, pembavaran adalab penyverahan sejumlah vang yang
tersebut dalam surst wesel dari tersanghut atau aksepian kepada pemegang
surat wesel. Cara pembavaran surat wesel adalah dilakukan di tempat
tersangkut atau akseptan atau di tempat pihak hetiga yang ditunguk untuk
melakukan pembayaran surat wesel tersebut, Pembayaran sural wescl dapat
dilakukan dengan cara membayar seluruh atan sehagian nilai nominal surat
wesel itu. Waktu pembayaran dapat dilakukan pada hari bayar atau sebelum
hari bayar. Akibat hukum pembayvaran pada hari bayar adalah bahwa
pembayaran ity menjadi tangeung jawab tersangkut, akseptan, penerbit atau
debitur wesel lainnya dan berlaku untuk kepantingan tersangkul . akseptan
atau penyedia dana. Pembayaran dengan itikad baik akan mengakhiri perikatan
dan pembayaran dengan itikad buruk membuat tersangkut atau aksepian
membayar kedua kalinva kepada pemegang yang sah.  Akibat hukum
pembayaran sebelum hari bayar adalah balwa pembayaran menjadi tanggung
jawab tersangkut atau akseptan sendiri. Pembayaran schelum ha ri hayar vang
dilakukan dengan itikad jahat akan mewajibkan tersanghut atau akseptan
membavar untuk kedea kalinya.

2.5 Regres, Aval dan Intervensi dalam Surat Wesel
Pengertian, Alasan dan Akibat Hukum Regres

Hak regres diatur dalam Pasal 142 KUHD sampai dengan Pasal 133
KUHD. Hak regres ialah hak untuk menagih kepada debitur we-sel vang
berwaiib regres herhubung karena tersangkut tidak mau mengaksepasi ketika
ditawarkan akseptasi, atay kavena tersanghat tidak membayar ketika dimintakan
pembayvaran pada hari bayar { Abdulkadir Mubamemad, 2003: 112). Meaurut
ketentuan Pasal 142 Ayat (1) KUH, debitur wajib regres itu adalah para
endosan, penerbit dan debitur wesel lainnya. Debitur wesel adalah setiap orang
vang tandatangannya terdapat datam surat wesel, yaitu penerbit. endosan dan
avalis Menurul ketentanan Pasal 142 Avat (1) KUH, alasan pemegang surat
wesel menggunakan hak regresnya pada han bayar adalah karena pembavaran
tidak telah terjadi atau terjadi penolakan pembayvaran. Sedanghan alasan regres
sebelum hari bavar adalah adalah:

a. apabila akseptasi untuk selurulinya atau untuk sebagian ditolak;
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b. dalam hal pailitnya tersangkut, baik tersangkut akseptan maupun bukan
akseptan dan mulai saat berlakunya penundaan pembayaran vang diberikan
kepadanya,

¢. dalam hal pailitnya penerbit suatu surat wesel vang tidak bisa memperoleh
akseplasi,

Menurut Abdulkadir Muhammad (2003: [12), hal-hal vang
menvebabkan pemegang surat wesel menggunakan hak regresnya adalah:

4.  karena adanya penolakan akseptasi dari tersangkot baik selurshnya maupun
sehagian, sehingga terdapat keadasn non aksepasi;

b. kareng adanya penclakan pembayaran dari akseptan setelah terjadi
akseptasi, sehingga terjadi keadaan non pembayaran;

c. karena adanya penolakan akseptasi dan sekaligus menolakan pembayaran
dari tersangkut, sehingga terdapat keadaan non akseptasi dan non
pembayargn.

Menurut ketentuan Pasal 143 ayat (1} KUHD, penotakan abseptasi dan
penolakan pembayaran harus dinyatakan dalam akta otentik (protes non
akseptasi alau protes non pembayaran), lade, untuk keadaan sebagaimana
disebut dalam butir kedua dan ketiga tersebut di atas maka hak regresnya
harus dilakukan protes terlebib dehulu. Sedanghkan untuk keadaan non
pembayaran setelah dilakukan akseptasi berdasarkan kelentuan Pasal 127
KUH, regres dapat langsung ditujukan kepada akseptan dengan cara
mengeugatnya ke muka Pengadilan Negeri dengan alasan wanprestasi. Hal
ini karena tersanghkut vang telah membubuhkan tanda tangannyva pada surat
wesel sebagan tanda akseptas: adalah terikat untuk membayar surat wesel pada
hari bayar. Dengan demikian akseplan adalah wajib regres vang harus
memenuhi pembayaran.

Selain tiga alasan pengajuan hak regres sebagaimana divraikan di atas
masih ada lagi alasan regres lainnya, vaitu regres karena kepailitan atau
penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud Pasal 143 Ayt (2) KUHD.
Dalam hal ini menurur ketentuan Pasal 143 Ayat {6) KUHD, pemegang vang
akan mengajukan regres tidak perlu membuat protes terlebih dahulu.

Berdasarkan ketentuan Pasal 146 KUHD dapat diketahui bahwa para
debiutur wesel mempunyai kewajiban regres secarn tanggung menanggung,
Artinya apabila salah satu debitur regres telah memnuhi kewajiban memenuhi
pembayaran akibat tuntutan regres maka debituer wajib regres lainnya bebas.
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Terhadap vang telah memenuhi kewajiban itu dapat menagih kepada wajib
regres lamnya. Misalnya. avalis telah memenubi pembayaran maka penerbit
dan para endosan bebas dan avalis mempunyai hak tagih terhadap endosan
atau penerhit, Dengan demikian akibast hukom pemenuhan Kewajiban
pembayvaran oleh salah satu wajib regres membuat wajib regres lainnyn bebas
dan pihak vang telah memenuhi kewagiban memiliki hak tagih kepada wajib
regres lminnya.

Meskipun tanggung jawab pare wajib regres tersebut adalah tangung
menanggung tetapi periu dibedakan antara wajib regres utama dan bukan wapb
regres utama. Hal ini dibedakan dalam hal non akseptasi atau non pembayaran
Menurut Abdulkadir Muhammad { 2003: 1200, dalam hal non akseptasi debitur
wajib regres ulama adglah avalis dan penerbit. Jadi jiko terjadi non akseptas:
maka pemegang dapal meregres penerbit, kemudian jika penerbit tidak
memenubn kewajibannyva maka pemegang dapas meregres avalis penerbit.
Datam hal non pembayaran maka debitur stamanyva adalah tersangkut vang
telah mengakseptasi surat wesel itu, karena tersangkut vang telah
mengakseptasi sural wesel serikat untuk membayar surat wesel tersebut pada
hari bayar. Apabila tersangkut yang telah mengakseptasi surat wesel tidak
membayar pada hari bayar maka pemegang dapat menggugatnya lewat
Pengadilan Wegeri. Jadi, dalam bal ini wajib regres utamanya adalah akseptan,
artinya debitur surat wesel bertambah. Apabila terdapat avalis akseptan maka
avalis akseptan ini juga sebagai debitur utama dalam keadaan non pembayaran
sural wesel vang welah diaksepiasi,

Berdasarkan ueaan di atas dapat disimpulkan, hak regres inlah hak untuk
menagih kepada debitur wesel vang berwajib regres karena tersangkut tidak
mau mengakseptasi ketibka ditawarkan akseptasi, atau karena tersangkut tidak
memhavar ketika dimintakan pembavaran pada hari bayar. Alasan pemegang
surat wesel menggunakan hak regresnva adalah non akseptasi baik sebagian
atau seluruhnya; karena non pembayaran setelah teradi akseptasi; dan karena
nen akseptasi sekaligus penolakan pembavaran. Selain itu regres dapat
dilakukan dengan alasan kepalitan dan penundaan pembavaran dari tersangkut
atau kepailitan penerbit dalam surat wesel yang tidak bisa dimintakan
akseptasinya.
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Syarat-syarat dan Wakto Untuk Melakukan Regres

Sehagaimana telah dijelaskan bahwa apahila terjadi non akseptas: atan
non akseptasi sekalipus non pembavaran maka unuk mengajukan regres harus
didahului dengan membuat protes. Jadi protes adalah tindakan pemegang surat
wesel vang dilujukan pada tersanghut karena keadaan non akseptasi atau
keadaan son pembayaran. Protes merupakan syarat untuk melakukan regres,

Meskipun demiksan ada regres vang dilakukan tanpa harus membuat
protes, Hal ini dimunghkinkan oleh Pasal 145 Ayat{ 1) KUHD yang menjelaskan,
penerbil atau pemberi aval desgan membububkan dan menandatangani dalam
sural wesel suatu kalusuda “tanpa hiava™ atau “tanpa protes" stau klaosola
lain yang sama maksdunya dapat membebaskon pemegang dart hewajiban
membual protes non akseptasi atau non pembavaran untuk melaksanakan hak
regresnvie, Akibat hukum dari ketentuan ini adalah jiks pemegang akon
melakukan hak regresnya maka tidak perlu membuat protes teclebih dahulu,
ia dapat langsung meregres vang berwajib regres. Berdasarkan ketentuan Fasal
145 Ayat (3) KUHD dapat diketshui, jika vang membubuhkan klausula it
gdalah peperbit maka akibat hukumnya berlaku uniuk mereka yang
tandatanganiya terdapat dalam surat wesel. Apabila pemegang masih
melakukan protes untuk melaksanakan hak regresnya maka biaya protes
ditanggung oleh pemegang sendini. Jika yang membububkan Klusula itu
endosan atau avalis maka akibat hukumnya hanya menguasm endosan atau
avalis yang bersangkutan. Apahila pemegang membuat protes untuk
melaksanakan hak regresnya maka biava protes dapat ditagil kepada dari semua
mereka yang tandatangannya terdapat dalam surat wesel itu

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa protes merupakan syarat
melakukan regres karena non skseptass atau non pembayaran, Berdasarkan
ketentuan Pasal 143 Ayat (1) KUHLD, undakan protes ini haros dibuktikan
dengan akta otentik yang disebut protes non akseptasi alau proles non
pembayaran. Jadi, dengan akta protes inilah pemegang melaksanakan hak
regresnya terhadap para debitur wesel vang berwajib regres. Akta protes ini
berdasarkan ketentuan Pasal 143 b KUHD berbentuk otentik dan menurut
ketentuan Pasal 143 d berbentuk protes sederhana. Dengan demikian bentuk
protes non akseplas: atau non pembayaran ini dapat berupa akta otentik atau
akta sederhana. Menurut ketentuan Pasal 143 b KUHd akta protes otentik
dibuat oleh notaris atau juru sita diseriai dua orang saksi. Sedangkan protes
sederhana menurut ketentuan Pasal 143 d KUHD, dibuat dengan cara
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menempatkan pernyataan pada surat wesel bahwa akseptasi atau pembayaran
itu ditolak dan ditangeali serta ditandatangani oleh pihak vang diperotes itu,
Protes sederhana ini hanya dapat dibuat apabila pemegang surat wesel tidak
ingin mengajukan protes otentik; pihak yang diprotes bersedia memberikan
bantuannya; tidak ada pernyataan tegas dari penerhit babwa protes yang
dilakukan o harus otentik,

Menurut ketentuan Pasal 143 a Avat (1) dan (2) KUHD, protes difakukan
di tempat dilakukannya akseptasi atau pembayaran. yaitu &i tempat kediaman
tersangkut atau akseptan atau dalam wesel domisili di tempat pembayaran
harus dilakokan. Apabila orang vang harus membayar surat wesel ilu sama
sekali tidak dikenal atau tidak dapat ditemukan maka berdasarkan Pasal 143
Ayat (3} KUHD, protes dapat dilakukan di kontot pos tempat tinggal vang
ditunjuk sehagai tempat pembayaran dan apabila di tempat itu tidak ada kantor
pos protes harus dilakukan pada kepala pemerintahan setempat.

Menurut ketentuan Pasal 143 Ayat (2) KUHD, regres karena non
akseptasi harus dilakukan dalam tenggang waktu permintaan akseptasi. Dalam
Pazal 120 KLUHD diatr bahwa tenggang waktu meminta akseptasi itu adalah
sgjak diterbitkannva surat wesel sampai hari terakhar sebelum han bayvarnya.
Untuk surat wesel sesudah penglihatan. tenggang wakiu meminta akseptasi
adalah satu tahun setelah tanggal penerbitannya, Jika penawaran akscptasi
yang kedua kalinya, permintaan pertama dilakukan pada hari terakhir tenggang
wiktu tersebut maka protes dapat dilakukan pada hari berikutnya, Menurut
ketentuan Pasal 143 Avat (3} KUH, protes non pembayaran terhadap sural
wesel penanggalan, surat wesel sesudab penanggalan dan sural wesel sesudah
penglihatan harus dilakukan pada salah satu dari dua hari kerja berikutnya
sesudah har pembayaran |

Berdasarkan uraian di atas dapat dipabami, svarat melakukan regres
baik karena non akseptasi atau non pembayaran adalah dengan membuat protes
terlehit dahulu, keeuali penerbit, endosan atau avalis telah melarang melakukan
protes dengan mencantumkan klausula “tanpa biaya™ atau “tanpa protes™ atau
klausula lain vang maksudnya sama dalam surat wesel. Bentuk protes tersebut
berupa akta otentik atau bentuk protes sederhana. Lalu kapan waktunya
pemegang surat wesel dapat melakukan hak regres tersebut? Menurut ketentuan
Pasal 142 KUHD, pemegang surat wesel bisa melaksanakan hak regresnya
kepada para endosan, penerbit dan debitur wesel lainnya pada harr bayarnya
apabila terjadi non pembayaran, bahkan sebelum hari bayarnya:
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. apabila akseptasi untuk selurubinyva atag untuk sebagian ditolak,

b, dalam hal pailitnva tersangkut baik rersanghkut akseptan mapun tersangkut
bukan aksepian dan mular saat penundaan pemhbayaran vang diberikan
kepa-danva;

€. dalam hal pailitnva penerbit suatu surat wesel vange tidak bisa memperoleh
akzeplasinya,

ladi, berdasarkan pasal terschut hak regres dapat dilakukan aleh
pemegang surat wesel baik pada hart bayvarnya maopun schelum hari bayar
Kegres vang dilnkukan pada hart bayvar adalah regres karena non pembayaran.
sedangkan regres vang dilakukan sebelum han bavar adalah regres Karenan
non akseptasi baik sehagian maupun selurubnyva dan Karena kepailitan dan
penundaan pembayaran pada tersengkut serta pailitnva penerhit auatu surat
wesel vang bisa memperoleh akseptasinva.
Hak repgres pemegang sural wesel pugur atau hapus terbadap penerbat,
para cndosan dan para debitur wajib regres lainnya, kecuali akseptan menurut
ketentuan Pasal 152 Ayat (1) KUHD adalah setelah lewatnva waktu untuk:
it.  memperlihatkan surat wesel atas penglihatan, schagaimana diatur dalam
Pasal 132 Awat (1) KUHD dan memintakan akseplasi pada wesel sesudah
penglihat-an, sebagaimana diater dalam Pasal 122 Ayat (1) KUHD:

b, membuat protes non skseptasi atau non pembavaran sebagaimana diatur
dalam Pasal 143 Avat 7 dan Avat 3 KUHID,

¢. meminta pembayaran bagi surat bwesel yang berklausula “tanpa protes”
atau"tanpa hiava”, schagaimana ditentukan dalam Pasal 137 Ayat (1)
KUHD, dan meminta pembavaran bagi surat wesel atas penglihatan
schagaimana diatur dalam Pasal 133 Avat (1) KLIHL,

Menurut ketentuan Pasal 152 Ayat (2) KUHE, hak regres karena non
akseplasi atau karens non pembavaran pada surat wesel yang berklausula
“harus diakseptasi” akan gugor atan hapus apabila dalam tengeang wakte vang
telah ditetapkan oleh penerbit tdak dimintakan akseptasi, kecualr maksud
penerbit mencamtumkan klausula tersebut adalab dengan maksud
membebaskan dirinyva dari kewajiban menjamin akseptasi,

Ketentuan mengenai hapusnya hak regres dalam Pasal 152 KUHD
tersebut harus diperpanjang, apabila terjadi keadaan memaksa sehingga
penunjukan surat wesel atau pembuatan protes oleh pemegang sural wesel
menjadi terhalang karenanya. Keadaan memaksa itu adalah keadaan atau

64 Kimgkirr Walnenwriergaich, S.H., MH



rintangan vang tidak dapat diatasi atau tidak dapat ditindari oleh siapapun
juga, misalnyva karena ketentuan undang-undang suatu negara, karena bencana
alam yang luar biasa dan lain-lain. Jika terjadi keadaan memahksa maka
pemegang sural wesel harus melabukan pemberitahuan kepada endosan dan
debitr lainnva dengan cara sebagaimana diatur dalam Pasal 153 Ayat (20
KUHD dan Pasal 144 KUHD. Setelah keadaan memaksa berakhir, pemegang
ourat wese] harus melakukan tindakan sebagaimana diatur dalam Pasal 133
Ayat (3), Ayat (4), Ayal (3 KLUHD.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan, syarat el akukan regres
adalah dengan terlebih dulu melakukan protes, baik protes non akseplasi
maupun protes non pembayaran, Protes dapal dibwat dengan cara otentik atau
sederhana. Protes tidak perluy difakukan pada surat wesel vang berklausula
“tanpa biaya™ atau “tanpa protes” atau klausula lain yang sama maksudnya,
Waktu unituk melaksanakan hak regres adalah pada hari bayar jika tecjadi non
pembaiaran dan sebeflum hari bayarmya apabila akseptasi untuk seluruhnya
atau untuk sehagian ditolak: dalam hal pailimya tersangkut haik tersangkut
akseptan maupun tersangkut bukan akseptan dan mulai sast penundasn
pembayaran yang diberikan kepadanya: dalam hal pailinya penerbit suatu
sural wesel yang tidak bisa memperoleh akseptasinya

Aval, Sifat Perjanjian dan Akibat Hukumnya

Aval distur dalam Pasal 129 KUHD sampai dengan 131 KUHD. Aval
adalah suaty lem baga jaminan datam hukum wesel, dimana pihak ketiga
mengikatkan diri untuk menjamin pembayaran surat wesel its pada huri bayar,
Artinya apahila pada hari bayar pemegang surat wesel tidak memperoleh
pembayargn dari skseptan. Crang vang menjamin ini akan membayarnya
(Abdulkadir Muhammad, 2003: 98). Menurut Emmy Pangaribuan ( [982:77).
gval bertujuan wituk menambah jamingn hahwa pembayaran wesel ity akan
terlaksana, dengan menambah seorang penghutang wesel lagh terhadap
penghutang-penghutang wesel yang telah ada. Orang yvang members aval
disebut avalis dan yang menerima aval disehut avalirde. Dalam huhum Perdata
dikenal jaminan dalam perjanjian hutang pietang yang disebut horghrochi
diatur dalam Pasal 1820 sampai dengan Pasal [B50 KLUHPdL Ohrang yang
menjamin disehut horg, Perbedaan antara perjanjian aval dengan borehiiocht
adalah terletak pada sifat perjanjiannya. Pada borghtocht perjanjiannya bersifat
accessoir mau pelengkap, sedangkan perjanjian aval bersifat berdiri sendir.
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Artinya perjanjian borghtoht bersifat melengkap atau mengikuli perjanjian
pokok, apabila perjanjian pokok batal maka perjangian borgfrochiy batal.
Sedangkan perjanjian aval bersifan berdini sendiri, apabila perjanjian pokok
batal maka perjanjian aval tetap sah. Perjanjian aval tetap sah dan berlaku
walaupun perjanjian yang dijamin dengan aval itu menjadi batal, kecuali
batalnyva iu karena cacad bentuk. Misalnva peganjian aksepiasi diletakan
dibagian belakang sehingga berlaku sebagai endosemen, hal int menjadikan
akseptasi itu cacad bentuk dan menjadi batal karena tidak memenuhi ketentuan
undang-undang. Perjanjian aval vang diberikan kepada akseptan ini juga ikut
batal, karena batalnya akseptasy it karena cacad bentok Akan tetapi jika
hatalnya perjanjian vang diberi aval itu karena avalirde tidak cakap berbuat
rakn aval tetap sah. Hal ini sesuat dengan ketentuan Pasal 106 KUHD bahwa
dalam hukum wesel seuap tandatanpan vang tecdapat dalom swrat wesel
dianggap berdiri sendiri, Tidak sabnya satu tandatangan tidak akan
memperngaruhi tandatangan lainnva.

Akibat hukum aval diatur dalam Pasal 131 KUHD vang menjelaskan,
pemberi aval sama terikatnya seperti mereka vang diberi aval, Jadi, kedudukan
avalis sama dengan kedudukan avalirde. Ini herarti jika avalirde tidak
membayar surat wesel itu pada han bayar maka avalis yang akan membayamya.
lika avalis telah membayar surat wesel, ia memperoleh hak vang menurut
hukum wesel bisa dilaksanakan kepada avalirde dan kepada mereka yang
terikat karcna surat wesel ifu, Jika avalirde itu akseptan maka avalis berhak
atas dana penerbit vang disediakan untuk membavar surat wesel. lika avalirde
itu penerhit maka avalis berhak meregres penerbit untuk memperaleh
pembavaran.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan aval merupakan lembaga
jaminan dalam hukum wesel, dimana pihak ketiga mengikatkan diri untuk
menja-min pembayaran surat wesel it pada hari bayar. Perjanjian aval bersifat
berdiri sendiri dan terpisah dan perjanjian pokok. Dengan demikian perjanjian
aval tetap sah meskipun perjanjian vang diberi aval batal, kecual karena cacat
bentuk. Akibat hukum aval adalsh avalis sama terikatnya dengan avalirde,
jika avalis telah membayar surat wesel maka ia mempunyai hak yang ada
pada avafirde.
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Bentuk dan Cara Memberi Aval

Menurut ketentuan Pasal 129 KUH, pembayaran surat wesel dapat
dijamin dengan aval untuk seluruhnya mavpun untuk sebagian dari jumlah
uangaya. Jaminan ini bisa diberikan oleh orang ketiga, bahkan oleh orang
vang tanda tangannya termuat dalam surat wesel itu. ladi, menurot pasal ini
orang vang dapal memberikan aval adulah pihak ketiga vanpg berada di luar
hubungan hukum wesel dan debitur wesel atau mereka yang tandatangannya
ada dalam surat wesel vaitu penerbit, para endosan dan akseptan. Apabila
avalis adalah orang ketiga vang berada di luar hubungan hukum wesel maka
berarti debitur wesel bertambah satu. Tersangkut termasuk pihak ketiga karena
tersangkut bukan debitur wesel, Apabila tersangkut menjadi avalis maka fungsi
aval sama dengan fungsi akseptasi karena sccara tidak langsung tersangkut
tefah setuju untuk membavar melalui aval vang diberikannya. Apabila avalis
adalah mereka debitur wesel maka jumlah debitur wesel tidak bertambah.
Akan mereka vang memberr aval mempunvai dua fungsi, mungkin sebapgai
penerbat dan avalis, sebagai endosan dan avalis atav sebagan akseptan don
avalis,

Menurut ketentuan Pasal £30 Ayat (1) dan Ayat (2) KUH, aval harus
ditulis pada surat wesel ataw pada kertas sambungannya dan memuat kata-
kata “untuk aval” atau kata-kata lain yvang mempunyai maksud sama serta
harus ditaandatangani oleh pemberi aval. Pasal 130 Ayatl (3) KUHD
menjelaskan, tanda-tangan saja dar avalis yang dilekatakan di bagian muka
surat wesel sudah berlaku sebagai aval, kecuali tandatangan penerbit ataw
tersangkut. Antinya, aval dapat dibuat pada bagian muka atau belakang atau
sambungan sural wesel. Apabils dengan tandatangan saja maka ditulis di
bagian muka sural wesel. Selain 1ty menorut ketentuan Pasal 130 Ayat (4)
kKLH, aval dapat diberikan dengan sepucuk surat tersendici. Iika demikian
maka harus dischutkan tempat dimana aval itu dibertkan. Kemudian Pasal
130 Ayat (3) KUHA menjelaskan, di dalam aval itu harus diterangkan untuk
siapa aval diberikan, Jika tidak menyebut kepada siapa aval diberikan maka
dianggap aval diberikan untuk penerbit. Jika penerbit tidak membeyar pada
hari bayar maka avalis berkewajiban membavar surat wesel i,

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan, pihak vang dapat memberi
aval adalah pihak ketiga vang berada di luar hubungan hukum wesel dan para
debitur wesel vang tandatangannya terdapat dalam surat wesel. Bentuk aval
tersehut adalah aval harus ditulis pada surat wesel baik di bagian muka atau di
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bagian belakang stay pada kertas sumbungannya dan memuat kata-kata “untuk
aval” atau kats-kata lain vang mempunyai maksud sama serta harus ditandata-
ngani oleh pemberi aval. Apabila dibuar dengan tandatangan saja maka
diletakan di bagian muka surat wesel. Cara memberi aval it adaluh dengan
menulis untuk siapa aval diberikan, misalnya “untuk aval kepada akseptan”™.
Jika tidak menyebut untuk sinpa aval dibuat maka dianggap diberikian kepada
penerbit. Aval juga dapal dibertkan  dengan cara membuiat scpucuk swrat
tersendiri vang harus mensehut tempat dim mana aval wu diberikan

Intervensi, Tujuan dan Cara Melakokan Intervensi

Selain melalui lembaga aval, pilak ketiga dapat mengikatkan diri dalam
hukum wesel melalui lembaga intervensi, Intervensi diatur dalam Pasal 154
KUHD sampai dengan 162 KUHD Menurut Abdulkadir Muhammad (2003
1303, intervensi adalah lembaga vang diatur dalam hukum wesel dengan mani
pihak ketiga haik sccara sukarela maupun karena ditunjuk debitur regres dalam
keadaan darurat, mengikatkan din sebagai pengantara untuk melakukan
akseptasi atau pembayaran surat wesel. Menurut Purwosutjipte (1584 115,
vang dimaksud keadaan darurat adalah tidak berprestasinya tersanghu? atau
akseptan, Jadi, penyehab terjadinya intervensi adalah karena tersangkut atau
akseptan tidak berprestasi. Debitur regres vang dapat menunjuk pihak ketiga
menjadi pengantara, menurul ketentuan Pasal 134 Ayat {11 KUHIY adalah
penerbit, para endosan dan avalis, Sedangkan orang yang dapnt menjadi
pengantara, menurut ketentuan Pasal 154 Ayat (3) KUHD adalah pihak ketiga,
bahkan tersangkut sendiri atau orang vang telah terikat karcna sural w eselitu,
kecuali akseptan. Mercka yang vang memberikan intervensi ins disebut
pengantara atau iniervenier.

Tujuan intervensi adalah untuk menghindarkan tuntutan regres yang
diajukan pemegang sural wesel kepada debitur regres. Hal im penting. karena
apabila sural wesel menghadapi keadaan non akseptasi atau non pembayaran
maka pemegang surat wesel mempunyai hak untuk melakukan regres kepada
para debitur regres, Adanyva pihak pengantara atau imervenier membuat debiter
wesel menjadi bertambab jumlahaya, Cleh karena itu kepercayarn masyarakat
terhadap sural wesel semakin bertambah. Hal ini juga merupakan ujuan adanya
entervensi dalam surat wesel.
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Cara melakukan intervensi adalab dapat melalui penunjukan
sebagaimana diatur dalam Pasal 154 Avat (1) KLUHD atau dengan cara subarela,
sehagaimana dimaksud Pasal 154 Ayar (3) KUHD. Penujukan pihak ketiga
untuk menjadi pengantara dapat tergadi karena headaan tertentu, keadaan mana
menvebabkan surat wesel tdak memperoleh akseptasi atau pembayaran. Untok
menghindarkan tuntutan regres karena keadaan terschut maka debitur regres
dapat menunjuk pihak ketiga sebaga pengantara vang dakam keadaan darurat
melahukan akseptasi atau pembayaran,  Umuk menghadapi kemungkinan
keadaan darurat iy, penerbit atau endosan atau avalis menempatkan klausula
alamat darurat dalam sural wesel, misalnya “apabils diperlukan harus
dimintakan akseptast pada tuan Bidin™ { Abdulkadir Mubammad, 2003; 131},
Apabila penerbit atan endosan telah membuat klavsuls zonder obligo atau
kalusula mon ccceptable, maka penerbit dan endosan tersebut tidak dapat
menunjik pihak ketiga untuk menjadi peagantara, Demikian juga avalis
akseptan fidak dapat menunjuk pengantara, karena kedudukannya ssuna dengan
akseptan yang harus melakukan pembayaran surat wesel,

Intervenst vang terjadi dengan cara sukarela artinya pihak ketiga yang
menjadi pengantara itu sccara sukarela mengikatkan diri untuk melakukan
aksep-tasi atau pembayaran surat wesel jika tersanghkut menclak melakukan
akseptasi atau pembayaran surat wesel. Menurut ketentuan Pasal 154 Ayat
(4} KUHD, pihak yang telah melakukan intervensi secara sukarela dalam waktu
dua hari kerja setelah melakukan tugasnya, harus memberitahukan intervensi
atau pengataraannya itu kepada orang untuk stapa intervensi ite dilakukan,
lika ia lalai melakukan  pemberitahuan dalam tenggang wakiu yang telah
ditentukan maka ia bertanggung jawab stas segals kerugian akibat kefalaiannya
u. Akan tetapr jumlzh kerogian it tidak  akan melebihi jumlah wang sura
wesel.

Berdasarkan uraan di atas dapat disimpulkan, intervensi adalal lembaga
vang diatur dalam hukom wesel dengan mana pibak ketiga baik secara sukarela
maupun karena ditunjuk debitur regres dalam keadaan darurat, mengikatkan
dirt sebaga pengantara untuk melakukan akseptasi atau pembayaran surat
wesel. Tujuan intervensi adalah wntuk menghindarkan tuntuten regres yang
dimjukan pemegang surat wesel kepada debitur regres. Selain it tujuan
intervensi adalah untuk lebih meningkatkan kepercavaan masyvarakat kepada
sural wesel Intervensi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara
penunjukan dan cara sukarela. Pihak vang dapat menjadi pengantara adalah
pibak ketga dan termasuk para debitur regres dalam surat wesel.
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Macam dan Bentuk Intervensi

[alam kondisi darural akscptasi atau pembavaran dapat dilakukan
dengan intervensi, baik dengan cara penunjukan atau dengan cara sukarela.
Denpan demikian, mmtervensi dapat dilahuban pada akseptasi atau pada
pembavaran surat wesel, Menuwrot ketentuan Pasal 155 Ayar ( 1y KUH, akseptasi
dengan intervensi dapat dilakukan dafam segala hal. dalam mana pemegang
surat wesel vang dapat dimintakan akseptasi. dapat mefakuban hak regres
sebelum han bayar. Menurut Abdulkadir Mubammad (2003 1335, vang
dimaksud “dalam segala hal™ oleh Pasal 155 Ayat (1) KUHID ita dapat dilihat
dulam ketentuan Pasal 142 Avat (2) angka ¢ | ) dan (2) KUHD, vaitu: pertama,
apabila akseplasi seluruhnya atau sebagian ditolak dan Kedua, apabila
tersanghkut atau akseptan jatuh pailit dan penundaan pembayaran dari
tersanghut gtau akseptan, Dengan demikian, akseptasi dengan intervensi dapat
terjadi karcna terjadi penolakan akseptas: sehagian atau selunihnya, tersangku
jatuh pailit, ada penundaan pembayaran dari tersanghut atan akseptan.

Dalam hal akan dilakukan akseptasi dengan intervensi. harus dipenihi
svaral vang diperlukan vituk melaksanakan regres sebelum har bayar, Syarat
itu adalah apahila terjadi penolakan akseptasi, harus dibuat protes non
akseplasi. Berdasarkan protes non akseptasi maka akseptasi dapat dilakukan.
lika terjadi tersanghut jatuh pailit, akseptasi dengan imtervensi dapat
dimintakan dengan putusan hakim. Dafam hal terjadi penundaan pembayaran,
harus dilakukan protes non pembavaran. Berdasarkan protes tersebul. akseptasi
dengan imtervensi dapat dimintakan. 5etelah terjadi akseptasi dengan
intervensi, bertambalilah delitur regres don terhindarlah pelaksanaan regres
sebelum har bayar, Kedudukan ter-sanghut degantihan oleh pengantara
akseptasi (Abdulkadir Muhammad, 2003; 134)

Bentuk akseptasi dengan intervensi diatur dalam Pasal 156 KUHD yang
menjelaskan, setiap akseptasi dengan imervensi harus dituliskan dalam surat
wesel dan harus ditandatangani oleh pengantara, ia harus menerangkan pula
untuk siapa akseptasi dengan infervensi it diberikan. Jikn tidak ada keterangan
untuk siapa akseptasi dengan intervensi ito diberikan, diangeap diberikan untuk
penerbit, Contoh bentuk akseptasi dengan intervensi:

[hsetugun untuk PT. Pratama
Jukarta, 1 Juli 2005
Charles
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Menurut ketentuan Pasal 157 Avat (1) KUHD, akibat hukum akseptasi
dengan intervensi adalah akseptan pengantara terikat menurut hukum wesel
terhadap pemegang dan terhadap para endosan vang tetah melakukan
endosemennya sesudiah orang yang diben intervensi, sama terikainya dengan
orang yang dibert intervensi itu. Dengan terjadinya akseptasi dengan intervensi
maka debitur wesel vang berwajib regres bertambah satu lagi. Dengan demikian
pada hari bavar pemegang dapat menuntut pembayaran kepada akseplan
pengantara. orang yvang diberi intervensi dan para debitur wajib regres lainnya

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa intervens: dapat juga terjadi pada
pembayaran surat wesel. Menurut ketentuan Pasal 158 Ayva (1) KUHD,
pembavaran dengan intervensi dapat dilakukan dalam segala hal. dalam mana
pemegang surit wesel pada hari bayar atau sehelumnyva mempunyai hak regres,
Alasan regres pada hari bayar atau sebelumnya diatur dalam Pasal 142 KUHD
sebagai-mana telah dipelaskan pada bagian terdahulu. Apahila terdapat alasan-
alasan regres sebagaimana diatur dalam Pasal 142 KUHD tersebut. maka jika
akan dimimakan pembayaran dengan intervensi harus dipenuhi syarat-syarat
untuk melakukan regres. Svaral itu adalah jika terjadi non pembayaran harus
dengan akta protes non pembayaran, jika terjadi non akseptasi harus dibuat
akta protes non akseptasi. Berdasarkan akta protes ini maka pembayaran dengan
intervensi dapat dimintakan. Sedangkan apabila tersangkut atau akseptan jatub
pailit, pembayaran dengan intervensi dapat dimintakan dengan putusan hakim
Berdasarkan ketentuan Pasal 158 Avat (1) dan Ayat (2) KUHD dapat diketahui,
pembayaran dengan mtervensi it harus untuh tidak boleh sebagian dari jumlah
yang terera dalam sural wesel, dan harus dibavar pada hars berikutnya hari
terakhir protes non pembayaran dapat dibuat. Akibat hukum pembavaran
dengan intervensi dalam Pasal 162 KUHD. Menurut Abdulkadir Muhammad
(2003: 140) akibat hukum pembayaran dengan imervens: dalam Pasal 162
KUHD itu dapat dirinci sebaga berikut:

4. pengantira yang lelah membayar surat wesel memperoleh hak terhadap
wajib regres untuk siapa pembayaran telal dilakukan:

b. hak tersebut juga diperoleh dari para debitur wajib regres yang terikat
terhadap vang terakhir ini berdasarkan surat wesel itu;

¢, pengantara yang telah membayar surat wesel tidak diperbolehkan lagi
mengendosemenkan sural wesel iu;

d. orang yang diberi intervensi dan para endosan berikutnya dibcbaskan dari
wajib regres terhadap pemegang:
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e. apabila terdapat beberapa orang yang menawarkan pembayaran dengan
intervensi, pembayaran yang harus dipilih alah paling banyak
pembebasannya;

f  pengantara yang dengan sengaja melanggar ketentuan tersebut kehilangan
hak regres terhadap mereka yang scharusnya mendapat pembebasan.

Bentuk pembayaran dengan intervensi diatur dalam Pasal 161 Ayat ( I}
KUHD vang menjelaskan, pembayaran dengan mtervensi farus dinyatakan
dengan tanda lunas, ditulis dalam surat wese| dengan menvebutkan untuk siapa
pembayaran itu dilakukan, Contoh bentuk pembayaran dengan miervensi:

ﬂibu}ﬂ.l‘ll..l.hﬂ"_-: untuk PT. Pratama
Jakarta, 15 Juli 2005
Charles

Berdasarkan uraian di atas dapat dissmpulkan, macam intervensi adalah
akseptasi dengan imervensi dan pembayaran dengan intervensi. Akseptasi
dengan intervensi dapat terjadi karena terjadi penolikan aksepiasi sebagian
atau seluruhnya, tersanghut jatuh pailit, ada penunduan pembayaran dar
tersangkut atau akseptan, Akibat huekom akseptast dengan imervensi adalah
akseptan pengantara terikal menurot hukuom wesel terhadap pemegang dan
terhadap para endosan yang telah melakukan endosemennya sesudah orang
yang diberi intervensi, sama terikatnva dengan orang yang diberi intervensi
ity, Dalam ha! akan dimintakan pembayaran atau akseplasi dengan intervensi
maka harus memiliki alasan untuk mengajukan regres,
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BAB Il
SURAT SANGGUP DAN PROMES ATAS TUNJUK

A1 Sural Sanggup
Pengaturan Surat Sanggup

Menunat hasil konfrensi Jenewa 1930 temang penyeragaman pengaturan
surat wesel dan surat sanggup, ada dua cara pengaturan sural sanggup vang
boleh diikuti dan dipakai cleh negara-negara peserta (Abdulkadir
Muhammad 2003: 161, vaitu pengaturan dengan carn mendetail dan pengaturan
dengan cara penunjukan pada ketentuan tentang surat wesel. Megara-negera
peserta boleh mengikuti salah satu cara tersebut. Artinya boleh mengatur surat
sanggup ity lersendini secara terperine, ataw boleh mengatur dengan cara
menunjuk ketentugmehetentuan vang berlaku bagi sural wesel sesual dengan
sifal surat sangpup.

Dalam hal ini Indonesia memilih mengikuti cara penunjukan, karena
alasan historis Belanda schagal salah satu negasa pesenta memilih pengaturan
dengan cara menunjuk pada ketentuan-ketentuan wesel sejah it sesuai dengan
sifat surat sanggup, Hal ini difanjutkan dan diterapkan di Hindia Belanda
{Indonesia) yang merupakan jajahannya pada saat a {Imam
Prayogo, 1993:182), Adapun ketentuan-ketentuan surat wesel yang sesuai
dengan sifat surat sanggup, karenanys dapal diterapkan pada sural sanggup
menurut ketentuan Pasal 176 KUHD adalah scbagai berikut:

a. ketentuan tentang endosemen { Pasal 110-119 KUHD}:

b, ketentuan tentang hari bayar {Pasal 132-136 KUHD),

£, ketentuan tentang hak regres dalam hal nen pembayaran {Pasal 142-14,
151-1533KUHD),

d. ketentuan tentang pembayaran dengan intervensi (Pasal 154, [38, 162
KLIHLD),

. ketentuan fentang turunan sural wesel { Pasal 166 dan 167 KUHD),
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ketentuan tentang surat wesel yang hilang (Pasal 188 KUHDE

ketentuan tentang perubahan (Pasal 168 KUHD):

ketentuan tentang daluarsa {Pasal 168 a, 169170 KUHDY,

ketentuan tentang hari rava, menghitung tenggang waktu, dan larangan

penanggguhan hari (Pasal [T1, 171 a, 172 dan 173 KUHD

J.  ketentuan tentang sural wesel yang harus dibayar ditempat tinggal seorang
ketiga atau di tempat lain daripada tempat tersanpkut berdomisili {Pasal
103 dan 126 KLHID),

k. ketentuan tentang klavsula bunga (Pasal 104 KUHDY

. ketentuan tentang adanya selisih dalam penyebutan mengenai jumfah uang
vang harus dibayar (Pasal 105 KUHD):

m. ketentuan tentang akibat-akibat dan penempatan tandatangan dalam hal
tidak adanva keadaan-keadan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 106
KLUHID; )

n. ketentuan tentang akihat-akibal penempatan tandatangan oleh seorang yang
bertindak tanpa hak atau yang melampaui batas haknya {Pasal 107 KUHDY

o, ketentuan tentang sural wesel datam blanko (Tasal 109 KLIHDY;

p. ketentuan tentang aval (Pasal 12%- 131 KUHD).

mTmom

Ketentuan-ketentuan vang tidak ditunjuk aleh Pasal 1 76 KUHD tersebut
tidak berfaku terhadap sural sanggup, karen ketentuan-ketentuan terschut
dipandang tidak sesuai dengan sural sanggup. Selain itu ketentuan yang
berhubungan dengan akseptasi tidak berlaku terhadap surat sanggup. Halini
karena antara sural wesel dan surat sanggup berbeda sifatnya. Sural wesel
adalah surat perintah membayar, sedangkan surat sanggup merupakan surat
janji atav kesangupan membayar. Penerbit vang menandatangan surat sanggup
artinya telah setuju untuk melakukan pembayaran. Kedudukan seperti ini dalam
sural wesel ada pada akseptan. Dengan demikian penerbit surat sanggup sama
dengan akseptan dalam surat wesel, Oleh karena iu masih ada beberapa pasal
dalam KUHD vang termasuk dalam penunjukan vang tidak sesua dengan
sifat surat sanggup, yaitu
a. Pasal 114 Ayat {11 KUHD, mengenai jaminan akseptasi dan pembayaran
aleh endosan;

b, Pasal 126 Ayat{2) KUHD, mengenai penunjukan alamat di tempat domisily
tersangkut di mana pembayvaran harus dilakokan:

c. Pasal 130 Ayat (5) KUHLY, mengenat aval vang tidak disebutkan untuk
siapa diberikan, dianggap diberikan kepada penerbit:
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d. Pasal 154 Ayat (1) dan (2) KUHD, mengenat akseptasi dan pembayaran
dengan miervensi.

hetentuan-ketentuan dalam pasal tersebut di atas tidak berlaku pada
sural sangpup karens tidak sesvai dengan sifal surat sanggup, yaitu semua
ketentuan pasal lersebut berkaitan dengan masalah akseplasi vang dalam surat
sangeup Uidak dikenal.

Svarat Formal Surat Sanggup

Menurut Emmy Pangaribuan ( 1982: 135), dalam perundang-undangan
kit sural sanggup atau orderbreicf itu dikenal juga dengan istilah lain, yait
promesse atas pengganti (promease aon onder). Akan tetapi dalam prakiek
untuk surat sanggup juga dipakai istilah lan vang disebut aksep. Accep artinya
“menerina”. Perkataan aksep vang dipakai untuk sura sanpgup dalam praktek
tidak Menyimpang dengan sifat surat sanggup. di mana penerbitnya”™ menerima
kewajiban untuk membayar” pada hari gugur, yang berarti juga”berjanji
sanpup membayar” pada har gugor, Menorut Purwosutpipto (1994133 ), yang,
dimaksud surat sangeup inlab surat {akta) yang berisi hesanggupan seorang
debitur untuk membavar sejumlah sang terentu kepade seorang kreditur atau
penggantinya, Surat sanggup ini nama asingnya adalah arderbricffe, prromease
aon ardder, aocept, promissory nore, Dalam praktek perbankan di Indonesia
surat sanggup i disebut “surat aksep atau surat promes”, Sedanghan menun
Abdulkadir Mubammad (2003: [55), surat sanggup berasal dari istilah aslinya
bahasa Belanda erderbricfie, bahasa Perancisnya biller a ordre, bahasa
[pgrisnya promissory nete, Dalam undang-undang jugadikenal dengan istilah
promesse aan order. Sural sanggup juga disebut surat aksep. Kata aksep berasal
dari bahasa Perancis accepr, arnya setuju, Kata sanggup alaw setuju itu
mengandung suatu janji kepada pemegang atau penggantinva pada wakiu
tertentu. Juds, surat sangup ataw surat aksep itu adalah surat tandas sangup atau
setiju membayar sejumlah vang kepada pemegang atau penggantinya pada
har terentu

Bertitik tolak dari tiga pendapat tersebut dapat dipahami, surat sanggup
vang dimaksud adalah surat sangpup yang berklavsula alas penpganti yang
dibedakan dari sural promes atas tunjuk. Surat sangup atau surat aksep adalah
surat tanda sangup atau setuju membayar kepada pemegang atau penggantinya
pada hari bavar. Definisi surat sangup tidak ada dalam KUHLD, tetaps dalam

Pasal 174 KUHI} diatur tentang syaral fommal surat sanggup, vaitu:
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a. baik klausula order, penyebutan surat sanggup, alau promes alas pengganti
harus dimuat dalam teksnya sendiri dan di istilahkan dalam bahasa surat
itu ditulis;

b. kesanggupan tanpa syarat untuk membayar sejumlah uang tertentu

c. penetapan har bavarmya;

d. penctapan tempat di mana pembayaran harus dilakukan;

e, nama orsng kepada siapa atau penggantinya pembayaran harus dilakukan;
[ anggal dan tempat surat sanggup itu ditandatangani:

g tandatangan orang vang mengeluarkan sural sanggup

Berdasarkan syarat formal tersebut dapat dirimuskan, sural sangpup
adalah surat vang memuat kata surat sanggup atau promes atas pengeanti vang
ditandatangani pada tanggal dan tempat tertentu, dengan mana penandatangan
menvanggupi tanpa syaral untuk membayar sejumlah vang tertentu kepada
pemegang atau pgngpantinya pada tangal dan tempat tertentu.

Menurut ketentuan Pasal | 75 KUHD, jika salah satu syarat [ormal tidak
dipenubi maka surat tersebut tidak herlaku schagai sural sanggup, kecuali
untuk hal-hal berikut ini:

a. jika tidak menetapkan hari bavarnya, haros dibayar saat ditunjukannya;

b. jika tidak ada penetapan khusus maka tempat penandatanganan surat iu
dianggap sebapai tempat pembayaran, juga sebagai tempat penandatangan
berdomisili,

. jika tidak diterangkan tempat ditandatanganinys maka dianggap ditanda-
tangani di tempat vang tertulis di samping nama penandatangan.

Surat sanggup tidak mengenal bentuk khusus seperti sural wesel. Pasal
102 dan 102 (a) KUHD vang mengatur tentang bentuk khusus surat wesel
tidak termasuk dalam penumjukan oleh Pasal [ 76 KUHD.

Bertitik tolak dari syarat formal saral sanggup depat diketahboi, perbeda-
an surat sanggup dan surat wesel, yaito sural wesel adalah sueat perintah bayvar
Pratam hal ini beranti terdapat pihak ketiga vang diperintalikan untuk melakukan
pembayuran vaitu tersungkut. Dalam surat sangup tidak ada tersangkuot karena
penerbit sebagai penandatangan surat sanggop telah setuju atau menyangeupi
untuk membayar surat tersebut pada hari bayar, Jika penerbil surat wesel adalab
sebagai debitur wajib regres, maka penerbit surat sanggup adalah debitur wagib
bavar. Dalam Pasal 177 Avat {1) KUHD ditegaskan, penerbit sural sanggup
sama terikatnya dengan akseptan sural wesel.
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Latar Belakang dan Penerbitan Surat Sanggup

Latar belakang penerbitan surat sanggup sama dengan latar belakang
pencrbitan surat berharga pada umumny a, yaitu adanya perikatan dasar antara
penerbit sehagal debitur dan pemegang surat wesel sebagai kreditur. Perikatan
dasar itu berupa perjanjian yang isinya berupa prestasi pembayaran sejumlah
vang,. Jadi, surat sanggup diterbatkan adalah sebapai pemenuhan prestasi dalam
perjanjian yang menjadi perikatan dasarnya

Hubungan hukum yang terjadi dalam penerbitan surat sanggup berbeda
dengan surat wesel, Dalam surat wesel terdapat hubungan hukum antara
penerbil dengan pemegang sural sanggup, penerbit dengan tersangkul atau
akseptan dan tersanghut atau akseptan dengan pemegang sural sanggup.
Sedangkan dalam penerbitan surat sangzup hanya ada hubungan hukum antara
penerbit dengan pemegang surat sanggup. Hal ini karena dalam suratl sangup
tidak dikenal Tersanghut atau aksepian,

Proses penerbitan dan peredaran surat sangup dapat digambarkan
sebagaimana uraian berikut. Misalnva terjadi perjanjian juatbeli antara A dan
B, di mana A sehagai pembeli dan B sebapai penjual, artinya A sebagai debitur
dan B sebagai kreditur. Sebagai kreditur, B mempunyai piutang terhadap A
Terhadap piutang tersehat, A berjangi sanggup untuk membayar pada waktu
tertentu dengan menerhitkan suratl sanggup yang diserahkan kepada B | Pada
hari vang ditetapkan sebagai hart bavarnya B sebagai pemegang surat sanggup
akan datang kepada A untek memina pembayaran surat sanggup terschut.
Akan tetapi jika belum tiba hari bavarnyva ternvata B membutuhkan vang,
maka B dapat mengalihkan surat sanggup tersebut kepada pihak lain dengan
endosemen. Dalam hal im1 berarti, vang akan datang kepada A sebagar pihak
yang menyanggupi untuk membavar pada hari bavarnya adalah pemegang
terakhir. Penerbit sebagai penandatangan surat sanggup adalah debitur wajib
bavar, oleh karena tu tidak dapat menolak pembayaran yang diajukan padanya.
lika penandatangan menclak untuk melakukan pembayaran, 1a dapat digugat
ke muka pengadilan karena wanprestasi,

Sifat Surat Sanggup

Terdapat tiga sifat surat sanggup, vaite surat sanggup berklausula atas
pengzanti, sehagai bukti pinjaman vang dan sebagai alat bayar, Surat sanggup
adalah surat atas pengganti. Berdasarkan ketentuan yang berlaku terhadap

Dimensi Hukum Sueat Berharga i



sural wesel maka meskipun surat sangeup tidak ditulis atas pengganti, tetap
dianggap berklausula atas pengganti. Jadi asas pragsumtief order papier berlaky
terhadap surat sanggup. Akibat hukumnya jika akan diperalihhan harus dengan
cara endosemen. Dengan demikian semua hak vang timbul dari hubungan
hukum surat sanggup akan beralih kepada pemegang berikutnya

Berbeda dengan surat wesel sebaga sural perintali membayar, maka
surat sanggup digolongkan ke dofam surat senggup untuk membavar atao janji
untuk membayar. Hal yang haros dibayar adalah hutang yang timbul dalam
perikatan dasarnya. Dengan demikian artinva surat sanggup adalah sehagai
surat bukts pinjaman vang

Penerbitan surat sanggup mungkin juga disebabkan adanya perjanjian
penyvimpanan dana. Dalam hal ini penvimpan dana menyvanggupi untuk
membiyar dana vang ada padanya setiap saat pemilik dana menghendakinya
dengan cara menerbitkan surat sanggup, Jika demikian maka berarti surat
sanggup bukari sebagai bukti pinjuman wang, melainkan sebagai alar bayar
sejurnlab vang. Dalam hal ini surat sangeup sama seperti alat bavar unai
karena dapat dimintakan pembayarannva seliap saat. Oleh karena itu dapat
digunakan sebagar alat bayar dalam transaksi jualbeli,

3.2 Promes Atas Tunjuk
Latar Belakang dan Pengaturan Promes Atas Tunjuk

Promes atas tunjuk sebenarnya pengertiannva sama dengan surat
sanggup. Jika dirumuskan pengertian promes atas unjuk adalah surat yang
diterbitkan oleh penandatangan pada tanggal tertentu, yvang berisi janji atay
kesangupan membayar sejumlah nuang tertentu kepada pemegang pada saat
diperlihatkan (Abdulkadir Muhammad, 2005: 248). Bedanya dengan surat
sangeup adalah surat sangop berklausula atas pengganti sedangkan promes
atas tunjuk berklavsula atas tunjuk, Dalam surat sangeup kalusula atas
pengganti harus dimuat dalam teksnya, dan hanya dapat dibavar kepada
pemegang yvang memperolehnyan dengan cara endosemen, Sedangkan dalam
promes atas tunjuk klavsula atas tunjuk tidak haros dimuat dalam teksnva dan
perabhannya dapat dilakokan dengan mudah vaitu dengan penserahan suratnya
dars tangan ketangan. Pada surat sangaup disebuthan nama pemegangnva,
sedlanghkan pada promes atas tunjek tidak disebur mma pemegangnyva. Selain
1 pengaturannya dalam KUHD juga berbeda, karena promes atas tunjuk diatur
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secara lerpisah darn ketentuan mengenan surat sangup. Promes atas tunjuk
diatur dalam Pasal 229 e, 220§, 229 kK KUHD vang mengatur kwitansi atas
tunjub mavpun promes atas tanjuk, dan Pasal 22% i KUHIY vang hanva
mengatur promes atas tunjuk. Contoh sursn promes stas tunjuk:

I = ; =
| Yang berandatangan sanggup membavar prda saat surat in ditunjukan,
| uang scjumlah sepuluh juta rupizh.

Rp 10,000 000 - Telukbetung, | Juli 20005
FT.Pratama
[ Manajer)

Latar belakang penerbitan promes atas tunjuk adalal adanya perikatan
dasar antara penerbit dengan pemegang surat promes atas tunjuk tersebut
Promes atas tunjuk ini dapat diterbitkan atas penglihatan atau scsudah
penglihatan. Promes atas penglihatan tidak memuoat tanggal tertentu, oleh
karena itu dapat dimintakan pembayarannyan setiap saal. Sedang pada promes
sestdah penglihatan memuat tanggal tertentn sebagai tanda bahwa promes
tersebut telah dapat ditumjukan umtuk dimintakan pembayarannya.

Penawaran, Lampan Wakitu dan Tanggung Jawab Pencerbit Promes Alas
Tunjuk

Menurut ketentuan Pasal 229§ Avat (1} KUH, pemegang surat promes
atas tunjuk harus menagibh pembavarannya dalam waktu enam hari setelah
sural diterimanva sebagal pembayaran, hari penerimaannya tidak dihitung,
Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dapat diketsbur baliwa masa penawaran
surat promes atas tunjuk vang diterbitkan atas penglihatan adalah 6 han setelah
surat diterima sebagai pembayaran, tidak termasuk hari saat surat it diterima.
Artinya dalam tenggang waktu 6 hari itv pemegang dapat mengajukan
penawaran kepada penandatanpan. lika penawaran tidak diajukan dalam
tenggang wakiu fersebut maka pemezang kehilangan hakova umtuk
memperoleh pembayvaran dan orang vang memberikan promes o sebagai
pembayvaran, Kemudian untok promes atas tunjuk vang diterbitkan sesudah
penglihatan, masa penpwarannyva adalah & hart berjalan pada han berikutnya
setelah har pembayaran yang discbutkan it { Avat (23 Pasal 229 | KUHD).
Apahila pemegang menawarkan pada hari iceakhir, padehal hari eerakhir it
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adalah hari raya menurut ketentuan undang-undang schagaimana dimaksud
Pasal 229 b bis KUHD, maka menurut ketentuan Pasal 229 j KUHD, pemepang
dapat menawarkan promes tersebut pada hari kerja berikutnya.

Foetentuan tentang lampau waktu atau daluarsa surat promes atas tunjuk
sama dengan sural kwitansi atas tunjuk, vaitu berlake Pasal 229 k Ayvat (1)
KUHD. Jika dafam tengpang waktu 6 hari tersebut penerbit idak mengajukan
penawaran kepada penerbit, maka menurut ketentuan Pasal 229 K Avat (1)
KLUHD, pemegang surat promes kehilangan haknya atas pembayaran surat
tersebul setelah lewatnva wakiu 6 bulan sejak penerbitan. Dengan demikian,
masa lampau waktu atau daluarsa sural promes atas tunjuk adalah & bulan
sejak diterbitkannya. Semua tuntutan pembayaran vang timbul karena promes
tersebut akan hapus jiks surat kwitansi tersebut telah lampau wakte stauw
daluarsa. Akan tetapi penerbit tidak dapat mengemukakan kepada pemepang
tentang alasan lampau waktu ini, jika sejauh ini ia tidak menvediakan dana
wntuk mr.;lll:la}'ur kwitansi tersebut.

K.cwajiban penandatangan surat promes adalah penyediaan dana selama
masa penawaran untuk membavar surat tersebut, Menurut ketentuan Pasal
2291 KUHD. jika pemegang menghadapi penolakan pembaviran saat diajuban
penawaran sural promes tersebut, maka pemegang harus menavwarkan untuk
dicabut kepada orang vang memberikan kepadanva sehagai pembayaran, Ini
herarti pemegang hanya dapat meregres orang vang memhberikannya schagai
pembayaran atay sebagai penghutang lasngsung. Jika pemegang tidak
melakukan hal tersebut maka sa akan kehilangan haknya terhadap orang
terhsebut, Tetapi penandatangan tetap bertangung jawab atas pembayaran
promes itu. Penandatangan berkewajiban membayar kepada pemegang dalam
hal non pembayaran.
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BAB IV
SURAT CEK DAN KWITANSI ATAS TUNJUK

4.1 Surat Cek Sebagai Alat Bayar Tunai
Syarat Formal Pengertian dan Bentuk Surat Cek

Istilah cek berasal dard stilah aslinva dalam bahasa Perancis chegue.
Belanda dan Inggris juga mengambil alih sstilah tersebut. Pengertian atag
definisi surat cek tidak terdapat dalam KUHD. Akan tetapi dalam Pasal 178
KUHD diatur mengenai syarat formal surat cek. Syarat formal tersebut adalsh:
a. istilah cek harus dimoat dalam teksoya dan dibuat dalam bahasa cek it
ditulis;
perintah Lidak bersyarat untuk membayar sejumlah vang tertentu:
nama orang vang harus membayar {tersangkutl;
penetapan tempat dimana pembayaran harus difakukan,
tangeal dan tempat surat cek diterbitkan:
tanda tangan crang menerbitkan

mmEen T

Menurut ketentuan Pasal 179 Avat{ | ) KUHD. jika salah satu dari syaral
formal tersebut tidak dipenubi maka surat tersebut tidak berlaku sebagam sural
cek, kecuali dalam hal seperti tersebut i bawah i
a.  dalam hal tidak ada penetapan khusus maka tempat vang tertulis di samping
nama tersangkut dianggap sebagai tempat pembavaran, jika di samping
nama tersanghut lebih dari satu nama yang disebut maka surat cek tersebut
harus dibayar di tempat vang discbut pertama ( Ayvat (2) Pasal | TR LHDY,

b. dalam hal penunjukan tersehut atau penunjukan lainnya tidak ada maka
surat cek ity harus dibavar di kantor pusat penerbit {Ayat (3) Pasal 179
KLUHDY

¢, jikn tidak menerangkan tempat diterbitkannya maka dianggap
ditandatangani di tempat yang tertulis di samping nama penerhit {Avat (4)
Pasal 179 KUHDY).

Dimensi Hukum Surat Berharga 81



Berdasarkan pada svarat formal tersebut diperoleh pengertian surat cek
yaitu surat vang memuat kata cek, diterbitkan pada tanggal dan tempat tertentu,
dengan mana penerbit memerintahkan tanpa syarat pada bankir untuk
membavar sejumiah uang tertentu kepada pemegany atau pembawa di tempat
tertenty, Surat cek termasuk sebagai surat tagihan hutang vang berupa perimtah
untuk membayar sejumiah uang. Bentuk surat cek ditentukan oleh syarat-syarat
formalnya sebagai syarat bentuk, Jadi, hal-hal yang menjadi syarat formalnya
harus dituangkan dalam surat cek, Berbeda dengan surat wesel vang selalu
dianggap atas pengeanti, surat cek dapat diterbithan atas tunjuk macpun atas
pengeanti. Contoh bentuk surat cek:

. Cok Mo 1OG0DOHD0
BANK CENTHAL ASIA TANIUNMGRARANG

L Ciundarinmpuieg. | Juli 2005
Atas pendjuken ook ini bavarlsh kepada Tuan Jhonsen ohm peagnds o Tonpungkaning
Ulang sejumlal serafus juta rupinh
F p L, G0, - Cagr Peiusahsan sondatongan
PT. Prazases
Manujer

Contol bentuk swrat cek tersebur di atas telah dibust formatnya
mengikuti syarat formal surat cek sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 178
EUHD. Kata “cek” dimuat dalam teksnya dan ditelis dalam bahasa Indonesia.
Perintah tidak bersvarat untuk membayar scjumlah vang dengan menulis kata
“hayarlah™, Nama orang vang harus membayvar (tersangkut) adalab Bank
Central Asia. Penetapan tempat di mana harus di bayar, yaitu di Tanjungharang.
lika tempat pembavaran tidak ditulis maka pembayaran dilakokan di tempat
vang tertulis di samping nama tersangkut Tanggal dan tempat surat cek
diterbitkan, | Juli 2005 di Bandar lampung, Tanda tangan orang menerbitkan,
diwakili vleh manejer PT Pratama. Dengan demikian, berdasarkan contoh
hentuk surat cek tersebut dapat diketahw, surat cek adalah surat perintah
membsyar yang melibatkan tersangkut sebagai pihak vang dipermntahkan untuk
melakukan pembavaran. Dalam surat cek tidak dikenal hari bayvar seperti dalam
surat wesel karena surat cck adalah alat bayar tunai yang setiap saat
diperlihatkan harus dapat dibayar.
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Berdasarkan uraian di atas kesimpulannya, surat cek yailu surat yang
memuat kata cek, vang diterbitkan pada tanggal dan tempat tertentu. dengan
mana penerbit memerintahkan tanpa syarat pada bankar untuk membayar
sejumbah uang tertentu kepada pemegang atau pembawa di tempat tertentu.
Svarat formal surat cek juga merupakan syarat bentuk yang menentukan bentuk
surat cek. Jika salah satu syarat formal tersebut dridak dipenuhi maka surat
tersehut tidak berlaky sebagai surat cek. kecuali untub hal-hal yang diatur
dalam Pasal 179 KLUHD.

Latar Belakang Penerbitan, Cara Peralihan dan Personal Surat Cek

Telah dijelaskan pada bagian terdabulu bahwa latar belakang setiap
penerbitan surat becharpa adalah karena adanya perjanjian antara pencrhit
dengen pemegang surat berharga yang disebut dengan perikatan dasar.
Demikiah juga halnyva dengan surat cek, latar belakang pencrbitannyva adalah
karena adanya perikatan dasar antara penerbit dan pemegang surat cek. Dalam
perikatan dasar itu penerbit mempunya kewajiban untuk membayar sejumlah
uang kepada pemegang. Atas dasar kesepakatan diantara mereka, pembayaran
tersebut dilakukan dengan menerbitkan surat cek dan menyerahkannya kepada
pemegang.

Sebagaimana diketahui bahwa surat cek adalah alat hayar tunai maka
setiap saat surat cek ditunjukan untuk dimintakan pembayarannya. te rsangkut
harus membayar sueat cek tersebut, Hal ini diatur dalam Pasal 205 Ayat (1)
KUHD, setiap surat cek harus dibayar waktu diperlihatkan. Setiap ketentuan
akan kebalikannya disngeap tidak berlakn, Oleh karena itu penerbit surat cek
harus sudah terlehib dabulu mengadakan perjanjian penyimpanan dana dengan
tersanghut. Penerbit menyimpan dananyva pada tersangkut untuk digunakan
membayar sural cek saat ditunjukan. Bagi pemegang surat cek dapat
memintakan pembayarannya setiap saat. Menurut Purwosutjipte (1994; 140),
asas penting dalam penerbitan sural cek adalah tiap-tiap surat cek harus
diterhitkan atas seorang bankir, yang mempunyai dana dibawah penguasaannya
untuk kepentingan penerbit, Dengan demikian dalam surat cek terdapal
hubungan hukum segitioa antara penerbit dengan pemegang surat cek, penerbit
dengan tersanghkut dan tersangkut dengan pemegang sural ceh. Pemegang
pertama sural cek dapat menjual atau memperalihkan surat cek kepada orang
lain. Pemegang berikutnya schagai pemegang terakhir akan datang kepada
tersangkut untuk meminta pembayaran surat cek.
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Surat cek dapat diterbitkan atas tunjuk atau atas pengganti. Surat cek
vang diterbitkan atas tnjuk peralihannya dilakukan dengan penyerahan
suratnya dari tangan ketangan. Surat cek vang diterbitkan atas tunjuk fidak
dapat dianggap atas pengganti, meskipun peralihannya dilakukan dengan
endosemen. Hal ini diatur dalam Pasal 197 KUHE yang menyatakan,
endosemen vang ditulis pada cek atas tunjuk membual endosan bertanggung
jawah menurut ketentuan-ketentuan mengenai hak regres, dan tdak merubah
alas hak itu menjadi surat cek atas pengganti, Jads, berbeda dengan surat wescl
vang selalu dianggap atas pengpanti das peralihannyva dengan endosemen itk
sural cek atas tunjuk tidak dapat dianggap atas pengganti,

Menurut ketentuan Pasal 191 Avat (1) KUHD, penulisan sural cek yvang
diterbitkan atas pengganti adalah dengan menuliskan numa pemegangnya, baik
disertai klausula atas penganti atau tidak, Jika sural wesel memang diterbitkan
atas penggant maka peralihannya dengan cara endosemen. Sural cek tidak
dapat diperalihkan dengan endosemen jika dalam surat cek o ditulis nama
pemegang disertai klausula “tidak kepada pengpanti”. Kalusula ini deschul
klausula rekra. Menurut ketentuan Pasal 191 Avat (2) KUHL, surat cek yang
ditulis dengan klausula rekia hanya dapat dipindahkan kepada orang lain
dengan cessie biasa,

Fndosemen pada surat cek pada dasamiya sama dengan endosemen pada
surat wesel, yang membedakannya hanya karena surat cek adalah alat bayar
runai maka terdapat ketentvan endosemen pada sural wesel vang berlainan
dengan ketentuan endosemen dalam surat cek, Hal ini dapat diketahui dari
ketentuan Pasal 192 Ayat {3} KUHD yang menyatakan, endosemen oleh
tersangkut hanya berlaku sebagar pelunasan, kecuali tersanghut mempunyal
bebilt dari satu kantor dan apabila endosemen itu dilakukan untuk keuntungan
kantor lain dari kantor untuk siapa surat cok diterbithan. Berdasarkan ketentuan
tersehut dapat diketahui, endosemen dalam surat cek tidak dapat dilakukan
kepada tersangkut atau akseptan. Hal ini karena sural cek adalah alat bayar
tunai. Menurut ketentuan tersebul, endosemen hanyn baleh dilakukan kepada
tersangkut jika tersanghkut mempunyai kantor lebih dard sat dan endosemen
dilakukan untuk keuntungan kantor lamnya

Sebagai surat perintah membavar, terdapat beberapa pihak yang terlihal
sebagai personal surat cek. Personal surat cek adalah:

a. Penerbit, yaite orang vang mengeluarkan surat cek;
b. Tersangkut, vaitu bankir yang diberi perintah tanpa syarat untuk membayar
sejumiah uang tertentu:
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¢. Pemegang, yaitu orang vang diberi hak untuk menerima pembayaran
sejumlah vang tertentu dan namanya tercantum dalam surat cek;

d. Pembawa, yaitu orang vang ditunjuk untuk menerima sejumlah vang
tertentu dan namanya tidak tercantum dalamsurat cek:

e. Pengganti, vaitu omang vang menggantikan kedudukan pemegang dengan
carn endosemen, Hal ini terjadi jika surnt cek diterbitkan dengan klausula
ataz pengganti dengan menuliskan nama pemegang pada surat wesel,

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulikan, latar belakang penerbitan
sural cek adalah karena adanya perikatan dasar antara penerbit dan pemegang
surat cck. Dalam surat cek terdapat tiga hubungan hukum, yaitu hubungan
hukum antara penerbit dan pemegang surat cek dalam perikatan dasar, antara
penerbit dan tersanghut dalam perjanjian penyimpanan dana serta antara
tersangkol dan pemegang sural cek dalam pelaksanaan pembayaran surat cek.
Surat cek dapat diterbitkan atas tunjuk dan atas pengganti. Sural cek yang
diterbitkan atas pengganti diperalihkan dengan cara dari langan ketangan.
Scdangkan surat cek atas pengganti diperaiihkan dengan cora endosemen.

4.2 Perbedaan Surat Cek dan Sural Wesel

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa surat wesel adalah alat bayar kredat,
sedanghan surat cek adalahb alat bayar tunai. Menurut Imam Prayogo (1994
217, sehagai alat bayar tunai dapat diketahui dari beberapa ketentuan dalam
KUHD, yaitu Pasal 205 Avat (1) KUHD tentang pembayaran sural cek saal
ditunjukan, Pasal 206 K1HD tentang waktu peredaran cek 70 han. Pasal 209
KLUHID tentang penarikan surat cek setelah masa peredarannya berakhir. Pasal
181 KEHLDY mengenai surat cek vang tidak memerlukan akseptasi. dan Pasal
180 KLUHD mengenai persediaan dana. Bertitik tolak dan perbedaan sifat
tersebut maka terdapat perbedaan anmtara surat wesel dengan surat cek dalam
beberapa hal. Menuwrut Abdulkadir Muhammad (2003: 175) beberapa
perbedaan tersebut adalah:

a. Fungsi ekonomss dalam lalu lintas pembayaran, Surat wesel menitik
beratkan fungsi ekonomis sebagai alat pembayaran kredit, yaitu untuk
memperoleh uang kredit, Sedangkan surm cek menitik beratkan pada fungsi
ekonomis sehagai alat pembayaran tunai. Hal ini dapat disimpulkan dari
ketentuan Pasal 205 Ayat (1) KUHD, setiap surat cek harus dibayar pada
waktu diperlihatkan. Setiap penetapan akan kebalikannva dianggap tidak
tertulis;
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b, Waktu peredaran. Sebagai alat pembayaran kredit, surat wesel mempunyai
wakiu peredaran yang lama bisa melebihi satu tahun, Sedangkan surat
cek schagat alat pembayaran tenai mempunyai waklu yang singkal yaitu
menurul ketentuan Pasal 206 Ayat (1) KUHD adalah 70 hary;

c. Wakiu pembayaran. Sebagai alal pembayaran kredit harus dibayar pada
waktu tertentu setelah ditetapkan dalam surat wesel. Sedangkan menurut
ketentuan Pasal 205 Avat 1) KUHD, surat cek harus dibayar pada wakiu
diperlibatkan,

d. Penerhitan atas bankir. Surat wesel dapat diterbitkan atas bankir dan bukan
bankir. Sebagai alat pembayaran kredit, pemegang surat wesel memperaleh
pembavaran sebelum hari bayar dengan jalan mengendosemenkan sural
itu kepada orang lain, Sedangkan surat cek sebagai alat pembayaran {EY
harus diterbitkan atas bankir, Jika akan memperaleh pembayaran, langsung
saja diperlihatkan kepada bankirnya. Menurut Emimy Pangaribuan 9 1982
L48), syafut menjadi tersangkut adalah seorang bankir dan mempunyai
fonds untuk digunakan cleh penerbit;

e.  Lembaga Akseptasi. Sehagai alat pembayaran kredit, surat wesel mengenal
lembaga akseptasi, artinva sebelum hari bayar tiba perlu memperaleh
kepastian dulu dari tersangkut, Sedangkan surat cek sebagai alal
pembayaran tenai tidak mengenal lembaga akseplasi, karena sebap saal
diperlihatkan pada bankir, ia harus dibayar,

. Klawsula yang berlainan. Walaupun daat diterbitkan atas pengganti {ap
sichi), surat wesel diangeap atas penganti {aan ovder). Sedangkan surat
cek dapat diterbitkan atas pengganti dan atas tunjuk (e foonder).

4.3 Kewajiban Penerbit Surat Cek

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa surat cek diterbitkan untuk meme-
nuhi peestasi pembayaran dalam perikatan dasar. Odeh karena itu penerbit
mempunyai kewajiban terbadap pemegang surat ceh. Kewajiban penerbit surat
cek diatur dalam Pasal 189 KUHD dan 120 a KUHD. Menurut ketentuan
Pasal 189 KUHD. penerhit surat cek haros menjamin pembayaran surat cek,
setiap klausula vang mengecnalikan dan kewajibannys menjamin pembayaran
diangeap tidak tertulis. Sedangkan menurut ketentuan Pasal 190 2 KUHD,
seliap penerbil atan setinp mereka atas perhitungan siapa surat cek itu
diterbitkan, wajib mengusahakan supaya pada han bayarnya pada tersangkul
telah ada dana vang cukup guna membavar surat cek tersebut, demikian juga
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sckiranya surat cek itu dinvatakan harus dibayarkan kepada orang ketiga,
namun semuanyva ity dengan tidak mengurangi kewajihan penerbit menuru
ketentuan Pasal 189 KUHD.

Berdaszarkan ketentuan dua pasal wersebut dapat diketahui, kewajiban
penerbit surat cek adalah menjamin pembavaran dan menyediakan dana untuk
membayar sural cek tersebut. Penerbit tidak boleh meniadakan kewajiban
pokok terschut dengan dalib apapun. Menurut ketentuan Pasal 190 b KUHD.
tersangkut diangeap telah menguasal dana vang diperiukan, apabila ia pada
waktu surat cek diperlihatkan, kepada penerbit atou kepada siapa surat cek itu
diterbitkannyva, mempunyai hutang vang telah dapat ditagih, paling sedikit
sama besarnya dengan jumlah vang tertera dalam surat wesel. ladi, menurut
ketentuan Pasal 190 b KUMHD bahwa dana vang cukup adalah dana yang 1elah
dikuasai aleh tersangkut saat surat cek diperlihatkan, jumlahnva paling sedikit
sama dengan nilai nominal surat cek. lika jumlah ite kurang maka penerbit
diailgt_;uﬁ tidak memenuhi kewajiban vang ditetaphan dalam Masal 190 a
KUHD. Oleh karena itu jika saar diperlibatkan sural ceh tidak mendapatkan

pembayaran atau terjadi non pembayaran maka penerbit mempunyal tanggung
Jawah sehagai wajib regres.

4.4 Bentuk- Bentuk Surat Cek Khusus
Surat Cek atas Penppanti Penerbit

Menurut ketentuan pasal 183 Ayat (1) KUH, surat cek dapat diterbitkan
atas penggantt penerbit. Kekhusosan bentuk sni adalsh nama pemegang pertama
{penerima) tidak dischbutkan, schingga penerhit sama dengan pemegang
pertama (penerimal). Surat cok dalam bentuk i berklavsula atas pengeanti.
Meh karena itu jika diperalihkan dengan cara endosemen,

Hentuk ini lebih aman dibanding yang berklausula atas tunjuk, karena
pemegang bare berhak jika memperolehnva dengan cara endosemen.
Tujuannya sdalah unmiuk diedarkan secars aman.

Surat Cek atas Penerhit Sendiri

Menurut ketentuan Pasal TE3 Asvat (3) KUHD, cek bisa diterbiiban atas
penerbit sendiri. Kekhususannya adalah penerbit sama dengan tersanghut. Jadi,
perintah bayar itu dari bankir kepada bankir. Hal ini terjadi jika kantor pusat
menerbitkan cek atas kantor cabanegnyva,
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Surat Cek Untuk Perhitungan Orang Ketiga

Menurut ketentuan Pasal 183 Avat {2) KUHD, surat cek dapat diterbit-
kan atas perhitungan orang ketiga. Penerbit dianggap telah menerbithan atas
perhitungannya sendiri, apabila dari cek itu atau dari sural advisnya tidak
ternyata atas tanggungan siapa cek diterbitkannya.

Dalam surat cek untuk perhitungan orang ketiga terdapat hubungan
hukum antara penerbit dan pihak ketiga, pihak ketiga dan bankir, antara
penerbit dan bankir. Dengan kata lain, pihak hetiga dan penerbit memiliki
rekening vang ada dananya pada bankir yang bersanghutan. Hubungan hukum
penerbit dan pibak ketiga dikuasai oleh hubungan hukum pemberian kuasa.
Dialam hal ini penerbit bertindak sebagai kuasa dari pihak ketiga menerbitkan
surat cek atas beban rekeningnva, dengan segala akibat hubummnyva { Abdulkadir
Mubammad, 2003; 184).

Surat Cek Incasso

Menurut ketentuan Pasal 183 a Ayvat (1) KUHD, jika dalam surat ek
penerbit memuatkan kata-kata “harga untuk dipungut atan untuk incasso atau
dalam pemberian kuxsa™ atau kata lainnya vang berarti memberi perintah untuk
menagih semata-mata. penerhima boleh melaksanakan segals hak yvang fimbul
dari sural cek tersebut, tetapi ia tidak bisa mengendosemenkannya kepada
orang lain kecuali dengan cara memberi kuasa, Jadi, hubungan hukum antara
penerbit dengan pemegang (penerima) sural cek adalah hubungan hukum
pemberian kuasa. Penerbit sebagai pemberi kuasa untuk menagih, sedangkan
pemegang schagai penerima kuasa untuk menagih, Jika penagihan selesal
ditakukan, maka pemegang menyetorkan uang itn kepada penerbit. Selanjutnya
Pasal 183 a Avat (2) KUHD menyatakan, dalam surat cek untuk ineasse upaya
bantahan hanyva dapat dilancarkan kepada pemegang. oleh debitur cek yang
sedianya dilancarkan kepada penerbit. Pemberian perintah pada surat cek
incasso tidak berakhir dengan meningpalnya atau tidak cakapnya menurut
hukum si pemberi perintah (Avat (3) Pasal 183 a KUHD).

Surat Cek Berdomisili

Menurut ketentuan Pasal 185 KUHD, setiap surat cek dapat dinyatakan
dibayar di tempat tinggal orang ketiga, baik di tempat tersanghu berdomisili
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atau di tempat lain. Pada surat cck berdomisili terdapat perbedaan dengan
surat wesel berdomisili. Pada eek berdomisili vang dapat menunjuk domisili
itu hanya penerbit. Hal ini dapat dimaklumi karena dalam surat cek tidak
dikenal akseptasi. Dengan demikian tersangkut {hankir) tidak dapat menunjuk
domisili pada surat cek { Abdulkadir Mubammad, 2003: 186},

4.5 Penawaran, Pembayaran, Aval dan Regres pada Cek
Penawaran dan Pembayaran cek

Penawaran sural cek artinya menunjukan surat cek kepada tersangkut
untuk pembayarannya. Surat cek dapat difakukan penawarannya kepada
tersanghkut setiap saal sejak diterbitkan. Sifat atas tunjuk pada surat cek
berakibat surat cek itu harus dibavar pada waktu ditunjukan, Jadi, surat cek
itu tergolong ke dalam surat berharga vang bersifat op zicht atau ar sight,
akibatnya cek itu tidak bisa diterbitkan untuk waktu tertentu, atau waktu
sesudah ditunjukan, atau pada waktu sesudah tangpal penandatangan. Oleh
schab itu pada cek tidak perlu ada hari bavar (Purwosutjipto, [994:148).
Dengan demikian, dapat dipahami bahwa surat cek adalah alat bayar tunai.
Sebagai alat bavar funai maka tidak dikenal hari bayar pada surat cek karena
cek harus dibayar setiap saat diperlihatkan. Hal ini diatur dalam Pasal 205
KUHD. Menurut ketentuan Pasal 205 Ayat (1) KUHID, setiap surat cek harus
dibayar pada waktu diperfihatkan. Setiap penctapan akan kebalikannya
dianggap tidak tertulis,

Pasal 205 Ayat (2} menetapkan, surat cek vang diperlihatkan untok
pembayarannya schelum hart yang disebutl sebagar hari tanggal diterbitkan,
surat cek itupun haras dibavar pada hari diperlihatkan. Jadi, sebagai alat bayar
tunai meskipun ditunjukan sebelum tangpal penerbitan maka surat cek harus
dibayar juga. Dalam praktik. surat cek semacam ini dischut surat cek bertanggal
murdur. Misalnya surat cek diterbitkan tanggal 10 Juli 2005, tetapi sudah
diserahkan kepada penerimanya pada tanggal 1 Juli 2005, Jika surat cek itu
diperlihatkan kepada bankimya, ia harus dibayar walaupun belum sampai
tanggal 10 July 2005,

Menurut ketentuan Pasal 206 Ayat (1) KUHD, svatu surat cek yang
diterbitkan atau harus dibayar di Indonesia, harus diperfihatkan entuk pem-
bayarannya dalam tenggang waktu 70 hari. Dalam Pasal 206 Ayat (2) KUHD
dijelaskan, tenggang wakiu itu berjalan mulai hari tanggal penerbitannya.
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Maksud ketentuan pasal tersebut adalah menjelaskan mengenai masa
penawaran surat cek, yaitu 70 hari sejak tanggal penerbitan. Jadi. setiap saat
sejak tanggal penerbitannya sampai 70 hari, surat cek dapat ditunjukan atau
ditawarkan kepada tersangkut untuk diminta pembayarannya,

Jika surat cek ditulis dengan tangpal mundur maka masa penawarannya
akan melehihi 70 hari. Jadi, alasan penggunaan cek mundur adalash agar suran
cek yang bersangkutan mempunyatl masa penawaran lebib panjang. Dengan
demikian dapat wakte tersebut dapat dipergunakan oleh penerbit untuk
penyediaan dana, sehabh pada waktu surat cek diserahkan mungkin dananya
e fum tersedia.

Telah dijelaskan bahwa setiap saat dutunjukan pada tersangkut maka
surat cek harus mendapatkan pembavarannye. Menurut ketentuan Pasal 211
Ayat (1) KUHIY, keceali dalam hal tersebut dalam Pasal 227 a KUHT, maka
dengan pembayaran surat cek ity tersangkut dapat menuntut supaya sural
ceknya diserahkan kepadanya, disertai dengan tanda lunas yang sah dar
pemegangnya Ketentoan Pasal 227 a KUHD adalah mengenas surat cek yang
hilang yaitu jika surat ceknya hilang pemegang masih dapat memperoleh
pembayaran dengan memberikan jaminan untuk waktu selama 30 tahun,
Kemudian Pasal 211 Ayat (2} KUHD menyatakan, penregang sorat cek tidak
baleh menalak pembayaran sebagian. Jika terjadi pembayaran schagian,
tersangkut holeh menuntut supaya pembayaran it dicatat dalam surat cek
dan kepadanva diberikan tanda pelunasannya {Axat (3} Pasal 211 KUHD).
Dalam hal ini surat cek tetap dikuasai aleh pemegang sebagai alat bukti untuk
menuntut pemhayaran yang sebagiannya.

Menurut ketentuan Pasal 212 Ayat 1) KUHD, apabila tersangkul
menghadapi surat cek vang dapat diendosemenkan, ia harus menehit tertib
urutan segala endosemen vang telah tegjadi, tetap tidak perlu menelit tanda
tangan para endosan. Apabila sudah diteliti, dan pemegangnya betul-betul
berhak, harulah dilakukan pembayarannya, Prinsip mi disebul “legitimasi
formal™ { Abdulkadir Muhammad, 2003: 203}, Menurut ketentuan Pasal 212
Avat (2} KUHD, apabila tersangkut telah melakukan pembayaran yang tidak
membehaskan dirimyva diwajibkan untek membayar untuk kedoa kalinya, maka
iapun berhak menagih hepada semua mereka vang telah memperoleh cok ity
dengan itikad buruk, stan vang telah melakukan keteledoran besar dilam
memperoleh ceh tadi. Berdasarkan ketentuan Pasal 212 KUHD ini dapas
dipahami, jika tersanghut menghadapi cek vang diperaleh dari endosemen
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maka tersangkut harus benar-benar melakukan penelitian terhadap deretan
endosemen tersebut, Apabila pembayaran surat cek dilakukan tersanghut
karena itikad buruk atau kelalaian, maka ia diwajibkan membayar untuk kedua
kalinva kepada vang betul- betul berhak. Tetapi jika pembayaran kedua kalinya
itu telah dilakukan maka ia berhak menagih kembali kepada orang yang telah
memperoaleh pembayaran pertama tadi,

Pasal 213 KUHD mengatur tentang pembayaran surat cek dengan mata
uang asing (valuta asing). Menurut Pasal 213, surat cek yang dijan]jikan untuk
dibayar dengan mata uang lain daripada vang berlaku di tempat pembayaran,
dalam tenggang waktu penawarannya dapat dibayar dengan mata uang dari
negara ity menurul kurs {nilai tukar) pada han pembavaran. Apabila
pembayaran tidak terjadi pada waktu ditawarkan (diperlihatkan), maka
pemegang boleh memilih untuk meminta pembayaran jumlah uang surat cek
itu dengan mata uang negara ity menurut kurs pada hari penawaran (har
diperlibitkan) atau pada hari pembayaran dilakukan . Menurut Abdulkadir
Muliammad (2003: 207). jika pembayaran tidak terjadi pada hari penawaran
{hari diperlihatkan) bukan karena kesalahan pemegang surat cek maka
kepadanya diberi hak untuk meminta pembayaran dalam mata vang negara
tempat pembavaran menurut kurs pada hari penawaran, atau menurut kurs
pada hari pembavaran dilakukan. Pokoknya ia boleh memilih kurs yang
menguntungkan baginya,

Menurut ketentuan Pasal 213 Avat (2) KUHD, penentuan nilai tukar
mata uang asing itu ditetapkan menurut kebiasaan yang berlaku di tempat
pembayaran, Tetapi jika penerbit menentukan bahwa jumiah vang yang harus
dibayar ity dibitung menurut kurs yang disebutkan dalam surat cek, yang
dipakai adalah kurs dalam surat cek itu. Menurut ketentuan Pasal 213 Ayat
{3} KLHD, ketentuan-ketentuan tersehut dalam Ayat (1) dan (2) di atas tidak
berlaku apabila penerbit welah menentukan bahwa pembayaran tersebut harus
dilakukan dengan mata vang tertentu vang ditunjuk (klausula sesungguhnya
pembayaran dengan mata uang asing). Apabila jumlah vang dalam syrat cek
itu disebut dalam mata vang yang sama namanya, ietapi berlainan harganya
dalam negeri di mana surat cek tadi diterbitkan dan dalam negeri di mana ia
harus dibavar, maka dianggaplah vang dimaksud itw mata vang dari tempat
pembayaran - Ayat (4} Pasal 213 KAUHDL

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan. yang dimaksed masa
penawaran sural cek adalah masa untuk menunjukan surat cek pada tersangkut
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guna memintakan pembayarannya. Penawaran surat cek pada tersanghut dapat
dilakukan setiap saat selama 70 hari sejak diterbitkannya, Tersangkut harus
melakukan pembayaran terhadap sural cek vang ditunjukan kepadanyva.
Pembayaran disini mempunyai arti pembavaran vang sebenarnya dengan
menukar cek dengan mata vang. Cara melakukan pembayaran. jika tersanghut
telah membayar maka in berhak meminta surat cek dan memberikan tanda
pelunasan kepada pemegangnva, kecuali jika ceknva hifang. Untuk melakukan
pembayaran pada surat cek vang diperalibkan dengan endosemen, tersangkut
harus mefakukan penelitian vang mendalam. Jika tersangkut beritikad buruk
atau lalai, maka ra diwajibkan membavar untuk kedua kalinya pada vang betul-
betul berhak. Tetapi ia mempunvai hak tagih terhadap vang menerima
pembavaran pertama ladi. Sumat cek vang dijanjikan akan dibavar dengan valuta
asing, akan dibayar menurut kurs pads hari pembayaran.

Penarikad dan Lampau Wakto Sorat Cek

Sebapaimana telah dijelaskan di atas, herdasarkan ketentuan Pasal 206
KUHD masa penawaran sural cek adalah 70 hari sejak tanggal penerbitannya.
Masa penawiran ini juga disebut dengan masa peredaran surat cek. Apakah
surat cek vang telah diterbitkan dapat ditarik dari peredaran? Menurut
ketentuan Pasal 209 Avat ¢ 1) KUHD, penarikan kembali suatu surat cek tidak
berlaku melainkan setelah berakhirnya tenggang waktu penawaran,

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 206 dan 209 KUHD tersebhut di atas
dapat diketahui babwa selama tenggang wakou 70 hari sejak tanggal penerbatan,
surat cek itu dapatl dibayar setiap saat diperlihatkan, dan dalam renggang wako
70 hari it pula surat cek tidak dapat ditarik kenbali ataw tidak dapat dibatalkan.
Setelah lampaw wakta 70 hari itu barulah penerikan kembali ataw pembatalan
dapat berlaku (mempunyan kekuatan hukom ).

Bagaimana jika pada masa penawaran tdak dilakukan penarikan
terhadap surat cek vang telah diterbitkan? Berdasarkan ketentuan Pasal 209
Ayat (2) KUHD, jika dalam masa penawaran tidak ada penarikan terhadap
sural cek vang telah diterbitkan, tersangkut boleh membayamya meskipun
sefelah berakhirnyva masa penawaran. Jadi, setefah lampaunyva tenggang waktu
70 hari surat cek tidak otomatis batal, melainkan penerbit dapat
membatalkannya. Pembatalan dani penertat itu tentunya ada alasannya. Dalam
tenggang waktu itu penerbil telah mengatur kevangannyva dan menvediakan
dana untuk pembavaran surat cek vang diterbitkan. Jika dalam batas tenggang
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waktu itu tidak diperlihatkan untuk pembayaran penerbit tidak akan
membiarkan dananya tersedia terus menerus. Karena itu penerbit dapat
memerintahkan bankimya supaya menolak pembayaran jika surat cek itu
diajukan sctelah lampan wakta 70 hari.

Mengenai batas wakiu berlakunya surat cek ditentukan oleh Pasal 229
KUHD tentang daluwarsa surat cek, Surat cek dimvatakan daluwarsa setelah
lampau waktu enem bulan terhitung mulai akhir tenggang waktu penawaran
untub memperaleh pembayaran, Misalnva surat cek diterbitkan tanggal 10
Maret 2005, Tenggang wakiu penawarannya 70 hari sejak 10 Maret 2005,
Hari akhir tenggang waktu itu ialah wnggal 20 Mei 2005, Tenggang waktu
daluwarsa enam bulan itu mulai 21 Mei 2005 s.d. 21 November 2005, Jads,
surat cek itu dapat dibayar dalam tenggang waktu enam bulan 70 hari. Tanggal
21 November 2005 adalah hari terakhir surat cek itu dapat dibayar, Jika
pemegang menunjukkan surat cek pada tangeal 22 November 20035, mutlak
in harus ditolak,

Bagaimana pemegang meminta pembavaran kepada tersangkut jika surat
ceknya hilang” Surat cek vang hilang distur dalam Pasal 227a dan 227h
KUHD. Setiap pemegang yang kehilunpan surat cek. tidak dapat meminta
pembayaran dari tersangkut, kecuali dengan memberikan jaminan untuk wakiu
selama 30 tahun, Demikian juga jika surat cek yang hilang itu telah berakhir
tenggang waktu pembayarannya dan bila perlu telah diprotes pula, hanya dapat
dilakukan hak regresnya oleh pemegang terhadap penerbit dengan memberikan
Jaminan untuk waktu selama 30 tahun.

Berdasarkan uraian di atas dapae disimpulkan, surat cek vang telah
diterbitkan tidak dapat ditarik dari peredaran sebelum lewat masa penawaran,
yaitu 70 hari setefah tanggal penerbitan, Jika pada masa penawaran surat cek,
penerbit tidak melakukan perarikan surat cek maka cek tidak otomatis batal.
Cek akan batal dan tidak dapat dibavar setefah lampau wakiu atau daluarsa.
Lampau waktu surat cek adalah enam bulan setelah masa penawaran. ladi,
l[ampau waktu surat cch adalah 70 hari ditambah enam bulan. Jika jangka
wakiu tersehut herakhir maka cek sudah tidak dapat dibayar lagi. Untuk cek
yang hilang, pemegangnya tidak dapat memperoleh pembayaran kecuali
dengan memberikan jaminan untuk jangka wakiu 30 tahun
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Aval pada Surat Cek

Aval pada surat cek diatur dalam Pasal 202 sampni dengan Pasal 204
KLUHD. Menurut ketentuan Pasal 202 KUHD, pembavaran cek, baik untuk
jumlah seluruhnya maupun untuk sebagian bisa dijamin dengan jaminan (aval)
Lembaga aval vang berlaku bagi surat wescl tidak banyak berheda dengan
lemhaga aval yang berlaku bagi surat cek. Jadi, aval dalam surat cck juga
artinya pihak ketiga mengikatkan diri untuk menjamin pembayaran surat cek.
Pihak ketiga vang dapat memberikan jaminan menurut ketentuan Pasal 202
Avat( ) KUHD adalah semua pihak ketiga kecuali tersanghut, fermasuk orang
vang tandatangannya tercantum dalam surat cek itu.

Cara memberikan aval dalam cek sama dengan cara pemberian aval
dalam surat wesel. Menurut ketentuan 203 KUHD, aval harus ditulis dalam
surat cek vang dijaminnya atau pada sambungannya. Ditulis dengan kata- kata
“baik wntuk aval™ atau dengan kata- kata lain yang sama maksudnya dan
ditanda-tangani. Jika dengan tandatangan saja vang ditulis i bagian muka
sural ek maka sudah berlaku sebagai aval, kecvali tandatangan penerhit,
Dalam aval juga harus ditulis untuk siapa aval diberikan. jika tidak ditulis
maka aval dianggap diberikan kepada penerbit, Aval dapat diberikan dengan
cara membuat naskah tersendini atau dengan scpucuk surat vang menyebut
tempat aval diberikan

Akibat hukum pemberian aval menurut ketentuan Pasal 204 KUHD..
pemberi aval sama terikatnya dengan orang yang diberi aval, kecuali perjanjian
vang diberi aval ite mengalami cacad bentuk. Dengan melakukan pembayaran
maka pemberi aval memperoleh segala hak yang menurut cek itu hisa
dilaksanakan kepada pihak untuk siapa aval diberikan dan kepada mercka
vang karena cek itu terikat pada pihak tersehut

Jadh, pada dasarnya aval datam surat cek Adapun perbedaan yang timbul
antara aval pada surat wesel dan aval pada surat cek, dischabkan karena sifatnya
yang berbeda. Surat wesel sebagai alat pembayaran kredit dan surat cek sebagai
alat pembayaran tunai, Pada surat wesel aval dapat diberikan oleh orang ketiga
bahkan oleh orang vang tanda tangannya termuat dalam surat wesel itu, jadi
termasuk juga akseptan, Sedangkan pada surat cek tersangkut tidak dibolehkan
memberikan aval, karena surat cek itu alat pembavaran tunai, seketika
diperlihatkan, ia harus dibavar. Jadi tidak perlu lagi ada jaminan pembavaran
dari tersangkut {bankir).
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Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulhan, aval pada surat
cek artinyva pihak ketiga mengikatkan dirinya untuk menjamin pembayaran
sural ceb, Pihak ketign vang dapat memberi jaminan adalah termasuk mereka
yang landatangannya ada pada surat cek, kecuali tersangkut. Cara memben
aval adalah ditulis pada surat cek atau pada sambungannya. dengan menulis
“hiasa untuk aval” atau kata lain vang mempunyai maksud sama kemudian
ditandatangani. Aval juga harus menyebut untuk siapa diberikan, jika tidak
maka aval dianggap diberikan kepada penerbit. Tandatangan di bagian muka
sural cek berlaku sebagai aval kecuali tandatangan penerbit. Aval juga dapat
dibuat dalam naskah tersendiri dengan menyebut tempat pemberian aval.
Akibat hukum aval adalah pemberi aval sama terikatnya dengan vang dibern
aval. Setelah melakukan pembayaran maka pemberi aval dapat menagih mercha
vang diberi aval dan semua mercka vang terikat karena surat cek itu,

Hak Regres dan Pelaksanaannya

Hak regres diater datam Pasal 217 KUHD sampai dengan Pasal 225
KUH. Pada dasarmya regres pada surat wesel sama dengan regres pada
sural cek. Akan tetapi regres dalam serat ook hanva terjadi karena non
pembayaran dan tidak dalam hal non abseptas karena dalam cek tidak dikenal
akseptasi. Dengan demuikian, yang dimakswd hak regres ialah hak untuk
menagih kepada debitur cek yang berwajib regres berhubung karena tersanghut
tidak membayvar ketikn dimintakan pembayaran saat surat cek ditunjukan.
Menurut ketentuan Pasal 217 Avat {1 KUHD, debitur wajib regres itu adalah
para endosan, penerbit dan debitur cek lainnya, Debitur wesel cek adalsh
seliap orang yang tandatangannya terdapat dalam surat cek. yaitu penerbit.
endosan dan avalis Menurut ketentavan Pasal 217 Ayar (1) KUHD, alasan
pemegang surat cek menggunakan hak regresnya adafah karena pembayaran
tidak telah terjadi atau terjadi penolakan pembayaran. Penolakan pembayaran
itas harus dinvatakan:

a. haik dengan akta protes yang otentik;

b. baik denpan keterangan dari tersangkut, vang diberi tangeal dan yang
dituliskan pada cek ity dengan penertapan har penunjukanmya;

¢, baik dengan sehuah keterangan dari kamar dagang vang diber tangal dan
vang meneranghan bahwa cok ite telah ditunjukan pada saatnya dan tidak
dilakukan pembayaran
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Jadi, untuk melakukan regres pada surat cek harus ada protes, baik dibuat
secara olentik. secara sederhana yang sepadan dengan it Karcna tenggang
waktu penawaran sural cek sty cukup lama vaitu 70 hari, maka pemegang
sural cek dapat saja memintakan pembayvaran kedua kalinva apabila permintaan
pembayaran pertama kal ditolak Jika permintaan kedva kalinya ditolak, dapat
dumintakan pembayaran untuk ketiga kalinva dan seterusnya sampai akhir
tenggang wakiu 70 hari itw. Jadi pemegang surat cek boleh saja tidak
memprotes untuk regres jika tidak memperaleh pembavaran, karena ia masih
ada kesempatan menawarkan untuk kali berikutnyva selama renggang wakiu
it belum berakhir

Jika pemegang surat cek akan melakukan protes maka protes baik dalam
bentuk otentik maupun dengan keterangan vang sepadan dengan itu, menurut
ketentoan Pasal 218 KUHD, protes itu harus dibuat dalam tenggang waktu
atau masa penawaran surad cek. Jika penawaran dilakukan pada hari terakhir
dars tenggang waktu tersebut maka protes tersebut dapat dibuat pada hari kerja
bertkutnya. Namun demikian menurut ketentuan Pasal 217 a Ayat (1) KUHD,
apabila protes tersebut tidak dibuat atau diberikan pada waktunya, penerhit
tetap menangung untuk membereskan pembayaran tersebut, kecuali penerhit
dapat mrembuktikan bahwa pada saat ditunjukan sueat cek itu telah tersedia
dana vang cukup pada tersangkut untuk membayar surat cek itu. Jika dana
tersebut hanva tersedia sebagian maka pencrbit harus menanggpung
kekurangannya. Protes non pembavaran harus diboar di tempat tinggal
tersanghkut, Bagi surat cek herdomisili, protes non pembayaran hares dibuat
di tempat tinggal vang ditunjuk atau kepada orang yang ditunjuk. Jika orang
yang harus membayar itu tidak diketahui, atao tidak dapat ditemukan, maka
protes non pembavaran harus dibuat di kantor pos dari tempat tinggal vang
ditunjuk sehagai tempat pembavaran (Pasal 2182 KUHD).

Permintagan pembavaran dan protes suatu surat cek tidak bisa
berlangsung pada swat hare kerja. Apabita hari terakhir dari tenggane waktu
vang telah ditctapkan undang-undang untuk meminta pembayvaran dan
pembuatan protes atau pernyataan vang sama dengan itu jatuh pada hari raya
menurut undang-undang, maka tenggang waktuw itu hares diperpanjang sampai
dengan hars kerja pertama setelah akhir ienggang wakto itu. Semua hari rava
wvang jatuh diantaranya termasuk juga dalam perhitungan tenggang waktu
(Pasal 229b KUHI. Yang dimaksed dengan hari rava menunt bagian ini
ialnh hari Minggu dan hari-hari besar vang ditetapkan oleh pemerintah dengan
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sural ketetapan dan diwmumkan dalam Berita Negara, hari-hari besar mana
tiap-tiap tahun tiba kembali (Pasal 2295 bis KUHD). Ketentuan luin mengenai
regres dalam surat cek yang sama dengan ketentuan regres pada surat wesel
dapat dibaca pada bagian penulisan tentang regres pida surat wesel.

Hak regres ity dapat dilaksanakan terhadap para debitur wajib regres
vaitu pada endosan. penerbit, dan avalis. Pelaksanaan itu dapat dilakukan
secard rembours dun dapat pula secara melompat {spring regres). Secara
sestthoury artinya pemegang meregres endosannya,  kemudian endosan ini
mercgres pula endosannya dan seterusnya sampal pada penerbil sural ceh.
Secara melompat artinya pemegang sural cek dapat langsuig meregres penerbit
tanpa memperkatikan urutan waktu (Pasal 211 KUHD). Dalam hal protes
non pembayaran atau pernyalsan yang sama dengan itu tidak dibuat tepat
pada waktunya, para endosan dan debitur regres lannya dibehaskan dari
kewajiban regres kecuali penerbit (Abdulkadic Muhammad, 2003; 218-219).

Menurut ketentuan Pasal 222 KUHED, isi hak regres yang dapat dituntut
aleh pemegang surat cek adalah:

a. jumlah surat cek yang tidak dibayar,

b. bunga 6% dihitung sejak han diperlibatkan;

¢ biava protes atau pernyvataan yang sama dengan itu, biaya notifikasi, dan
hiaya loin-lain

Mentrut ketentuan Pasal 223 KUHD, bagi orang vang telah memenuhi
wajib regresnya dapat pula menuntut debitur wajib regres lunnya secara
rembones. Yang dapat dituntut itu akah:

a.  jumlah uang selurubnyva vang telab dibayar:
b. bunga 6% dihitung sejak hari surat cek i dibayar;
e. semua biaya yang telah dikelvarkan (Pasal 223 KUHD)

Perlu diketaliui balwa hagi pemegang surat cek atas tunjuk tidak dapat
meregres pemegang sebelumnya karena tidak dapat diketahui, berhubung tidak
terdapat tanda tangannya pada sural cek itu. Karena itu, tidak dikenai wajib
regres. Tetapi jika pemegang sural cek atas tnjuk ity mengendosemenkan
surat cek cek dengan menaruh tanda tangannya, ia terikat juga sebagai debitur
wajib regres, walaupun endosemen it tidak mengubah status surat cek it
menjadi atas penpganti (Pasal 197 KLUHD).
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4.6 Cek Kosong
Pengertian dan Pengaturan Cek Kosong

Sebagaimana telah diketahui bahwa salah satu kewajiban penerbit cek
adalah menvediakan dana vang cukup pada tersangkut untuk membayar surat
cek yang diterbitkannya { Pasal 190 a KUHD}. Menurut ketentuan Pasal 190 b
KUHD, dana dianggap cukup adalah apabila jumlahnya paling sedikit sama
dengan nilai nominal cek Apabila dana untuk membayar surat cek tidak
disediakan atau tidak mencukupi maka dalam prakiek surat cek tersebut dischut
cek kosong. Menurut Surat Edaran Bank Indonesia. 16 Mei 1975 No. 87
UPPE, cek kosong adalah cek vang ditujukan pada bank, namun dana nasabah
pada bank tidak mencukupi untuk membayar surat cek yang bersangkutan,

Drana nasabah vang dipergunakan untuk membayvar cek adalah simpanan
dalam bentuk gire, Giro adalah simpanan nasabah pada bank yang
penarikannya dapiat dilakukan setiap saat dengan menggunakan surat cek, sural
perintah pembayaran lainnya, atau depgan cara pemindahbukuan. Dengan
demikion apabila penerbit menerhitkan surat cek, padahal simpanan gironva
tidak mencukupi untuk membayar cek tersebut maka cek tersebut discbut cck
ROSONE.

Penvebab Terbitnya Cek Kosong

Menurut Abdulkadir Muhammad {2003 191 ), terdapat empat masalah
vang dapal menyebabkan terbitnya cek kosong  yaitu kelemahan Pasal 180
KLJHD yang berhubungan dengan penerbitan dan penyediaan dana pada bankir,
masalah rahasia bank, spekulasi dari pihak pemilik rekening giro yaitu penerbit
surat cek dan admimstrasi bank yang kurang waspada, Uraian berikut ini
diambil dar penjelasan Abdulkadir Muhammad (2003; 191-200} dengan
beberapa pervesuaian ketentuan mengenai rahasia bank berdasarkan ketentuan
Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-undang
Perbankan Mo.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Kelemahan Pasal 150 KUIHD

Dalam Hukum Perdata { KUHPdt) pembukaan rekening gire pada bank
itu sama dengan perjanjian penitipan uang dengan bank, syarat-syarat
perjanjian ditentukan oleh bank. Perjanjian penitipan itu tecjadi karena ada
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persetujuan timbal balik antara si pember: titipan (pemilik uang) dan s1
penerima titipan (bank}. Menurut Pasal 1714 KUHPdL si penerima titipan
wajih mengembalikan barang titipan dalam keadaan sebagaimana semula, Jadi,
jika penitipan ity berupa wang tunai, maka vang ite wajib dikembalikan
sebanyak jumlah vang semula, walaupun kursnya naik atau turun, Dengan
demikian, dalam rekening giro, si pemilik vang hanya herhak menerima
kembali sejumlah vang yang telah dititipkannya pada bank itu. Penerimaan
kembali itu dengan menerbitkan cek.

Sebagai perjanjian penitipan vang pada bank, penerbit sebagai pamilik
uang wajibh mengusahakan supayva pada hari bayar surat cek itu, vang titipan
itu sudah diserahkan dan siap digunakan oleh bank untuk membayar surat cek
yang diterbitkan oleh pemilik vang, minimal jumlahnya sama dengan jumbah
surat ceb {perhatikan Pasal 190a KUHD). Jika jumlah vang diserabkan atau
dalam penguasaan bank it Jebih kecil dari jumlzh surat cek vang diterbitkan,
hank sebagdi pihak penerima titipan wang, tentunya akan membayarkan
kembali sesuai dengan jumlah vang diserabkan {ditstipkan) itu, tidak lebih
dari itw.

Tetapi dengan adanva ketentuan Pasal 180 KUHD keadaannya bisa
menjadi tain. Menurot Pasal 180 KUHD, setiap surat cek harus diterbitkan
atas seorang bankir vang mempunyai dana di bawah pengawasannya guna
kepentingan penerbit, dana mana menurul perjanjian, tegas atau diam-diam,
penerhit berhak menggunakannya dengan menerbitkan surat cek. [alam pada
itu, apabila ketentuan tersebut tidak diindahkan, surat cek cek yang diterbitkan
itu tetap berlaku

Ketentuan vang harus dimdahkan dalam pasal ini ialah bahwa surs
cek harus diterbitkan atas bankir, bankir tersehut menguasai dana untuk
dipergunakan bagi kepentingan penerbit surat cek. Tetapi jika ketentuan
tersehut tidak diindahkan, anehnya surat cek itu tetap berlaku juga, arlinya
harus dibayar oleh bank vang bersangkutan. Dengan adanyva ketentuan kalimat
ini. ketentuan harus ada dana pada bank untuk kepentingan penerbit menjadi
tidak penting lagi. Memang dapat dimaklumi bahwa ketentuan pasal ini
bermaksud melindungi pihak ketiga (pemegang cek) vang jujur

Ketentuan seperti di atas ini jelas bertentangan hakikat penerbitan surat
cek yang berlatar belakang svatu perikatan dasar dalam mana penerbit harus
sudah menvediakan dana sedikit-dikitnya sama dengan jumlah surat cek itu.
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Rahasia Bank

Bank sebagai lembaga kevangan yang memiliki fungsi menghimpun
dana dari masyarakat membutuhkan kepercavaan darn masyarakat yang akan
menyimpan dananva pada hank. Salah satu bentuk dari saling mempercayai
adalah bahwa apa-apa yang diketahui cleh bank dari diri nasabahnya akan
dirahasiakan dan tidak akan dibuka kepada siapapun kecuali atas dasar
peraturan hukum vang berlaku. Kondisi demikian imilab maka perbankan
mendapat julukan sebagai lembaga kepercayaan atsu agent of frust { Muhamad
Djumbana. 1996:114). Mengingat kondisi yang demikian maka Undang-
undang Perbankan mengatur masalah rahasia bank. Ketentuan rahasia bank
diperlukan karens perbankan haros melindungi nasabahnya,

Menurut ketentuan Pasal 40 Undang-1/ndeng Pokok Perbankan No.7/
1992, bank dilarang memberikan keterangan vang tercatat pada bank tentang
keadaan keuanpgan dan hal-hal lain dari nasabahnva, vang wajib dirahasiakan
oleh bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan, kecuali dalam hal
sebagamana dimaksud dalam Pasal 41,42, 43 dan 44, Dalam Uindang-undang
Mo, 1041998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No 701992 Tentang
Perbankan, ketentuan Pasal 40 ersebut diubab menjadi bank wajib
merahasiakan Keterangan mengenai Nasabah Penvimpan dan simpanannya,
kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, 41A, 42, 43, 44,
dan 44A. Menurut ketentuan Pasal | butir (28} Undang-undang No. 10/1998,
rahasia bank adalah segala sesuwatu vang herhubungan dengan keterangan
mengenai nasahah dan simpanannya

[alam romusan mengenal rahasia bank tersebut digunakan 1stilah
nasabah dan simpananva. Dengan demikian, seclah-olah keadaan keuangan
nasabah lainnya bukan merupakan rabasia bank (Heru, 2005: 21} Apa
sehenarnya vang termasuh rahasia bank sampai saat ini memang masth belum
jelas, meskipun dalam UL Perbankan dan penjelasannya telah memuat
ketentuan  mengenai tahasia bank. Dari isi ketentuan rahasia bank dan
penjelasannya tersebut, kalangan teoritisi maupun praktiss masth banyak
mempertanyakan apa yang dimaksud sebenarnya dengan rahasia bank.
Kerahasiaan bank sebenarnya masih harus diberi penjelasan lebih lanjul agar
bank atau chaum tidak berfindung dibalik pasal ini, Sehinga dengan demikian,
selain kerahasiaan juga harus ditekankan unsur keterbukaan bank (Muhamad
Djumhana, [9%6: 145).
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Ketidak jelasan ketentuan mengenai rahasia bank ini dapat membuat
peluang bagi pihak-pihak vang akan berbuat jahat, Ketentuan kerahasiaan
hank dibual sebenarnya bukan untuk disalah gunakan, Jauh dari tujuan semula
orang jahat akan menggunakan lembaga perbankan untuk berbuat apa saja
meskipun di luar hukum, Contoh perbuatan jahat ity adalah menerbitkan cek
yang danaya tidak tersedia atau tidak mencukup untuk membayar cek tersebut.
Ketentuan tentang rahasia bank sebagaimana diatur dalam Pasal 40 UL Pokok
Perbankan terschut diatas membuat pihak lain tidak dapat mengetahui
simpanan atau jumlah vang seseorang di bank. Keadaan i dapat dimanfaatkan
aleh seseorang untuk menerhitkan cek kosong. Dengan berselubung rahasia
bank ini penerbit dapat dengan mudah memperdaya atau merugikan pihak
YANE JUjur,

Spekulasi dari Pihak Penerbit

Seperti telah diuraikan sebelumnyva, Pasal 180 kalimat kedva KUHD
ity mempunyai kelemahan vang merupakan peluang bagi spekulan untuk
menerbitkan surat cek kosong, Dalam Pasal 190a KUHD juga ditentukan
bahwa kewajiban penerbit menyediakan dana wtu selambat-lambatnya pada
hari hayar surat cek, artinya pada saat surat cek itu diperlihatkan, bukan pada
saat diterhitkan. Demikian juga dalam Pasal 190k KUHD yang menentukan
bahwa tersanchut dianggap telah menguasai dana apabila pada waktu sural
cek diperlihatkan, kepada penerbit mempunyai hutsang yang telah ditagih
Ini berarti dana harus sudah tersedia untuk dibayarkan pada waktu surat cek
diperlihatkan, bukan pada saat surat cek diterbitkan. Menurut ketentuan Pasal
206 KUHIDY suatu surat cek vang diterhitkan di Indonesia harus diperlihatkan
untuk pemhayvarannya dalam tenggang wakiu 70 hari. Tenggang wakto itu
berjalan mulai hart tanggal penerbitan surat cek.

Dihubungkan dengan ketentuan Pasal 180, 190a, dan 190b KUHD,
tenagang wakiu tesebut cukup lama bagi peredaran surat cek yang diterbitkan
itu. Apabila ternvats surat cek ity dananya tidak mencukupi atau kosong,
penerima surat cek tidak mungkin mengetahui hal itu Penerima sural cek
hanya percaya buhwa pada saat diperlihatkan in akan memperoleh pembayaran.
Bagi penerbit surat cek vang berspekulasi, hal ini merupakan kesenpatan untuk
memperoleh kenikmatan dengan menerbitkan surat cck kosong,  atau
membayar dengan cek kosong dalam transaksi dagang, Selama surat cek it
dalam jangka waktu tertentu tidak diperlihatkan, selama itu pula penerbitnya
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tidak dapat diketahui baik oleh penerima {pemegang) maupun oleh bank yang
bersangkutan, Penerima (pemegang) surat cek tidak mungkin mengetahui
bahwa surat cek itu kosong, karena dilindungi cleh rahasia bank bagi
nasabahnya,

Kesempatan semacam ini dimanfaatkan oleh para spekulan dalam lale
lintas pembayvaran dengan surat cek. Artinva jika surat cek itu baru
diperlihatkan menjelang waktu peredarannya berakhir, cukup lama wakiu bagi
mpenerbitnya untuk mengusahakan dana guna membayar surat cek itu,
Sementara ity ia telah menikmati hasil vang diperclehnya karena penerbitan
surat cek kosong itu, Sebaliknya pula apabila dalam wakiu singhat surat cek
itu segera diperlihatkan untuk memperoleh pembayaran, seketika itu pula dapat
diketahui bahwa surat cek itu kosong, Bank vang bersangkutan akan menolak
pembayaran surat cek kosong itn, Dengan demikian penerima {pemegang)
surat cek yang jujur akan dirugikan.

Seandainva dana vang tersedia hanya cukup untuk membayar sehagian
saja, ipun tidak dapat digunakan untuk membayvar surat cek schagian karena
surat cck yang demikian itu dikualifikasikan sebagai cek kosong. Apabilacek
yang ditarik nasabah diajukan kepada bank dan ternyata dananya lidak
mencukupi, maka cek tersebut akan ditolak oleh bank sebagan cek kosong
{Surat Edaran Bank Indonesia 16 Mei 1975 No. SE 877 UUPB)L

Administrasi Bank vang Kurang Waspada

Dalam kalu lintas pembayaran desigan surat berharga dinsahakan supaya
fungsi surat herhargs itu tidak terlambat atau tidak terhalang. Karena st tidak
mustahil akan terjadi bahwa surat cek kosong vang diterbitkan atas bank yang
hersangkutan akan lolos atau dibayar juga oleh petogas bank itu berhubung
syaral-syvarat formalnyva sudah dipenchi. Cepatnya lalu lintas pembayaran
dengan surat berharga merupakan salah satu alasan untuk berspekulasi bagi
penerbit surat cek, dan untuk bertindak waspada bagi bank yang bersanghutan.

Selain itw. rahasia bank juga merupakan alasan unfuk memungkinkan
penerbitan surat cek kosong, Dalam rahasia bank itu tersimpul di satu pilak
kemungkinan nasabah menyalahgunakan kepercayaan bank yang diberikan
kepadanya sehingga memperoleh pridikat bonatit,  [h lain pikak bank
melindungi nasabahnya dan selalu bersikap percaya dengan nasabah yang
telah dikenal baik dan memperoleh predikat bonafit itw. Hal yang demikian
ini akan mempengaruhi sikap bank untuk bertindak kurang waspada.

102 Kingkin Wolnrpnfogaich, S H, MH.



Karena sihap kurang waspada tu, tidak mustahil pula kemungkinan
untuk tidak perlu memeriksa dana sctiap surat cek yang diterbitkan itu,
mencubupi ataw tidak, Jika sampai terjadi keadaan vang demikian itu, akan
loleslab penerbit surat cek kosong yang herspekulasi itu, tanpa kesulitan
apapun. Dalam spekulasi ity jelas ada unsur kesengajoannya,  Karcna iu
pihak bank perlu merapikan administrasinya dan waspadalah menghadapi
kemungkinan vang demikian.

Cara Mengatasi Permasalahan

Untuk mengatasi permasalahan sehubungan dengan penerbitan surat
cek kosong, dapat dilakukan berbagai usaha baik yang bersifat preventif
maupun yang bersifat represit, Yang bersifat preventif berupa penyempumaan
pasal-pasal dalam KUHD dan peningkatan efektivitas administrasi bank serta
pengawasaryang rapih. Yang bersitat represif berupa penvelesaian cek kosong
secara perdamaian menurul peraturan yang herlaku dan kescpakatan pihak-
pihak, penvelesaian lewat pengadilan secara perdata,

Penyempurnaan Pasal-pasal dalam KUHD

Perlu ada penyvempurnaan pasal-pasal dalam KUHD yang dapat
memberikan peluang penerbitan surat cek kosong. Hali i perlu diperhatikan
dalam rangka penyusunan KUHID nasional vang akan datang. karena ifu
memerlukan penelitian yang seksama, terutama pasal-pasal yang sifatnya tidak
mendukung pemenuhan kewajiban pokok dalam perikatan dasar antara penerhit
dan tersangkut {bankir) misalnya Pasal T80 kalimal kedua KUHRHED.

Kemudion perlu diperhatikan juga pasal-pasal yang menyvangkut
penyediaan dana, misalnya pasal 1%0a dan [190b KUHD. Karena surat cek
adalah alat pembayaran tunai, kewajiban penyediaan dana pada tersangkut
harus dilahukan pada saat penerbitan surat cek, bukan pada saat
memperlihatkan untuk memperoleh pembavaran, Dengan demikian
kemungkinan untuk berspekulasi dapat dibindsari, Apabila diperfukan tenggang
waktu untuk penvediaan dana, lebih baik tidak menerbitkan cek, melainkan
menerbitkan surat wesel atau bilyet giro,
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Peningkatan Efektivitas Administrasi dan Pengawasan

Tindakon ini berupa peningkatan penyempurnaan pelaksanaan undang-
undang vang telah tiada. Untuk itu Dewan Moneter vang diketuai oleh Menteri
Keuangan telah mengetuarkan keputusan Mo, 53 Tahun 1962 tanppal 23
Februar 1962 weotang lammgan pererbitan cek kosong, dan lacangan menerima/
mempertahankan sebagai refasi giro bagi merka vang menarik cek Kosong,
Lintuk melaksanakan keputusan ini Bank Indonesia sebagan bank sentral
ditugaskan untuk memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bank-bank
umum Jdan bank-bank pembangunan. Selam fu, pernah dikelvarkan Undang-
Lindang Mo, |7 Tahun 1964 (LN 1964-101) tentang Larangan Pencrbitan
Cek Kosong.

Tujuan Undang-Undang No. |7 Tahun 1964 jalab untuk mencegah
jangan sampai orang menerbitkan cek kosong. Sebab perbuatan penerbitan
cek kosong itu bisa berkembang menjadi manipulasi yang dapat mengacan
dan mengpapalkan vsaha pemerintah melaksanakan stabilisas: dan perbaikan
di bidang moneter dan perekonomian. Selain itu, pencrbatan cek kosong akan
mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap surat cek dalam
lalu lintas pembavaran dan perbankan, Undang-undang ini memandang
penerbitan cek kosong itu sebapai perbuatan pidana vang dapat diancem dengan
hukuman mati.

Tetapi ternyata Undang-undang ini tidak mencapai apa vang diharapkan.
Usahkan penerbitan cek kosong itu berkurang, malahan bertambah, hukuman
vang diancamkan tidak membuat jera, sedangkan bagi pihak vang dirugikan
tetap dirugikan. Malahan undang-undang ini dikatakan menghambat
kelancaran lalu lintas perekonomian pada umumnya dan dunia perbankan pada
khususnya. Cleh karena itu pada tahun 1971 dengan Meraturan Pemerintah
Pengeanti Undang-Undang No. | Tahun 1971, yang kemudian dikuatkan
menjadi Undang-Undang No. |2 Tahun 1971, Undang-Lindang No. | 7 Tahun
1964 dicabut kembali.

Kemudian untuk melaksanakan keputusan Dewan Moneter Mo, 53
Tahun 1962, Bank Indonesia selake bank sentral telah mengeluarkan surat
edaran kepada bank-bank umum dan bank-bank pembangunan di Indonesia
tanggal 16 Mei 1975 No. SE 87 UPPB  vang isinya memberika petunjuk
tentang tata cara pembukaan rekening giro, penclakan cek/bilyck giro kosong
olch bank, sanksi administraufl penutupan rekening, penghitungan frekuensi
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pelanggaran penarikan cek/bilyet giro kosong, masa sanksi administratif,
svaral-svaral rehabiliasi, dan ketentuan-ketentuan Lain,

Penyelesaian Secara Perdamaian dan Kesepakatan

Penvelesaian ini timbul disebabkan karena surat cek ditolak oleh bank,
berhubung dananya tidak cukup atau tidak ada. Berdasarkan peraturan hukum
vang herlaku pemegang melakukon hak regresnva terhadop debitur wajib
regres. Fotapi apabila secara regres sulit dicapan perwajudan kokiva, pemegang
dapat minta perantaraan badan peradilan atau perwasitan supava antara pihak-
pihak dicapai kesepakalan sehingga hagi pemegang cck hanya dapat
dipulihkan

Penyelesaian Secara Perdata

Perbuatan penerbit surat cek kosong ind termasuk perbuatan melawan
hukum (onrechinatige daad) vang deatur dalam Pasal 1365 KUHPdL Menurut
ketentuan pasal ini, tiep perbuatan melawan hukum, vang menimbulkan
kerugian kepada orang lain, mewajibkan vrang vang karena kesalahannyva
menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebul. Jika penyelesaian
secara biasa tidak dopat dicapai maka satu-satunya jalan pihak yang dirugikan
(pemegang) mengajukan gugatan perdata kepada Ketua Penpadilan Neger
vang herwenang

Apabila pihak vang dirugikan itu mengajukan gugatan berdasarkan Pasal
| 365 KUHPdL, ia harus membuktikan unsur-unsur dalam pasal tersebut vaitu:
a. Perbuatan penerbit surat cek kosong itu adalah melawan hukum, arlinya

bertentangan dengan wajib hukum yang seharusnya ia lakukan, yvaitu
menyediakaon dana vang cukup untuk membavar surat cek itu;

b. Memimbulkan kerugian, artinya dengan ditolaknya sorat cek oleh bank,
ataw dengan pembayaran vang dilakukan oleh pihek bank menghilangkan
hak penerima atau hak bank atas dana vang herupa scjumiah uvang;

€. Penerbitan surat cek kosong itn dilakuhan dengan kesalahan, artinya
sengaja dilakukan untuk merugikan orang lam. Artinya kesalahan dalam
hukum perdata itw melipeti juga kelalaian, walaupun tidak disengaja, tetapi
korena kelalaionnya itu menimbulkan kerugian bagi orang fain;

d. Ada hubungan kausal antara kerugian yang timbul dan perbuatan yang
dilakukan. Artinyva hilangnya hak penerima/pemegang cek atau hak bank
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atas dana justru karena perbuatan penerbit dengan penerbitan serat cek
kosong itu.

4.7 Kwitansi Atas Tunjuk
Pengertian, Latar Belakang dan Pengaturan Kwituansi Atas Tunjuk

hata kuw itansit berasal dani kata bahasa Belanda soivew kwitantee, artinya
tanda pembayaran, bahasa Incerisnya vaite recegr. Selain hwitansi dikenal
Juga kata kwiiting, artinyg landa terima atay tanda bayar atau pembebasan.
Orang yang namanya tercantum dalam surat it dan kemudian menguasainya,
dianggap telah memenuhi pembayaran vang diperintahkan obeh penandatangan,
Jika dirumuskan pengertian kwitansi atas tunjuk adalah surat vang diterbitkan
aleh penandatangan pada tanggal dan wempat tertentu, yang berisi perimtal
membayar sejumiah uang terlentu kepada pemegang pada saat diperlilatkan,
perintah mana divugukan kepada orang vang dienjuk di dalamnya { A bdulkadis
Muhammad, 2003: 244,

Emmy Pangaribuan (1982 181) mengutip pendapat Zevenbergen
menyatakan, kwitansi atas unjuk adalah suatu surat yang ditanpeali, diterbitkan
aleh penandatangannya terhadap orang lain untuk suatu pembayaran sejumlah
uang yang ditentukan di dalamnya kepada penunjuk (atas njuk) pada wakiu
diperlihatkan, misal: telah terima dari tan B dst

Jadi. sural kwitamsi atas tunjuk sifatnya adalah termasuk ke dalam surat
perintah membayar sejumlah vang, Tetapi surat kwitansi atas tunjuk bukan
sural ek karena tidak memenuhi svarat formal surat cek. Menurut Abdulkadir
Muhammad (2003; 243), perintah pembayaran dalam kwitansi ity bukanlah
perintah pembayaran dalam ani vang sebenarnya, melainkan hanva merupakan
bentuk perintah tidak langsung dengan menggunakan kata “lerima”™, Artinyva
apabila pemepang kwitansi itu memperlihatkan kepada orang vang disebut
namanya dalam surat ity dan ia mengakui dan bersedia membavar, ia relal
menerima perintah pembayaran tidak langsung dari penandatangan. Jika ia
membayar dan sural o dikuasainya, a dibebaskan dan hutangnyva, Contoh
surat kwitansi atas tunjuk:
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Sudah erima dar My, Hamini Tanjungharng

Lrang scjumilah .., ... sepulul jutn repiab.

Untuk pembayaran sewa kantor

Jurnlaky Ry 0o o0 - Tanjungkarang, | Juli 2005
Tiean Abdwlsh

Dalam contoh di atas ini. twan Abdulah adalah penerbit, yaitu orang
vang memberi perintah pembayaran. Ny, Hartini di Tanpungkarang adalah orang
yvang diperintahkan membayar. Jika pemegang kwitansi atas tunjuk datang
kepada Ny, Hartini, lalu Ny. Hartini membayar kepada pemegangnya vang
sejumlah Rpl G MHLO00 -, kemuedian ia akan menguasai kwitansi itu sebagai
bukti telah memenuhi kewayibannya kepada Tuan Abdulah. Berdasarkan bukt
kwitansi itu Ny, Hartini dibebaskan dari kewajiban hutangnya sejumlah yang
tersebut dolam kwitansi itu,

Sebagaimany suratl berharga lainnya, fatar belakang penerbitan kwitansi
atas tunjuk adalah karena sdanya perikatan dasar antara penerbit dan pemegang
Rwitansi itu, Dalam perikatan dasar tersebut, pemegang adalsh kreditur yang
berhitk atas pembayaran, sedangkan penerbit adalah debitur yang mempunyai
kewajiban untub membayar sejumlah uang kepada krediturnya, Di lain pihak
penerbit sebagai debitur mempunyai prstang vang telzh dapat ditagih kepada
pihak lain. Dengan kondisi seperti itu maka penerbit sebagai debitur
menerbitkan kwitansi atas tunjuk dan memberi perintah kepada pihak yang
berhutang kepadanyva untuk membavar kwitansi tersebut kepada pemegang
kwitansi. Dihubungkan dengan contoh i atas perikatan dasar vang menjadi
dasar terbatnyva kwilansi  terjadi antara Tuan Abdulah dengan pemegang
kwitansi yang namanya tidak disebut dalam sural kwitansi itu, Sebelumnya
Tuan Abdulah telah mempunyai piutamg kepada Ny, Hartine sejumiah
Bop 10,000,000, - Melalui pererbitan kwitansi atas njuk tersebut tuan Abdulah
memberi perintah kepada Ny. Hartini untuk membayar kepada pemepang vang
menunjukan kwitansi tersebut, Jika My, Hartini telah membayar, maka kwitansi
dijadikan sebagas alat bukts pelunasan kewajibannya kepada tean Abdulah,

Kwitansi stas tunjuk di atur dalam KUHD, 22%¢, Pasal 229 | dan 229 k
KUHD mengatur kwitansi atas tunjuk maupun promes atas tunjuk. Pasal 229
f, 229 g, dan 229 h hanya mengatur kwitansi atas tunjuk.
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Penawaran, Lampau Waktu dan Tanggung Jawab Penerbit Kwitansi Atas
Tunjuk

Menurut ketentuan Pasal 228 f KUHI, penerhit kwitansi atas tunjuk
bertangpung jawab atas pembayarannya dalam tenggang w akiu 20 hari sejak
wngzal penerbitanmya. Jadi, berdasarkan ketentuan pasal tersebut tenggang
waktu penawaran bagi pemegang kwitansi atas tunjub adalah 20 hari sejak
tanggal penerbitannya, selinp saat jika dikehendaki. Apabila pemegang
mengajukan penawaran pada hari terakhir padahal hari terakhir itu adalsh
hari rayva menurut ketentuan undang-undang dalam arti Pasal 229 b hiz KLUHD.
pemegang dapat menawarkan kwitansi tersebut pada han kerja berikutnya.
Jika dakam tenggang waktu 20 hari itu penerbit tidak mengajukan penawaran
kepada crang vang disebut dalam kwitansi tersehut. maka menurat ketentuan
Pasal 220 k Ayat {1} KUHD, pemegang kwitansi kehilangan haknya atas
pembayarart kwitansi itu dan ia hanya dapat memintakan pembayaran kepada
penerbitmya semuia, dengan Ketentian penawaran kepada penerbit itu fidak
melewari waktu & bulan. Dengan demikian, masa lampau waktu ataw daluarsa
surat kwitansi atas wnjuk adalah & bulan sejak diterbithaniya, Semua tuntutan
pembavaran vang timbul Karena kwitansi tersebut akan hapus jika surat
kwitansi terschut telah fampaus waktu atau daluarsa, Akan tetaps penerbit tidak
dapat mengemikakan kepada pemegang tentang alasan lampau waktu ini, jika
sejauh ini ia tidak menyediakan dana untuk membayar kwitans: tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 229 ¢ KUHD sebagaimana divraikan di
atas dapat diketahui bzhwa penerbit bertanggungiawab menyediakan dana
untuk membayar kwitansi vang telah diterbitkannya. Menurnt ketentuan Pasal
220 g Avat (|} KUHD, tanggung jawab itu berjatan terus. kecuals jika penerbit
dapat membuktikan bahwa dalam tenggang waktu it vang dana sejumiah
uang kwitansi vang diterbitkan itu telah disediskannya pada orang atas diri
siapa kwitansi itu diterbitkannya. Selanjutnya Pasal 229 p Aval 2y KUHD
menyatakan. dalam hal dana itu telah disediskannya pada orang yang
disebutkan dalam kwitansi itu, penerbit atas ancaman hukuman tanggung
jawabnya akan berjalan terus, harus memberikan dan menyerahkan kepada
pemepang, untutannya atas uang persediaan yang ada pada hari bavarnya
telah disediokan pada orang atas siapa kwitansi i telab diterbitkannya,
tuntutan mana sejumlah vang kwitans: dan pererbit atas biava pemegang hars
menberikan kepadanya segala bukti yang diperluban guna mnguathan wntutan
tersebut. Apabila penerbit dinvatakan paili, maka pasa pengampu dalam harta
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pailitnya harus memenuhi kewajiban- kewajiban yang sama, kecuali mereka

itu lebih suka memilih pemegang subagai debitor (penagih) sampai jumlah

wang kwitansi. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan-ketentuan Pasal 229

[, 220 p Avat (1) dan Ayat (2) KUHD anggung jawab penerbit surat kwitansi

atas tunjuk adalah:

a. penyedinan dana pada orang vang namanya ditulis dalam surat kwitansi,
un-1uk membayar surat kwitansi sclama masa penawaran,

b. jika permintuan pembavaran ditelak, kemudian pemegang melakukan
regres maka penerbit bertanggung jawab untuk membayar surat kwitansi
tersebur;

¢. jika dana telah diserahkan kepada orang yang disebul dalam kwitanss,
maka penerbit harus menyerahkan wnutan berserta buktinya kepada
pemegang. jika tidak diserahkan maka a bertanggung jawab untuk
membayar sendiri surat kwitansi itu,

Menurut ketentuan Pasal 229 h KUHD, selain penerbit, setiap orang
yang pernah menggunakan surat kwitansi sebagai alat pembayaran, selama
enam hari sejak penggunaan itu. hari penerbitannya tidak termasuk di
dalamnya, tetap bertangpung jawab terhadap mereka vang telah menerima
durinya, Berdasarkan ketentuan pasal 229 h KUHD ini dapat diketabhu bahwa
hak regres pemegang tidak hamva kepada penerbit saja melainkan kepada
mereka vang pernah mengpunakan kwitansi itu sebaga) pembayaran. Mercka
bertanggung terhadap pemegang vang menerima kwitansi sl dari mereka
selama enam hari semenjak penverahan kwitansi itu.
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BAB V
BILYET GIRO

5.1 Pengertian dan Pengaturan Bilyet Giro

Bilvet giro merupakan salah satu surat berharga yang tidak diatur dalam
KUHD, melainkan tumbuh dan dipergunakan datam praktik perbankan. Oleh
karena ity Bank Indonesia sebagai bank sentral mengatur penggunaan bilyet
giro. Pengaguran tentang bilvet giro terdapat dabam Surat Keputusan Direksi
Bank Indonesia No. 2832/ Kep/Dir Tahun 1995 tentang Bityet Giro Tanggal
4 Jubi 1995, yang mulai herfaku Tanggal | November 1995, selanjutmya
disingkat SKBG. Penjelasan atas surat keputosan tersebut ditnangkan dalam
Surat Edaran Bank Indonesia Mo, 2832/ UPG Tanggal 4 Juli 1993, selanjutnyva
disingkat SEBG, Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia ini mengganiikan
Surat Edaran Bank Indonesia No. 4670/LPPB/PEE Tanggal 24 Januari 1972
tentang Bilvet Giro.

Istilah bilvet giro berasal dari bahasa Belanda, Ailver artinya surat dan
giro artinya simpanan nasabah pada bank vang pengambilannya dapat
dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau pemindah bukuan,
Pengambilan dengan pemindahbukuan itu dengan menggunakan bilyet giro
{Abdulkadir Muhammad, 2003: 224). Dalam Pasal | huruf (d} SKBG
dinyatakan bilyet giro adalah surat perintah dari nasabah kepada bank
penyimpan dana untuk memindah bukukan sejumlab dana dari rekening vang
bersangkutan kepada rekening pemegang yang disebuthan namanya. Pada Fasal
2 surat keputusan tersebut distur mengenai svaral formal bilyet giro. Artinya
bentuk bilyet gire telah distandarnisasi atau dibakukan melalui ketentuan syarat
formal tersebut. Dengan demikean, pengertian bilyet giro adalah surat perintah
nasabah vang telah dibakukan bentuknyva kepada bank penyimpan duna untuk
memindali-bukukan scjumlah dana dari rekening yang bersanghutan kepada
pihak penerima yang sischuthan namanya pada bank yang sama atau pada
bank lainnya. Jadi, pembayaran dengan bilvet giro tidak dapat dilakukan dengan
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vang tunal, melaimkan dengan pemindahbukuan atau tranfer antar rekening

dan tidak dapat dipindahtangankan dengan endosemen, ltnlah sehabnya hilyet

giro dischut sehagai alat bavar transfer. Dalam lalu lintas pembayaran dengan
bilvet giro, penarik (penerbit) adalah nasabah bank yang mempunyai rekening
gire, sedanghan pibak wiarik (tersangkot) adalah bank di mana penarik

{penerbit) mempunyai rekening giro itn,  Pemegang (penerimal) bilvet giro

adalah nasabah bank juea. baik bank vang sama stavpun bank yvang lain,

F.arcna sama-sama nasabah bank, pembavaran dengan pemindahbukuan

mengunakan bilyet giro dapal dilabukan. Dengan demikian, bilvet giro hanva

dapat digunakan bagi pihak-pahak yang msama-sama memibiki rekening giroe,
dan tidak akan bermanfaat jika jatuh ke tangan orang vang tidak mempunyai
rekening giro di bank.

Pelaksanaan perintah dalam Bilvet Gire dapat dilakukan dengan dua
cara { Abdulkadir Muehammad, 2003; 241, vaitu;

a. Bunk penyimpan dana menerima bilvet giro dan penartk dan pemindah-
bukukan dama tersebut dengan nota kredit kepada bonk nasabah panerima
dana untuk dikreditkan ke rekening penerima vang namanys tercanium
pada bilyet giro tersebut;

b. Bilvel gire langsung diserahkan cleh penarik kepada penerima dana, dan
oleh yvang rerakhir ini disetorkan ke rekeninginya sendiri pada bank terarik
atavpun pada bank lainnva. [alam hal disetorkan kepada bank vang
berlainan, maka bank nazabah penvetor memperhitungkan bilvet giro
tersebut melalui Kliring kepada bank temarik. Calam hal ini, bilvet giro
tersehut diperlakukan sama dengan warkai kliring lainnya.

Berdasarkan definssi bilyet giro vang dinvatakon dalam Pasal | huruf
(d SKBG tersebur i atas, dapal diketabui paca pobak dalam bilvet giro,
WAL
a. Nasahah, vaitu crang atau badan vang memiliki rekening pada bank;
k. Fenarik vaitu nasabah yang memerintehkan pemindahbukvan sejumlah
dana atas beban rekeningnya. selanjutnya disebul penerbit:
c. Bank penvimpan dana. yaitu bank dimana nasabab mempunyi rekening;
d. Tertarik. vaite bank penyimpan dana vang menerima perintah pemindah-
bukuan, selanjutnya disebut tersanghur:
e. Pemegang. vaitu nasabah vang memperoleh pemindabbukuan dana
sebagai-mana diperintahkan oleh penarik kepada tertarik;
f. Bank penerima, vairu bank yang menatausahakan rekening pemegany.

112 Kinpkin Walwaningdioh, 8.4, MH



Selain para pihak, dalam rumusan pengertian bilvet giro tersebut terdapat
unsur luin, vaita unsur dana dan unsur pemindahbubuan, Dana, yaitu ang
simpanan nasabah pada bank. Pemindahbukuan, yaiu pembayaran dengan
cara mengalihkan dana dari rekening penarik ke rekening pemegang, Dengan
demikian. jelaslah bahwa Bilvet Giiro adalah alat pembayaran, sehingga
termasuk juga surat berhargn.

Sebapai surat perintah pemindahbukuan, bilyet giro tidak dapat
dilakukan pembayarannyva dengan uang tunai. Dalam hal ini ada persamaannya
dengan cok perhitungan yang juza tidak dapar dibayar dengan vang Wwnai karena
cek perhitungan adalah pembayaran dengan pemindahbukuan,  Meskipun
demikian dua surat tersebut memiliki perbedaan sitat, vaitu cek perhitungan
adalah alai pembayaran tunai, sehingga setiap saat dapat diperlihatkan untuk
dipindah-bukukan, dan pula dapat dipindahtangankan melalui endosemen.
Pada cek perhitungan hanya dikenal satu Tanggal, vaitu Tanggal penerbitan
cek. lez.s:l CGiiro mempunyar dua Tanggal dalam teksnya, yaitu Tanggal
penerbitan dan Tanggal efektif. Oleh karena itw, sebelum Tanggal efektif tiba
ia sudah dapat diedarkan sebagai alat pembavaran kredi Bilyet giro tidak
dapat dipindah-1angankan melalui endosemen karena pada bilvet giro tidak
terdapat klausela vang menunjukon cara pemindahannya

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan, bilvet giro merupakan
surat herharga yang pengaturannya berada di luar KUHD, yaitu pada Surat
Keputusan Direksi Bank Indonesia No, 28/32/Kep/Dir Tahun 1995 tentang
Bilyet Giro Tanggal 4 Juli 1995 dan SE. No 28 32/UPG vang mulai berlaku
Tanggal | Movember 1995, Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia ini
menggantikan Surat Edaran Bank Indonesia No. 46T0HWUPPR/PBE Tanggal
24 Januari 1972 temtang Bilyetr Giro. Bertitik tolaak dari ketentuan Pasal |
puruf (d) SKBG dapat diketahoi pengertian bilyet giro, yaitu surat perintah
dari nasabah kepada bank penyimpan dana untuk memindah bukukan sejumlah
dana dari rekening vang bersangkutan kepada rekening pemegang yang
disehutkan namanya. Pihak atau persenail dalam bilyet giro adalah nasabah,
penerbit, bank penyimpan dana, pemegang dan bank penerima,

5.1 Svarat-svaral Formal Bilyet Giro

Menurut ketentuan Pasal 2 Avat{ 1) SKBG bilvet givo harss memenuhi
svarat-syarat formal sebagai berikur:
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a. nama”Bilyet Giro” dan nomor Giro yang bersangkutan,
nama tertarik (lersangkut});

¢, perintah yang jelas dan tanpa syarat untuk memindahbukukan sejumlah
dana atas beban rekening penarik (penerbit).

d. nmama dan nomor rekening pemegang.

¢. nama bank penerima;

£ jumlah dana yang dipindahbukukan, baik dalam angka maupon dalam huruf
selengkap-lengkapnya:

g, tempat dan Tanggal penarikan {penerbitan )

h. tandatangan, rama jelas dan atau dilenghapi dengan cap/stempel sesual
dengan persyaratan pembukaan rekening,

Dalam Pasal 2 Ayat (2) SKBG dinyatakan, dalam bilyet giro dapat
dicantumkan tanggal efektif dengan ketentuan harus dalam tenggang waktu
penawaran. Ketentuan ini merupakan syarat tambahan dari syarat formal yang
ada, karena dengan kata “dapat” berarti penulisan tanggal efektil it tidak
mutlak harus ada, Jika tanggal efekif tidak ditulis maka menurut ketentuan
Pasal 3 Avat (2) SKBG, tanggal penerbitan berlaku sebagai tanggal efektif.

Menurut Rachmadi Usman {2001: 611 dalam dunia usaha dikonstatir
kebutuhan akan adanya alat pembayaran giral melalue pemindahbukean dana
antar bank vang dapat berlaku beberapa waktu setelah Tanggal penerbitan,
Kebutuhan mana dipenuhi dengan menerbitkan bilyet giro vang diberi Tangeal
mundur { post dated), vang dapat menimbulkan disput yuridis dalam keadaan
tertenty dan menimbulkan salah penafsiran, Hal ini kirsnya dapat dicegah
dengan pemberian Tanggal efektif berlakunya amanat dalam bilyet giro secara
tegas di asmping tangal penerbitan

Sebagai syarat formal atan syarat bentuk maka ketentuan Pasal 2 Ay
{11 SKBG harus dipenuhi oleh bilvet giro, Jika bilver giro tidak memenuhi
syaral formal tersebut maka berdasarkan ketentuan Pasal 3 Avat (1) surat
keputusan ini, hilvet gire tersebut tidak berlaku sebagai bilyer giro, Dalam
SEBG dijelaskan, pengisian bilyet giro sehagai surat perintah pemindahbukuan
kepada bank tersangkut harus jelas, lengkap dan tegas schapgaimana vang
dimaksud dalam Pasal T Avat (1) surat keputusan, Bank tidak bertanggung
jawah atas kerugian yang diderita penerbit karena ketidahlengkapan hilyet
pira yang kemudian dilengkapi oleh pihak lain. Kecuali jika bilyet giro it
diperaleh secara melawan hukum (Pasal 4 Ayan (1) SKBG). Dengan demikian,
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akibat hukum vang timbul menjadi tanggung gawab penerbit, hukan tanggung
Jjawab bank tertarik

Dialam praktik sehari-hari adakalanya dijumpai bilvel giro vang ticdak
diisi secara lenghkap. antara lain nama penerima dana dan/ataun nama bank
nasabah penerima dana dikosonghan, Sesuai dengan ketentuan syaral-syaral
formal bilyet giro (Pasal 2 SKBCG ), maka apabila nama bank penerima dana
tidak diisi. hal itu berarti dana dapat dipindahkan ke bank mana saja untuk
rekening penerima. Berdasarkan sifat bilver giro sebagai alat pemindahbukuan,
nama penerima dana mutlak harus dicantumkan dan jika terdapar bilyet giro
vang tidak tercantum pama penerima dana, maka bilvet giro terschut harus
ditolak.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan balwa bilyet giro harus
memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) SKBG
Syarat formal merupakan syarat bentuk yang harus dipenehi. Oleh karena it
jika bilvet giro tidak memenuhi syarat formal maka tidak dapat disebut sehagai
bilvet giro. pengisian bilvet giro sehagai surat perintah pemindahbukuan kepada
bank tersanghut harus jelas, lenghap dan tegas sebagaimana syarat formalnya.
Bank lidok bertanggung jawab atas kerugian yang diderita penerbit karena
ketidaklengkapan hilyet giro yang kemudian dilenghapi olch pihak lain.

5.3 Kewajiban Penerbit Bilyel Giro

Menurut ketentuan Pasal 5 Avat (1) 5K BC penerbit wajib menyediakan
dana vang cukup dalam rekeningnya pada tersanghut sejak Tanggal efektif
sampai dengan Tanggal mulainya dalewarsa, kecuali bilyet giro yang
bersangkutan dibatalkan. Tanggal efektil adalah Tanggal mulat berlakunya
perintah pemindah-bukuan. Selanjutnya dalam Ayat () pasal ini dinyatakan,
penerbit wajib membuat catatan-catatan mengenai keadaan keuangan dalam
rekeningnya schingea dapat diketahui kemampuan untuk memenuhi
kewajibannya schubungan dengan penarikan bilyet giro. Untuk kepentingan
tersebut bank dapat menyediakan sarananya. SEBG menjelaskan, dalam hal
penerhit tidak menvediakan dana yang cukup untuk memenuhi kewajiaban
sesuai bilyet giro vang diterbitkan maka hal ini tidak mengurangt hak pemegang
untuk tetap menawarkan kepada tersangkut terhitung sejak Tanggal terjadinya
penolakan sampai Tanggal dimulainya daluarsa atan ditutupnys rekening
penerbit. Menurut ketentuan Pasal 11 SKBG Tangeal mulai daluarsa bilyet
giro adalah & (enam} bulan terhitung Tanggal berakhirmya wakiu penawaran.
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Berdasarkan ketentuan Pasal 3 SKBG tersebut dapat diketabui, perintah
pemindahbukuan dana hanya dapat dilaksanakan jika rekening penerbit
mempu-nyvai saldo efektif yang cukup. Saldo efekiif adalah dana yang ada
dalam rekening gire vang siap digunakan sewaktu-waktu bila diperfukan,
sekurang-kurangnyva sama dengan jumlah yang tertulis pada Bilyet Giro. Yang
diperlukan sebagai dana nasabah vang tersedia pada bank adalab saldo gire
efektif dan/atau saldo fasilitas kredit vang belum dugunakan. Dalam hal ini
nasabal vang bersangkutan memperoleh fasilitas kredit dari bank herdasarkan
peraniian kredit vang telah dibuat sebelumnya ( Abdulkadi Muhammad, 2003:
235)

Kewajiban penyediaan dana vang cukup itu timbul pada saat perintah
dalam bilyet giro menjadi efektif’ untuk dilaksanakan. Menurot ketentuan
Pasal & Ayat (2) SKBG bilyer giro vang ditawuarkan kepada bank tetarik
sebelum tangpal efektif atau sehelum tangzal penerbitan harus ditolak tanpa
memperhatikan tersedia atau tidaknya dana dalam rekening penarik. Sedangzhkan
Bilyet Giro vang disjukan pada tangeal atau sesudah tanggal efeknf harus
diterima untuk pemindahbukuan, Dalam tenggang wakto antara tanggal
penarikan dan tangpal efektif, penarik diberi kesempatan wakiu yang cukup
lama untuk memenuhi kewajibannyva mengusahakan dan menyedikan dana.
Sclanjutnya Pasal 6 Avat (3) SKBG menyatakan, bilyet giro yang diterima
alch bank setelah tanggal berakhirnya tenggang waktu penawaran dapat
ditaksanakan perintahnya sepanjang dananya tersedia dan tidak dibatalkan
oleh penarik.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan, kewajihan
penerbit adalah  menyediakan dana vang cukup dalam rekeningnya pada
tersangkut sejak tanpgal efektif sampa dengan tanggal mulainya daluwarsa,
kecual hilvet giro vang bersanghutan dibatalkan.

5.4 Tenggang Wakiu Penawaran Bilyet Giro

Tenpgang waktu penawaran adalah jangka waktu yang disediakan oleh
penerbit kepada pemegang untuk meminta pelaksanaan pemindahbukoan
datam bilvet niro kepada tersangkut. Menurut ketentoan Pasal & Avard P SKBGL
tenggang wahklu penawaran bilyel gire ad: itah 70 (tujub puluh hari) hari
terhitung scjak tanggal penerbitan. Artinya perintah pemindahbukuan yang
ada dalam bilyvet giro tersehut tidok berlaku secara terus menerus. Tenggang
waktu penawaran ini sama dengan yang herlaku pada ceh. Dengan demikian,

116  Kingkin Wadnuningdioh, S H, MH



setiap saat bilyet giro ditawarkan kepada bank tertark dalam tenggang wakiu

tersebut, bank tertarik akan memindahbukukan dana ke rekening pemegang,

kecualu jika dana itu tidak cukup atau tidak ada (kosong). Menorut ketentuan

Pasal 6 Ayat (3) SKBG. bilvet giro yang diterima oleh bank setelah tanggal

berakhirnya tenggang waktu penawaran dapat dilabsanakan perintahnya

sepanjang dananva tersedia dan tadak dibatalkan oleh penarik.
Dalam SEBG dijelaskan, bank tersanghut wajib menalak bilyet giro
vang ditawarkan kepadanva dalam hal:

a. tidak berlaku sebagai Bilyet Giro karena tidak memenuli ketentuan syaral-
syarat formal:

b. ditawarkan kepada bank sebelum tanggal penerbitan atau sehelum danggal
efektil sesuai dengan Pasal 6 Avat (2) SKBG,

o, danggal efeknf dicantumkan tidak dalam tenggang wakiu penawaran
schagai-mana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) SKBG!

d. terdapal perubahan tetapi tidak ditandatangani oleh penerbit di tempat
kosong vang terdekatl dengan perubahan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal @ SKBG;

e. telah daluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 SkBG

f saldo rekening pensarik tidak cukup scbagaimana dimaksud dalam Pasal 5
Avat (1) SKBG:

¢ ditawarkan kepada tersangkut setelah melampaui tenggang wakiu
penawaran dan telah diterima surat pembatalan bilyet giro oleh bank yang
bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1) SKBG

Bilvet Giro vang ditelak oleh bank tertarik dikembalikan kepada bank
penerima dengan sural keterangan penclakan (SKP) dalam rangkap empat,
masing-masing untuk bank penerima, pemegang, penerbit, arsip bank yang
hersangkutan.

Sehubungan dengan penawaran bilyet giro ini perlu diketahui bahwa di
dalam hilyet giro dikenal dua macam tanggang waktu, vaitu: (1) tengrang
waktu dari tanggal penarikan sampai tanggal efektil, dan (2) tenggang wakiu
dari tanggal efektil sampai berakhirnya tengeang waktu 70 hari. Dalam
tengmang wakiu pertama, penarik deheri kesempatan untuk mempersiapkan
dana guna membayar bilyet gire dengan pemndahbukuan, Dalam tenggang
wakiu pertama bilyet giro baru beredar retapi belum dapat datawarkan kepada
bank tertarik, Pada tenggang wakiu ini bilyet giro mirip dengan wesel sebaga)
alat bavar kredit. Dalam tenggang wakio kedua bilyet giro mirip dengan cck
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sebagai alat bayar twnai, vaitu setiap saat pemegang dapal menawarkan kepada
bank tertarik dan bank ini harus menerima untuk pemindahbukuan, kecual
jika untuk bilvet giro it tidak tersedia dana yang cukup atau kosong.

Seperti halnya pada cek, pada bilvet giro juga dikenal bilyet giro kosong.
Bilyet giro kosong adalah bilyer giro yang ditswarkan kepada bank., namun
dana dalam rekening penarik pada bank yvang bersangkulan tidak cukup untuk
memenushi permtah pemindahbukuan ke dalam rekening pemegang hilyet giro.
Menurut ketentuan Pasal 12 SKBG, bank wajib menolak bilvet giro yang
dananya tidak cukup. Bilvet giro yang ditoluk dalam tengeang waktu adanya
kewajiban penvedinan dana oleh penarik Karena dananva tidak cukup.
dikategorikan sebagai bilvet giro kosong.  Penerbit hilyvet gire kosong
dikenakan sanks: administratif sesuai dengan ketentuan mengenai penarikan
Cek/Bilyet Giiro kosong sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Bank
Indonesia No. 12/8 LIPPB Tanggal 9 Agostus 1979 tentang Cek/Bilyet Giro
kosong dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 26:146/UPG Tanggal 14 Februari
1994 tentang Cek/Bilyet Gire kosong. Bank yang tidak melaksanakan
penclukan bilyet giro vang dananya tidak cubup, dikenakan sanksi dalam
rungka pembinaan dan pengawasan bank karena ketidakpatuhan terhadap
ketentuan yang berlaku { Perhatikan juga Undang-undang No.7 Tahun 19492
tentang Perbankan ).

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No SE 87 LPPB Tanggal 16
Mei 1975, apabila pemegang menawarkan bilyet give kepada bank tersanghu,
dan ternyata bilvet gire o kosong, maka bank tersanghut wiyih menetaknya
dengan alasan duna yang tersedia tidak cukup dan penolzhan tersebul harus
disertai surat keterangan penolaken (SKP) yang antara lam memuat nama dan
alamat lengkap penarik yang bersangkutan. Bilyet giro vang ditolak karena
alasan lain tetapi dananya tidak cukup tetap ditelak sebagai bilvet giro hosong,
Bank tersangkut wajib segera melaporkan penolakan tersebut dan
menyampaikan satu tembusan SKP kepada Bank Indonesia {c.q. Bagian Lalu
Lintas Pembavaran Giral bagi hank-hank di Jabkarta). atau kantor cabang Bank
Indonesia setempat bagi bank-hank di luar Jakarta  Bilvet Giro kosong i
heserta Sk dikembalikan kepada pemegangnya untub diselesakan dengan
penerbitnya, Tetaps saldo penarik vang bersanghutan tidak perly dibekukan
oleh bank.

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. SE 87/LUPPE tersebul, jika
seorang nasabah menerbitkan bilvet giro kosong pada suatu hank tiga kali
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dalam waktu cnam bulan, maka bank yang bersanghutan wajib menutup
rekening nasabah tersebut, Dalam hal terjadi penerbitan bilvet gire kosong
tiga kali dalam wakiu enem bulan pada beberapa bank, maka Bank Indonesia
akan mengintruksikan kepada bank-bank pemelihara rekening untuk menutup
rekening nasabah vang bersangkutan, Dalam hubungan ini, agar nasabah
mengetahui dan menyadar kemungkinan dikenakan sanksi tersebut, maka
setiap kali terjadi penolakan bilvet giro kosong, bank wajib memperingatkan
masabah vang bersanekutan dengan surat schagai berikut:

a. Untuk pelanggaran penerhitan Bilvet Giro kosong pertama diberi surat
peringatan | (SP 1) yang berisi pernyataan agar nasabah vang
bersangkutan tidak menank Bilvet Giro kosong lagi;

b. Untuk pelanggaran penerbitan Bilyvet Giro kosong  kedua diberi surat
peringatan 2 (5P 2) yang berisi ancaman penutupan rekening dan
pencantuman namanya dalam daftar katam jika terjadi pelanggaran untuk
K:tiga kalinya, Surat peringatan 2 bagi sasabah vang menarik Bilyet
Giro kosong kedua pada bank fain, dikeluarkan oleh Bank Indonesia;

¢, Untuk pelanggaran penerbitan Bilyet Giro kosong ketiga kepada nasabah
langsung diberitahukan dengan surat bahwa rekening nasabah tersebut
ditutup, Dalam surat pemheritahvuan penutupan rekening (5PR)
dicantumkan pula syvarat-syarat rehabilitasi vang harus dipenuhi.

Setiap kali Surat Peringatan (5P) atau Surmt Pemberitahuan Penutupan
Rekening (SPPR) kepada nasabah, satu tembusannya harus disampaikan
kepada Bank Indonesia c.q. Bagian Lalu Lintas Pembayaran CGiral bagi bank-
bank di Jakarta, dan kepada cabang Bank Indonesia setempat bagi bank-bank
di tuar Jakara.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan, tenggang wakiu
penawaran adalah jangka waktu vang disediakan oleh penerbit Kepada
pemegang untuk meminta pelaksanaan pemindahbukoan dalam bilvet gire
kepada tersanghkut, yvaitu 70 (tujuh puluh hari} hare terhitung sejok tanggeal
penerbitan, Bank tersangkut wajih menol:ak bilvet giro vang ditawarkan
kepadanya apabila terpenuhi alasan-alasan vang dijelaskan dalam SEBG Salah
satu alasan penoclakan bilyet giro oleh bank tersanghut adalah karena bilyet
giro tersebut termasuk sebagai bilyet giro kosong. Bilyer giro kosong adalah
hilyet giro yang ditawarkan kepada bank, namun dana dalam rekening penarik
pada bank yang bersangkutan tidak cukup wntuk memenuhi perintah
pemindahbukuan ke dalam rekening pemegang bilyvet giro,
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5.6 Pembatalan Bilyet Giro

Menurut ketentuan Pasal 7 SKBG, penerbit tidak boleh membatalkan
bilyet giro selama dalam tenggang wakiu penawaran {tenggang wakiu 70 hari),
Pembatalan bilyet giro hanva dapat dilakukan setelah tanggal berakhirnya
tenpgang waktu penawaran dengan suatu surat pembatalan vang ditujukan
kepada tersangkut dengan menyebutkan nomor bilvet giro, tanggal penerbitan,
jumlah dana yang dipindahbukukan. Ini berarti jika dalam tenpgang waktu
penawaran terjadi pembatalan, bank tersangkut telap dapat melaksanakan
perintah pemindah-bukuan, dan tindakan tersebut adalah sah. Ketentuan ini
memiliki Kesamaan dengan Ketentuan Pasal 209 KUHD.

Bilyet Giroe dan Cek mempunyai tenggang waktu penawaran 70 hari.
Selama tenggang wakiu tersebut, bilvet giro atau cek tidak dapat dibatalkan.
Pembatalan yang dilakukan dalam tenggang wakiu tersebut tidak mempunyai
kekuvaran, Setelah tenggang waktu tersebut berkhir, maka setiap saat penerhit
dapat membatalkan hilvel giro vang sudab diterbitkannya itu.  Namun
demikian. bukan berarti hak pemegang menjadi hilang, tesapi hak pemegang
hanye dapat direalisasikan di luar ketentuan surat berharga { bilver Eiru).

Jika setelah tengzang wakiu penawaran berakhir dan penarik juea tidak
membatalkan bilyet giro, maka menurur ketentuan Pasal 6 Avat {3) SKBG
pemindahhukuan oleh bank tertarik tetap dapat dilaksanakan sepanjang
dananya masih tersedia, Fka dana sudah tidak tersedia, jatan yang ditempuh
olch pemegang adalah menagih langsung kepada penerbil. Atau setelah
penerbit menvediakan dana pada bank tersangkut, perintah pemindalibukuan
melalui bilyet giro masih dapat dilaksanakan sebelum bilvet giro menjadi
daluarsa. Menurut ketentuan Pasal |1 SKBG daluarsa bilvet giro adalah 6
{enam) bulan terhitung mulai Tanggal berakhirnya tenggang waktu penawaran,

5.7 Keuntungan Menggunakan Bilyet Giro

Banyak keuntungan vang dapat diperoleh dari penggunan Bilyer Giro,
Abdulkadir Muhammad (2003 241). misalnva menguraikan beberapa
Keuntungan menggunakan bilyet giro sebagaimana berikut ini:

a. Pengpunaannya lebih aman;
bilyet giro yang telah diisi lenghap nama dan bank penerima dana tidak
dapat digunakan cleh orang lain apabila hilang, dicuri atau lepas dari
kekuasaan pemaliknya. Selain itu, bilyet giro tidak dapat dibayar dengan
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uang tumai. tidak dapat dipindahtangankan secara endosemen  atau
penverahan nyota dari tangan ke tangan. kecuali penyerahan doun penark
kepada pemegang:

Kewajiban penyvediaan dana; pada bilvet giro kewajiban penvediaan dana
olek penerbit baru timbul pada saal Tanggal efektif tiba. Sebelum it
masih ada kesempatan bagi penerbit untuk berusaba mencar: dana,
sedanghkan bilyet gire sudah beredar sehagai alat bavar pemindahbukoan.
Penawaran bilvet giro sebelum Tanggal efektif akan ditolak aleh bank
tertarik tanpa memperhatikan spakah danapva cukup atan tidak;
Pelaksanaan perintah sampan pada tujuanmva

bilyet giro yang telah diisi lenghap oleh penerban tidak dapat beredar lagi
dan penerbit dapat mengetahui segera bahwa dananya sudah
dipindahbukukan ke dalam rekening orang yang ditujunya.

. Kepastian hukumnya sama dengan cek;

bilyet gire sama halnya dengan cek tidak dapat dibatalkan selama tenggang
withiu penawaran. Jadi, pemegang merasa terjamin kepastian haknya
mempereleh pembayaran dengan pemindahbukuan melalui bilvet giro vang
ditawarkannva kepada bank tertarik.

Anjuran Bank Indonesia:

bagi para nasabah bank atau pemilik rekening gire di bank dianjurkan
oleh Bank Indonesia agar di samping menggunakan cek juga menggunakan
hibvet giro, yaitu alar bavar dengan cara pemindahbukuan. Hal imi ada
pengaruhnya terhadap peredaran vang karal.
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BAB VI
PASAR MODAL DAN SURAT BERHARGA

6.1 Perkembangan Surat Berharga

Pada pokok bahasan kesatu, telah dijelaskan mengenai teeri Scheltema

tentang surat berharga, vaitn Scheltema menggolongkan surat atas tunjuk dan
atas pesgganti berdasarkan perikatan dasarnya”™ menjadi tiga golongan, yaitu:

i,

Lakenrechreliike popicren (surat-surat vang bersifat hukum kebendaany;
15i perikatan daamyva ialah unmuk menycrahkan barang vang tersebut dalam
surat itu, Akibat hukum penyerahan surat-surat itu kepada pihak lain adalah
peaverahan barang yang terschut di dalamnya. Inilah sifat-sifat hukum
kebendaan dari pelongan ind, Yang lermasuk polongan ini adalah
konosemen, ceel fworeand ). Baik konosemen mavpun ceel dapat diterbitkan
atas tunjuk atau alas pengganti

Lidmaatschaps papieren { surat-surat tanda keanggotaan dari suatu
persekuluan;

Isi perikatan dasarnya ialah hak-hak tertentu vang diberikan aleh
persekutuan kepada pemegangnya, misalnya hak suara, hak rapat, hak untuk
mempercleh hewntungan atau deviden. Termasuk dalam golongan ini adalah
surit saham Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, sural keanggotaan
koperasi. Surat-surat ind pada umumnyva diterbitkan atas wnjuk dan atas
nama fap manre ), sedangkan undang-undang dan prakiik tidak mengenal
saham atas pengganti.

Schuldvorderings papieren (surat-surat tagihan hutang);

Isi perikatan dasarnva ialah untuk membavar sejumlah vang, artinya
pemegang surat itu berhak mendapatkan pembayaran sejumlah uang yang
tersebut di dalamnya dari penandatangan. Termasuk golongan ini adalah
surat atas tunjuk dan atas pengganti yang tidak termasuk dalam golongan
pertama dan kedua,

Lhimersi Hukwm Swrit Berbarga 123



Bertolak dari pendapat Scheltema tersebut di atas dapat diketahui, bahwa
surat berharga termasuk klasifikasi huruf (¢}, yaitu surat vang isi perikatan
dasarnya adalah “pembayaran sejumlah vang”. meliputi wesel, aksep, cek,
promes atas lunjuk, kuitansi atas tonjuk, Surat-surat i diatur dafom KUHD
Buku Kesatu Titel 6 dan Titel 7

Abdulkadrr Muhammad (2003 254) menjelaskan, kenyataan sekarang
menunjukan bahwa surat berharga tidak hanva meliputi surat yang diatur dalam
K UMD tersebot, melainkan meliputi saham. vange neaurot klasifikas: di atas
termasuk dalam klasifikasi pada hural (b Sabaim memenuhi kriteria sebagai
surat berharga. Dengan demikian, sabam termasuk dalam klasifikasi hurub
{ch

Lndang-undang Mo, [0 Tahun 1998 Tentang Perobahan Atas Lindang-
undang MNo.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dan Uindang-undang No $ Tahun
1995 Tentang Pasar Modal, memasukan jenis surat lain vang termasuk sehagai
surat berharga'selain yang telah diatur dalam KUHI. Kalsifikas: sural berharga
menurul undang-undang tersebut adalah:

a. Undang-undang MNo. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-
undang No.T Tahun 1992 tentang Perbankan, dalam Pasal | angka (10}
menyvebul: Surat berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, saham,
oblizasi, sekuritas kredit, atau sctiap derivatifnyva, atau kepentingan lain
atau swalu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim
diperdagangkan dalam Pasar Modal dan Pasar Uang;

b. Undang-undang Mo.8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. dalam Pasal |
angka {5) menyebut: Efek adalah surat berharpa, vaitu sural pengakuan
utang, surat berharga komersial. saham, obligasi, tanda bukt otang, LInt
Penvertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak berjangka atas efek, dan
setiap derivatif dari efek.

Bertolak pada ketentuan kedua undang-undang tersehut di atas udak
diperoleh pengertian surat berharga , melainkan hanya depat diketahui berbaga
jenis surat yang menurut kedua undang-undang tersehut adalah termasuk surat
berharga dan dapal diperdagangkan di Pasar Modal dan di Pasar Uang
Dihubungkan dengan teori Scheltema tentang surat berharga, maka dapat
diketabui bahwa teori ini telah mengalami perubaban. Perubahan tersebut
adalah pada surat saham yang menurut Scheltema termasuk jenis surat
keanggotaan dari suatu persekutuan, dalam kedua undang-undang tersebut
saham termasuk surat berharga. Demikian juga halnya dengan jenis surat lain
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yang disebut dalam kedua undang-undang tersebut sehagai surat berharga
ternyata tidak semua surat tersebut termasuk dalam surat berharga yang diatur
dalam KUHD. Ini berarti surat berharga telah mengalami perkembangan dari
yang semula hanya surat-surat yang diatur dalam Buku Kesatu Titel 6 dan
Titel 7 KUHD, kini dalam peraturan perundangan di luar KUHD telah diatur
jenis surat lain yang termasuk sebhagai surat herharga. Surat berharga terschut
diperjualbelikan di pasar vang dan di pasar modal,

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan, teori surat
berharga vang dikemukakan Scheltema telah mengalami perubahan dan
perkembangan. Perkembangan tersebut ditunjuban dengan adanya jenis surat
berharga lain selain surat berharga vang diatur dalam KUHD. Surat berharga
di luar KUHD dan diperdagangkan di Pasar Modal adalah janis saham dan

obligasi.
6.2 Pasar Modal
Pengertian Pasar Modal

Pengertian Pasar Modal secara umum merupakan tempat bertemunya
para penjual dan pembeli untuk melakukan ransaksi dalam rangka memperoleh
modal, Penjual datam Pasar Modal merupakan perusahaan yang mermbutuhkan
modal (emiten), sehingga mereka berusaha untuk menjual efek-efek di Pasar
Modal, Sedangkan pembeli (investor) adalah pihak yang ingin membeli maodal
di perusahaan yang menurnt mereka menguntungkan, Pasar Modal dikenal
dengan nama Bursa Efck (Kasmir, |998; 167).

[i Indonesia undang-undang vang mengatur tentang Pasar Modal adalab
Undang-undang No.8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, selanjutnya disinghat
UUPM. Dalam Pasal | angka (13} UUPM dinyatakan, Pasar Modal adalah
kegiatan yang hersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek.
perusahaan publik vang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta
lembaga dan profesi vang berkaitan dengan efek. Pada angka (4} Pasal | UUPM
dinvatakan, Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan
sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek
pihak-pihak lain, dengan tujuan memperdagangkan cfek diantara mercka.
Herdasarkan dua ketentuan tersebut dapat dipahami, Pasar Modal menitik
beratkan pada kegiatan jual beli efek, Sedanghan Burss Efek menitik beratkan
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pada pihak yang menvelenggarakan dan menvediakan sarana dalam kegiatan
jual heli efek.

sebagnimana telah divraikan di atas efek menorue LUPM adalah surat
berharga, vaitu Efek adalah surat berharga, vaitu sural pengakuan ulang, surat
berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan
Kontrak Investasi Kolcktif, Kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif
dari efek. Jadi. dalam Pasar Modal terjadi perdagangan efek atau surat berharga,
Pihak wang melakukan penawaran umum atau pibak peocan modal disebot
emiten, sedangkan pihak yvang akan membeli atan menanambkan modal disebut
mvestor. Efek atau surat berharga vang akan diperjual behikan dikenal dengan
parna instrumen Pasar Modal.

Mode! vang diperdapangkan di Pasar Modal merupakan modal vang
divkur dari jangka wakiunya termasuk modal jangka panjang. Modal jangka
panjang adalah modal yvang masa pengembaliannya lebih dari satu tahun, Bagi
emiten, menjual efek jangka panjang sangat menguntungkan karena masa
pengembalionnya relatif cokup panjang. Bentuk efek teraebin bersifat kepemi-
likan dan bersifat utang. Instrumen Pasar Modal vang bersifat kepemilikan
diwujudkan dalam bentuk saham, sedanghkan yang bersifat utang diwujudkan
dalam bentuk obligasi (Kasmir, 1998 169}, Dengan demikian saham dan
Obligasi merupakan surat berharga vang diperdagangkan di Pasar Modal,
karena saham dan obligasi termasuk jenis surat berharga jangka panjang.
Sedangkan untuk jenis surat berharga jangka pendek tidak diperdagangkan
pada Pasar Modal, melainkan di Pasar Uang,

Para Pihak di Pasar Modal

Dadam kegiatan perdagangan efek di Pasar Modal melibatkan para pihak
sebagal pemamn dalam kegiatan tersebut vang terdinn mdari prihak utama dan
pikak penunjang. Pihak utama dalam Kegiatan tersebut adalah emiten dan
investor, Sedangkan pihak penunjang kegiatan tersebut adalah lembaga
penumjang. Lembagea penunjang vang berperan datam perdagangan efek adalah
yaitu penjamin emisi (wader writer), perantara perdagangan efek (froker
pialang), pedagang efek (dealer). dan penanggung fguaranior),

Emiten adalah pihak vang melakukan penawaran umum, Penawaran
umum adalal kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk
menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tatacara vang diatur dalam
ULUPM dan peraturan pelaksanaannya {Pasal | angka (6) UUPM). Menurut
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Kasmir (1998: 174), pihak Kedua dalam perdagangan efek adalah pemodal
yang disebut juga investor. Investor akan membeli atau menanamkan modatnya
di perusahasn vang melakukan emisi dengan terlebih daholu melakukan analisis
terhadap perusahaan emiten

Menurut Kasmar {9998 1750, selain pihak wtama dalam perdagangan
efeh akan melibatkan lembaga penenjang vang berfungsi antara lain turut serta
mendukung heroperasinya Pasar Modal, sehingpa mempernmindah baik emiten
s v estor dalam melabkukan berbapai kegiatan vang berkatian dengan
Pasar Modal  Lembapa pesungang ving memegang peranan penting dalam
Pasar Modal adalah penjamin emisi, perantars perdagangan elek. pedapang
efek dan penanggunyg. Penjamin emisi efek adalab pithak yang membaat kontrik
dengan emiten vetuk melakukan penawaran dimuom bags Kepantingan emiten
dengan atau tanpa kewapiban untuk membeli sisa efek vang tidak terjual.
Perantara perdagangan efek atau lebrh dikenal dengan nama broker atsu pialang
adalah merekn vang berfungsi menjadi perantara dalam jual beli efek, yaitu
pemntara antors emiten dengan investor. Pedagang efek atau dikenal dengan
sebulan desler adabah mereks yvong becfunesi sebagan pedagang atau sebaga
perantara dalam jual beli efek, misaliva pafang, perbankan, lembaga-lembagn
non bank dan Perseroan terbatas (FF17)

Dalam UUPM veng termasuk sebagar lembaga penunjang Pasar Modal
adalah Kustodian, Bire Administrast Efek dan Wab Amanal. Koestodian edabah
pihak yang memberikan jasa penjuatan efek dan harta lam yang berkaitan
dengan efek serta jasa luin, termasuk menerima deviden, bungan dan hak-hak
tain. menvelesatkan transahsi efek, dan mewakili pemegang rekening yang
menjadi nasabahnya Biro Administrasi Efek adafah pihak vang berdasarkan
kontrak dengan emiten melaksanakan pencatatan pemilikan efek dan
pembagian hak yang berkaitan dengan efek, Wali Amanat adalah pihak yang
mewakili kepentingan pemegang efek vang bersifat utang.

Berdasarkan wraian terscbut di atas dapal disimpulkan, Pasar Modal
adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan
efek, perusahaan publik yvang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta
lembaga dan profesi vang berkaitun denpan efek. Bursa Efek adalah pihak
yang menvelengoarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk
memper-lemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain, dengan tuyuan
memperdagangkan efek diantara mereka. Jadi, Pasar Modal menitik beratkan
pada kegiatan jual beli efek. Sedanghan Bursa Efek menitik beratkan pada
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pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sarana dalam kegiatan jual
beli efek. Efek adalah surat berharga, vaitu surat pengakvan utang, surat
berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti wtang, Unit Penyertaan
Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatit
dari efek, Dalam perdagangan efek di Pasar modal akan melibatkan para pihak.
yaitu emiten, investor dan lembaga penunjang.

6.3 Saham
Pengertian dan Pengaturan Saham

Saham merupakan salah satu jenis surat berharga yang ada dalam prakiek
dan tidak ada pengaturannyva dalam KUHD, Menurut ketentuan Pasal 1 angka
(10} Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-
undang Mo.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, selanjutnya disingkat UUPRB,
surat berharga adalah surat pengakvan utang, wesel, saham, obligasi, sekuritas
kredit, atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain atau suatu kewajiban
dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal
dan pasar uang. Sedangkan Menurut Undang-undang Mo 8 Tahun 1995 Temang
Pasar Modal, selanjutnya disingkat UUPM Pasal ! angka (5), efek adalah
surat berharga vaitu sural pengakuan utang, surat berharga komersial, saham,
obligasi, tanda bukti utang, unit penvertaan kontrak investasi kolektif, kontrak
berjangka atas efek dan setiap derivatif dari efek. Jadi, berdasarkan ketentuan
pasal dalam kedua undang-usndang tersebut, saham merapakan salah satu jenis
surat berharga.

Dalam ULUPT tidak dijumpai definisi atau pengertian saham. Pada Pasal
24 LILPT hanva disebut, modal perseroan terdiri atas seluroh nilai nominal
saham. Saham tersebut dapat dikeluarnakan atas nama dan atas tunjuk. Saham
atas nama adalah saham yang mencantumkan nama pemegang, sedangkan
sitham atas tunjuk adalah saham vang tidak mencantuimkan nama pemegang.
Untuk selanjutnya saham diatur datam UUPT Pasal 42 sampai dengan Pasal
53, Menuru Abdulkadir Mubammead {2003 : 256), saham adalah surat berharga
bukti kesertann penvetoran modal pada Perseroan Terbatas vang memberikan
hak kepada pemegangnva sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. |
Tahun 1995 Tentang Perseroan. selanjutnyva disingkat UILIPT. Dalam pengertian
tersebut terdapat unsur-unsur pengertian saham, yaitw:
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a. sural berharga, ini berarti dalam saham tertulis sejuimlah vang vang menjadi
hak pemegang, hak tersebut dibuktikan dengan penguasaan saham itu,
dan saham itu dapat dipindahtangankan:

b. bukti penvetoran maodal, ini berart: pemegang saham i adalah penanam
modal pada Persercan Terbatas yang dibuktikan denpan saham vang
dikuasninya;

¢, hak pemepang. ini berarti dengan menguasai saham il pemegant mermper-
oleh hak seperti diater dalam UUPT, misalnya hak atas deviden dan hak
untuk mengikuti RUPS.

Klasilikasi salnm

Menurut ketentuan Pasal 46 Ayat (1) UUPT, Angparun Dasar dapat
menetapkan I{satu) klasifikast saham atau lebih. Yang dimaksud klasifikasi
saham adalah kelompok saham vang satu sama lain mempunyai karakeeristik
yang sama, dan karakteristik mana membedakannya dengan sabam yang
merupakan kelompok saham dari klasifikasi yang berbeda. Ayat (2)
menyatakan, setiap saham dalam klasifikasi vang sama memberikan kepada
pemegangnya hak yang sama. Ayal (3), dalam hal terdapat lebih dari satu
klasifikasi saham, maka dalam Anggaran Dasar ditetapkan satu klasifikasi
salam sebagar saham biasa, Yang dimaksud saham biasa adalah saham vang
memberikan lak suara untuk mengambil keputusan dalam RUPS mengena
segala hal vang berkaitan dengan pengurusan perseroan. hak menerima
pembagian deviden dan atau kekayaan dalam proses likuidasi. Hak suara yang
dimiliki aleh pemegang saham biasa dapat dimiliki juga oleh pemegang sabam
klasifikasi lain. Selanjutnyva dalam Avat (4) Pasal 46 UUPT dinvatakan, selain
Klasifikasi suham biasa dalam Anggaran Dasar dapat ditetapkan satu klasifikasi
saham ataw lebif
i 1) dengan hak suara khusus, hersvarat, terbatas atau tanpa hak suara;

{2} yang setelah jangka wakiu tertentu dapat ditarik kembali atau dapat ditukar
dengan klasifikasi saham lain;

{3) yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima pembagian
deviden secara kumulatit dan/atau,

{4) yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima lebih dahulu
dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian deviden sisa kekayaan
persewroan dalam likuidas:,
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Berdasarkan ketentuan Pasal 46 UUPT tersebut dapat diketahui,,
perseroan berhak menerbitkan berbagai klasifikasi saham, tetapi UUPT
mensyaratkan diantara berbagai jenis saham itu harus ada saham biasa,

Menurut Kasmir {1998: 170) jenis saham dapat ditinjau dari beberapa
segi. Berdasarkan cara peralihannya, saham terdiri dari sabam atas tunjuk dan
saham stas nama, Berdasarkan hak tagih dalam saham tersebut, terdiri dari
saham biasa dan saham preveren. Hagi pemegang saham biasa hak untuk
memperoleh deviden akan didahulukan kepada pemegang saham preveren.
Begitu pula hak terhadap hesia apabila perusahoan dilikuidasi.

Pengeluaran Saham Baru oleh Perusahaan

Ui hukom mengenal tiga macam modal dalam perseroan, yaitu modal
dasar, modal ditempatkan dan modal disetor. Dalam UUPT modal disetor harus
sama dengan modal yang telah ditempatkan dan diambil bagian selunchnya
oleh para pemegang saham. Modal ditempatkan tersebut sekurang-kurangnya
harus mewakili 25 % dari seluruh modal dasar perseroan. Selanjutnya setiap
peningkatan modal ditempatkan ini dilakukan dalam bentuk pengeluaran saham
baru oleh perseroan, yang kecuali diperkenankan untuk disimpangi, harus
ditawarkan duly kepada pemegang saham yang ada dalam perseroan secara
proporsional dengan pemilikan sshamnya untuk masing-masing kelus saham
{Ahmad Yani, 1999 5E). Menurut ketentuan Pasal 42 UUPT, setiap
pengeluaran saham, nilai nominal saham harus dicantumkan dalam mata vang,
Republik Indonesia. Saham tanpa nilai nominal tidak dapat dikeluarkan, Saham
atas tunjuk hanva dapat dikeluarkan apabifa nilai nominal saham atau nilai
yang diperjanjikan disetor penub, Dengan demikian dalam saham atas tunjuk
dapat dibuktikan bahwa pemegangnya telah melunasi nilai nominalnya,
schingga dalam saham atas tunjuk, pemegangnya berhak penuh atas saham
tersebut. Dalam Pasal 44 ULIPT ditetapkan, kepada pemegang saham diberikan
bukti pemilikan saham untuk saham yang dimilikinya. Kepemilikan atas saham
tersebut memberikan hak kebendaan kepada pemiliknya vang dapat
dipertahankan terhadap setiap orang (Pasal 54 UUPT), Selain bukti berupa
saham, masih ada bukti lain dari kepemilikan saham, yaitu Daftar Pemegang
Saham yang wajib dibuat oleh setiap perseroan. Kepemiliken saham oleh
anggoeta direksi dan komisaris serta anggota keluarganya dibuat dalam daflar
khusus [ Pasal 43 ULIFT ).
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Pemindahan Hak atas Saham dan Gadai Saham

Pasal 49 Avat { 1) UUPTmenyatakan, setiap pemindahan hak atas saham
atas nama dilakukan dengan akta pemindahan hak, Yang dimaksud dengan
akta adalah akta notaris atau akta yang dibuat di bawah tangan. Akta
pemindahan hak terschut salinannya disampaikan secara tertulis kepada
perseroan. Kemudian Pasal 49 Ayat (1) menyatakan, pemindahan saham atas
twnjuk dilakukan dengan penyerahan surai saham. Dalam Anggaran Dasar
dapai diatur pembatasan pemindshan hak atas saham, yailu keharusan
menawarkan lebih dahulu kepada kelompok pemegang saham tertentu, atau
pemegang saham lainnya, dan atau keharusan mendapat persetujuan dahulu
dari organ perseroan { Pasal 50 ULIPT).

Menurut ketentuan Pazsal 533 UUPT, saham atas tunjuk dapat digadaikan,
sedangkan saham atas nama dapat digadaikan sepanjang tidak ditentukan lain
dalam Anggaran Dasar. Gadai saham harus dicatat dalam Dattar Pemegang
Saham dan Daftar Khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 43, Hak suara atas
saham vang digadaikan tetap ada pada pemegang saham. Dalam hukum
jaminan gadai saham atas tunjuk cukuep dengan cara menyerahkan saham
tersebut kepada pemegang gadai. Pemegang gadai tidak dibenarkan menikmati
harang gadai, artinya deviden vang diperoleh dari saham tersebut tetap menjadi
pemilik saham. Akan tetapi menurut perjanjian, pemegang gadai dapat
menggadaikan lagi saham fersebut kepada pihak lain,

6.4 Obligasi
Pengertian Obligasi

Istilah Obligasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu Obligarie atau
verplichting ataw obligaat yang berarti kewajiban vang tidak dapat
ditinggalkan, atau surat utang, atau pinjaman negara'perseroan dengan bunga
tetap untuk pemegang. Jadi, sifamya obligatoir (mengikat ), Sedangkan istilah
obligaat artinva jaminan, tanggungan, apa vang haros dibayar atau diserahkan
(Heru, 2004: 44)

Obligasi adalah surat berharga tanda pengakuan hutang pada atau
peminjaman dari masyarakat dalam bentuk tertentu, untuk jangka waktu
sekurang-kurangnya tiga tahun dengan memberikan bunga yang jumlah serta
saal pembayarannya telah ditentukan lebih dahule oleh penerbitnya
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(Abdulkadir Muhammad, 2003: 254). Dalam definisi tersebit dapat dirinci
unsur-unsur utama obligasi, yaitu;

surat berharga, ini berarti padaohligasi itu tertulis sejumlah vang vang
menjadi hak pemepang, hak tersebut dibuktikan dengan menguasai obligasi
itu, dan obligasi imu dapat dipindabtangonkan kepada pihak Lain;

tanda pengakuan hutang, ini berarti sama dengan aksep vang diater dalam
KUHD, setiap pemegang vang menunjukan cbligasi pada tanggal yang
telah ditentukan berhak menerima sejumlah vang seperti vang tertulis
dalam obligasi dan sejuolah bungan vang diperjanjikan penerbitnya;
bentuk tertentu, artinva memenuhi syarat-syarat formal seperti vang diatur
dalam KLHD

jangka waktu tertentu, ini menunjukan bahwa obligasi merupakan surat
kredit, vang hanya dapat dilunasi setelab jangka waktn yang telah
ditetapkan berakhir;

penerbat, setiap penerbit obligasi adalah badan hukum, vaitu perseroan
terbatas yang bergerak di bidang perbankan, lembaga keuangan non bank
atan ussha pembangunan vital.

Surat berharga obligasi {bomdy pmerupakan imstruomen ulang bagi perusa-

haan vang hendak memperaleh modal, Berbeda dengan saham, maka obligasi
tidak mempunyai hak terhadap mancjemen dan kekayaan perusahaan, Aminya
perusahaan vang mngeluarkan obligasi hanyva mengakui mempunyai hutang
kepada pemegang obligas: sebesar obligas: vang dimilikinva. Utang ini akan
ditunasi apabila telah sampai waktunva (Kasmir, 1998: 171). Perbedaannya
dengan saham (Abdulkadiv Muhammad. 2003: 266) adalah:

i

saham merupakan bukti kesertaon modal pada perseroan terbatas,
sedangkan obligasi merupakan bukti pengakuan hutang perseroan terbxatas
pada masyarakat;

keuntungan vang diberikan pada pemegang saham berpantung pada keunte-
ngan vang diperoleh perseroan terbatas, sedangkan besamya bunga obligasi
bersifat tetap tidak berpantung apakah perseroan rugi atau vntung;

Jika perusahoan bangkrut. maka pemegang saham akan regi sehesar saham
vang dimilikinya, sedangkan pemegang obligasi tetap mempercleh haknyva
sebesar nitai obligasi vang dimilikinya.
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Pengaturan Obligasi

Sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan di Indonesia
yang mengatur secara khusus mengenai obligasi, Definisi dan pengertian
obligasi tidak ditemukan dalam peraturan perundangan di Indonesia. Dalam
KUHPdt Pasal 1878, Pasal | angka 5 Undang-undang MNo.B Tahun 1995
Tentang, Pasar Modal, Pasal | angka {10 Undang-undang No.7 tahen 1992
vang telah diubah dengan Undang-undang No 10 Tahun 1998 tentang
Perbankan hanva ditemukan terminologi obligasi dan tidak memberikan
definisinya,

Penerbitan dan perdagangan obligasi merupakan hubungan hukum
perdata dan obligasi merupakan surat berharga, makz selama belum ada
peraturan khuus yang mengatur tentang obligasi ketentuan dalam KUHPd
khususnya mengenai hutang piutang dan ketentuan KUHD khususnys tentang
surat berharga menjadi landasan hukum obligasi (Heru, 2004; 48), Dijelaskan
lebih lanjut { Heru, 2004: 491, jika dipertanyakan tempat obligasi diatur dalam
KUHPdL, maka jawabnya tidak ada, Namun mengingat obligasi tersebul
merupakan hasil perbuatan manusia yang bersifat perdata, maka secara tidak
langsung landasan hukum ditemukan hal tersebut dalam KLUHPdAL khususnya
Buku Ketiga tentang Perikatan Pasal 1233, 1234, 1235, 1239, dan [240, Pasal
1754 s/d Pasal 1759 tentang pinjam mengganti, Pasal 1865 s/d Pasal 1993
tentang Pembuktian dan Daluarsa. Dalam KUHD juga tidak ada ketentuan
secara cksplisit mengatur obligasi. Namun mengingat obligasi adalah jenis
surat berharga maka terdapal asas, prinsip, teori dalam ketentuan mengenai
sural berharga dalam Buku Kesatu Titel 6 dan Titel 7 vang dapat diteraphkan
dalam obhgas

Untuk chligasi negara, landasan hukem atau pengaturannya terdapat
dalam Undang-undang No. 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara {5UN)
dan Peraturan Perlaksanaannya adalah Peraturan Bank Indonesia No. 5/4/PBIY
2003 tanggal 21 Maret 2003 tentang Penerbitan, Penjualan, dan Pembelian
serta Penatausahaan SUN, Dalam Pasal | Peraturan Bank Indonesia ini
dinyatakan, SUN adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang,
vang terdiri atas Surat Perbendaharaan Negara yang berjangka waktu sampai
dengan 12 bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto dan Ohbligasi
Negara yang berjangka wakiu lebih dari 12 bulan dengan kupon dart atau
pembayaran bunga secara dishonto,
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Dengan demikian, landasan hukum obligasi secara umum adalah

KUHPdt Buku Ketiga dan KUHD Buku Kesatu Titel 6 dan Titel 7. Sedangkan
untuk Obligasi Megara landasan hukumnya adalah Undang-undang No.24
tahun 2004 Tenirng Surat-surat Utang Negara dan Peraturan Bank Indonesia
Mo 5/4/PBI2003, tel 21 Maret 2003,

Klasifikasi Obligasi

d.

Jenis obligasi menurut Kasmir ( 1998 171) adalah:
ditinjau dari segi peralihan, yaitu dari obligasi atas tunjuk dan obligasi
alas nama;
ditinjau dari segi jaminan yang diberikan atau hak klaim, yaitu obligasi
dengan jaminan dan obligasi lanpa jaminan. Obligasi dengan jaminan
adalah obligasi yang dijamin dengan jaminan tertentu, jenis obligasi im
antara fain obligasi dengan garansi, obligasi dengan jaminan harta, obligasi
dengan jaminan efek, dan obligasi dengan jaminan peralatan. Sedangkan
obligasi tanpa jaminan adalah ohligasi vang diberikan hanya dalam bentuk
kepercayaan semata, misalnya obligasi vang diterbitkan pemerintah;
ditinjau dari segi cara penetapan dan pembavaran bunga dan pokok, yaitu
obligasi dengan bunga tetap, obligasi dengan bunga tidak tetap dan obligasi
tanpa bunga. Obligasi dengan bunga tetap adalah obligasi yang memberikan
bunga tetap setiap priode tertentu. Obligasi dengan bunga tidak tetap adalah
obligasi dengan bunga tidak tetap karcna biasanya bergantung pada suku
bunga bank vang berlaku pada suatu priode tertentu. Obligasi tanpa bunga,
merupakan obligasi vang tidak memberikan bunga hepada pemegangnya.
Keuntungan vang diharapkan pada obligasi ini adalah selisih antara nilai
pembelian dengan nilai pada saat jotub tempo:
ditinjau dari segi penerbit, yaito obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah
dan obligasi vang diterbitkan oleg swasta;
ditinjau dari segi jatuh tempo, vaitu obligasi jangka pendek vang waktunya
tidak lebih dari satu tabhun dan obligasi jangka menengah yang jangka
waktunya antara | tahun sampai 3 tahun, serta obligasi jangka panjang
yang jangka waktunya lebih dar 5 tahun.
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Penerbitan dan Perdagangan Obligasi

C¥bligasi adalah anda pengakuan hutang pada atau peminjaman dari
masyarakat dalam bentuk tertentu, untuk jangka wakiu sekurang-kurangnya
tiga tahun dengan memberikan bungs vang jumiah serta sast pembayvarannya
telah ditentukan lebib dabulu oleh penerbitnva, Artinya perjanjian vang
menjadi dasar terbitnya obligasi adalah perjanjian peminjaman dana atau uang
kepada pibak L, Perjanjian ini dalam hukum surar berharga disebut sebagai
perikatan dasar. Jadi, latar belakang terbitnya ohligas: adalah adanya perikatan
dasar antara bpenerbit dan pemegang obligasi. Dalam hal ini penerbit
meminjam dona atau vang dan pemegang, Penerbitan obligasi merupakan
bukti atau pengakuan adanva suatu hutang tertentu terschut.

Dalam Undang-undang Mo 8 wmhun 1995 Tentang Pasar Modal, prosedur
yuridis perdagangan obligasi yvang merupakan salah satu jenis surat berharga
harus dilakukan dalam Bursa Efek (Her, 2004; 51

Ini berarti dalam proses penerbitan dan perdagangan Obligasi akan
melibatkan para pihak peloku Pasar Modal dan tunduk pada ketentuan-
ketentuan hukum tentang Pasar Modal,
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BAB VI
SURAT KREDIT BERDOKUMEN DALAM NEGERI

7.1 Pengertian dan Pengaturan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri

Salah satu alat pembayaran vang digunakan dalam transaksi perdagangan
vang dilakukan oleh penjual dan pembeli vang bertempat tinggal di kata atau
negara yang berlainan adalah surat kredit berdokomen. Dalam penggunaan
shrat kredit berdokumen sebagai alat bavar akan melibatkan bank sebagai pihak,

surat kredit berdokumen ¢(Dokumenicry Lotter of Credit) ¢-||k]f15|l|l.,¢|_-,|L.1n
menjadi dua, yaitu Surat Kredit Berdokumen Dalam Megeri (P ome st
Dhakeinmentary Levrer of Credin, selanjotin disinghat Sk BDN_ dan Surat Kredit
Berdokumen Anmtar Negara (forermational Dokumentary Lettor of Credit,
sefamfutmea disingkar LC ). Surat Kredit Berdokumen Dalar MNegeri (SKBDN)
diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 5/6/PR1/2007 Tentang Surat
kredit Berdokumen Dalam Neperi vang ditetaphan di Jakarta 1 negal 2 Mei
203 dan divndangkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4289, selanjutnya disingkat PBI No, 5/6/PB12003 Tentang SKBIDN
Diengan berlakunya peraturan mi maka Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia
Nomor. 2H1S0KEF/DIR, mnggal 31 Desember 1996 Tentang Surat Kredit
Berdokumen Dalam Negeri dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia
MNomor: 30/ 95/ KEP/TMR, tanggal 4 Februari 1998 Tentang Perubahan Atas
Pasal 3 ayat (3) Sorat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor: 2971 50/0KEPS
DIR, tanggal 31 Desember 1996 Tentang Surat Kredit Berdokumen Dalam
Megeri dinyatakan tidak berlaku. Unteh 1O lyar nezeri diatur dalam Dniforn
Custont and Practice for Dokumenion: Credies, selanputnyva disingkatr UCP,

Artikel 2 LCP 500 (Jhen, 1994: 104) memberikan definisi LiC. untuk
kepentingan pasal-pasal ini ungkapan docuniensary credis (s; dan Manhy fetter
isd of credit (vang selanjutnya disebut “kredit™), berarti seliap perjanjian apapun
namanya atau uraannya, di mana suatu bank {fsswing Bank) bertindak atas
permintaan dan perintah seorang nasabal (Agdicons) atau atas namanya sendiri:
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a. melakukan pembayaran kepada pihak ketiga (Beneficiary) atau ordernya
atau mengaksep dan membavar wesel-wescl yang ditarik oleh Beneficiary;
ata

b. member kuasa kepada bank lain untuk melakukan pembayaran tersebut
atau untuk mengaksep dan membavar wesel-wesel tersehut; atau

¢. memberi kuasa kepada bank lain untuk mencgosiasi atas penyerahan
dokumen-dokumen vang ditetapkan asalkan semua ketentuan alau
persvaratan kredit vang ditentukan telah dipenubi.

Menurut ketentuan Pasal | butir (1) PB] No. 5/6/PBI2003 Tentang
SKBON (Domestic Letier of Credity atau lazim dikenal sebagat “Letrer of
Credi (150 Dalim MNegeri adalah setiap janji berdasarkan permintaan tertulis
pemohon (Appficoaniy vang mengikat bank pembuka (fssuing Sark) untuk:

a, melakukan pembavaran kepada penerima atau ordernya, atau mengaksep
dun membayar wesel vang ditarik (diterbitkan) olch penerima; atau

b, memberi kuasa kepada bank lain untuk melakukan pembayaran kepada
penerima, atau mengaksep dan membayar wesel vang ditarik oleh penerima;
atau

¢, memberi kuasa Kepada bank lain untuk mencgosiasi wesel yang ditarik
oleh pencrima, atas penyerahan dekumen sepanjang persyvaratan dan
kondisi SKEBDM dipenuhi.

Dalam PBI No, 5/6/PBLEI003 Tentang SKBDN dietapkan, vang
dimaksud dengan janjitertulis adalah janji bank vang dapat dilakokan dengan
surat, teleks, swift, maupun sarana lainnya menurut kelaziman dalam prakiik
perbankan.

lika diperhatikan ketentuan Antikel 2 UCP 500 dan Pasal | angka (1)
SKSKBDN memberikan definisi vang sama terhadap surat kredit berdokuemen,
Berdasarkan ketentuan dalam dua peraturan tersebut surat kredit berdokumen
memiliki unsur-unsur sebapai berikut:

a. Janji tertulis bank berdasarkan permintaan tertulis pemohon;
b, Mengikat Bank Pembuka untuk:
{11 melakukan pembayaran kepada penerima atau ordernya, atau
mengaksep dan membayar wesel yang diterbitkan aleh penerima;
{21 member kuasa kepada bank lain untuk melakukan pembayaran kepada
penerima, mengaksep dan membavar wesel-wesel yang diterbitkan
oleh penerima, Bank lain yang diberi kuasa disebut Bank Tertunjuk:
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13} memberi kuasa kepada Bank tertunjuk menegosiasi wesel yang
diterhitkan oleh penerima. atas penyerahan dokumen, sepanjang
persyaratan dan kondisi SKBDN dipenuhi. Negosiasi adalah
pengambilalihan wesel dan atan dokumen oleh Bank Tertunjuk dengan
dizertai pembayaran.

Dengan demikian dalam pengpunaan SKBDN sebagai pembayaran akan

melibatkan pikak-pihak. vaitu pemohon dan penerima sebagai pihak ulama
dan bank sehagai pihak pemroses atau pelaksana yang akan melakukan fungsi
vang herbeda-beda

PRI Na. 5/6/PBEL2003 Tentang SKBDN memberikan pengertian terhadap

pihak-pihak tersebut, sebagaimana diuraikan berikut ini:

ia.

Pemohon (Applicant), yaitu orang atau badan usaha yang mengajukan
permohonan untuk membuka SKBDN pada Bank. Pemohon tersebut
begstatus pibak pembeli dalam transaksi perdagangan dalam negeri;
Penerima ( Beweficiary), vaitu orang atau badan usaha yang disebut dalam
wesel, SKRIN atan surat perjanjian lainnya vang terkait dengan SKBDON
tersebut sehaga pikak vang berhak mencrima pembavaran;

Bank Pembuka { Isswing Bank, vaitu bank yang menerbitkan SKBDN atas
permintaan pemohon;

Bank Penghonfirmasi { Confirming Bank), vaitu bank vang menghkonfirmasi
SKBDN dengan me-ngikatkan diri untuk membayar, mengaksep atau
mengambil alih wesel yang diterbitkan atas SKBDN tersehut:

Bank penegosiasi (Negoriating Bank), yvaitu bank yang melakukan
TREEO=IASE;

Bank Pembayar { Paving Bank), yaitu bank yang melakukan pembayaran
kepada penerima atas penyerahan dokumen yang telah disvaratkan dalam
SEEEDM:

Bank Peremburs { Reimbprsing Bank), yaitu bank vang ditunjuk oleh Bank
Pembuka untuk melakukan penggantian pembayaran {reimbursement hank)
kepada Bank Pembayar;

Bank Pengirim { Remmiting Bank), vaitu bank yang mengirimkan dokumen
yang disvaratkan dalam SKBDN kepada Bank Pembuka;

Bank Penstransfer (Transffering Bamk), vaitu bank vang atas permintaan
penerima melaksanakan pengalihan SKBDN, baik schagian atau selurahnya
kepada satu atau beberapa pihak lainnyva;
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. Bank Terarik . yaitu bank yang berkewajiban untuk melakukan pembayaran
atas wesel yang ditarik padanya;

k. Bank Tertunjuk (Nosiwatid Bark), vaitu bank yang diberi kuasa untuk
melakukan pembayaran atas tunjuk. melakukan akseptasi wesel atau
melakukan negosiasi.

Datam penggunaan SKBDN akan menimbulkan hubungan hukum
diantara para pihak vang terlibat tersebuor, Menorut Abdulkadir Muhammad
(2003: 278), apabila dirinci hubungan hukum yang diaur dalam SKBDN iw
ada empat jenis, vaitu:

a. Perdagangan antara Pembeli dan Penjual.  Pembeli wajib membayar
metalui Bank Pembuka yang kemuodian diteruskan kepada Bank Tertunjuk
untuk dibayarkan kepada Penerima/Penjual,

b. Pemberian kuasa antara Pembeli dan Bank Pembuka. Pembeli wajib
menyetor dana kepada Bank Pembuka yvang kemudian meneruskannya
kepada Bank Tertunjuk untuk dibayarkan kepada PenerimaPenjual;

¢ Pemberian kuasa antara Bank Pembuka dan Bank Tertunjuk untuk
dibayarkan kepada Penerima/Penjual.

d. Pemberian kuasa antara Bank Tertunjub dan Penerima/Penjual. Bank
Tertunjuk wayib membayar kepada Penerima/Penjual dengan menerima
semua dokumen yang terkail dengan SKBDN yvang kemudian diteruskan
kepada Bank Pembuka untuk diserahkan kepada pembeli/Pemohon
SKBDN pada Bank Pembuka..

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketabus, SKBDON diatur dalam PBI
Mo, 5/6/PBL2003 Tentang SKBDN, SKBDN adalah setiap janji berdasarkan
permintaan tertulis pemohon yvang mengikat bank pembuka vntuk melakukan
pembavaran kepada penerima atau ordernya, atan mengaksep dan membayar
wesel yany tertarik oleh penerima; atau memberi kuasa kepada bank lain untuk
melakukan pembayaran kepada penerima, mengaksep dan membavar wesel
vang ditarik oleh penerima; atan membern kuasa kepada bank lain untuk
menegosiasi wesel yang ditarik oleh penerima; atas penverahan dokumen
sepanjang persyaratan SKBDN dipenubi. Dengan demikian, dalam penggunaan
SKBDMN akan melibatkan pihak pemohon, penesima dan bank sabagai pemroses
atau pelaksana yvang memibiki fungsi yang berbeda-beda. yvaitu sebagai Bank
Pembuka, Bank Penghontirmasi, Bank Penegosiasi, Bank Pembayar, Bank
Peremburs, Bank Pengirim, Bank Pentrasfer, Bank Terarik dan Bank tertujuk.
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1.1 Latar Belakang Penerbitan Kredit Berdokumen Dalam Negeri

Telah dijelaskan i atas bahwa surat kredit berdokumen merupakan alut
bayar vang digunakan dalam transaksi perdagangan vang dilakekan olch
peajual dan pembeli vang kota atau negara tempat tnggalnya berlainan, Khusus
untuk SKHEIN digenakan uniuk transaksi perdagangan antarn penjoal dan
pembeli di dalam negeri. Jadi, jelas balwa pengeunaan SKBDN adalah sebaga:
alat bavar dar scbuah transaksi perdagangan atao jual beli vang telah ada
terlebih dihulu sebelum terbit SKBDM tersebut. Dalam hukum surat berharga
transdksi vang mendahului terbitnva surat berharga disebut perikatan dasar.
Ferikatan dasar vang menjadi latar belakang terhitnva SKBDN adalah
perpanjian jual beli. Berdasarkan perjanjian jual beli it timbul kewajiban
membayar bagi pihak pembeli dan penyerahan barang bagi pibak penjual wang
kemudian atas Kesepakatan pembayaran dilakukan dengan menggunakan
S HELN,

Dalani pengeunaan Letter of Credit ( LC), perikatan dasar tersebut
dinamakan sales contract. Sales contract merupakan perjanjian ekspor- impor
antara eksportir dan importir di suatu negara. Hubungan dagang antara eksportir
dan importir dapatdirintis dengan berbagai cara amtara lain dengan bantuan
bank-bank dalam negeri dan korespondennva dan buku-buku petunjub maupun
dary iklan. Demikian juga hubungan kontrak sntara kedua belah pihak
diwipudkna dengan surat menyvurat, eleks! kawat atau telepon dan sebagainya.
Pihak mana yang akan memulat lebih dahulu tergantung pada kepemtingan
masing-masing { Roselvne, 1994: 19, Dengan demikian. dapat diketahui bahwa
latar belakang penerbitan Suran Koredit Berdokumen baik vang digunakan dalam
negeri maupun perdagangan luar negeri adalah perikatan dasar berupa
perjangian jualbeli atau sales contract.

Dalam Pasal 9 ayat {2) PRI No, S/PBUZ003 Tentang SKBDN
ditetapkan balwa dalam pelaksanaan SKBDN, bank hanya berurusan dengan
dokumen dan bukan dengan barang dan‘jasa atau pelaksanaan lainnya. SKBDN
merupakan yang terpisuh dar kontrak penjualan atau kontrak lainnva yang
menjadi dasar penerbitan SKBDN.

Jika telah disepakati balwa peinbayaran akan dilakukan dengan SKBDN
maka pembeli sebagai pibak vang mempunyai kewajiban membayar akan
mengajukan permaohonan tertulis untuk pembukaan SKBDN pada bank dan
berlakulah segala ketentuan vang terdapat dalam SKSKBDN.
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7.3 Syarat Formal Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)

Merujuk pada ketentuan Pasal 10 PBI No. 5/6/PBL/2003 Tentang
SKBDN dapat dipahami adanya syarat formal dalam SKBDN yaitu:

1. Harus mencantumkan hal-hal schagaimana diatur dalam Pasal & avat (2)
PBI No. 5/a/PBRI2HEE
2. Mencantumkan nama “Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri”

Selain syarat formal sebagai mana ditetaphkan dalam Pasal [0 PBI No. 506/
PRI2003 tersebut di atas, pada beberapa pasal dalam peraturan bank tersebut
Juga ditetapkan svarat formal Fainmmnya, vaitu:

1. SKBDN harus dibuat dalam Bahasa Indonesia dan apabila tidak dapat
dihindari dapat dibuat dalam Bahasa Inggris (Pasal 5 ayat (6)).

7 SKBDN harus diterbitkan datam mata uang rupiah atau dapat dalam valuta
asing sepanjang SKBDN terkait perdagangan internasional {Pasal 4).

1. SKBDN harus memuat syarat pembayaran SKBDN vang telah disepakats
para pihak (Pasal 8 angka (1))

4, SKBDN harus memuat syarat pembayaran atas tunjuk (sighv), akseptasi
{ecceptance), atau negosiasi {Pasal § angka {2)).

5. Pihak terarsk vang tercantum dalam SKBIN harus Bank,

7.4  Persvaraian dan Prosedur Penerbitan Surat Kredit Berdohumen
Dalam Negeri (SKBIDN)

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 6 ayat (1) PBI No, 5/6/PBL2003
Tentang SKBDN, permohonan penerbitan SKBDN hanya dapat dilakukan
secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya, Kemudian datam Pasal & ayat
(2inya ditetapkan, bank hanya dapat menerima permohonan penerbitan SKBLIN
apabila dalam permohonan tersebut sekurang-kurangnya memuat hal-hal
sehagai berikul:

a. nama jelas dan alamat pemahon;

nama jelas dan alamat penerima;

nilui SKBDN,

syarit pembayaran atas tunjuk, akseptasi, negosiasi:

rincian dokumen, seperti dokumen pengangkutan barang dan‘atan dokumen
fainnya vang dibutuhkan:

tanggal terakhir pengajuan dokumen;

el

=
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g, tempat penverahan dokumen untuk pembayaran atas winjuk, akseprasi, atau
nEgosiasi;

h. tanpgal penerhitan dan tangeal jatuh tempo SKBDN:

i. media penerbitan SEBDXN: surat, teleks, swift atau sarana lainnya;

Jo uraian barang,

k. tanggal terakhir pengiriman harang;

. tempat tujuan pengiriman barang;

M. pemyaiaan syaral-syarat omum Bank untuk penerbitan SKBDM |

k.emudian menurut ketentuan Pasal 7 PB1 Mo, 5/0/PBIZ2003 setiap
permohonan penerbitan SKBDN, SKBDN ity sendin, permehonan perebahan
SKEBDN dan perubaban SKBDM itu sendirt, harus:

n.  Tertulis secara lengkap dan benar.
b, Menvebuikan secara tepat dokumen vang menjadi dasar pelaksanaan
pembavaran, akseptas: atay negosiasi,

Cralam prakick perbankan, perjanjian vang dibuat antara bank dan pihak
fain biasanva tefab dibuat dalam format yang standar atau baku. Demikian
Juga dengan perjanjian permohonan pembukaan SKBDN, dimana bank telah
menyediakan format sesuan svarat formalnya berupa hlanko yvang telah dicetak,
Dengan demikion, pengusaha vang mengajukan permohonan pembukann
SKBDN hanya tinggal mengisi formulic yang disediakan bank dengan
memenuhi persyaratan yang ditetaphan bank pembuka. Jika selurub persyaratan
telah dipenuhi, hank pembuka akan menerima permohonan tersebut.

Setelah permobonan diterima oleh bank maka Bank Pembuka akan
menerbitkan SKBDN. Menurut ketentuan Pasal 7 PBI Mo, 5/6/PBE2003, bank
sehagar pencrbit harus mencantumban dalam SKBDMN hal-hal sebagamana
tercantum pada Pasal & avat (21 PBI No. S6PHE1 2003 Tentang SEBDN. Dalam
Pasal 7 Avat (2) huruf (h) ditegaskan lagi, khuses mengenai dokumen, setiap
permohonan penerbitan SKBDN hames menyebutkan secars tepat dokumen-
dokumen yang menjadi dasar pelaksanaan pembayaran, akseptasi, atau
NEZsias:.

Apabila Bank Pembuka melakukan perubahan terhadap SKBDN vang
diterbitkannya maka berlaku ketentuan Pasal 15 PBI No. 56/PBL2003 Tentang
SKBDN, yaitu Bank Pembuka terikat oleh setiap perubahan yang dibuatnyva
sejak perubahan tersebut dilakukan. Bank Penghonfirmasi dapat meneruskan
suatu perubahan dengan atau tanpa menambah konfirmasinya. Dalam hal Bank
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Pengkonfirmasi menambah konfirmasi atas suatu perubahan, maka Bank
Penghkonfirmasi terikat oleh perubahan tersebut sejak penerusan perubahan
kepada penerima, Dalam hal Bank Penghonfirmasi meneruskan perubahan
kepada Pencrima tanpa menambah konfirmasi maka Bank Penghonfirmasi
harus memberitahukan pada kesempatan pertama kepada Bank Pembuka dan
Penerima. Penerima dilarang memberikan persetujuan sehagian {partial
accepiance) atas perubahan SKBDN. Perubahan SKBIN mulai berlaku sejak
penerima memberikan persetusan tertulis atas perubahan tersebut ke pada Hank
Penerus. Dalam hal penersma lalai menvampaikan persetujuan tertulis, maka
penyerahan dokumen kepada Hank Pembuka atan Bank Tertunjuk vang sesuai
dengan syarat-syarat SKBDN termasuk perebahannya diangpap sebagai
persetujuan perubahan SKBON oleh penerima. Perubahan SKBON berlaku
efektif sejak tanggal penyerahan dikumen.

Bank vang menerima instruksi vang tidak lengkap dan atau tidak jelas
dari Bank Pembuka untuk mencruskan, mengkonfirmasikan atau mengubah
SK BN dapat menvampaikan instruksi tersebut kepada penerima semata-mata
sehagai informasi dan tanpa tanggung jawab, (Pasal 17 PRI No. 5/6/PBI/2003
lentang SKBDN)

Berdasarkan urzian tersebut di atas dapat diketahui, latar belakang
penggunasan SKBDN adalah adanya perjanjian jual beli sebagas perikatan
dasarnya. SKBDN yang akan diterbitkan harus memenubi persyaralan yang
ditetapkan dalam PBI Mo, 3/6/PBI2003 Tentang SKBDN. Proses penerbitan
SKBDN adalah meliputi, permintasn pembukaan SKBDN dari pemohon vang
disampaikan secara tertulis, Bank Pembuka akan menerima permohonan
terscbut apabila memenuhi sekurang-kurangnya hal-hal yang dustur dalam Pasal
7 Avat (2) PBI Na, S/6/PBE2003. Apabila Bank Pembuka menerima
permohonan tersebut maka bank harus mencantumkan dalam SKBDN hal-hal
vang diatur dalam Pasal 7 Ayat (2} tersebut.

7.5 Pembavaran dan Dokumen dalam Penggunaan Surat Kredit
Berdobhumen Dalam Negeri

Jaminan Pembayaran olch bank Pembuka dan Bank Penghonflirmasi

Sehagaimana telah dijelaskan bahwa latar belakang terbitnya SKBIN
adalah adanya perikatan dasar berupa transsksi atau perjanjian jual beli.
Penerbitan SKBDN merupakan jaminan dari kewajiban membayar bagi pihak
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pembeli dalam perikatan dasar tersebut. Pembayaran akan dilakukan sesuai
persvaratan dalam SKBDN. Bank yvang diberi huasa untuk melakukan
pembayaran atas tunjuk, melakukan akseptasi wesel atau melakukan negosiasi
disebut Bank Tertunjuk. sedangkan Bank Tertarik adalah bank vang
berkewajiban untuk membavar wesel vang ditartk {diterbitkan ) padanya,
Menurut ketentuan Pasal 10 PBI No. 3/6PBI2Z003 Tentang SKBDN,
SKBDN merupakan jaminan dari Bank Pembuka sepanjang dokumen vang
diserahkan kepada Bank Tertunjuk atau kepada Bank Pembuka telab sesua
dengan persvaratan dan kondisi SKBDN:
{11 apahila Sk BDN mensyaratkan pembayaran atas tunjuk , untuk membayar
atas tunjuk:
(2 apabila SKBDON mensvaratkan skseptas:
a.  oleh Bank Pembuka, untuk mengaksep wesel vang ditarik (diterbithan)
oleh Penerima pada Bank Pembuka dan pembavarannyva pada saal
Jatuh tempo, atau
b. oleh Bank Tertarik { Tersangkut} lninnva, untuk mengaksep dan mem-
bayar pada saal jatuh tempo wesel yvang ditarik (diterbitkan) cleh
penerima pada Bank Pembuka dalam hal Bank Tertarik { Tersangkut)
vang disehutkan dalam SKBDN tidak mengaksep wesel vang ditarik
{diterbitkan) padanya atan membavar wesel vang telah diaksep tetapi
tidak dibayar oleh Bank Tertarik { Tersanghkut) pada saat gatuh temp.
i3} apabila SKBDN mensyvaratkan negosiasi, untuk membayar tanpa hak regres
kepada Penerik (Penerbit) dan atau pemegang vang sah dari wesel vanp
ditarik {diterbitkan} oleh Penerima dan ataw dokumen-dekumen yang
diserahkan atas dasar SKBDN tersebat.

Jadi. berdasarkan ketentuan Pasal 110 terschut dapat diketahui bahwa
SKBON merupakan jaminan pembavaran dari Bank Pembuka sepanjang
dokumen-dokumen vang disvaratkan diserahkan kepada Bank Pembuka atan
Bank Tertunjuk. Jamiman pembayaran tersebut akan dilakukan sesuai dengan
persyvaratan dan kondisi vang disebut dalam SEBDN, vaitu
a. apabila SKBDN mensvaratkan pembayaran atas tunjuk, maka Bank
Pembuka memberikan jaminan pembayaran atas tunjuk.

b. apabila SKBDN mensyaratkan akseptasi oleh Bank Pembuka, maka Bank
Pembuka memberikan jaminan untuk mengaksep wesel yang ditarik (diter-
hitkan t olel penerima pada Bank Pembuka dan pembayarannya pada hari

bayar;
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€. apabila SKBDN mensyaratkan akseptasi oleh Bank Tertarik lainnya,
padahal Bank Tertartk yang disebutkan dalam SKBON tidak mengaksep
wesel vang ditarik (diterbithan ) padanva atau tidak membayar pada hari
bayar wesel yang sudah diakseptasi artinya, maka Bank Pembuka
memberikan jaminan untuk mengaksep wesel dan membayar saat jatul
tempo wesel vang ditarik (diterbitkan) oleh penerima pacta Bank Pembuka

Sefain oleh Bank Pembuka, jaminan pembayvaran melalei SKBDON Jugi
diberikan oleh Bank Pengkonfirmasi. Bank Pengkonfirmasi adalah bank yvang
menghonfirmesi SKBDON dengan mengikatkan diri untuk membayar,
mengaksep atan mengambil alih surat-surat wesel vang ditarik (diterbitkan)
alas SKBON tersebut, Menurit ketentuan Pasal 11 PRI No. 5/6/PBI2003
Tentang Surat kredit Berdokumen, Bank Pengkonfirmasi memberikan
konfirmasinya terhadap SKBDN atas dasar permintaan Bank Pembuka
Konfirmasi merupakan jaminan vang pasti dari Hank Penghonfirmasi dan juga
merupaklin jaminan dari Bank Pembuka sepanjang dokumen yvang disvaratkan
diserahkan kepada Bank Pengkonfirmasi atay kepada Bank Tertunjuk lain dan
sesual dengan persyaratan dan kondisi SKBDN, Jaminan tersebut, vaitu:

a. apabila SKBDN mensyaratkan pembayaran atas tunjuk, untuk membayar
atas tunjuk;
b apabila SKBDN mensyaratkan akseptasi-

(2} oleh Bank Penghkonfinnasi, untuk mengaksep wesel-wesel vang ditarik
(eiterbithan b oleh penerima pada Bank Pengkonfirmasi dan membayar
wesel-wesel tersebur pada saat jatuh tempa; atay

(b} oleh Bank Tertarik ( Tersanghut) lainnya, untuk mengaksep dan mem-
bayar pada saat jatuh tempo wesel-wesel vang ditarik iditerhitkan)
oleh Penerima pada Bank Pengkonfirmasi dalam hal Bank Tertarik
(Tersanghur) vang disebutkan dalam SKBDN tidak mengaksep wesel-
wesel vang ditarik { diterbithan ) padanya, atau untek membayar wesel-
wesel vang diaksep oleh Bank Tertarik | Tersanght) tetaps tidak
dibayar olehnyva pada saat jarub tempo;

¢ apabila SKBDN mensyaratkan negosiasi, untuk melakukan negosiasi tlanpa
hak regres hepadda penarik {penerbit) dan atau pemegang vang sah wesel
vang ditarik { diterbitkan) oleh penerima dan atau dokumen-dokurmen yang
diserahkan berdasarkan SKBDN.
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Berdasarkan ketentuan tersebut jaminan pembayaran dapat dilakukan
wleh Bank Penghobfirmasi dan juga Bank Pembuka apabila terhadap suatu
SKBDN dilakukan konfirmasi. Apabila suatu bank melakukan konfirmasi
terhadap SKBDN artinyva bank tersebut mengikatkan diri untub membayar,
mengaksep atau mengambal alih surat-surat wesel vang ditarik (diterbitkan)
atas sRELM tersehud

Benitik wolak dari ketentuan Pasal |1 PRI Noo 6/PR12003 Tentang
SRBON dupat diketahui bahwa konfirmasi suatu SKBDN oleh Bank
Pengkonfirmas: atas dasar pemberian huasa atag permentaan Bank Fembuka
adalah merupakan gaminan pembavaran dari Bank Fenghonlirmasi dian Bank
Pembuka. Jaminan pembavaran terschur dilakukan sesuai persvaratan dan
kondisi SKBIDN, vaitu:

{1 apahila SKBDN mensyarathan pembayaran stas tunjuk maka Bnk
Penghonfirmasi dan Bank Pembuka memheriban jainin pembayaran atas
iinguk:

apabila SKEDN mensvarathan akseptasi oleh Bank Fengkonfirmast maka
Bank Pengkonfirmasi dan Bank Pembuka memberikan Jaminan untuk
mengaksep surat wesel yang ditarek (diterbitkanj aleh penerima pada Bank
Pengkonfinmask. dan membayvar surat wesel tersebut pada saat jatub rempo:
) apabila SKBDN mensyarathan akseplasi oleh Bank Tertarik lainnwva.
padihal Bank tertarik lainnya yang discbut dalam SKDDN tersebut tidak
mengaksep wesel vang ditarik (diterbitkan) penerima pada Bank
Penghonfirmasi maka Bank Pengkonfirmasi dan Bank Pembuka
memberikan jaminan untuk mengaksep wesel tersehul. Apabila Bank
tertarik fainnya ini tidak melakukan pembavaran pada hari bavar wesel
vang telah diakseptasinya maka Bank Pengkonfirmasi dan Bank Pembika
ahan memberikan jaminan untuk membayar wesel tersebut pada hari bayar;
apabifa SKBDN mensvarathan negosiasi, maka Bank Pengkonfirmasi dan
Bank Pembuoka memberikan jaminan untuk melakukan negosiasi tanpa
hak regres hepada penarih atau pemegang vang sah wesel yang ditarik
(diterbitkan ) oleh penerima dan atau dokumen-dokumen vang diserahkan
berdasarkan SKBON.

B-d
e

{

-
[ ]
i

(4]

-
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Pencrusan SKBDN kepada Penerima

Pasal 14 PRI No. 5/6/PBL2003 Tentang SKBDN, Bank Penerus dapat
meneruskan SKBDN kepada penerima tanpa menambalikan kontirmasi, kecuali
Bank Pembuka menentukan lain dalam permintaan atan kuasa natuk menambab
konfirmasi, Jika Bank lain diminta ataw diberi kuasa oleh Bank Pembuka untuk
menambah kenlirmasi atas SKBDN tetapi Bank vang diminta tidak bersedia,
maka penolakan wajib segera diberitahukan kepada Bank Pembuks.

Selanjutnya Pasal 12 PBI No. $/6/PBI2Z003 Tentang SKBDN,
menetapkan Bank Pembuka dapat mengirimkan SKBDN atau menginmkan
perubalian SKBDN kepada Bank Penerus dengan menggunakan surat, teleks,
swift, maupun sarana lainnya menurut kelaziman dalam prakik perbankan.
Pengiriman dengan menggunakan sarana terschut dapat bersifan operatif atau
tidak operatif. Dalam hal penerusan dilakukan dengan sarana vang telsh
dinyatakan sehagai instrumencperatif, maka surat konfirmasi tidak diperlukan
lagi, Dalam hal penerusan dengan sarana vang tidak dinyatakan sebagai
instrumen operatif, maka Bank Pembuka harus menyamparkan pada
kesempatan pertama sural konfirras: yang merupakan mstrumen operatif
Cralam meneruskan perubahan-perubahan SKBDMN. Bank Tembuka harus
menggunakan jasa Bank Penerus vang sama dengan vang mencruskan SKRDN
vang pertama kali diterbitkan,

Kemudian Pasal 13 PBI Nao, 5/6/PBL2003 Tentang SKBDN menyatakan,
SKBODMN dapat diteruskan kepada Penerima melalui Bank Penerus tanpa
mengikat Bank Penerus, dengan ketentuan bahwa apabila Bank Penerus:

{ 1) memilih untuk menervskan SKBDN kepada Penerima, maka Bank Penerus
harus mengambil langkah-langkah vang memadai untek memeriksa
keabsahan SKHBDN vang bersanghutan lebih dahulu;

(2} memilib tadak dapat menerushan SKBDN, maka Bank Pencrus wajib
memberitahukan kepada Bank Pembuka;

(3} tidak dapat memastikan keabsahan SKBDON. maka Bank Penerus wajib
membertahukan kepada Bank Pembuka dan jika Bank Penerus tetap akan
menerushan SKBDN kepada Penerima, maka harus disertai dengan
pemberitahuan bahwa Bank Penerus ndak dapat memastikan keabsahan
SKBDOM,

Pencrima dapat mengalihkan SKBDN kepada penerima hedua sesin
persvaratan dalam SKBDN. Pasal 21 PBI No. 3/6/PBI2003 menetapkan,
SKBDM vang dapat dialilikan (reamsferahle SKBON ) adalah SEBDN dimana
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Penerima pertama berhak ook mengajukan permohonan kepada Bank Penerus
vang memhbavar, mengaksep, atau menezosiast untuk mengalibkan SKBDN
tersebut, baik selurshnya atau sebagian kepada satu ataw beberapa orang pihak
kedua, SKBDM honva dapal dialibkan pika o0 dalamnya secara tegas
dicantumkan kata “dapat dialihkan™ atau “rransferehle”™ sedangkon istilab
lainnya tidak diperkenankan. Hank pentransfer berkewajiban untuk
melaksonakan pengalihan SKEBDN apabila secara tegas disetuju oleh Bank
Pentransfer, SKBDON hanva dapat dialihkan sekali pada Penerima kedua
Pengalihan schagian nilai SKBDN dapat dilakukan secara terpisah sepanjang
penairiman barang atau penarihan sehagian tidak dilarang. SKBDN hanva dapat
dialihkan dengan persvaratan dan kondisi sebapaimana disebuikan dalam
SKBIN asli (original), dengan pengecoalian bahwa:

Milun SR

Harga satuai:

Tanggal jatuh 1empa;

Tanggal terakhir pengajuan dokumen dan

langka waktu pengankutan: salah satu batasan-batasan tersebut dapat
dikurangi atau diperpendek

pon e

Mersentase penuluwpan asuransi vang harus dilaksanakan dapat
ditingkatkan nilainya untuk mencapai jumlah pertangeungan vang ditentukan
dalam SKBDMN ash {origive SKBOMNY Mama dan alamat Penerima Perfama
dapat diganti dengan nama dan alamat Pemohon, kecuali SKBDN asli
mewajibkan nama Pemohon secara khusus dicantumian dalam setiap dokumen
selain dari fuktur. Bank dapat menerima fakoer dan wesel yvang wlah diubak
oleh Penerima Pertama berdasarkan Taktur dan wesel dari Penerima Kedua
sepanjang nifainva tidak melebihi SKBDN asli, Bank Pentransfer berhak
menyerahkan kepada Bank Pembuka dokumen vang diterima atas dasar
SKBON ash termasuk faktur dan wesel Penerima kedua tanpn langgung jawab
apabila Penerima pertnma lalas menverahkan faktor dan weselnya sendira tefah
dhisbah berdasarkan Fakiur dan wesel Penerima Ledua

Pemeriksaan, Penerimaan dan Penolakan Dokumen

Menurut ketentuan Pasal 18 PHI Mo, 5/0/PBL2003 Tentang SKBDMN,
Bank Pembuka, Bank Pengkonfirmasi jika ada atau Bank Terunjuk yang
bertindak atas nama sendiri wajib untuk memastikan kesesuaian dokumen
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dengan persaratan dan kondisi SKBON sesuai standar prakiek perbankan. Bank-
bank tersebut memiliki wakie maksimal 7 (uujuh) han kerja Perbankan setelah
tangeal penerimaan dokumen untuk melakukan pemeriksaan dan meneniukan
pengambilalihan atau penolakan dokumen. Dalam hal Bank memutuskan untuk
menolak dokumen, maka penolakan tersebut harus diberitahukan secara tertulis
kepada pengirin dokumen selambat-lambataya 7 (tuguhy hari kerja Perbankan
setelah tanggal penerimaan dokumen. Dalam hal Bank tidak mem beritabukan
cecara tertulis setelah melampawi 7 (tujuh) hari kerja Perbankan, maka Bank
vang bersangkutan dianggap menerima dokumen, Bank tidak perlu memeriksa
dokumen yang tidak disyaratkan dalam SKBIN, dan harus mengembalikan
dokumen tersebut kepada pengirimnys atau meneruskannya kepada pihak vang
herkepentingan tanpa tanggung jawab apapun. Bank dapat e i
penverahan dokumen yang melewati batas waktu berakhirnya dokumen
Pasal 19 PBI No, 3/6/PBL/2003 Tentang SKBDN menentukan SKBDN
dapat mensyaratkan adanya dokumen penganghutan barang. Dalam hal SEBDMN
mensyaratkan adanya dokumen penganghutan barang, maka w ajib dicamumkan
hatas wakty penverahan dokumen vang dihitung dari tanggal penginman
harang. Apabila dalum SE BN tidak dicantumban batas wakiu tersebut, bank
dapat menolak dokumen yang diajukan bewat dari 21 (dua pulub satu} hari
kalender setelah tanggal penerbitan dokumen penganghutan barang.
Selanjutnya ditentukan hahwa dokomen pengangkutan harang tersebut
sekurang-kurangnya memuat hal-hal berikut;
a. Mama dan alamat pengirim barang;
k. Mama dan alamat penerima barang;
¢ Nama dan alamat perusahaan pengangkut atau agen perusahaan
penganghkut;
4. Nomor surat izin usaha perusahaan pengangkut atau agen perusahaan
pengangkut:
e, Uraian barang, marka, dan nomor, jumlah colh, jenis pembunghus, berat
bruto dan ukuran (dapat disesuatkan dengan persyaraan SKBDM )
Tanggal barang diterima antuk diangkut, seria jenis sarana angkutan:
Tempat tujuan penginman barang.
Tempat asal {tempat muat) barang;
Jumlah lembar asli
Tanda tangan dan nama jelas penangung jawab perusaliaan penganghut
atau agen yang ditunjuk.
k. Nomor dan tanggal SKBDN,

i R
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Selamgutnva ditentukan lags babwa dalam format dokumen pengangkutan
barang harus dicantumbkan pernvataan ada atau tdak ada asuransi penganekutan
fbarang, Dalam hal SKBDN dilenghap dengan dokumen asuransi penzanpkutan
barang feergo mvrance). maka asurinsi tersebut dapat dilakokan dengan
banker & clowse atas nama Bank Pembuka. Bank dapat menolak dokumen
asuransi pengangkutan barang tersebut spabila:

. nila perfangeungannya lebih rendah dari nilai SKBDN atau nila wesel;
dan atau:

b. tanggal penerbitan dokumen asuransi pengangkutan barang yang
melampani tanggal penerbitan dokumen pengangkuian barang,

Menurut ketentean Pasal 20 PRI No_ 3/6/PBL2003 Tentang SKBDN,
Bank Pembuka dan Bank Pengkonfirmasi jika ada, wajib mengambil alil
dobumen dan untuk melakukan penggantian pembayaran kepada Bank
Tertumjuk yang sudah membayar, mengaksep wesel atan meneosiasi dokumen
seCird nyata sesuai dengan persvaratan dan kondisi SKBDN. Bank Pembuka,
Bank Penkonfirmasi atwu Bank Termunguk yang menerima dokumen wajib
menentukan apakah dokumen tersehut sesuai atau tidah sesuai dengan
persyaralan dan kondist SKBDN,  Jika terdapat ketidaksesuaian antara
dokumen dengan persvaratan dan kondisi SKBDN. maka;
. Bank Pembuka, Bank Pengkonfirmasi, atau Bank Tertunjuk dapat menolak
untubk smenzambil alih dokumen:
b. Bank Pembuka dapast menghubungi Pemohon untuk meminta persetujuan
atas penyimpangan tersebut dalam batas waktu 7 {tujuh) bari kerja
perbankan setelal tanggal penerimaan dohumen,

Dalam hal dilakukan penolakan, maka bank wajib menyebutkan
penyimpangan vang menjadi dasar penalakan dokumen dan apakal Bank vang
bersanpkutan menahan dokumen untuk kepentingan pengirim atan mengem-
balikannya kepads pengirim. Apabila terjadi penolakan, maka Bank Pembuka
dan atau Bank Pengkonfirmasi berhak uniuk menagih kembali dari Bank
Pengirim pengembalian beserta bunganyva atas setiap pembayaran yang telah
dilakukannya kepada Bank Pengirim,

Bila Bank Pengirim memberitahukan kepada Bank Pembuka dan atau
Bank Pengkonfirmasi atas penvimpangan dalam dokomen atau memberitahu
Bank-Bank tersehut bahwa Bank Pengirim telah membayar, mengaksep wesel
atau mencgosiasi dengan persvaratan funder reserved atau atas suatu jaminan
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sehubungan dengan penvimpangan itu fetter of mdemnityl maka Bank
Pembuka dan atau Bank Pengkonfirmasi wajib melaksanakan ketentuan dalam
pasal ini. Persyaratan atau jaminan demikian hanva menyanghut hubiengzan
antara Bank Pengirim dengan pihak-pihak kepada siapa persyaratan tersebut
telah dibwat, atau dan siapa. atao atas nama siapa jaminan tersebut diperoleh,

Remburs oleh Bank Pembuba

senurut ketentuan Posal 10 PBE No, 356/PBI 2003 Tentang SKBDN,
jika Bank Pembuka menghendaki agar remburs {penggantian pembayaran)
kepada Bank Pembavar. Bank Pengakseptasi, stau Bank Penegosiasi dapat
ditagih kepada Bank Peremburs, maka Bank Pembuka harus memberikan
instruksi atau kuasa kepada Bank Peremburs dalam wakiu yang wajar untuk
membayar tagiban remburs tersebut. Bank Pembuka dilarang meminia kepada
Bank Pernbavar, Bank Penpakseptasi atan Bank Penegosiasi untuk memberikan
suatu pernyataan kepada Bank Peremburs bahwa dokumen telah sesuai dengan
persvaratan dan kondisi SKBDN,

Bank Pembuka wajib melakukan pengantian pembayarm (remburs) jika
remburs it tidak diterima oleh Bank Pembavar, Bank Pengahseptasi atau Bank
Penegosiasi duri Bank Peremburs. Bank Pembuka bertanggung jawab kepada
Bank Pemba-var, Hank Pengakseptasi atan Bank Penegosiasi atas kerugian
bunga jika remburs tidak dilaksanakan oleh Bank Peremburs pada penagihan
pertama, atau dengan cara lain yang tercantum dalam SKBDN atau yang telah
disepakaty bersamat.

ika terjadi perubahan terhadap SKBON oleh Bank Pembuka, maka
Bank Pembuka terikat cleh setiap perubahan vang dibuatnya sejak perubshan
tersebut dilakukan. Bank Pengkonfirmasi dapal mesersshan suatu perubahan
dengan atau tanpa menambah konfirmasinya. Dalam hal Bank Pengkonfirmase
menambah kenfirmasi atas suatu perubishan, maka Bank Penghonfinmasi terikat
oleh perubahan tersebut sejak penerusan perubahan kepada peacrima. Dalam
hal Bank Pengkonfirmasi mencruskan perubahan kepada Penerima tanpa
menambali konfiemas maka Bank Pengkonfirmasi harus memberitahukan pada
kesempatan pertama kepada Bank Pembuka dan Penerima.  Perubahan
persyaratan SKBDN akan berlaku apabila Penerima telah memberikan
persetujuan tertulis atas perubahan tersebut kepada Bank vang mencriskan
perubahan itu. Persetujuan sehagian mas perubahan-perubalan yang termuat
dalam suatu penerusan perubahian vang sama tidak diperkenankan,
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Bank yang menerima insiruksi yang tidak jelas dan atau tidak lengkap
untuk meneruskan, mengkonfirmasikan atau mengubah SKBDN dapat
menyampaikan instruksi tersebut kepada Penerima semata-mata sebagai
informasi dan tanpa fanggung jawab serta pada waktu yang sama harus
memberitahukan kepada Bank Pembuka atas tindakan vang telah dilakukannya.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan, penerbitan SKBDN
merupakan realisasi pembayaran dalam perjanjian jual beli vang menjadi
perikatan dasarmya. SKBDN merupakan jaminan pasti dari Bank Pembuka
dan Bank tertunjuk sepanjang dokumen-dokumen vang disvaratkan dalam
SKBDN diserahkan kepada Bank Pembubka atau Bank tertunjuk, Jaminan
tersebut diberikan berdasarkan hal-hal yang disyaratkan dan kondisi SKBDN
tersebul. Dalam penggunaan SKBDN, bank hanyva berurusan dengan dokumen.
Oleh karena it untuk melakukan pembayaran SKBDN, bank harus memeriksa
secary seksama dokumen-dokumen vang disyaratkan dalam SKBDN tersebut.
Bank akan membayar SKBDN Jika dari hasil pemeriksaan terscbut ternyata
bank menerima semua dokumen yvang diajukan,

Hal-hal di luar Tanggung Jawah Bank

Dalam SKBDN bank hanya berurusan dengan dokeemn dan bukan
dengan barang. Dalam Pasal 22 PBI No. 5/6/PBI2003 Tentang SKBDN
ditegaskan. dalam melakukan pemeriksaan dokumen yang disyaratkan dalam
SKBDN, Bank dibebaskan dari tanggung jawab terhadap:

a. bentuk, kecukupan, Keaslian, pemalsuan atau akibat hukum dari dokumen
apapun, alau atas kendiso umum dan atau khusus yang disebutkan dalam
dokumen atau yang ditambahkan di dalamnya;

b. uratan, jumlah, berat. mutu, kondisi, pengepakan, penyerahan. nilai atau
adanva barang-barang vang tercantum dalam dokumen;

c. imkad baik atasw tindakan-tindakan dan atau kelalaian, kesanggupan
melunasi pembayaran, kinerja atau bonafiditas dari pengirim. penganghut,
forwarder, penerima atau penanggung jawab dari barang-barang. atau
sidpapun,

d. akibat yang timbul karena keterlambatan dan atau hilangnya berita, surat
atau dokumen dalam perjalanan, atau atas kelambatan, cacat, kesdalahan
lainnya yang timbul dalam penerusan melalui telekomunikasi;

€. kesalahan penafsiran istilah teknis.
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BAB Vi
SURAT BERHARGA KOMERSIAL
(COMMERCIAL PAPER)

8.1 Pengertian dan Pengaturan Commercial Paper

Fata Commerciol Paper sebenarnya merupakan kata-kata dari Bahasa
Ingeris, apabila diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi surat
permicgetm. Akan tetapi istilah tersebut di Indonesia diterjemahkan menjadi
surat berharga komersial, dan dalam dunia usaha dikenal dengan singkatan
SBK atau CP. CP di dunia berkembang di Amerika Serikat sekitar abad
keduapuluh, vang di dorong oleh kegratan perbankan antar negara bagian dan
kemudian juga diwajibkan bank-hank untuk memenuhi syarat-syarat cadangan
vang semakin ketat, CP diterbitkan uniuk keperluan pembiayaan jangka pendek
atau modal kerpa,

Menurut Ketut Rindjin (2000; 146), CP sudah mulai dirintis di Inggris
pada tahun 1756 vang melahirkan the Low of Merchant guna menciptakan
mekanisme vang diatur dan memberikan fasilitas bagi falu Lintas keberlakuan
Bill af Exchange Act. Kemudian, Amerika Serikat mengadopsi ketentuan-
ketentuan di Inggris menjadi Negatiahle fnstrument Law pada tahun 1922
dan disempur-nakan menjadi  Cniform Contmercia! Code pada tahun 1940,
Bertolak dari 2 (dua) undanglundang tersebut, kemudian babor Commerciol
Paper yang berlaku secara internasional dan mempunyai 2 (duad ciri utama,
yaitu:

a. Commerciol Paper memuat klaosula janji antuk membayar (promise fo
pavi yang terdiri atas promisyory rofe dan certificate af depasit;,

b, Commercial Paper membubuhban perntah untuk membayar forder fo pay)
yang dikenal dengan trstrument draft dan check.

Douglas mengemukakan, di Amerika Serikat CP diartikan sebagai
kumpulan surat berharga atau instrumment negofiable yvang meliputi Draf,
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Checks, Cerrifikat of Deposits (CD} dan Notes Instrument negotiable adalah
secarik kertas yang mempunyai ketentuan sifat formal tertentu, yang
membuktikan adanya hutang dari satu orang kepada orang laim. Jika crang
menulis instrumen ity berjanji untuk langsung membayar hotang. maka
instrumen itu disebut schagai wores. Notes yang dibuat oleh bank untuk
membayar sejumlah wvang kepada nasabah tertentu disebut Certifikal of
Depoyitn/CD (sertifikat deposito ). Schaliknya apabila orang menulis instrumen
tersebut memerintahkan pihak ketiga misalnyva bank, maka mstrumen itu
disebutl sebapai drafi. Sedangkan cek adalah draft vang dibuat atas bank
{Douglas, 9920 3)

Menurut Sutan Remy Svahdeini sebagaimana dikutip Kingkin
i 1990:68), sejak awal ahun 1990 CP mulai dikenal di Indonesia, dan mulai
marak di pasar uang sekitar tahun 1993 Namun demikian, CP vang berkembang
di Indonesia itu tidak sama dengan yang dimaksud oleh UCC Amerika Serikat,
Dalam UCC (Uniforms Commercial Code), TP merupakan kumpulan
negotiable instruments vang berbentuk Draft, Chek, Certifikat of Deposit dan
Notes. Menurut Clayton (1995 2y While the definition of negoniable
frgirements permics inclusion of wide range of writings thet evidience promies
o arder to pay, the UCC explicitly excludes money, elekironik funy tronsfer,
and securities from coveroge in arficle 3 UCC

Dalam Blocks Law (ictionery definist CF adalad 8il wf Exchange
{i.e drafis). promizsory mofes, bank cheks, and other negotioble instramenis
for pavmeni of money, wich by their from and o thetr face, prorpors i be such
instrument, UCC Ariicle 3 is peneral low governing conmercial paper. Teem
imcludes short term notes bssued by corporare borvawers (Henry Cambell,
1979: 245).

Melihat perkembangan CF di Indonesia vang begitu pesal, sementara
masth terdapat berbagai pengertian diberikan terhadap CP, dan dalam kegiatan
transaksi CP* banyak melibatkan bank sebagai pihak pendukung, maka HBank
Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No 28/52-
JEEFDIR Tentang Persyaratan Penerbian dan Perdogangan Surat Berharga
Komersial (Commerciad Papery melalul Bank Umumdi Indosesia, Tanggal
11 Agustus 1995 selanjutnya disingkat SK SBE/CP dan diberi penjelasan
melalui Surat Edaran Bank Indonesia No 28/349/UPC Tanggal |1 Agustus 1995
selanjutnya disingkat SEBI SBK/CP. Dalam konsideran Sk SBR tersebut
terdapat beberupa dasar pertimbangan dikeluarkannya sural keputusan terschat,
vallu
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a. Peperbaan SBRACT merupakan sabab sato altecnanl sumber pembiavaan
bagi dunia usaha vang saat ini telah berkembang dengan pesat,

b, Dalam penerbitan SBR/CP, keterlibatan perbankan sangat besar, schingga
perlu ditetapkan persvaratan tertentu sesuai dengan prinsip kehati-hatian
yang dapat mengurangi kemungkinan resiko vang ditanggung bank:

c. Berdazarkan atasandi atas, dipandang perle menctaphkan ketentuan tentang
persyaratan penerbitan dan perdagangan SBR/CP melalus Bank Umom di
Indonesia melalin Suratl keputusan Dwreks Bank Indonesia

Drengan demikian vang memyadi dasar pertimbangan bagi Bank Indonesia
membuat SK SBE/CF adalah pembiayaan usaha, penerapan prinsip kehati-
hatian, dan dema kepastian hukum bagi para piliak vang menggunakan SBKS
CP

Berdasarkan pengaturan tersebut maka dasar hukwm atau pengaturan
mengenai SHKATP adalah KUHD vang mengatur Sueat Sangeup dan SK SBK
vang mengatur SBE/CP vang juga adalah Surat Sanggup, KLUHD berlaku
sebagai aturan umum fex geweraliv) dan SK SBK berlakno schagai aturan
khusus (e specialis ¢ Dengan demikian. telah diperaleh suatu pedoman untuk
memberi pengertian atau definisi terhadap SBK/ACT . Pasal | angha {21 SK
SBK/CP menyatakan, SBE/CP adalah surat sanggup tanpa jaminan vang
diterbitkan cleh perusahaan bukan bank, dan diperdagangkan melalui bank
atan perusahaan efek, berjangka waktu pendek dan diperdagangkan dengan
sistern diskonto, Dalam definisi terdapat unsur-unsur:

Surat Sanggup

Surat Sangpup adalah surat berhanga vang berisi pengakoan hutang
dengan mana penerbitnya menyatakan janji sanggup membayar sejumlah vang
yang tercantum dalam surat tersebut pada hari jatuh tempo vang juga telah
ditetapkan dalam surat itu,

Tanpa jaminan

Walaupun penerbit menyatakan janji sanggup membayar pada hari jatuh
tempo, kesanggupon tersebut tidak disentai jaminan spesifik vang kuat berupa
harta kekavaan penerbit. Dalam SBE/CP tidak dicantumkan perkataan yang
memberikan jaminan pembayvaran, tetapi klausula “tanpa regres™ pada
endosemen blanko dan tanpa aval. Pemindahtanganan SBE/ACP untuk pertama
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kali dilakukan dengan endosemen blanko seperti diatur dalam Pasal 111 jo,
Pasal 113 KUHD, schingga SBK/CP dapat bersifar sebagai Surat Sanggup
atas tunjuk setelah diendosir. Untuk memenuhi syarat “tanpa jaminan™ dari
endosan, endosemen tersebut harus dinvatakan dengan jelas, yaitu tanpa hak
FeEres Mol Feconrse).

Penerbit harus perosahaan bukan bank

Pencrbit OP adalah persahaan bukan bank, biasanya perusahaan besar,
bonafid, dan kredibel. Penerbit SBE/CP harus pervsahaan badan hukum
Indenesia berbentuk perseroan terbatas, vang telah memperaleh peringkat dari
lembaga pemeringkat efek (PT Pefindo).

Diperdaganghkan melalui Pedagang Flek

Bank atau perusabaan efek adalah pen gatur (arrgnges) rencana
penerbitan CP berdasarkan perjanjian tertulis dengan calon Penerbit SBR/CP
karena Penerbit belum tentu dapat mencari langsunge pembeli SBECP, Untuk
itu harus ada bank penghubung antara Penerbit dengan Pemodal. Namun,
bank pengatur rencana penerbitan SBR/CP {penghubung tidak menjamin bila
ada hal yang tidak benar pada SBR/CP yang diterbitkan itu, vang bertanggung
Juwab sepenubinya adalah Penerbit. SBK/CP kemudian dapat diperjualbelikan
melalui Pedagang Etek (vang juga Bank atau Perusahaan Efek sebagai Agen
Penerbit).

Jangka waktu penerbitan

Yangka waktu penerbitan CP adalah jangka pendek, artinya jangka wakiu
tersebut tidak fehih dari 270 (dua ratus wjuh pulub) hari, Dengan kata lain,
hart jatuh tempo setelah berakbic wakio 270 (dua ratus tujuh puluhy hari,

Sigtem dishonto

Pada umuminya CP yang beredar berbentuk aiveownted, artinva CP dijual
denpan harga vang lebih rendah daripada nominal yvang tercantum dalam CP,
Sehizth harga pual dan molas neminal disebut dishonte.

Berdasarhon vraian tersebut di atas dapat dipahami, pengertian SBKS
CF di Indonesia tidak sama dengan pengertian CP di Amenika. 10 Amerika
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sebagaimana dimuat dalam UCC, CP adalah kumpulan surat-sural berharga
yang berbentuk “janji untuk membayar” (promissory netes ), dan surat berharga
vang berbentuk “perintah untuk membayar™ i Draft, Checks, Certifikat of
Deposits/CLY), Sedangkan SBK/CP di Indonesia adalah salah satu bentuk
surat herharga vang memuat klausula “janji untuk membayar™ yang menurut
syaral formalnya merupakan bentuk Surat Sanggup vang diatur dalam Pasal
| T4 KLIHID.

Jadi, dapat disimpulkan SER/CP di Indonesia adalah sural sanggup tanpa
jaminan vang diterbitkan oleh perusahaan bukan bank, dan diperdaganghan
melalui hank atau perusahaan efek, berjangka wakw pendek dan diperdagang-
kan dengan sistem diskonto, SBK atan CP tunduk pada ketentuan dalam KUHL
mengenai sural sanggup. sebagai ketentuan umum dan SK Direksi Bak
Indonesia No 28/ 52/KEP/DIR Tentang Persvaratan Penerbitan dan Per-
dagangan Surat Berharga Komersial {Commercial Paper) melalui Bank Umum
di Indonesia, Tanggal 1 Agustus 1995 selanjutnya disingkat 5K SBR/CP dan
diberi penjelasan melalui Surat Edaran Bank Indonesia No. 2849/UPG,
Tanggal |1 Agustus 1995, sebagai ketentuan khusus.

8.2 Syarat Formal Surat Berharga Komersial/ Commercial Paper

Dialam Pasal 2 SK SBE ditetapkan bahwa SBE/CP yang akan diterbitkan
dan diperdagangkan melalui bank umum di Indonesia harus memenuhi savar
formal sebagai berikut :

a. SBE/CE harus mencantumkan:
(13 klausula sanggup dan kata-kata “Suvrat Sanggup’ di dalam tleksnya

dan dinyatakan dalam Bahasa Indonesia;

{2y janji tidak bersyarat untuk membayar sejumlah vang tertentu;
i) penctapan hari bayar,
{4) penctapan tempat pembayaran;
{5) nama pihak vang harus menerima pembayaran atau penggantinya,
() tanggal dan tempat surat sanggup diterbithan,
{7) tanda tangan penerbit

b, SBE/CPadalah surat berharga jangka pendek, oleh karena itu harus dimuat
jangka waktu paling lama 270 hari

c. SBEJ/CP harus diterbitkan oleh perusahaan bukan bank yang berbadan
hukum Indonesia
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d. SBE/CP hans sudah mempercleh peringkat, vaitu kode vang dibakukan
untuk menunjukan kualitas dari suatu SBK/CP yang menetapannya
dilakukan oleh lembaga pemeringkat efek Indonesia yang telah mendapat
ijin dari Bapepam. Di Indonesia lembaga pemeringkat tersebut hernama
FT. Pemeringkat Efek Indonesia { T, Pefindo,

€. Pada halaman muka SBK/CP sekurang-kurangnyva dicantumkan hal-hal
sehagai berikut:

(1) Koa-kata “Surat Berbarga Komersial (Commrerciof FPager)” yang
ditulis setelah kata-nata “Surat Sangpup” schagaimana dimaksud
dalam huruf a butir { 1) di atas

(2} Klausula “dapat diperdagangkan® pada bagian atas dan dicetak dengan
hurul” tebal

(3} Pemnyataan “tanpa protes” dan™tanpa bisyva™ sebagaimana dimaksud
da-lum Pasal 176 jo Pasal 145 KUHD

{4) Maina bank atau perusahaan efek dan nama serta tanda tangan pejabat
bank atau perusahaan efek vang ditunjuk sebagai agen penerbit sebagai
tanda keaslian CF, tanpa penempatan logo bank atau perusahaan efek
secara mencolak

(3) Mama dan alamat bank yang ditunjuk sehagai agen pembayar, tanpa
penem-patan logo bank secara mencolok;

(6 Nomor Seri CP;

(7) Keterangan mengenai cara penguangan CP sebagaimana diatur dalam
Fasal 4 Surat Keputusan ini

f. Pada halaman belakang CP dicantumbkan hal-hal sebagai berikut;

(1} Pernyataan mengenai endosemen blanko tanpa hak regres denpan klau-
sula “Untuk saya kepada pembawa tanpa hak regres”

{2} Cara perhitungan nilas tunasi,

g. Svarat Formal Lainnya

Selam syarat formal tersebut di atas masih terdapat pasal-pasal yang
mengatur mengenai svarat formal lainnya yvaitu Pasal 3 sampai dengan Pasal
5 SK SBK/CP vaitu:

(1) CP yang jumlsh uvangnya terdapal perbedaan antara vang tertulis dalam
huruf dan dalam angka, yang berlaku adalah jumlah datam huruf selengkap-
lengkapnya;

2) Dalam hal jumlsh vang ditulis berulang-ulang dan terdapat selisih, maka
yang berlaku adalah jumlah yang terkecil:
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{31 Setiap perubahan amanat vang telah testulis dalam CP harus ditandatangani
aleh Peperbit di tempat kosong vang terdekat dengan perubahan dan
ditandatangani serta oleh Pengatur Penerbitan dengan mencantumkan
tangeal perubahan tersebut dilakukan;

{4y CP vang jatuh wakty dapat ditagihkan sejumlah nilai nominal pada Agen
Pembayar selambat-lambatnyva dalam jangka wakiu 6 (enam) bulan sejak
sant jatub wakiu;

(5) Setelah jangka waktu sebagaimana tersebut pada butir d, CP hanya dapat
ditagihkan langsung kepada Penerbit;

(6} Perdegangan CP di pasar perdana dan pasar sehunder mempergunakan
sistem diskonmo,

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan, SBR/CP sebagaimana
surat berharga fainnya harus memenubi syarat formal tersebut diater dakam
Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 SK SBE/CP, Syarat formal merupakan syarat
bentuk SBE/CP yang apabila tidak dipenuhi maka surat tersebut tidak berlaku
sebaga SBK/CR

8.3 Para Pihak dalam Surat Berharga Komersial (Commercial Paper)

Dalam proses penerbitan dan perdagangan CP melalus bank umum di
Indonesia terlibat beberapa pihak, yai:

Penerbit (Ixwing Company)

Berdasarkan SK SBK/CP, dapat diketahui bahwa persvaratan bagi
penerbit adalah:

a. Penerbit harus merupakan perusahaan bukan bank yang berbadan hukum
Indonesia;

b. Penerbit tidak baleh merupakan grupkelompok perusahaan dan bank yang
akan menjadi Arranger, Dealer, Paying Apen dari penerbitan dan
perdagangan CF vang akan diterbitkannya

¢. Penerbit tidak boleh perusahaan yang pada saat merencanakan penerbitan
SHESCP mempunvai pinjaman vang digolongkan diragukan;

d. Wajib memiliki laporan keuangan tahun buku terakhir yvang tefab diaudit
aleh akuntan publik vang telah terdafiar di Bapepam dengan Kualifikasi
wijar lanpa syarat.,
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Pemodal (frvestor)

Pemodal adalah perorangan atau badan hukum domestik maupun asing
yang memperoleh CP dari Penerbit. Apabila Pemodal adalah Pemegang
pertama, maka dia memperoleh hak milik stas OP dari Peserbin dengan
penyerahan berdasarkan endosemen blanko: “Untok sava kepada Pembawa
fanpa hak regres". Ini berart Penerbit menandstangani endosemen CF sebaga
pihak vang memberi hak tagih kepada Pemodal sebagai Pemegang CP. dan
Penerbit menyvanggupi pembavaran CP pada hari jatub fempo vang telah
dnetapkan dalam CF

Dalam 5K SBE, pemodal (investor) tidak disvaratkan hares perusaboan,
tetapi dapat berupa perusahaan, baik perusahaan domestik maupun perusahaan
asing . Akan tetapr dalam surat keputusan tersehut, bank diperbolehkan untuk
menjads mvestor, dengan membelh SBEACPE uniwk kepentingannya sendiri
maupun untuk kepentingan nasabahmva, baik dipasar perdana maupun pasar
sekunder. Mfembelian CPF oleh bank untuk kepentingan bank. maka diperlakukan
sehagai pembelian surat berharga Pembelian CP cleh bank tidak boleh
diperhitungkan schagai angsuran atan pelunasan kredit, baik lanpsung maoapun
tidak langsung vang tefah diberikannva kepada penerhit dan CP vang akan
dibelinya itu harus CP yang berdasarkan pemeringkatan PEFINDOY, memaliki
tergolong datam kualitas investasi (frvestment eracfe). Jika bank vang akan
menjadi pemodal (investor), maka bank tersebut dikenai persvaratan dalam
surat keputusan tersebut, vaitn: Bank vang dalam 12 {dua belas) bulan rerakhir
tingkat kesehatan dan permodalanmya tergelong schar

Penpatur Penerbitan (Arranger)

Pengatur Penerbitan adalah bank atau peresahaan efek vang berdasarkan
penanjian tertulis dengan calon Penerbit mengatur rencana penerbitan CP,
Datam hubungan Penerbit dengan Pengatur Penerbitan, Penerbit memberi
kuasa kepada Pengatur Penerbitan untuk menghubung: pihak Pemaodal calon
Pemegang CP. Kuase ini diberikan karena calon Penerhit belum tentu dapat
melakukannyva sendirt. Dalam hal yang bertindak sebagai Pengatur Penerbitan
adalah bank, maka bank vang bersanghkutan wajib menyiaphan dan
menyebarluashan memoerandum informasi yang obyektif mengenai calon

Penerhit.

162 Kimghin Walyaningdiah, 5H., M H.



Agen Penerbit {Isvuing Agenr)

Apen Penerbit adalzh hank atau perusahaan efek yang berdasarkan
perjanjian tertulis dengan calon Penerbit melakukan pengabsahan SBESCP,
Dalam perjanjian tertulis tersebut, calon Penerbit member kuasa kepada Agen
Penerbit untuk melakuka pengabsahan SBE/CP. Untuk memastikan bahwa
SBECT vang diterbitkan itu sah, Agen Pencrbit wajib melakukan penelitian
atas kebenaran prosedur penerbitan SBK/CP, baik dart segi admonistratif
maupun dari segi voridis,

Lxart segi administtratil memperhatikan antara lain anggaran dasar/
anggaran rumah tangga perusahaan calon Pencrbit SBK/CP, kebenaran dan
keaslian tanda tangan Penerhit SBRACP serta keashan kertas SBR/CP vang
bersangkutan. Dari segi vuridis mempehatikan apakah SBK/CP sudah
memenuht ketentuan undang-undang dan ketentuan lain vang berlaku,
Dijelaskan juga bahwa tanda tangan pejabat bank vang melakukan
pengabsahan atas SBKACP tersebut tidak dimaksudkan untuk melakukan aval
atau memberikan jaminan dalam bentuk apa pun. Berdasarkan hasil
pengabsahan, maka SBE/CP yang diterbitkan itu mempercleh pemyataan sah
dari bank yang menjadi Agen Penerbit guna meyakinkan Pemodal calon
Pemegang SBK/CP

Bank yang bertindak sebagai Agen Penerbit harus bank vang dalam 12
(dua belas) bulan terakhir tingkat keschatan dan permodalannya tergolong
sehat. Bank hanya dibolehkan bertindak sebagai Agen Penerbit terbadap CP
vang termasuk dalam kualitas investasi (investment grade) schagaimana
ditetapkan oleh Lembaga Pemeringkat Efek (PT Pefindo). Kegiatan usaha
Bank sebapai Agen Penerbit tidak memerlukan izin dari Bank Indonesia.

Bank dilarang menjadi penjamin  penerbitan CP. Bank juga dilarang
bertindak sebagai Agen Penerbit atas penerbitan CP dari:

a. perusahaan yang merupakan anggota grup/kelompok bank yang
bersangkutan:

b, perusahaan yang pada saat merencanakan penerbitan CP mempunyai
pinjaman yang digolongkan “diragukan” dan “macet” sebagaimana diatur
dalam 5K Direrksi Bl No. 26/22 Tahun 1993 dan SEBI No. 26/4 Tahun
1993 masing-masing tanggal 29 Mei 1993 temtang Kualitas Aktiva
Produktif dan Pembentukan, Penyisihan, serta penghapusan Aktiva
Produktif.
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Bank vang melanggar larangan tersebut dikenakan sanksi admimistratif
sebagaimana diatur dalam Pasal 52 dan Pasal 53 Undang-Undang Nomoer 7
Tahun 1992 tentang Perbankan. Sanksi wersebut dapat berupa:

{1} denda untuk membayvar sejumlah uang tertentu:

(2} penvampaian teguran tertulis;

(3} penurunan tingkat keschatan bank:

{4} larangan torut serta dalam kliring:

{51 pembekuan kegiatan usaha, haik untuk keseluruhan atau beberapa cabang;
i) pencabutan ien usaha,

Pedagang Efek ( Dealer)

Penjual vang diberi kuasa oleh Penerbit untuk melakukan penjualan
CP adalah Pedagang Efek (dealer). Pedagang Efek adalah bank atau
perusahaan efebvang ditunjuk oleh calon Penerbat CF untuk mengusahakan
penjualan dan wau pembelian CF, baik untuk kepentingan sediti maupun
kepentingan nasabahnya. Dalam hal Pedagang Efek itu adalah bank, maka
persyaratannya sama dengan yang berlaku bagi Pengatur Penerbitan dan Agen
Penerbit

Hank vang bertindak sebagas Pedapang Efek dapat membel: CF di pasar
perdana maupun di pasar sckunder. baik untuk kepentingan sendire ataspun
kepentingan pilak lain, Pembelian CP oleh bank untuk kepemingan sendiri
diperlukan sebagai pembelian surat berharga, Pembelian CT oleh hank untuk
kepentingan pihak lain diperlukan sebagai pelaksana kwasa dari pihak lain
yang hersangkutan (nasabah), Pembelion CT oleh bank tidak dapat
diperhitungkan sebagai angsuran atay pelunasan kredit. baik secara langsung
maupur Tidih langsung vang telah diberikannya kepadie Pencrbn, Dilanggar
akan dikenakan sanksi,

Agen Pembavar {Paving Agent)

Agen pembayar adalah bank yang berdassrhan pedan)ian tertulis dengan
calon Penerbit SBE/CP melakukan pembayaran sejak SBR/CP tersebut jatuh
tempo. Dalam hubungan hukum surat herharpa, Agen Pembayar ini dikenal
dengan istilah “Tersanghut”, yasu pihak ketiga yang wajih membayar surat
berharga sesuai desgan perintah Penerbit, Dalam perjanjian terulis antara
Pencrhit SBESCP dengan bank yang bertindak sebagar Agen Pembayar.
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Penerbit SBE/CP telah menivapkan dana vang tersimpan pada bank yang
ditunjuk schagai Agen Penerbit. Dana tersebut telah disiapkan untuk membayar
SBR/CP yang pada hari jatuh tempo dimintakan pembayarannya oleh
Pemegang SBE/CP. Oleh karena itu, berdasarkan perintah Penerbit CP, Agen
Pembayar siap membayar SBE/CP yvang sudah jatuh tempo setiap saat
dimintakan pembayarannya cleh Pemegang,

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan, pihak-pihak
dalam SBR/CP adalah penerbit, pemodal, ban atau lembaga efek vang akan
hertungsi sebagal pengatur penerbitan (arrarrger) dan agen penerbitan { isvwing
agenf), agen penjualan (dealer) dan agen pembayar {(paving agent) atau
tersanghut, Bagi bank yang akan terlibat sebagai pihak dalam penerbitan dan
perdagangan SBE/CE ini ditetapkan beberapa svarat dan larangan yang apabila
dilanggar akan dikenakan sanksi.

8.4 Prosedor Penerbitan dan Perdagangan CP
Tujuan Penerbitan SBK/CP

SBRACE merupakan alternatil pembiayaan usaba yang bukan bersumber
dari lembaga pembiavaan yang lazim, melainkan bersumber langsung dari
para pemodal (investor). Para pemodal ini menanam moedalnya tidak melalui
pembelian saham, tetapi schagai Pemegang SBK/CP yang diterbitkan oleh
perusabaan yang memerlukan modal yang lebih besar gena mengembangkan
usahanya. Pemegang SBK/CP tersebut adalah Pemodal yang telah
meminjamkan dana kepada Penerbit berdasarkan perjanjian pinjam-
memingamdana. SHR/CP adalal bukti bagi Pemodal sebapai pemberi pinjaman
dana. F'rn--mnpul'm dana melalui penerbitan SBK/CP sudah berkembang
hingga kini dan pinjaman e sifatnva jangka pendek, vaitu tidak lebih dari
2T dua ratws tujub pulub) bari ataw lebih kurang 9 (sembilan) bulan. Tujuan
lain yang mendasari penerbitan SBK/CP, vaitu untuk dijadikan obvek
perdagangan { Abdulkadir Muhammad, 2003: 301 3

Dengan demikian, penghimpunan dana melalui penerbitan SBR/CP di
satl sist menjadi sumber pembisyann jangka pendek bagi perusahaan penerbit
SBRACE, di sisi lain menjadi obvek perdagangan surst berharga yang
menghasilkan keuntungan bagi Pemodal dan Perdagangan Efek. Dengan kata
lamm. tujuan penerbitan SBK/CP adalah menghimpun dana untuk pembiayaan
usaha jangka pendek dan mengembangkan jenis surat berharga vang menjadi
obyek perdagangzan efek,
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Prosedur Penerbitan SBE/CP

Berdasarkan SK SBESCP hanya disebut mengena syarat-syarat SBK/
CI* dan para pihak dalam penerbitan dan perdagangan SBK/CP, sedangkan
prosedur penerbitan dan perdagangan SBK/CP tidak diatur, Clleh kargna it
apa vang akan diureikan dalam bagian ini adalah berdasarkan data lapangan
vang diperaleh dart bank vang dalam penehivian i bertindak sebagai arranger
pada penerbitan dan perdagangan CP dan perusahaan penerbit (Kingkin
Wahyuningdah, 19949: [30).

Dalam peraktek, Pengatur Penerbitan, Agen Penerbit, Agen Penjual
{dealer) dan Agen Pembavar itu dilakukan oleh sato bank, maka prosedurnya
menjadi:

Pengatur Penerbit menghubungi calon penerbit atan sebaliknya

Li.'lngkuﬁ awal yvang dilakukan oleh mereka adalah membuat perjanjian
antara perusabaan calon penerbit dengan bank vang akan bertimdak sebapai
pengatur penerbitan, agen penjual dan agen pembayar, perpanjion iu dibeci
nama “Perjanjian Penerbitan, Penjualan, dan Pembavaran CP”, Dalam
perjanjian ini disepakati bahwa perusghaan calon penerbit telah menunjuk
bank untuk bertindak schagai pengatur penerbitan (arranger), apen pembayar
{paying agent), dan agen penjual (deafer), lika kedua belah pihak mencrima
segala persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian ini, bank haru akan
melakukan tugas sehagai pengatur penerbitan jika seluruh persvaratan telah
dipenulii oleh perusahaan penerbit. Dengan demikian, maka langkah
selanjutnya bagi perusahaan calon penerbit iu adalab memenubi segala
persyaratan dan kewajibannya herdasarkan perjanjian.

Pengator Penerbitan Menghubungi Lembaga Pemeringkat

PT.Pefindo sebagai Lembaga Pemeringkat Efek vang rkan melakukan
pemeringkatan hanva berhubungan dengan perusahaan dengan calon penerbit
dan bukan dengan hank sebagai pengatur penerbitan. Jadi meskipun yvang
menghubungi lembaga pemeringkat tersebut adalah bank sebagai penpatur
penerbitan. akan tetapi bank tersebut hanya mewakali pihak calon penerbit
untuk menyvampaikan Surat Permintaan Pemeringkatan.

&6 Kinghin Walwwningdial, S.H., MH



Lembaga Pemeringkatan Menilai Perusahaan Calon Penerbit

Untuk melakukan penilaian terhadap perusabaan yang akan menerbitkan
SBK/CP, maka PT Pefindo atas permintaan perusahasn vang bersanghutan,
melakukan proses pemeringkatan (raring process ). Pernystaan peringhat SBR/
CP diserahkan vleh Lembaga Peringhat kepada Pengatur Penerbitan sebapai
jawshan atas Surat Permintaan Pemeringkatan dari calon penerbit yang
disampathan kepada PT. Pefindo melalui bank sebagar pengator penerbitan,
maka PT. Pefindo mengirimkan hasil pemeringkatan kepada pengatur
penerbitan, untuk dijadikan sebagai salah satu dasar bagi penerbitan SBR/
CP. Hasil pemeringkatan terhadap svatu SBR/CP yang akan diterbithan itu,
berupa kode wuntuk menentukan tingkat peringkat dant SBR/CP yvang
bersangkutan, Kode tersebut adalah sebagaimana yang dimaksud dalam SE
SBK vaite ditulis dengan wrutan PAL (paling tinggi), PAZ (kuat), PA3
imemuaskan) dan PA4 (memadai). Menurut penjelasan dari PT. Pefindo arti
dari kode-kode tersebut adalaly sebagai berikut

PAT: SBES/CP yang berisiho paling rendah serta didukung kemampuan
perusabaan paling baik untuk membayar kembali hutangnya secara tepat waktu,

PAZ: SBEK/CP vang berisko sangat rendah serta didukung kemampuan
perusihiaan sangat baik untuk membayar kembali hutangnya secara tepat wakiu
dan tidak mudah dipengaruhi oleh perubshan kesdean vang merugikan;

PA3: SBR/CP beresiko rendah serta didukung oleh kemampuan perusahaan
vang baik untuk membayar kembali hutangnya secara tepat wakiu dan hanya
sedikit dipengaruhi oleh perubahan keadaan vang merugikan,

PA4: SBK/CP yang beresiko cukup rendah serta didukung kemampuan
perusahaan membayar kembali hutangnya secara tepat waktu, namun
kemampuan lersehut cubup peka terhadap perubahan keadaan yang merugikan

Pengatur Penerbitan Menerbitkan Memorandum Informasi

Pengatur Penerbitan menerbitkan Memorandum Informasi yang obvektil
mengenai perusahaan penerbit melalui media cetak, yvang sekurang-kurangnya
meimual:

a.  Laporan kevangan tahun buku terakhic yang telah diaudi oleh akuntan
publik yang telah terdafiar di Bapepam dengan kualifikast wajar tanpa
53‘arul;

Dimensi Hikam Sieear Beeliorga 167



b. Laporan keuangan kuartalan terban;

Anggaran Dasar perusahaan penerbit;

d. Tanggung jawab hukum dari semua pihak yang terlibat dalam transaks
CP:

e. Peringkar CT

L]

Pengatar Penerbitan Menerbitkan SBE/CP

SBR/CP vang telah diiandatangani oleh penerbit kemudian
dikembalikan lagi kepada bank unuk mendapatkan pengabsahan dar bank
sebapai Apen Penerbit {(faning Agenr),

Pengabsahan SBR/CPF oleh Agen Penerbit

Bank akan melakukan pengabsahan terhadap SBR/CP dengan
membubuhkan tanda tangannya dalam SBK/CP. Untuk melakukan
pengabsahan SBECE, berdasarkan SK SBEK, bank harus melakukan penelitian
kebenaran CP terschut dari segi administratif dengan memperhatikan antara
lain Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga perusahaan calon penerbit,
kebenaran dan keaslian tanda tangan penerbit SBK/CP, keaslian kertas, dan
segi vuridis dengan memperhatikan pemenuhan undang-undang dan ketentuan
vang berlaku. Setelah SBK/CP disahkan oleh bank, maka berarti SBR/CP
tersebut telah secara sab diterbitkan, dan oleh karenanya maka SBE/CP tersebut
harus diserabkan kepada untuk diatur penjualannya atau disimpan dalam
chisiody bank,

Berdasarkan uraian di atas dapat diketshui bahwa proses penerhbitan
SBK/CP melibatkan tiga pihak, yvaitu penerbit, pemroses penerbitan yang terdin
dari pengatur penerbitan dan agen penerbitan dan pemodal {investor). Menurut
Abdulkadir Muhammad (2003 300), di antara mereka terjadh hubungan hukum.
yaitu:

a. Perjanjion pemberi kuasa antara Penerbit dengan Pemroses Penerbitan
CP (vaitu Pengatur Penerbitan dan Agen Penerbit):

b. Perjanjian pengaturan penerbitan CF antara Pemroses Penerbitan dengan
Pemodal:

c. Perjanjian pinjam-meminjam dana antara Penerbit dengan Pemodal.
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Prosedur Perdagangan SBE/CP

Sctelah proses penerbitan selesai maka SBK/CP siap untuk
diperdagangkan kepada para pemodal ataiu investor dengan cara:

a. Agen Penjual (dealer) mengatur penjualan SHE/CP:

Bank sebagm Apen Penerbit ahan mengatur penjuafan SER/CP dengan cara
meitjisal kepada mvestor pertama secara langsong atau melalur dealer,
boarena dalam perjanjian telah disehur hahwa bank juga ditunjuk untuk
bertindak sebapm agen penjual (dealer), maka berarti penjualan SBK/CP
kepoada investor vang pertama dilakukan oleh bank sebagai agen penjual
(dealer).

b. Investor Pertama menjual kepada [nvestor Kedua dengan cara endosemen

blanke dan tanpa hak regres:
Cara penjualan dengan endosemen blanko dan tanpa hok regres tersebuat
telal” dintur dalam 5K SBKACPE Selain ite dipenegas dalam kertas CP-
nvit. Ari dari penjualan dengan cara endosemen blanko dan tanpa hak
reeres ini adalah bahwa dalam melakukan endosemen untuk
memperalihkan SBR/CP dan investor pertama kepada investor kedua dan
seterusnya dilakukan dengan endosemen blanko. Dengan endosemen
blanko pihak yang mengalihkan tidak perlu membubuhkan tandatangan
dalam surat SBR/CP sebagai tanda peraliban, melainkan cukup dilakukan
pemindahan SBK/CP dari tangan ke tangan. Akibatnya pihak yang
mengalibkan {endosan) akan terbebas dari regres yvang dilakukan oleh
pemegang SBK/CPE Perdagangan SBK/CT ini berdasarkan Pasal 5 SK
SBE/CF adalah dilakukan dengan sistem diskonta. Sistem diskonto berlaku
baik di pasar perdana maupun di pasar sckunder;

c. Investor kedua atau investor (pemegang |} terakhiir dari SBRK/CP
mengeanphan SBK/CP setelah jatub tempo kepada agen pembayar,
Penguangan kepada Penerhit setelah 6 (enam) bulan sejak jatuh tempo;
atau jika Agen Pembayar menclak pembayaran,

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan, dalam proses penerhitan
dan perdagangan SBE/CF akan melibatkan pihak-pihak, yaitu penerhit,
pemroses { pengatur penerbitan dan agen penerbit), agen penjual (dfeafer) dan
pemodal (investor). Dalam melakukan prosedor penerbitan SBEESCP terschut
terjadi hubungan hukum diantara mereka, yaitu hubungan hukum pemberian
kuasa antara penerbit dan pemroses, perjanjian pengaturan pencrbitin antara
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pemroses penerbitan dengan pemodal dan perjanjian pinjam meminjam dana
antara penerbit dan pemodal. Sedangkan dalam prosedur perdagangan terjadi
hubungan hukuim pemberian kuasa antara penerbit dengan agen penjual
{dealer) dan perjanjian pemberian kuasa antara penerbit dengan agen pembayar,
serta hubungan hukum jual beli antara pemegang SBK/CP vanp
memperjualbelikan atan memperdagenghan SBESCE

8.5 Hari Bayar dan Pembavaran SBK/CP
Hari Bayar SBK CP

Hari bavar adatah han pada saat CP sto dapat dimintakan pembayarannya
oleh Pemegang. Hari bavar lazim disebut bari jatuh tempo. Ketentuan hari
bavar atau jatuh tempo sudah tercantum dalam SB BACP Sejak SBKCP
diserahkan kepada Pemegang pertama hingga hari bayvar/jatuh tempo lamanyva
270 {dua ratus tujuh puluh) hari. Dalam tenggang wakiu tersebut, Pemegang
pertama tidak selalu hanya menyimpan SBK/CP, tetapi bebas menjual
{mengalihkan) SBE/CP milikinya itu kepada pihak lain bila dia memerlukan
dana tunai dan pengalihan dari tangan ke tangan ini berlangsung terus sampai
pada hari bayar/jatuh tempo.  Apabila CP terschut berpindab tangan rerus
sampai pada hari bavarjatoh tempo, maka Pemegang terakhir adalzh pihak
yang herhak atas pembavaran pada hari bayvar.

Pembayaran SBR/CP

Menurut ketentuan Pasal 4 Avar (1) SK SBR/CP, tenggang wakio uniuk
memintakan pembayaran kepada agen pembayar adalah selambat-lambatnva
dalam jangka waktu 6 {enam) bulan setelah SBK/CP jatub tempo. Dan
berdasarkan ketentuan Pasal 4 Avat (2) nva, setelah  lewat jangka wakiu
sebagaimana disebut dalam Ayat (1), SBR/CP hanya dapat ditagihkan langsung
kepada penerhit.

Dengan demikian, pembayaran SBE/CP dapat dilakukan pada hari
bayar/fatuh tempa seperti vang telah ditentukan dalam SEEACP. Pembavaran
SBREACT dilakukan oleh Agen Pembayar vang telah ditunjuk oleh Penerbit.
Agar SBR/CE dapat dibavar, Pemegang terakhir SBR/CP wajib memintakan
pembayaran pada hari bayar/jatuh tempo. Akan tetapi. apabila SBESCP belum
senpat dimintahan pembayaran pada hari bayarjatuh tempo, Pemegang terakhir
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masih dapatl memintakan pembayarannyva pada hari lain. dengan ketentuan
tidak lebih dari @ (enam) bulan itu, Pemegang hanva dapat memintakan
pembavaran langsung kepada Penerbit. Dalam hal ini, ketentuan vang berlaku
bukan lagi ketentuan Surat Berharga Komersial (Commercial Paper),
melainkan ketentuan pimjam-meminjam biasa seperts vang diatur datam hukum
perdata.

Berdasarkan uraian i atas dapat disimpulkan, hari bayvar adalah hari
pada saat SBK/CP itu dapat dimintakan pembayarannya oleh Pemegang. Harn
bavar lazim disebut hart jatuh tempo. Ketentuan hari bavar atau jatuh tempo
sudah tercantum dalam SBESCP. Sejak SBE/CP diserahkan kepada Pemegang
pertama hingga hari bayarjatuh tempo lamanya 270 {dua ratus tujuh puluh})
hari. Pembayaran SBESCP dapat dilakukan pada hari bavar jatul tempo seperti
vang telah ditentukan dalam SBE/CP, Pembayaran dilakukan olch agen
pembayar.
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